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NILAI EKONOMI EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI KABUPATEN WAKATOBI 
Economic Value of Coral Reef Ecosystem in the Wakatobi District 
Andrian Ramadhan, Lindawati dan Nendah Kurniasari 


ABSTRAK 


Ekosistem terumbu karang memiliki fungsi ekologi 
dan ekonomi yang memberi manfaat barang dan 
jasa kepada manusia. Tidak hanya itu, interaksi yang 
terjadi antara sesama manusia didalam memanfaatkan 
ekosistem terumbu karang juga membentuk suatu nilai 
budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 
nilai ekonomi dari barang dan jasa yang dihasilkan 
ekosistem terumbu karang termasuk nilai budaya. 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Wakatobi pada 
tahun 2015. Data yang dikumpulkan berupa data primer 
dan data sekunder. Pemilihan responden dilakukan 
secara purposive sampling, dengan jumlah responden 
sebanyak 67 orang untuk penangkapan ikan dan 42 
responden untuk pembudidaya rumput laut. Metode 
analisis data menggunakan pendekatan produktivitas 
atau effect on production. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa total nilai ekonomi yang dihasilkan dari 
barang dan jasa ekosistem terumbu karang di 
Wakatobi mencapai lebih dari 4 triliun rupiah atau 
setara dengan 163 juta rupiah per hektar per 
tahun. Nilai terbesar disumbang oleh nilai ekologi 
khususnya sebagai pelindung lingkungan pesisir 
yang mencapai lebih dari 79%. Besarnya nilai ekologi 
menunjukkan pentingnya peranan ekosistem dimana 
rusaknya ekosistem berpotensi membebani negara 
dengan biaya yang sangat besar hanya untuk menjaga 
keberlanjutan lingkungan ekosistem pesisir di Wakatobi. 


Kata Kunci: nilai ekonomi, ekosistem terumbu 
karang, wilayah pesisir, barang dan 


jasa, Wakatobi 


ABSTRACT 


Coral reef ecosystem has ecological and 
economical functions and enables to provide benefits in 
term of goods and services to human being. Furthermore, 
italso creates socio-cultural value from interaction among 
people in order to take the benefit of ecosystem. This 
Study was conducted in Wakatobi in 2015. The purpose 
of this study is to estimate the economic value of the coral 
reef ecosystem functions both directly and indirectly. 
Data collected consist of primary and secondary data. 
Data were purposively sampled from 67 of fishers and 
42 respondents of seaweed farmer. Results showed 
that the calculated total economic value of coral reefs in 
Wakatobi is accounted for more than 4 trillion rupiahs, 
in other word it was 163 million rupiahs per hectare 
per year. The largest value were come from ecological 
functions particularly from coastal protection function by 
which accounted for more than 79%. This result indicates 
the important of ecosystem where in case of coral will 
be no longer existed, government should allocate a 
lot of money just to ensure the coastal environment 
sustainability in Wakatobi. 


Keywords: economic value, coral reef, coastal area, 
goods and services, Wakatobi 


VALUASI EKONOMI EKOSISTEM MANGROVE DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN MERAUKE 
Economic Valuation of Mangrove Ecosystem in The Coastal of Merauke District 


Maria M.D. Widiastuti, Novel Novri Ruata dan Taslim Arifin 


ABSTRAK 


Ekosistem mangrove mengalami tekanan dan 
penurunan jasa lingkungan diduga karena abrasi dan 
fenomena alam serta aktivitas masyarakat seperti 
penggalian pasir di pesisir pantai. Pemerintah telah 
melakukan upaya konservasi hutan mangrove dengan 
cara penanaman kembali, namun belum berhasil. Salah 
satu permasalahan adalah belum atau tidak adanya 
informasi nilai ekonomi mangrove sebagai dasar 
penentuan program konservasi. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui nilai ekonomi ekosistem mangrove di pesisir 
Laut Arafura meliputi 3 distrik yaitu Malind, Merauke 
dan Naukenjerai. Metode yang digunakan yaitu TEV 
(Total Economic Value) yang terdiri dari analisis nilai 
guna langsung menggunakan harga pasar. Nilai guna 
tidak langsung dan nilai pilihan menggunakan benefit 
transfer. Nilai non guna yang terdiri dari nilai keberadaan 
dan nilai pewarisan menggunakan WTP (willingness to 
pay). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi 
hutan mangrove di kawasan pesisir pantai Laut Arafura 
per tahun sebesar Rp. 213.344.656.759,00 (213 Milyar 
Rupiah) atau setara dengan Rp. 21.075.240,00/ha/ 
tahun atau setara dengan Rp. 8,6 juta rupiah per kepala 
keluarga. 


Kata Kunci: valuasi ekonomi, ekosistem mangrove, 
pesisir pantai Arafura 


ABSTRACT 


Mangrove ecosystem was under pressured and 
decreased environmental services allegedly because of 
abrasion and natural phenomena as well as community 
activities such as quarrying of sand on the coastal. The 
government has made mangrove forests conservation 
by replanting, but it has not succeeded. One of the 
problems is the lack or absence of the economic 
value information as a basis for determining mangrove 
conservation program. This study aims at determining 
the economic value of mangrove ecosystems in the 
Coastal of Arafura Sea covering three districts of 
Malind, Merauke and Naukenjerai. The method used 
is a TEV (Total Economic Value) consisting of direct 
use value analysis using market prices. Indirect use 
values and the option value using transfer benefit. Non- 
use value which consists of the value of the existence 
and value of inheritance were using WTP (Willingness 
To Pay). Results showed that the economic value of 
mangrove forests in coastal area of Arafura Sea per year 
accounted for Rp. 213,344,656,759.00 (213 billion 
rupiah) or equivalent to Rp. 21,075,240.00/ha/year or 
equivalent to Rp. 8.6 million per household. 


Keywords: economic _ valuation, 
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PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP BERKELANJUTAN WADUK CIRATA: 
PENDEKATAN MODEL BIO-EKONOMI LOGISTIK 
Sustainable Capture Fishery Management in The Cirata Reservoir: 
A Bio-Economic Modelling Approach 


Zuzy Anna 


ABSTRAK 


Perikanan tangkap di Waduk Cirata, merupakan 
salah satu potensi yang dapat diandalkan bagi 
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitarnya, 
namun belum dikelola dengan baik. Faktanya kontribusi 
sektor perikanan tangkap waduk ini pada perekonomian 
daerah, masih rendah. Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis pengaruh aktivitas produksi (penangkapan) 
terhadap kondisi sumber daya ikan seperti parameter 
biologi dan rente sumberdaya perikanan pada kondisi 
aktual, lestari, dan optimal, dengan menggunakan 
model bio-ekonomi standar logistik dan Gompertz. 
Skenario model yang digunakan adalah analisis bio- 
ekonomi model logistik Gordon Schaefer (GS) dengan 


ABSTRACT 


Capture fishery in the Cirata Reservoir is one ofthe 
potency that can be relied for the surrounding community 
subsistence, butithasnotreceivedpropermanagement. In 
fact, it was poor contribution to the regional economy. This 
study aims to analyze the impact of production activities, 
on fish resources, such as biological parameters and 
fishery resource rents on actual conditions, sustainable, 
and optimally, by using bio-economic model of standard 
logistic and Gompertz. Modeling scenarios used a bio- 
economic model of logistics Gordon Schaefer (GS) with 
the parameter estimation of Fox algorithm. Analysis of 
the fishery was carried out by using a scenario of open 
access management regime, Maximum Sustainable 


estimasi parameter algoritma Fox. Analisis perikanan 
tangkap dilakukan dengan menggunakan skenario rezim 
pengelolaan Open Access (OA), Maximum Sustainable 
Yield (MSY) dan Maximum Economic Yield (MEY). 
Hasil penelitian menunjukan adanya overfishing dan 
overcapacity pada 5 tahun (15 kuartal) pengamatan, 
yang ditandai dengan adanya kelebihan effort pada 
Model GS. Pengelolaan dengan menggunakan rezim 
MEY memberikan nilai rente yang paling maksimum, 
dengan biomass yang lebih konservatif, dan effort yang 
lebih efisien. Implikasi kebijakan pengelolaan perikanan 
tangkap di waduk melalui rasionalisasi jumlah alat 
tangkap. Model MSY mengisyaratkan rasionalisasi alat 
tangkap lebih sedikit dibandingkan model MEY. Alternatif 
pembatasan output atau kuota output juga dapat 
dilakukan dengan menggunakan nilai JTB. 


Kata Kunci: perikanan tangkap, Waduk 
Cirata, pengelolaan berkelanjutan, 
model bioekonomi, Gordon 
Schaefer, model estimasi parameter 


fox, rasionalisasi 


Yield (MSY) and the Maximum Economic Yield (MEY). 
Results showed overfishing and overcapacity of the 
fishery in 5 years of observation (quarterly), which was 
characterized by an excess of effort in the GS model. 
Management using MEY regime provides the maximum 
possible value of rents, with biomass more conservative 
and more efficient effort. Policy implications reveal from 
the study is reservoir management through rationalized 
number of fishing gear or boats. MSY model suggests 
rationalization of fishing gear less than the model MEY. 
Alternative output restrictions or guotas outputs can also 
be implemented by using the value of total allowable 
catch. 


Keywords: capture fishery, Cirata Reservoir, 
sustainable management, bioeconomic 
model, Gordon Schaefer model, 
parameter estimates of FOX model, 
rationalization 


POTENSI SUB-SEKTOR PERIKANAN UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI 
DI BAGIAN SELATAN GUNUNGKIDUL 


Fisheries Sub-Sebctor Potential For Economic Development in The South of Gunungkidul 


Gilang Adinugroho 


ABSTRAK 


Pembangunan di bagian selatan Gunungkidul 
masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Pada tahun 
2014 nilai produksi perikanan laut di bagian selatan 
mencapai 29 milyar, menjadi potensi mengembangkan 
ekonomi wilayah. Penelitian ini bertujuan penelitian untuk: 
(1) mengidentifikasi perkembangan kegiatan perikanan 
laut, dan; (2) mengidentifikasi peran dan potensi sub 
sektor terhadap ekonomi wilayah di bagian Selatan 
Gunungkidul. Metode penelitian deskriptif kualitatif dan 
lokasi berada di 6 kecamatan di bagian selatan yaitu 
Panggang, Purwosari, Tepus, Saptosari, Tepus, dan 
Girisubo. Produksi perikanan laut di bagian selatan 
selama 2004-2013 mengalami peningkatan sedangkan 
nilai produksinya relatif fluktuatif. Komoditas utamanya 
adalah teri, tuna, cakalang dan pari. Terdapat 8 PPI di 
Gunungkidul, Sadeng mempunyai produksi tertinggi dan 
fasilitas paling lengkap. Kontribusi sub sektor perikanan 
kecamatan bagian selatan terhadap kabupaten terus 
menurun selama 2004-2013. Hampir semua sub sektor 
perikanan di bagian selatan merupakan sektor unggulan, 
kecuali di Purwosari. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kegiatan perikanan di Tepus merupakan unggulan 
dan prospektif. Sub sektor perikanan di Saptosari, 
Tanjungsari, Panggang dan Girisubo termasuk unggulan 
tapi tidak prospektif. Kegiatan perikanan di Purwosari 
bukan sektor unggulan dan tidak prospektif. 


Kata Kunci: perikanan, ekonomi wilayah, prospektif 


ABSTRACT 


South Gunung Kidul is still undeveloped among 
other regions. Marine fisheries were production value 
in the southem reached IDR 29 billion in 2014, become 
regional economic development potential. The objectives 
of 1) research identifies the role and also development 
Status of marine fisheries and 2) may identifies the 
role and also fisheries sub-sector potencies for the 
southern Gunung Kidul economic region. Research used 
gualitative descriptive with 6 locations at Panggang, 
Purwosari, Tepus, Saptosari, Tepus, and Girisubo. 
Fisheries production had increased during 2004-2013 
but value production was fluctuated were anchovy, 
tuna, skipjack and rays as with commodities. There 
were 8 fisheries ports in Gunung Kidul with Sadeng had 
the highest production which the most also facilities. 
Almost all fisheries activities in the southern became 
leading sectors in regional economic, but Purwosari. 
The results had showed that fishing activities in Tepus 
were eminent and prospective. However, fisheries in 
Saptosari, Tanjungsari, Panggang and Girisubo were 
eminent seeded but not prospective, while were eminent 
Purwosari wasn't eminent and also not prospective. 


Keywords: fisheries, regional economic, prospective 


DAMPAK PEMBERLAKUAN BEA KELUAR TERHADAP KINERJA EKSPOR 
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA 


Impacts of Export Duties on Its Performance of The Marine and Fisheries Sector 


Estu Sri Luhur dan Tajerin 


ABSTRAK 


Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak 
pemberlakuan bea keluar terhadap produk primer 
perikanan terhadap kinerja ekspor sektor kelautan 
dan perikanan sebagai salah satu cara mengatasi 
permasalahan tersebut. Kajian ini menggunakan data 
sekunder dengan mengambil Tabel I-O tahun 2008 
yang kemudian disusun dalam bentuk Computable 
General Equilibrium (CGE) dengan menggunakan 
model Orani-G. Komoditas yang dianalisis adalah ikan 
Tuna Tongkol Cakalang (TTC), ikan tangkap lainnya, 
patin, kerapu, rumput laut, budidaya lainnya, udang, 
ikan kering dan ikan olahan. Kajian ini dilakukan dengan 
menggunakan simulasi tiga skenario pemberlakuan 
bea keluar, yaitu 7,5% (sim-1), 15% (sim-2), dan 22,5% 
(sim-3). Hasil kajian menunjukkan bahwa skenario 3, 
yaitu pemberlakuan tarif bea keluar 22,5% memberikan 
dampak terbesar terhadap kinerja makro ekonomi 
diantaranya peningkatan GDP 0,01% dan konsumsi 
rumah tangga sebesar 0,046%. Dampak terhadap kinerja 
sektoral: (1) output dan nilai tambah produk primer 
perikanan mengalami penurunan terbesar pada ikan 
TTC sebesar 0,68%, sedangkan output dan nilai tambah 
produk olahan perikanan mengalami peningkatan 
terbesar pada ikan olahan sebesar 0,72%; (2) ekspor 
produk primer perikanan mengalami penurunan terbesar 
pada udang sebesar 35,81%, sedangkan ekspor produk 
olahan perikanan mengalami peningkatan terbesar 
pada ikan olahan sebesar 2,41%, dan; (3) impor produk 
primer perikanan produk olahan perikanan mengalami 
penurunan terbesar pada udang sebesar 23,09%. 
Implikasi kebijakannya adalah pemerintah dapat lebih 
meningkatkan ekspor melalui pengenaan bea keluar 
ini. Kebijakan tersebut harus dilakukan hati-hati dengan 
memperhatikan perubahan ekonomi di negara importir 
dan di dunia. 


Kata Kunci: bea keluar, nilai tambah, ekspor, CGE, 
kelautan dan perikanan 
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ABSTRACT 


This paper aimed at analyzing the impact of export 
duties imposed on fishery primary products toward export 
performance of marine and fisheries in order to answer 
the issue. This study used input output table 2008 which 
is arranged in Computable General Equilibrium (CGE) 
form using Orani-G model. Commodities concerned 
were Tuna, Mackarel Tuna, Skipjack Tuna (TTC), catfish, 
grouper, seaweed, shrimp, dried fish, processed fish, 
other cached fishes and other aquaculture products. This 
study carried out with three scenarios of export duties, i.e. 
7.5% (sim-1), 15% (sim-2), and 22.5% (sim-3). Results 
showed that 22,5% of export duties would give higher 
macro economic performance where GDP increase at 
0.01% and household consumption increase at 0.046%. 
Impact on sectoral performance were: (1) output and 
value added of primary fishery products experienced 
largest decline in TTC by 0.68%, while the output and 
value added of processed fishery products experienced 
largest increase in processed fish by 0.72%; (2) export 
of primary fishery products experienced largest decline 
in shrimp by 35.81%, while exports of processed fishery 
products experienced largest increase in fish processed 
by 2.41%, and ; (3) imports of primary products for 
processed fishery products experienced largest decline 
in shrimp by 23.09%. Policy implication should be taken 
by the government was to increase the number of export 
products with imposing export duties. The imposed 
policies should be carefully handled and considered 
world economic changes, particularly to the targeting 
countries. 


Keywords: export duties, value added, export, CGE, 
marine and fisheries 


KAPASITAS JARINGAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN REVITALISASI PELABUHAN PERIKANAN 
DI PULAU TERDEPAN (Pelajaran Dari Revitalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan Lugu, 
di Kabupaten Simeulue) 
Social Networking Capacity and The Policy of Revitalization of Fishing Port in Frontier Island 
(A Lesson From Revitalization of Lugu Fishing Port, in Simeulue Regency) 


Armen Zulham 


ABSTRAK 


Pembangunan ekonomi pulau terdepan melalui 
program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) 
sedang giat dilakukan. Program ini merupakan kegiatan 
andalan Kabupaten Simeulue dalam bentuk kegiatan 
renovasi pabrik es, air blast freezer, docking kapal 
serta membangun pertokoan dan perkantoran pada 
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lugu. Pembangunan 
infrastruktur tersebut diharapkan mendorong 
berkembangnya bisnis perikanan,  memfungsikan 
(revitalisasi) PPI Lugu, dan meningkatkan kontribusi 
Lapangan Usaha Perikanan pada PDRB Kabupaten 
Simeulue. Tujuan tulisan ini adalah mempelajari jaringan 
sosial dan mencari strategi revitalisasi (memfungsikan) 
PPI Lugu Pengamatan lapangan untuk tujuan 
revitalisasi PPI Lugu, dilakukan melalui survei cepat 
pada Januari 2015 dan wawancara mendalam terhadap 
30 responden nelayan dan 3 responden “toke bangku” 
tentang aspek sosial ekonomi dan bisnis perikanan 
pada April 2016. Data di analisis secara deskriptif dan 
berdasarkan teori ekonomi mengacu teori Henderson 
and Quant dan teori sosiologi ekonomi mengacu teori 
Damsar dan Indrayani. Hasil penelitian ini menunjukkan 
peran dan kapasiatas pelaku bisnis, jaringan sosial, 
pertukaran sosial pada bisnis perikanan di Simeulue 
tidak dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan 
merevitalisasi PPI Lugu. Hal ini menyebabkan, sampai 
bulan Agustus 2016 PPI belum berfungsi. Tulisan ini 
merekomendasikan, operasional PPI Lugu, dilakukan 
dalam dua tahap: jangka pendek dengan memberi 
konsesi pada perusahaan/ pengusaha yang memiliki 
modal dan jaringan pasar yang luas untuk mengelola 
Cold Storage dan ABF atau Pabrik es. Jangka panjang 
mulai tahun ketiga operasional PPI Lugu dilaksanakan 
dengan struktur kelembagaan pelabuhan perikanan 
yang berlaku. 


Kata Kunci: pangkalan pendaratan ikan, nelayan, 
jaringan sosial, transaksi sosial, 
Simeulue 


ABSTRACT 


The economic development of frontier 
islands through the Integrated Marine and Fisheries 
Development Program (SKPT) is intensively being 
carried out. This program is the main activity of Simeulue 
Regency by renovation of the cold storage, ice factory, 
air blast freezer, ship dock as well as building market 
and offices in the Lugu Fishing Port. The development 
of infrastructures is expected to encourage the growth 
of fisheries business, function (revitalization) of the Lugu 
Fishing Port, and increase the contribution of fisheries 
business field in the gross regional domestic product of 
Simeulue. The aim of this report is to understand social 
network and to find the strategy of the Lugu Fishing 
Port revitalization, field observation for the Lugu Fishing 
Port revitalization was conducted by a quick survey in 
January 2015 and deep interview about socio economic 
aspect and fisheries business was conducted on 30 
fishers and 3 fish traders (toke bangku) in April 2016. 
Data was analyzed descriptive based on economic 
theory of Handerson and Quant and the sociology- 
economy theory of Damsar and Indrayani. Results of 
this study showed that role and capacity of business, 
social network, and social exchange in fisheries business 
in Simeulue not used as a references in arranging the 
policy of the Lugu Fishing Port revitalization. As a result, 
the fishing port has not functioned until August 2016. 
This study recommends the operational of the Lugu 
Fishing Port to be conducted in two steps: short-term in 
giving concession to companies/businessman having the 
fund and wide market network to manage cold storage 
or ice factory, and long term starting from the third year 
by operating the fishing port based on the fishing port 
organizational structure applied. 


Keywords: fishing port, fisher's, social networking, 
social transaction, Simeulue 
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DIVERSIFIKASI MATA PENCAHARIAN DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI 
KAWASAN PESISIR KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA 


Household Livelihood Diversification and Income in Coastal Area of 
Wakatobi District, Southeast Sulawesi 


Ngadi 


ABSTRAK 


Salah satu persoalan mendasar penduduk 
Kabupaten Wakatobi adalah keterbatasan akses sumber 
mata pencaharian yang berimplikasi terhadap rendahnya 
pendapatan rumah tangga. Paper ini bertujuan untuk 
membahas mata pencaharian dan pendapatan rumah 
tangga di kawasan pesisir Kabupaten Wakatobi 
tahun 2015. Penelitian dilakukan di tiga desa pesisir 
Kabupaten Wakatobi dengan survei, wawancara terbuka 
dan penelusuran data sekunder. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian 
besar penduduk di Sombano bekerja sebagai petani 
rumput laut, sedangkan penduduk di Desa Longa 
dan Desa Waelumu bekerja di pertanian tanaman 
pangan dan perikanan tangkap. Sementara itu, rata- 
rata pendapatan rumah tangga di pesisir Kabupaten 
Wakatobi termasuk rendah, terutama pada waktu musim 
gelombang kuat. Rumah tangga di Desa Waelumu 
memiliki rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi, 
sedangkan pendapatan terendah terdapat di Desa 
Longa. Rendahnya pendapatan nelayan di Wakatobi 
disebabkan praktek penangkapan ikan yang tidak ramah 
lingkungan, sehingga pemerintah perlu meningkatkan 
pengawasan dan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, 
peningkatan produktivitas rumput laut dapat dilakukan 
melalui pengembangan bibit unggul dan pemberantasan 
penyakit. 


ABSTRACT 


One of the fundamental problems in Wakatobi 
District people is the limited access to livelihood 
sources that resulted on low household income. This 
paper discussed household livelihood in Wakatobi 
District coastal areas. The study was conducted in three 
villages of Wakatobi District coastal areas using survey, 
interviewed and secondary data collection. Data were 
analyzed descriptively. Result showed that majority of 
Sombano people worked as seaweed farmers, while 
Longa and Waelumu worked in crop farming and capture 
fisheries, respectively average household income in 
Wakatobi coastal areas was low, notably at the high 
wave season. Waelumu people had the highest average 
income, while the lowest was Longa. Relatively low 
fisher’s income in Wakatobi was due to the practice of 
unfriendly fishing metode, therefore government has 
to push enforcement and public awareness. Moreover, 
seaweed productivity increasing could be achieved 
through development seeds quality development and 
also disease eradication. 


Keywords: livelihood, household income, coastal 
areas, Wakatobi Regency 


PERANAN “BANTAL SOSIAL” PADA MATA PENCAHARIAN 
NELAYAN SKALA KECIL DI JAWA 


The Role “Social Cushion” on The Livelihood of Small Scale Fishers In Java 


Budi Wardono dan Akhmad Fauzi 


Kata Kunci: mata pencaharian, pendapatan 
rumah tangga, kawasan pesisir, 
Kabupaten Wakatobi 

ABSTRAK 


Salah satu alasan yang kuat nelayan tangkap 
skala kecil tetap melaut meskipun mempunyai risiko 
tinggi karena peluang/prospek pendapatan/penerimaan 
yang tinggi pada satu saat. Risiko melaut tidak hanya 
membuat ketidakpastian tetapi juga karena risiko biaya 
operasional yang tinggi. Dihadapkan dengan kondisi 
biaya operasional yang tinggi, nelayan menggunakan 
strategi yang berbeda, salah satunya melekat pada peran 
tengkulak. Dalam pandangan konvensional, pedagang 
perantara/ langgan sebagai hambatan bagi nelayan 
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ABSTRACT 


The expectation of high income is the most 
dominant factor to keep fishing by fisher despite its 
high risk. Uncertainty not only creates high risk situation 
but also operational cost. To cope with these situation, 
fisher creates alternatives strategy where one is having 
a relation with a middleman. In conventional views, 
middleman is perceived as a problem for fisher to have 
a competitive market for their product. Yet in developing 
country such as Indonesia, they play crucial role as a 
“social cushion” for small scale fisher’s livelihood. This 


untuk menjadi kompetitif di pasar. Namun di negara 
berkembang seperti Indonesia, mereka memainkan 
peran penting sebagai "bantal sosial” dalam kehidupan 
nelayan skala kecil. Tujuan penelitian adalah menyelidiki 
tingkat kecenderungan keterikatan hubungan langgan/ 
pedagang antara sebagai “bantal sosial” dengan nelayan 
di dua daerah penangkapan ikan yang menonjol di pantai 
utara dan pantai selatan Jawa. Analisis data dilakukan 
dengan metode analisis kuantitatif yaitu model analisis 
multinomial logistik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa nelayan dari pantai utara cenderung sangat kuat 
hubungannya dengan perantara untuk kelangsungan 
hidupnya dibandingkan dengan nelayan di pantai 
selatan. Implikasi dari temuan tersebut bahwa peran 
sentral langgan/perantara/tengkulak/langgan merupakan 
bentuk hubungan yang bersifat ekonomi dimana kedua 
belah pihak bisa mengambil keuntungan. Pola hubungan 
bukan hanya sekedar sebagai penyangga, namun lebih 
dari itu yaitu berfungsi sebagai “bantal” sosial (social 
cushion) para nelayan. Hubungan seperti ini merupakan 
bentuk layanan dimana para nelayan bisa mendapatkan 
alternatif layanan jasa “kredit” dari para perantara/ 
langgan/tengkulak. Bentuk layanan seperti yang 
diperankan oleh langgan/pedagang perantara selama 
ini belum bisa digantikan oleh lembaga pemerintah 
yang resmi, dimana pola hubungan tersebut sangat 
dibutuhkan oleh nelayan skala kecil. Pola hubungan 
tersebut selain dipengaruhi oleh lokasi, juga dipengaruhi 
oleh status kepemilikan kapal, lama kepemilikan kapal 
dan jumlah ABK. 


Kata Kunci: mata pencaharian, tengkulak, nelayan 
skala kecil, resiko, “bantal sosial” 


research aims to investigate the level of relationship 
between middleman and fisher in two dominant area of 
northern and southern coast of Java. Data were analyzed 
using multinomial logistic analysis model. Results show 
the fisher dependency to middleman of northern coast 
java is higher than southern coast java. This relationship 
form is a mutual benefit where both fisher and middleman 
have advantages from this bond. Middleman’s role is 
more than a buffer but more likely a “social cushion”. 
Fisher could have a credit service from them that could 
not be served by government agencies. In the field, this 
kind of relationship is affected by the status, longest 
vessel ownership and so the number of the crew. 


Keywords: livelihood, middlemen, small-scale 


fishers, risk, “social cushion” 


STRUKTUR PENDAPATAN PERIKANAN TANGKAP KELUARGA NELAYAN DAN IMPLIKASINYA: 
Analisis Data Panel Kelautan dan Perikanan Nasional 


Structure of Capture Fisheries Income Family Fisherman and Implications: 
Panel Data Analysis of The National Marine and Fishery 


Rikrik Rahadian, Maulana Firdaus dan Andrian Ramadhan 


ABSTRAK 


Kemiskinan merupakan sebuah kata yang 
sangat melekat dengan keluarga Nelayan, sehingga 
banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk 
menanganinya, umumnya melalui pemberian bantuan 
serta pemberdayaan usaha keluarga nelayan. Penelitian 
ini dilakukan untuk melihat kondisi struktur pendapatan 
perikanan keluarga Nelayan selama ini melalui analisis 
ketergantungan pendapatan perikanan keluarga 
Nelayan terhadap tingkat usaha penangkapan. Analisis 
dilakukan dengan menggunakan analisis data Panel, 
dengan dua variabel berupa data rata-rata pendapatan 
keluarga Nelayan dan rata-rata pengeluaran BBM di 
enam lokasi tipologi penangkapan pada penelitian 


ABSTRACT 


Poverty is a word closely associated with fisher's 
households, thus far numerous government efforts — 
such as grants and empowerment programs — have been 
conducted to tackle this problem. This paper is aimed at 
scrutinizing the income structure of fisher’s households 
by analyzing the dependency of their income to their 
Catch Effort. The panel data analysis conducted based 
on the average Household’s Fisheries Income and its 
average Gasoline Expenditure data of six PANELKANAS’ 
Captured Fisheries locations—Bitung, Sampang, Sambas, 
Sibolga, Ogan Komering Ilir (OKI) and Purwakarta 
— which were observed through out the 2010-2013 
periods. Results showed several phenomena, such as: 
(1). Catch effort is a significant factor positively affecting 
the household’s fisheries income, as much as 15% 


PANELKANAS - Bitung, Sampang, Sambas, Sibolga, 
OKI dan Purwakarta — sepanjang periode 2010-2013. 
Hasil analisis data sepanjang periode pengamatan 
menunjukkan beberapa fenomena berikut ini: (1). 
Peningkatan usaha penangkapan berpengaruh signifikan 
meningkatkan Pendapatan Perikanan Keluarga sebesar 
15% dari nilai usaha yang dilakukan: (2). Terjadi rata-rata 
pendapatan perikanan non-penangkapan yang positif di 
semua lokasi penelitian, dan (3). Terdapat kesenjangan 
nilai rata-rata pendapatan perikanan non-perikanan 
antar lokasi penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh, 
maka untuk membantu keluarga nelayan meningkatkan 
kesejahteraannya akan diperlukan kebijakan yang 
dapat mendorong peningkatan usaha penangkapan dan 
diversifikasi usaha perikanan. 


Kata Kunci: tingkat usaha penangkapan, perikanan 
tangkap, pendapatan perikanan keluarga 
nelayan, analisis data panel 


of the total effort value, (2). There has been a positive 
average non-captured fisheries income in every location 
observed; and (3). There have been disparities of the 
average non-captured fisheries income among different 
locations. With such results, poverty alleviation of fisher's 
households would still require both catch-effort enhancing 
as well as livelihood diversifying policies. 


Keywords: catching effort level, Capture 
fisheries, fisheries household income, 


panel data analysis 


KOMPETENSI NELAYAN RAWAI TUNA DITINJAU DARI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL 
INDONESIA (SKKNI) DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 
Competency of Tuna Longline Fishers Viewed From The Indonesian National Occupational 
Competency Standards in Palabuhanratu Nusantara Fishing Port 


Yasinta Anugerah, Tri Wiji Nurani dan Muhammad Fedi A. Sondita 


ABSTRAK 


Nelayan harus memiliki kompetensi saat 
melakukan pekerjaan kasar di lingkungan kapal dan 
pendaratan tuna harus memiliki kualitas tertentu. Standar 
Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) untuk nelayan rawai 
tuna dapat menjadi suatu pendekatan untuk mengetahui 
kompetensi nelayan tanpa adanya latar belakang 
pendidikan formal yang tinggi. Penelitian ini dilakukan 
untuk menentukan tingkat kompetensi nelayan rawai 
tuna di PPN Palabuhanratu dengan mengacu pada 
standar tertentu. Pengambilan data dilakukan pada 
bulan Desember 2014 - Februari 2015. Data kompetensi 
dari 25 nelayan dengan 5-10 tahun pengalaman kerja 
dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara 
dengan nelayan dan pengawas di pelabuhan. Data yang 
dimaksud adalah ukuran terpenuhinya kriteria kinerja 
yang ditetapkan dalam standar. Nakhoda menunjukan 
kesesuaian tertinggi pada standar unit kompetensi 
Penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai 
tuna, sedangkan ABK menunjukan kesesuaian tertinggi 
pada standar unit kompetensi Melakukan perawatan alat 
penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di laut. 
Kapten dan ABK menunjukkan tercapainya kompetensi 
lebih dari 5096 dari standar. 


Kata Kunci: nelayan, kompetensi, rawai tuna, SKKNI 


ABSTRACT 


Fishers must have a set of competence while doing 
menial jobs in the tuna boats and landings must have 
certain gualities. The Indonesian National Occupational 
Competency Standards (SKKNI) for tuna longline can be 
used to determine the status of competency of a fisher, 
without a high formal education background. This study 
was conducted to determine level competency of tuna 
longline fishers in PPN Palabuhanratu with reference to 
the given standards. Data collection was conducted in 
December 2014 - February 2015. Data on competency 
of 25 fishers with 5-10 year working experience were 
collected through direct observation, interviews with 
fishers and their supervisors at the fishing port. Data 
were measured in terms of the fulfillment performance 
criteria specified in the standard. The captains exhibited 
the highest compliance on standard competency unit 
of tuna longline capture while the crews exhibited the 
highest compliance on standard competency unit of 
hook and line fishing gear maintenance and protection 
at sea. The captains and crews indicated of more than 


50% compliance achievement of the recommended 

standards. 

Keywords: fishers, competency, tuna_ longline, 
SKKNI 
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ABSTRAK 


Ekosistem terumbu karang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi yang memberi manfaat barang 
dan jasa kepada manusia. Tidak hanya itu, interaksi yang terjadi antara sesama manusia didalam 
memanfaatkan ekosistem terumbu karang juga membentuk suatu nilai budaya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengestimasi nilai ekonomi dari barang dan jasa yang dihasilkan ekosistem terumbu karang 
termasuk nilai budaya. Penelitian dilakukan di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015. Data yang 
dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pemilihan responden dilakukan secara purposive 
sampling, dengan jumlah responden sebanyak 67 orang untuk penangkapan ikan dan 42 responden 
untuk pembudidaya rumput laut. Metode analisis data menggunakan pendekatan produktivitas atau 
effect on production. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total nilai ekonomi yang dihasilkan dari 
barang dan jasa ekosistem terumbu karang di Wakatobi mencapai lebih dari 4 triliun rupiah atau 
setara dengan 163 juta rupiah per hektar per tahun. Nilai terbesar disumbang oleh nilai ekologi 
khususnya sebagai pelindung lingkungan pesisir yang mencapai lebih dari 79%. Besarnya nilai ekologi 
menunjukkan pentingnya peranan ekosistem dimana rusaknya ekosistem berpotensi membebani 
negara dengan biaya yang sangat besar hanya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan ekosistem 
pesisir di Wakatobi. 


Kata Kunci: nilai ekonomi, ekosistem terumbu karang, wilayah pesisir, barang dan jasa, Wakatobi 


ABSTRACT 


Coral reef ecosystem has ecological and economical functions and enables to provide benefits 
in term of goods and services to human being. Furthermore, it also creates socio-cultural value from 
interaction among people in order to take the benefit of ecosystem. This study was conducted in Wakatobi 
in 2015. The purpose of this study is to estimate the economic value of the coral reef ecosystem functions 
both directly and indirectly. Data collected consist of primary and secondary data. Data were purposively 
sampled from 67 of fishers and 42 respondents of seaweed farmer. Results showed that the calculated 
total economic value of coral reefs in Wakatobi is accounted for more than 4 trillion rupiahs, in other word 
it was 163 million rupiahs per hectare per year. The largest value was come from ecological functions 
particularly from coastal protection function by which accounted for more than 79%. This result indicates 
the important of ecosystem where in case of coral will be no longer existed, government should allocate 
a lot of money just to ensure the coastal environment sustainability in Wakatobi. 


Keywords: economic value, coral reef, coastal area, goods and services, Wakatobi 


Korespodensi Penulis: 

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 133 
Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia 

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924 


J. Sosek KP Vol. 11 No. 2 Desember 2016: 133-146 


PENDAHULUAN 


Wilayah pesisir merupakan daerah 
pertemuan antara dua ekosistem yaitu ekosistem 
darat dan laut. Keberadaan wilayah pesisir 
menunjukkan besarnya potensi sumber daya 
alam dan pembentukan karakteristik wilayah 
yang dinamis dan khas. Karakteristik wilayah 
yang dinamis dan khas akan membawa dampak 
pembentukan karakteristik sumber daya manusia 
dan kelembagaan sosial yang ada disekitarnya 
(Wahyudin, 2004).Selainitu, menurut Kusumastanto 
(2006) dalam Sulistianto (2010), wilayah pesisir 
memiliki  konsentrasi-konsentrasi keunggulan 
wilayah yang tidak dimiliki wilayah lain yaitu 
keunggulan sumber daya alam (seperti mangrove, 
terumbu karang dan padang lamun), karakteristik 
kultural yang khas dengan ciri egaliter, inward 
looking dan dinamis serta adanya keterkaitan 
hubungan masyarakat dengan sumber daya 
wilayah pesisir. 


Wilayah pesisir atau lingkungan pesisir 
terdiri dari ekosistem alamiah dan buatan. 
Ekosistem alamiah antara lain terumbu karang, 
hutan mangrove dan padang lamun, pantai 
berpasir, eustaria, laguna dan delta. Ekosistem 
buatan antara lain tambak, sawah pasang surut, 
kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan 


agroindustri dan kawasan pemukiman 
(Tuwo, 2011; Ismail, 2003). Sedangkan menurut 
Ruhendra (2015), wilayah pesisir dan lautan 


Indonesia terkenal dengan kekayaan dan 
keanekaragaman sumber daya alamnya, baik 
sumber daya alam dapat pulih (seperti perikanan, 
hutan mangrove dan terumbu karang), maupun 
sumber daya alam yang tidak dapat pulih (seperti 
minyak bumi dan gas, serta mineral atau bahan 
tambang lainnya). 


Ekosistem terumbu karang merupakan 
salah satu ekosistem pesisir yang kaya akan 
keanekaragaman hayati. Ekosistem ini memiliki 
manfaat yang besar bagi kehidupan di dalamnya 
juga bagi kebutuhan manusia. Terumbu karang 
memiliki fungsi ekologi dan ekonomi. Fungsi 
ekologi terumbu karang diantaranya sebagai 
nutrien bagi biota perairan laut, pelindung fisik 
(dari gelombang), tempat pemijahan, tempat 
bermain dan asuhan bagi biota laut. Sedangkan 
fungsi ekonomi sebagai tempat habitat dari ikan 
karang, udang karang, algae, teripang dan kerang 
mutiara, sebagai objek wisata, sebagai penghasil 
bahan kontruksi bangunan dan pembuatan kapur, 
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sebagai penghasil bahan aktif untuk obat dan 
kosmetik serta sebagai laboratoium alam untuk 
penunjang pendidikan dan penelitian (Tuwo, 2011; 
Supriharyono, 2010, Adrianto et al., 2004). 


Luas terumbu karang di Indonesia 
diperkirakan sekitar 50.000 km? dan mempunyai 
keanekaragaman jenis dan produktivitas primer 
yang tinggi (Ikhsan dan Syahrival, 2014). Akan tetapi, 
aktivitas manusia dalam memanfaatkan potensi 
sumber daya terumbu karang dan lingkungan 
di sekitarnya sering tumpang tindih dan bahkan 
di antara aktivitas tersebut dapat menyebabkan 
kerusakan terumbu karang yang pada akhirnya 
akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai 
ekonomi dari sumber daya tersebut. 


Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia/ LIPI (2014), hingga tahun 
2013 sebesar 30,4% kondisi terumbu karang 
di Indonesia mengalami kerusakan atau kurang 
baik, sebesar 5,29% dalam kondisi sangat baik, 
sebesar 27,14% masih dalam kondisi baik dan 
sebesar 37,18% dalam kondisi cukup. Untuk 
mengatasi ancaman terhadap kerusakan terumbu 
karang perlu dilakukan tindakan penilaian ekonomi 
terhadap berbagai macam fungsi terumbu karang 
baik sebagai pensuplai barang dan jasa. Hal ini 
penting untuk dilakukan, karena bilamana fungsi 
ekosistem rusak maka akan berdampak terhadap 
keberlanjutan sumber daya lainnya (Wahyudin dan 
Adrianto, 2012). Penilaian tersebut dapat menjadi 


dasar penghitungan besarnya kerugian yang 
terjadi dari waktu ke waktu. Kemampuan 
menghitung nilai kerugian atas berubahnya 


kondisi sumber daya kemudian menjadi dasar 
dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan dimana salah satunya adalah 
polluter pays principle. 


Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
penilaian ekonomi terhadap barang dan jasa dari 
ekosistem terumbu karang di Kabupaten Wakatobi. 
Hal ini penting dilakukan mengingat Kabupaten 
Wakatobi merupakan salah satu wilayah yang 
memiliki keanekagaraman ekosistem terumbu 
karang tertinggi di dunia dimana terdapat 750 
spesies dari total 850 spesies yang ada di dunia 
atau mencapai 88% (BTN Wakatobi, 2014). 
Adanya penilaian ekonomi pada wilayah ini 
diharapkan menjadi data dasar yang dapat dijadikan 
argumentasi dalam pengelolaan ekosistem 
terumbu karang secara berkelanjutan di Kabupaten 
Wakatobi. 


Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang Di Kabupaten Wakatobi 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 
Wakatobi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa Kabupaten Wakatobi 
merupakan salah satu wilayah dalam segitiga 
karang dunia dan memiliki terumbu karang dengan 
tingkat biodiversitas tertinggi di dunia. Waktu 
penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 
2015. 


Jenis dan Sumber Data 


Penelitian ini menggunakan data primer dan 
data sekunder. Data primer meliputi karakteristik 
responden, nilai produksi, harga produksi dan biaya 
produksi. Data-data tersebut digunakan sebagai 
dasar untuk menghitung nilai manfaat ekonomi 
dari ekosistem terumbu karang. Sedangkan data 
sekunder yang digunakan adalah data dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi dan 
literatur yang terkait dengan kegiatan penelitian 
terkait dengan potensi sosial ekonomi sumber daya 
kelautan dan perikanan di Kabupaten Wakatobi. 


Metode Pengumpulan Data 


Metode pengumpulan data dilakukan adalah 
dengan menggunaan teknik survei. Teknik survei 
ini dilakukan dengan cara melakukan sampling dan 
wawancara secara langsung dengan responden 
untuk mengidentifikasi potensi dan kondisi sosial 
ekonomi terkait pemanfaatan sumber daya terumbu 


Penan aan (A. Ramadhan, Lindawati dan Nendah Kurniasari) 


karang. Pemilihan responden dilakukan secara 
purposive sampling, dengan jumlah responden 
sebanyak 67 orang. Data yang dikumpulkan terkait 
dengan hasil produksi, harga produksi dan biaya 
produksi. Pemilihan responden dilakukan secara 
purposive sampling, dengan jumlah responden 
nelayan karang 67 orang dan 42 orang pembudidaya 
rumput laut. Jumlah responden didasarkan pada 
pendapat panel ahli dimana minimum responden 
yang dapat diterima untuk analisis adalah 30 
responden yang terverifikasi, meskipun jumlah 
tersebut bukanlah jumlah ideal secara statistik. 
Syarat jumlah responden tersebut juga dapat 
ditemukan pada Kerlingeer dan Lee (2000). Kondisi 
ini didasarkan pada keterbatasan waktu dan dana 
pelaksanaan penelitian yang tidak memungkinkan 
pengambilan sampel dalam jumlah yang lebih besar 
sebagaimana disyaratkan oleh formula Slovin. 
Data yang dikumpulkan terkait dengan karakteristik 
responden, pendapatan responden, hasil produksi, 
harga dan biaya produksi. 


Metode Analisis Data 


Pendekatan yang digunakan dalam 
melakukan analisis data mengikuti kerangka yang 
dibangun oleh De Groot et al. (2002). Pendekatan 
ini pada intinya melihat adanya aliran dari fungsi 
ekosistem kepada barang dan jasa yang dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga karakteristik nilai 
yaitu nilai ekologi, nilai budaya dan nilai ekonomi. 
Melalui pendekatan ini nilai ekonomi yang umumnya 
dibagi menjadi nilai manfaat dan nilai bukan 
manfaat tidak lagi terlihat sebagaimana tersaji pada 
Gambar 1 berikut. 


Sa mn ae an nga ANA Pengen pa Setya Una Sana ye eA EA An Aang Age Si 


Struktur Ekosistem 
daa I Nilai Ekologi/ 

n Proses Ecological Value / N 
Ecosystem Structure pe i 
and Process D —~ f N Proses 

J i “3 rd Nilai \ Pengambilan 
= P4 Barang dan Jasa N Nilai Sosial Ekonomi kebijakan/ 
Ekosistem/ \> Budaya/ Socio- > Total/ Total > Decision 
Ecosystem goods Cultural Value Economic j Making 
— and services / N Value ff 3 Process 
Fungsi Ekosistem a N 


/ Ecosystem 
functions: 


lation 

2. Habitat/ 
Habitat 

3. Produksi/ 
Production 

4. Informasi/ 
Information } 


Y x 


\ Pd 
Ka air Nilai Ekonomi/ Be ae N 
1. Regulasi/Regu Economic Value 


Gambar 1. Kerangka Pendekatan Valuasi Ekonomi Berbasis Manfaat Barang dan Jasa Ekosistem 


Figure 1. Economic Valuation Approach Based on Benefit of Goods and Services 
Sumber : De Groot et al. (2002)/Source : De Groot et al. (2002) 
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Pendugaan nilai ekonomi ekosistem terumbu 


karang dari pemanfaatan ekonomi khususnya 
penangkapan ikan dan budidaya rumput laut 
menggunakan metode Effect on Production 


(EOP) atau pendekatan produktivitas. Menurut 
Adrianto et al. (2007), pendekatan produktivitas 
dalam penilaian ekonomi sumber daya alam 
dilakukan dengan asumsi bahwa sumber daya 
alam dipandang sebagai input bagi suatu produk 
final (final goods) yang bernilai bagi publik dan 
kapasitas dari produksi dari sumber daya alam 
tersebut dinilai dari seberapa besar kontribusi 
sumber daya alam tersebut kepada produk final. 
Langkah-langkah yang diperlukan untuk menduga 
nilai ekonomi ekosistem terumbu karang dengan 
menggunakan metode EOP diperlukan langkah- 
langkah pendugaan sebagai berikut: 


a. Pendugaan Fungsi Permintaan/ Estimation of 
Demand Function 


1yB2 
Q = BoX x?? ana MN nasa (1) 
Keterangan/Remarks : 
Q = Jumlah sumber daya yang diminta/ 
The requested amount of resources 
X, = Harga/ Price 


X,,X,...X - Karakteristik sosial ekonomi rumah 
tangga/ Socio-economic characteristics 


of households 


B = Koefisien variabel penduga/ Coefficient 
of estimator variable 


b. Transformasi Intersep Baru Fungsi Permintaan/ 
Transformation new intersep of demand 
function 


LnQ = Bo + BilnX, + B2LNX3 4-4 BylnXy ..(2) 


LnQ = (Bot P2 AN) + ++ + Pn (LNXn)) 
DP Fosen (3) 


LnQ = B' + B,Ln X41 


c. Transformasi fungsi permintaan (4) ke fungsi 
permintaan asal/Transformation of demand 
function (4) to demand function of origin 


Q = p’x#? 


d. Menduga Total Kesediaan Membayar/ 
Prediction total willingness to pay 
a 
j= | CE ee ee (6) 
0 
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Keterangan/Remarks : 

U = Utilitas terhadap sumber daya/ Utilities 
to resources 

a = Jumlah sumber daya  maksimum/ 


Maximum amount of resources 
Fungsi permintaan/ Demand Function 


Q 


e. Menduga Konsumen Surplus/ Prediction of 
Consumer Surplus 


CS Uh ben Aa Ana an a (7) 

NET = CS x Gee (8) 

Keterangan/Remarks : 

CS = Konsumen surplus individu/ Consumer 
surplus individuals 

b2 = Harga yang dibayarkan/Price of paid 

Q = Jumlah sumber daya keseluruhan atau 
populasi/ Overall amount of resources 
or population 

NET = Konsumen surplus populasi/ Consumer 


of population surplus 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kondisi Ekositem Terumbu Karang 


Kabupaten Wakatobi yang terletak di pusat 
segitiga karang dunia (World Coral Triangle Center) 
memiliki jenis/ spesies terumbu karang terbanyak 
di dunia yaitu mencapai 750 spesies dari total 850 
spesies yang ada di dunia atau mencapai 88%, 
sebagai bahan perbandingan adalah jumlah jenis 
spesies terumbu karang di Selat Karibia yang hanya 
mencapai 50 spesies dan Laut Merah mencapai 
300 spesies. Wakatobi memiliki 90.000 ha terumbu 
karang dan atol Kaledupa (48 km) yang merupakan 
atol tunggal terpanjang di dunia. Sehingga tidak 
mengherankan jika Kabupaten Wakatobi menjadi 
tempat pilihan terbaik untuk menyelam/ diving 
(Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, 
2010). 


Menurut penelitian COREMAP (2009), tipe 
habitat terumbu karang yang cukup banyak di 
daerah terumbu karang Wakatobi memberikan 
peluang yang besar bagi tumbuhnya berbagai 
jenis organisme sehingga tergolong biodiversitas 
terumbu karang yang sangat tinggi (karang dan ikan 
karang). Hal ini didukung oleh kondisi oseanografi 
yang dinamis juga dipengaruhi oleh musim. Data 
COREMAP (2008) kekayaan jenis ikan yang 
terdapat di kawasan ini mencapai 900 jenis dimana 
396 spesies berasosiasi dengan ekosistem terumbu 
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karang. Beberapa jenis ikan karang yang banyak 
diekploitasi oleh masyarakat pada saat survei 
adalah ikan merah (Lutjanus biguttatus), Baronang 
(Siganus guttatus), Kakap lencam ( Lethrinus sp.), 
dan Kerapu (Epinephelus sp.). 


Menurut hasil penelitian Yulius et al. 
(2015) kondisi terumbu karang di Kabupaten 
Wakatobi termasuk dalam kategori sedang hingga 
baik. Kategori ini berdasarkan hasil survei yang 
menggambarkan tutupan karang hidup dimana 
terendah adalah 28% dan tertinggi mencapai 
60%. Kondisi ini tersebar di Pulau Wangi-Wangi, 
Kaledupa dan Tomia dengan tutupan karang yang 
bervariasi antar pulau. 


Perkembangan Sektor Perikanan dan Kelautan 


Kabupaten Wakatobi memiliki sumber 
daya perikanan yang potensial baik untuk 
usaha perikanan tangkap maupun budidaya. 
Pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan 
sebagai leading sector daerah, akan didukung 
dengan pengembangan infrastruktur perikanan, 
diantaranya ialah pengembangan Tempat 
Pendaratan Ikan (TPI), Pelabuhan Perikanan 
Nusantara, Cold Storage, dan Kampung Nelayan 
Tempat Pendaratan Ikan direncanakan di Kecamatan 
Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. 
Pelabuhan Perikanan Nusantara direncanakan di 
Pulau Binongko. 


Pemanfaatan sumber daya perikanan 
menggunakan berbagai armada penangkapan baik 
dari kapal bermotor maupun perahu tanpa motor. 
Secara proporsi, perahu tanpa motor masih cukup 
tinggi yaitu mencapai 45%. Kapal bermotor dengan 
mesin dalam merupakan yangterbanyak selanjutnya 
dan diikuti terakhir dengan perahu motor tempel. 
Perahu tanpa motor banyak digunakan hampir 
pada seluruh wilayah di Wakatobi. Alat bantu gerak 
pada perahu tanpa motor menggunakan dayung 
dan layar. 


(A. Ramadhan, Lindawati dan Nendah Kurniasari) 


Penangkapan sumber daya ikan pada 
wilayah Wakatobi mencapai lebih dari 7.000 ton 
per tahun (BPS Kabupaten Wakatobi, 2014). 
Secara distribusi wilayah, kegiatan penangkapan 
ikan relatif merata di seluruh pulau. Hal ini 
menunjukkan bahwa masyarakat masih cukup 
tergantung dengan kegiatan perikanan. Jenis 
yang banyak tertangkap oleh nelayan adalah jenis 
ikan pelagis yang mencapai 58% dan jenis ikan 
dasar yang menyumbang sebesar 39%. Meski 
penangkapan didominasi oleh jenis-jenis ikan 
pelagis, penangkapan pada wilayah terumbu karang 
ternyata lebih banyak dilakukan oleh masyarakat. 
Jika dilihat dari jenis alat tangkapnya, pancing dasar 
merupakan alat tangkap paling dominan digunakan 
masyarakat (53%). Beberapa alat tangkap lain 
yang menunjukkan operasi penangkapan pada 
wilayah terumbu karang adalah bubu (5%) dan 
jaring dasar (3%). Berdasarkan hasil wawancara 
dan pengamatan lapangan juga masih ditemukan 
alat tangkap panah baik dengan maupun tanpa 
kompresor. 


Penangkapan sumber daya ikan karang 
berdasarkan catatan statistik menyumbang hampir 
40% dari total tangkapan nelayan dengan jumlah 
mencapai 1.557 ton per tahun. Ikan-ikan karang 
yang dominan diantaranya adalah kakap putih, 
kuwe, dan kerapu. Meski secara jumlah tidak 
terlalu besar, akan tetapi komoditas perikanan 
karang memiliki nilai yang cukup tinggi seperti 
kerapu dan lobster. 


Produksi perikanan tangkap mengalami 
peningkatan yaitu dari 5.952,5 ton pada tahun 2010 
menjadi 6.645,6 ton pada tahun 2011, selanjutnya 
pada tahun 2012 sebanyak 7.523,7 ton, dan sedikit 
menurun pada tahun 2013 yakni menjadi 7.298,2 
ton. Demikian pula yang terjadi pada produksi 
perikanan budidaya (rumput laut) menurun dari 
1.400 ton tahun 2011 menjadi 1.063 ton pada 
tahun 2012, dan penurunan produksi lebih tinggi 


Tabel 1. Profil Armada Penangkapan Ikan di Kabupaten Wakatobi. 
Table 1. Profiles of Capture Fisheries According to Vessel Size in the Wakatobi District. 


Jenis Armada! Vessel Type 


Tahun/ Year 


2010 2011 2012 2013 
Motor Tempel/ Outboard Powered Boats 626 448 748 753 
Perahu Tanpa Motor/ Motorless Boats 1,159 642 789 1,538 
Kapal Motor (< 5 GT)/ Inboard Powered Boats 848 541 903 1,095 
Kapal Motor (> 5 GT)/ Inboard Powered Boats 69 80 84 14 


Sumber: BPS Kabupaten Wakatobi, 2014/Source: Central Agency of Statistic Wakatobi District, 2014 
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terjadi pada tahun 2013 yakni hanya mencapai 354 
ton. Hasil perikanan laut, termasuk hasil budidaya 
rumput laut menurut kecamatan di Kabupaten 
Wakatobi dapat dilihat pada Gambar 2. 


Nilai Ekologi Terumbu Karang 


Ekosistem terumbu karang memiliki manfaat 
ekologi yang secara tidak langsung dirasakan 
oleh masyarakat pesisir khususnya. Ekosistem 
terumbu karang dapat berfungsi sebagai proteksi 
lingkungan pesisir khususnya dari ancaman erosi 
akibat gelombang yang besar dan sebagai penyedia 
sumber daya ikan. Nilai ekologi ekosistem terumbu 
karang sebagai fungsi di atas akan dijelaskan 
sebagai berikut: 


a. Proteksi Lingkungan Pesisir 


Penilaian fungsi terumbu karang sebagai 
pelindung pantai biasa dianalogkan dengan sasuatu 
yang mempunyai nilai pasar (Romadhon, 2014). 
Teknik penilaian tersebut biasa pula disebut dengan 
teknik biaya pengganti dimana biaya pengganti 
dimaksud merupakan biaya pembangunan fisik 
buatan manusia yang ditujukan untuk menggantikan 
fungsi yang hilang. 


Salah satu acuan yang dapat digunakan untuk 
menghitung standar biaya pembangunan pemecah 
gelombang adalah Kementerian Pekerjaan Umum. 
Berdasarkan Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) induk tahun anggaran 2016 
Kementerian Pekerjaan Umum diketahui biaya 
pembangungan pemecah gelombang sebesar Rp. 
121.920.600.000 untuk bangunan sepanjang 4.267 
meter sehingga biaya per meter yang dibutuhkan 
adalah Rp. 28.572.908. 


Selain pertimbangan biaya persatuan 
panjang, dalam penghitungan nilai pengganti 
menimbang pula kemampuan melindungi pantai 
dari tiap meter panjang bangunan pemecah 
gelombang yang dibangun. Hasil dari diskusi panel 
yang dihadiri beberapa pakar dari perguruan tinggi 
yakni IPB, UNSRAT, UNPATTI dan UNHALU pada 
18-19 Desember di Bogor, diketahui bahwa tiap 
meter pemecah gelombang yang dibangun dapat 
melindungi pantai sepanjang 3 meter yang ada 
dibelakangnya. Untuk itu nilai yang setara untuk 
setiap meter fungsi karang yang hilang memerlukan 
biaya sepertiga dari biaya pembangunan pemecah 
gelombang per tiap meternya. 


Panjang pantai yang dilindungi oleh karang 
pada wilayah Wakatobi berdasarkan hasil penelitian 
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan (PPSEKP) (2015) diperkirakan mencapai 
338.371 meter. Atas dasar perkiraan tersebut dapat 
diketahui nilai karang sebagai pemecah gelombang 
adalah sebesar Rp. 3.222.747.817.623 pertahun. 
Luas terumbu karang yang ada di Wakatobi 
diperkirakan 54.500 ha (Pemkab Wakatobi, 2014). 
Dengan demikian dapat diketahui nilai per satuan 
luas untuk fungsi perlindungan pesisir sebesar 
Rp. 59.132.987/ha/tahun. 


b. Penyedia Sumber daya Ikan 


Terumbu karang juga merupakan tempat 
yang sangat produktif, menurut hasil penelitian 
Dahuri (2003), melaporkan bahwa potensi lestari 
ikan karang konsumsi ditinjau dari Sembilan 
WPP, tercatat sekitar 1.452.500 ton/tahun. 
Sehingga dengan total area 50.000 km?, maka 
MSY (Maximum Sustainable Yield) ikan karang 


a Perikanan Tangkap/Capture 
Fisheries 


m Perikanan 


Budidaya/Aguaculture 
Fisheries 


Gambar 2. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Wakatobi Tahun 2014. 
Figure 2. Production of Capture Fisheries and Aguaculture Fisheries in Wakatobi District Year 2014. 
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di Indonesia terdapat sekitar 29,05 ton/km?/ 
tahun atau setara dengan 290 kg per hektar per 
tahun. Atas dasar tersebut, nilai eksisting terumbu 
karang sebagai fungsi penyedia sumber daya ikan 
dengan asumsi harga rata-rata tertimbang ikan 
sebesar Rp. 25.310 dapat dihitung yaitu sebesar 
Rp. 400.024.550.000/tahun atau Rp. 7.339.900/ha/ 
tahun. 


Untuk menghitung nilai eksisting terumbu 
karang sebagai fungsi penyedia sumber daya ikan 
di Wakatobi diasumsikan memiliki nilai produktivitas 
yang sama. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan 
data sekunder yang diperoleh. Adapun data 
ekologi yang dikumpulkan oleh PPSEKP (2015) 
hanya mencatat rata-rata jumlah individu sebesar 
1033 individu per tiap satuan pengamatan yang 
ditetapkan sebesar 125 m2 atau sebesar 8,2 
individu meter persegi. Secara kategori, nilai 
kelimpahan individu ini termasuk cukup tinggi. Atas 
dasar tersebut, maka dapat dihitung perkiraan nilai 
eksisting terumbu karang sebagai fungsi penyedia 
sumber daya ikan sebesar Rp. 400.024.550.000. 
Nilai diperoleh dari asumsi rata-rata harga ikan 
sebesar Rp. 25.310 (PPSEKP, 2015) dan luas 
ekosistem terumbu karang sebesar 54.500 ha 
(Pemkab Wakatobi, 2014). Dengan demikian 
nilai ekonomi persatuan luas diketahui sebesar 
Rp. 7.339.900 /ha/tahun. 


Nilai Ekonomi Terumbu Karang 


Keberadaan ekosistem terumbu karang 
yang ada di Kabupaten Wakatobi digunakan 


naaa a (A. Ramadhan, Lindawati dan Nendah Kurniasari) 


untuk kegiatan penangkapan ikan dan budidaya 
rumput laut. Nilai ekonomi dari masing masing 
pemanfaatan tersebut diuraikan sebagai berikut. 


a. Perikanan Tangkap 


Pendekatan yang digunakan dalam 
menghitung nilai ekonomi dari pemanfaatan 
sumber daya ikan pada ekosistem terumbu karang 
adalah analisis Effect on Production (EoP), yaitu 
dengan menilai besaran produktivitas ekosistem 
terumbu karang akan sumber daya ikan. Faktor 
penduga yang digunakan adalah harga, umur, 
pendidikan, dan jumlah keluarga. Pemilihan faktor 
penduga mengikuti Adrianto et al. (2007) yang 
mengasumsikan adanya hubungan antara faktor- 
faktor penduga terhadap ekstraksi sumber daya. 
Harga misalnya, nelayan baru akan melakukan 
ekstraksi sumber daya secara masif bila memiliki 
memiliki nilai pasar. Semain tinggi rata-rata harga 
yang diterima untuk suatu sumber daya diduga 
akan semakin meningkatkan motivasi nelayan 
dalam menjalankan usaha. Begitupula dengan 
faktor-faktor sosial ekonomi seperti usia, tingkat 
pendidikan, jumlah anggota keluarga, tingkat 
pendapatan, dan pengalaman usaha. 


Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui 
rata-rata produksi tahunan nelayan yang beroperasi 
di sekitar terumbu karang adalah 6.296 kg/tahun. 
Rata-rata trip pertahun adalah 88 trip sehingga 
dapat diketahui produksi rata-rata per trip adalah 
47,6 kg. Nelayan karang memiliki waktu operasi 
per trip antara 1 sampai dengan 3 hari per trip. 


Tabel 2. Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi dari Variabel Penangkapan Ikan pada Ekosistem 


Terumbu Karang di Kabupaten Wakatobi. 


Table 2. Average Value and Deviation Standar From Variable Capture Fisheries of the Coral Reef 


Ecosystem in Wakatobi District. 


Variabel/ Keterangan/ Nilai Rata-rata/ Standar Deviasi/ 
Variable Description Average Value Deviation Standar 
Q Rata-Rata Produksi (Kg/tahun)/Average Production 6,296 5,076 
(kg/year) 
P Rata-rata Harga (Rp/Kg)/Average Price (Rp/Kg) 30,950 23,481 
A Rata-rata Umur (tahun)/Average Age (year) 41 13,46 
Edu Rata-rata Pendidikan (Tahun)/Average Education Th 3.31 
(year) 
KK Rata-rata Jumlah Keluarga (Jiwa)/Avarege Number of 5 2.22 
Family (life) 
Inc Rata-rata tingkat Pendapatan (Rp/tahun)/Average 82,569,166 72,966,259 
Level of Income (Rp/year) 
Exp Rata-rata Pengalaman Usaha (tahun)/Average 20 13.61 
Working Experience (year) 
Trip Rata-rata trip (kali per tahun)/Avarage Number of Trip 132 88 


(times per year) 


Sumber : Data Primer Diolah (2015)/ Source : Primary Data Processed (2015) 


Keterangan/Remaks : N = 67 
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Harga rata-rata yang diterima oleh nelayan adalah 
Rp. 30.950. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber 
daya ikan pada ekosistem terumbu karang memiliki 
nilai jual yang sangat tinggi. Beberapa jenis ikan 
yang memiliki nilai tinggi diantaranya adalah kerapu 
khususnya jenis sunu merah. 


Berdasarkan penghitungan secara langsung 
diketahui bahwa rata-rata pendapatan nelayan 
adalah Rp. 82.569.166/tahun atau Rp 6.880.764/ 
bulan. Nilai tersebut cukup tinggi meski harus 
diimbangi dengan biaya hidup yang relatif lebih tinggi 
pula. Namun demikian pendekatan yang digunakan 
untuk menghitung nilai manfaat secara langsung 
adalah dengan pendekatan surplus konsumen. 
Surplus konsumen menghtiung total luasan ruang 
yang terbentuk di bawah kurva permintaan. 


Rata-rata usia responden diketahui 41 
tahun dan telah melakukan usaha penangkapan 
selama 20 tahun. Informasi ini mengindikasikan 
bahwa usaha penangkapan banyak dilakukan 
oleh generasi yang berada dalam usia produktif 
dimana memulai usaha secara mandiri dimulai dari 
usia sekitar 21 tahun. Hal ini merupakan potensi 
sumber daya manusia yang mendorong terjadinya 
optimalisasi pemanfaatan sumber daya. 


Berdasarkan hasil analisis EOP terhadap 
aktivitas perikanan tangkap, maka diperoleh fungsi 
permintaan sebagai berikut: 


Ind = 0,964 — 0,809 Ln P — 0,261 Ln A — 
0,058 Ln Edu — 0,025 Ln KK + 0,867 Inc 


+ 0,192 Ln Exp + 0,155 Ln Trip 


Keterangan/Remaks: 

Q = Produksi (kg/tahun)/ Production (kg/ 
year) 

LnP = Harga (Rp/kg)/ Price (Rp/Kg) 

LnA = Umur responden (tahun)/ Respondent’s 


age (year) 
Ln Edu = Tingkat pendidikan 
Education (year) 


(tahun)/Level of 


Ln KK -Jumlah anggota keluarga (orang)/ 
Number of Family (person) 
Ln Inc = Tingkat pendapatan (Rp/tahun)/ Level of 


Income (Rp/year) 


Ln Exp =Pengalaman Usaha (tahun)/ Working 
Experience (year) 


Ln Pnn = Jumlah trip dalam satu tahun (kali)/ 
Number of Trip in a year (times) 


140 


Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 
nilai adjusted R-Sg sebesar 0,69. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan 
dalam model yaitu harga, umur, pendidikan, 
pendapatan, jumlah keluarga, pengalaman 
usaha dan jumlah trip dalam satu tahun mampu 
menjelaskan keragaman variabel tidak bebas yaitu 
produksi dari kegiatan penangkapan ikan dalam 
satu tahun sebesar 69%. Dari fungsi-fungsi EoP 
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa produksi 
dari kegiatan perikanan tangkap berbanding positif 
terhadap tingkat pendapatan, pengalaman usaha 
dan jumlah trip pertahun. Dengan kata lain, apabila 
variabel-variabel tersebutmeningkat, maka produksi 
dapat meningkat pula. Sedangkan variabel harga, 
umur, pendidikan dan jumlah anggota keluarga 
berbanding negatif terhadap produksi dari kegiatan 
perikanan tangkap pada ekosistem terumbu 
karang. Harga awalnya diduga berbanding lurus 
ternyata berbanding terbalik karena disebabkan 
adanya perbedaan jenis komoditas yang 
ditangkap di antara nelayan. Harga jenis ikan 
tertentu seperti ikan kerapu memiliki harga 
yang tinggi akan tetapi secara jumlah terbatas. 
Begitupula dengan beberapa komoditas lain 
seperti lobster yang memiliki nilai tinggi akan 
tetapi produksi kecil. Sementara jenis-jenis ikan 
yang banyak ditangkap seperti kakap lencam dan 
ikan kakak tua memiliki harga yang relatif lebih 
rendah. 


Berdasarkan fungsi tersebut kemudian 
dilakukan estimasi terhadap nilai ekonomi 
sumber daya dari nelayan ekosistem terumbu 
karang dengan menghitung besarnya nilai 
surplus bagi konsumen (CS). Nilai ekonomi yang 
dihasilkan dengan menghitung surplus konsumen 
adalah Rp. 159.817.245/orang/tahun sehingga 
diketahui nilai ekonomi berdasarkan populasi 
Rp. 373.017.285.444/tahun. Jumlah nelayan 
pemanfaat ekosistem terumbu karang adalah 
2.334 orang sehingga diketahui nilai ekonomi 
secara keseluruhan sebesar Rp. 373.017.285.444/ 
tahun. Produktivitas penangkapan ikan karang 
bila dibandingkan dengan luasan ekosistem 
terumbu karang sebesar 54.500 ha adalah 
Rp. 6.844.354/ha/tahun. Pada Gambar 3 berikut 
dapat dilihat fungsi permintaan Effect On Production 
(EOP) aktivitas dari nelayan pada ekosistem 
terumbu karang. 


Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang Di Kabupaten Wakatobi 
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Gambar 3. Grafik Fungsi Permintaan Penangkapan Ikan pada Ekosistem Terumbu Karang di 


Kabupaten Wakatobi. 
Figure 3. 


Demand Function of Capture Fisheries the Coral Reef Ecosystem in Wakatobi District. 


Sumber: Data primer diolah, 2015/Sources : Primary Data Processed (2015) 


a. Budidaya Rumput Laut 


Keberadaan ekosistem terumbu karang 
yang ada di sepanjang pantai perairan Kabupaten 
Wakatobi selain memberikan manfaat langsung 
berupa ekstraksi sumber daya perikanan dapat 
juga dimanfaatkan sebagai aktivitas budidaya 


rumput laut. Rumput laut seringkali dijadikan 
alternatif sumber mata pencaharian dengan 
memanfaatkan perairan dangkal di sekitar 


ekosistem terumbu karang khususnya pada daerah 
karang yang mengalami kerusakan (Hehre and 
Meeuwig, 2016). Dalam kondisi alami, karang 
dapat hidup berdampingan dengan rumput laut. 
Pada perairan yang mendapat tambahan nutrisi 
dari perairan sekitarnya rumput laut akan tumbuh 
subur pada daerah sekitar terumbu karang bahkan 
bisa mengambil alih wilayah (Freeman, 2003). 
Menurut Hehre dan Meeuwig (2016) menunjukkan 
kegiatan budidaya rumput laut di sekitar ekosistem 
terumbu karang umum dilakukan tidak hanya di 
Indonesia tapi juga beberapa negara lain seperti 
Filipina, Tanzania, Zanzibar dan Malaysia. Bahkan 
di Indonesia ditemukan hubungan yang positif 
antara pengembangan budidaya rumput laut 
dengan ikan-ikan dari jenis Baronang yang banyak 
ditemukan antara ekosistem terumbu karang dan 
lamun. 


Keberadaan aktivitas usaha budidaya rumput 
laut memberikan kontribusi terhadap perekonomian 


masyarakat. Kegiatan budidaya rumput laut di 
Kabupaten Wakatobi menggunakan sistem /ong 
line (floating method). Menurut Kordi (2011), 
metode /ong line memiliki beberapa keuntungan 
antara lain tanaman cukup menerima sinar 
matahari, lebih tahan terhadap perubahan kualitas 
air, terbebas dari hama yang biasanya menyerang 
dari dasar perairan, pertumbuhannya lebih cepat, 
cara kerjanya lebih mudah, biayanya lebih murah 
dan kualitas rumput laut yang dihasilkan baik. 
Teknik budidaya rumput laut dengan metode ini 
menggunakan tali sepanjang 50-100 meter yang 
pada kedua ujungnya diberi jangkar dan pelampung 
besar, setiap 25 meter diberi pelampung utama 
yang terbuat dari drum plastik atau styrofoam. 
Pada setiap jarak 5 meter diberi pelampung berupa 
potongan styrofoam/ karet sandal atau botol aqua 
bekas 500 ml. Bibit rumput laut diikat pada tali yang 
panjang selanjutnya dibentangkan di perairan. 


Jenis rumput laut yang dibudidayakan 
di Wakatobi sebagian besar didominasi jenis 
Eucheuma spinosum, sedangkan sisanya adalah 
jenis Eucheuma cottoni. Sebelum bibit rumput laut 
diikat, terlebih dahulu bibit rumput laut tersebut 
dibersihkan dari kotoran-kotoran atau organisme 
penempel. Kondisi rumput laut yang dipilih adalah 
yang muda, segar, bersih serta bebas dari jenis 
rumput laut lainnya. Pada saat pemasangan tali 
utama harus diperhatikan arah arus pada posisi 


141 


J. Sosek KP Vol. 11 No. 2 Desember 2016: 133-146 


sejajar atau sedikit menyudut untuk menghindari 
terjadinya belitan tali satu dengan lainnya. Bibit 
rumput laut sebanyak 50-100 gram diikatkan pada 
sepanjang tali dengan jarak antar titik lebih kurang 
25 cm. 


Jangka waktu pemeliharaan rumput laut 
sekitar 35-60 hari sejak ditanam. Pemanenan 
dilakukan dengan cara mengangkat seluruh 
tanaman, sedangkan pelepasan tanaman dari tali ris 
dilakukan di darat. Penanaman kembali dilakukan 
dengan memilih bagian ujung tanaman yang masih 
muda. Untuk proses pengeringan dilakukan dengan 
menjemur di bawah sinar matahari langsung. 
Penjemuran dilakukan selama 2-4 hari tergantung 
kondisi panas matahari. Penjemuran dilakukan di 
atas para-para untuk menghindari tercampurnya 
rumput laut dari kotoran seperti pasir, kerikil dan lain 
sebagainya. Setelah kering dan bersih dari segala 
macam kotoran, maka rumput laut dimasukkan 
ke dalam karung plastik dan siap untuk dijual. 
Untuk harga rumput laut kering jenis E. spinosum 
berkisar Rp. 2.500-Rp. 3.500 per kg, sedangkan 
untuk jenis E. coftoni berkisar antara Rp. 7.500- 
Rp. 8.000 per kg. 


Nilai ekonomi sumber daya perikanan 
budidaya rumput laut di Kabupaten Wakatobi 
dilakukan dengan menggunakan analisis effect on 
production (EoP). Berdasarkan hasil analisa EoP 
terhadap aktivitas perikanan budidaya rumput laut, 
maka diperoleh fungsi permintaan budidaya rumput 
laut sebagai berikut: 


Ln 9 = 0,96 — 0,809 Ln P — 0,261 Ln A— 
0,058 Ln Edu — 0,25 Ln KK + 0,867 Ln Inc 
+ 0,192 Ln Exp + 0,155 Ln Pnn 


Keterangan/ Remaks : 


Q = Produksi rumput laut (Kg/tahun)/ 
Seaweed Production (kg/year) 

LnP = Harga rata — rata rumput laut (Rp/kg)/ 
Average Price of Seaweed (Rp/kg) 

LnA = Umur responden (tahun)/Respondents 
Age (year) 

Ln Edu = Tingkat pendidikan (tahun)/Level of 
Education (year) 

Ln KK = Jumlah anggota keluarga (orang)/ 


Number of Family (person) 


Ln Inc = Tingkat pendapatan (Rp/tahun)/Level of 
Income (Rp/year) 


Ln Exp - Pengalaman Usaha (tahun)/ Working 
Experience (year) 


Ln Pnn - Jumlah panen dalam satu tahun (kali)/ 
Number of Harvest in a year (times) 
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Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 
nilai adjusted R-Sg sebesar 0,69. Hal tersebut 


mengindikasikan bahwa variabel bebas yang 
digunakan dalam model yaitu harga, umur, 
pendidikan, pendapatan, jumlah keluarga, 


pengalaman usaha dan jumlah panen dalam satu 
tahun mampu menjelaskan keragaman variabel 
tidak bebas yaitu produksi rumput laut dalam satu 
tahun sebesar 69%. Dari fungsi fungsi EoP tersebut, 
maka dapat dikatakan bahwa produksi rumput laut 
berbanding positif terhadap tingkat pendapatan 
pengalaman usaha dan jumlah panen dalam satu 
tahun. Dengan kata lain, apabila variabel-variabel 
tersebut meningkat, maka produksi rumput laut 
dapat meningkat pula. Sedangkan variabel harga 
rata-rata rumput laut, umur, pendidikan dan jumlah 
anggota keluarga pembudidaya berbanding negatif 
terhadap produksi rumput laut. Harga berbanding 
terbalik tampaknya disebabkan oleh kondisi 
pasar. Beberapa pembudidaya yang panen dalam 
jumlah besar diketahui melakukan panen pada 
saat yang relatif sama sehingga mendorong 
harga yang diterima menjadi turun. Komoditas 
rumput laut tampaknya masih sangat tergantung 
dengan harga yang diberlakukan oleh tengkulak. 
Alih-alih harga komoditas mendorong peningkatan 
produksi, yang terjadi justru sebaliknya. 
Keterbatasan akses terhadap penjualan membuat 
pembudidaya tidak memiliki pilihan untuk menjual 
hasil produksi. 


Berdasarkan fungsi tersebut kemudian 
dilakukan estimasi terhadap nilai ekonomi sumber 
daya rumput laut dengan menghitung besarnya 
nilai surplus bagi konsumen (CS). Nilai total 
kesediaan membayar (U) sebesar Rp. 34.658.686 
per pelaku usaha perikanan. Untuk mencari nilai 
ekonomi total berdasarkan fungsi tersebut, maka 
digunakan beberapa data diantaranya rata-rata 
panen pembudidaya rumput laut dalam satu tahun 
sebanyak 5.226 kg/tahun. Selain itu digunakan 
juga nilai b0 dan b1 sebesar 7.916,522 dan -0,873. 
Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka didapatkan 
estimasi nilai surplus konsumen (CS) sebesar 
Rp. 15.634.919. Nilai ekonomi rumput laut 
sebesar Rp. 8.160.682.302 per tahun dan 
produktivitas Rp.15.397.524/ha/tahun, dengan 
jumlah populasi pembudidaya sebanyak 522 
orang dan luas lahan budidaya rumput laut 
sebanyak 530 hektar. Pada Gambar 4 berikut dapat 
dilihat fungsi permintaan Effect On Production 
(EOP) aktivitas dari budidaya rumput laut pada 
ekosistem terumbu karang. 


Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang Di Kabupaten Wakatobi 
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Gambar 4. Grafik Fungsi Permintaan Aktivitas Budidaya Rumput Laut pada Ekosistem Terumbu 


Karang di Wakatobi. 


Figure 4. Demand Function of Aguaculture Activity the Coral Reef Ecosystem in Wakatobi District. 
Sumber : Data primer diolah (2015)/Sources : Primary Data Processed (2015) 


Nilai Sosial Budaya 


Nilai ekonomi dari jasa sosial budaya 
yang timbul akibat adanya interaksi dengan 
ekosistem terumbu karang di Wakatobi dihitung 
dengan pendekatan keinginan untuk membayar. 
Pendekatan ini digunakan sebagai nilai kesatuan 
yang menyatakan nilai rupiah yang ingin dibayarkan 
oleh masyarakat untuk mendapatkan jasa sosial 
budaya yang meliputi nilai religi, nilai estetika, nilai 
budaya dan lain sejenisnya. Nilai ini juga lazim 
disebut sebagai salah satu nilai bukan manfaat 
pada konsep nilai total ekonomi. 


Berdasarkan hasil wawancara nelayan 
dan pembudidaya di sekitar kawasan terumbu 
karang di Wakatobi diperoleh persamaan yang 
menunjukkan hubungan jumlah penduduk yang 
bersedia membayar untuk kelestarian terumbu 
karang dengan faktor yang mempengaruhinya. 
Hubungan tersebut dapat dilihat pada persamaan 
regresi linear berikut. 


Q = 15,23401432 - 0,00000316 WTP - 0,06466379 Pak - 
0,00000007 Pdpt - 0,07915850 Usa + 
006054605 Alty - 0,25654817 Agrrd + 1,58997392 
Willing — 2,40013983 Cntrb. 


Keterangan/Remaks : 
Q = Persentase penduduk yang mempunyai 
kerelaan membayar pada tingkat WTP 


tertentu/ Percentage of people who have 
the willingness to pay a certain level of 
WTP 


WTP = Kerelaan penduduk untukmembayar 
nilai sumber daya/ The willingness of 
the population untukmembayar value of 
resources 


Pdk = Tingkat pendidikan penduduk/ The level of 
education of the population 


Pdpt = Nilai pendapatan penduduk/ The value of 
residents’ income 


Usa = Usia penduduk/ Age population 


Knw = Pengetahuan penduduk terhadap terumbu 
karang/ Lack of knowledge on coral reefs 


Func = Tingkat pengetahuan penduduk terhadap 
fungsi terumbu karang/ The level of knowledge 
of the population on the function of coral reefs 


Alty = Persepsi penduduk terhadap kondisi terumbu 
karang/ Perception population of reef conditions 


Agrrd = Persepsi penduduk terhadap peniadaan 
terumbu karang/ Perception of the population 
against the annihilation of coral reefs 


Wilng = Tingkat kesediaan penduduk untuk menjaga 
terumbu karang/ The level of the population's 
willingness to keep the reef 


Cntrb - Tingkat kontribusi untuk mempertahankan 
keberadaan terumbu karang/ The contribution 
rate to maintain the existence of coral reefs 


Berdasarkan persamaan regresi linier yang 
terbentuk selanjutnya dapat diperoleh fungsi 
permintaan dan kurva sebagai berikut. 


F(Q) = -3, 16287738610” Q + 2,39072199210° 
Berdasarkan fungsi permintaan yang 


terbentuk selanjutnya dapat diketahui nilai WTP 
rata sebesar Rp.530.205,88 sehingga dengan 


143 


J. Sosek KP Vol. 11 No. 2 Desember 2016: 133-146 


jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi sebanyak 
95.157 jiwa dan luas terumbu karang sebesar 
675,06 hektar maka dapat diperoleh nilai sosial 
budaya dari ekosistem terumbu karang di Wakatobi 
pada tahun 2015 sebesar Rp. 50,452,801,141 atau 
nilai produktivitasnya mencapai Rp. 74,738,247/ha/ 
tahun (Gambar 5). 


Nilai Ekonomi Total Ekosistem Terumbu Karang 
di Wakatobi 


Secara total nilai ekonomi yang dihasilkan 
dari barang dan jasa ekosistem terumbu karang 
di Wakatobi mencapai lebih dari 4 triliun rupiah 
atau setara dengan 163 juta rupiah per hektar per 
tahun. Nilai ini belum termasuk pariwisata bahari 
dan nilai kekayaan biodiversitas yang tidak dibahas 
dalam penelitian ini. Bila dibandingkan dengan 


2.2 x 108 
2. x 10° 
18 x 10° 
1.6 x 10° 
Harga/Price (Rp) 14x 10% 
12 x 10° 
1. x 108 
38. x 10° 


6. x 105 


lokasi lain nilai ekonomi total ekosistem terumbu 
karang di Wakatobi jauh lebih tinggi dimana di 
Karimunjawa menunjukkan nilai total ekonomi 
sebesar 24.5 juta rupiah per hektar per tahun 
(Anggraeni, 2008) dan di Kapoposang sebesar 
Rp 47,6 juta rupiah per hektar per tahun 
(Haslindah et al., 2012). Namun nilai tersebut lebih 
rendah dari nilai total ekonomi ekosistem terumbu 
karang di Bunaken yang mencapai 820 juta per 
hektar per tahun. Secara lebih detil nilai terbesar 
disumbang oleh nilai ekologi khususnya sebagai 
pelindung lingkungan pesisir yang mencapai 
lebih dari 79 %. Nilai ini disebabkan oleh paparan 
terumbu karang di Wakatobi menyebar hampir di 
seluruh pesisir pulau-pulau yang ada di Wakatobi. 
Berdasar penghitungan PPSEKP (2015) panjang 
terumbu karang melindungi pantai sepanjang 
338.371 meter (Tabel 3). 
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Gambar 5. Kurva Nilai Sosial Budaya dengan Pendekatan CVM Dari Ekosistem Terumbu Karang di 


Wakatobi. 


Figure 5. Curve of Socio-Cultural Value Using CVM Approach of Coral Reef Ecosystem in Wakatobi. 


Tabel 3. Nilai Ekonomi Total Ekosistem Terumbu Karang di Wakatobi. 
Table 3. Total Economic Value of Coral Reef Ecosystem in Wakatobi. 


No Manfaat Barang dan Jasa/ 
Goods and Services 


Nilai Total (Rp/ Tahun)/ 
Total Value (Rp/ Year) 


Nilai Per Satuan Luas (Rp/ 
Ha/ Tahun)/ Value per Unit 
Size (Rp/ Ha/ Year) 


1 Proteksi Lingkungan Pesisir/ 


Coastal Environment Protection 


2 Penyedia Sumber daya Ikan/ Fish 
Resource Provider 


3 Penangkapan Ikan/ Fish catching 


4 Budidaya Rumput Laut/ Seaweed 
Cultivation 


5 Sosial Budaya/ Socio-cultural 
Nilai Total/ Total Value 


3,222,741,817,623 59,132,987 
400,024,550,000 7,339,900 
373,017,285,444 6,844,354 

8,160,682,302 15,397,524 
50,452,801 ,141 74,738,247 
4,054,403, 136,510 163,453,012 


Sumber: Data Primer Diolah, 2015/ Source: Primary Data Processed, 2015 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Keberadaan ekosistem terumbu karang di 
Kabupaten Wakatobi telah memberikan manfaatbagi 
masyarakat disekitarnya baiksecara ekologi maupun 
ekonomi. Secara ekologi, manfaat tidak langsung 
yang dirasakan oleh masyarakata adalah sebagai 
penahan gelombang dan tempat pertumbuhan 
ikan, sedangkan dari sisi ekonomi, keberadaan 
ekosistem terumbu karang dimanfaatkan untuk 
kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan budidaya 
rumput laut. Berdasarkan hasil estimasi, nilai 
manfaat tidak langsung untuk manfaat terumbu 
karang sebagai penahan gelombang sebesar Rp. 
372.208.100.000/tahun (Rp. 18.742.929/ha/tahun), 
sedangkan estimasi nilai ekonomi sebagai tempat 
pertumbuhan ikan sebesar Rp. 400.024.550.999/ 
tahun (Rp. 7.339.900/ha/tahun). Kemudian estimasi 
nilai manfaat langsung untuk kegiatan perikanan 
tangkap sebesar Rp. 373.017.285.444/tahun (Rp. 
6.844.354/ha/tahun), sedangkan estimasi nilai 
ekonomi untuk kegiatan budidaya rumput laut 
sebesar Rp. 8.160.682.302/tahun Rp.15.397.524/ 
ha/tahun). Hal tersebut menunjukkan bahwa jika 
terjadi kerusakan total pada ekosistem terumbu 
karang, maka kerugian yang akan diterima oleh 
masyarakat sebesar nilai ekonomi tersebut. 


Implikasi Kebijakan 


Perlu melakukan koordinasi yang intensif 
antara masyarakat dan pemerintah dalam hal 
pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang, untuk lebih mengedepankan pengelolaan 
sumber daya yang lestari dan berkelanjutan. 


Pemahaman masyarakat akan fungsi dan 
manfaat terumbu karang perlu lebih ditingkatkan 
melalui penyuluhan yang lebih intensif serta 
melakukan studi lapangan baik yang dilakukan oleh 
pemerintah maupun lembaga lainnya. 
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ABSTRAK 


Ekosistem mangrove mengalami tekanan dan penurunan jasa lingkungan diduga karena abrasi 
dan fenomena alam serta aktivitas masyarakat seperti penggalian pasir di pesisir pantai. Pemerintah 
telah melakukan upaya konservasi hutan mangrove dengan cara penanaman kembali, namun belum 
berhasil. Salah satu permasalahan adalah belum atau tidak adanya informasi nilai ekonomi mangrove 
sebagai dasar penentuan program konservasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai ekonomi 
ekosistem mangrove di pesisir Laut Arafura meliputi 3 distrik yaitu Malind, Merauke dan Naukenjerai. 
Metode yang digunakan yaitu TEV (Total Economic Value) yang terdiri dari analisis nilai guna langsung 
menggunakan harga pasar. Nilai guna tidak langsung dan nilai pilihan menggunakan benefit transfer. 
Nilai non guna yang terdiri dari nilai keberadaan dan nilai pewarisan menggunakan WTP (willingness 
to pay). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi hutan mangrove di kawasan pesisir pantai 
Laut Arafura per tahun sebesar Rp. 213.344.656.759,00 (213 Milyar Rupiah) atau setara dengan 
Rp. 21.075.240,00/ha/tahun atau setara dengan Rp. 8,6 juta rupiah per kepala keluarga. 


Kata Kunci: valuasi ekonomi, ekosistem mangrove, pesisir pantai Arafura 


ABSTRACT 


Mangrove ecosystem was under pressured and decreased environmental services allegedly 
because of abrasion and natural phenomena as well as community activities such as quarrying of sand 
on the coastal. The government has made mangrove forests conservation by replanting, but it has not 
succeeded. One of the problems is the lack or absence of the economic value information as a basis 
for determining mangrove conservation program. This study aims at determining the economic value of 
mangrove ecosystems in the Coastal of Arafura Sea covering three districts of Malind, Merauke and 
Naukenjerai. The method used is a TEV (Total Economic Value) consisting of direct use value analysis 
using market prices. Indirect use values and the option value using transfer benefit. Non-use value which 
consists of the value of the existence and value of inheritance were using WTP (Willingness To Pay). 
Results showed that the economic value of mangrove forests in coastal area of Arafura Sea per year 
accounted for Rp. 213,344,656, 759.00 (213 billion rupiah) or equivalent to Rp. 21,075, 240.00/ha/year or 
equivalent to Rp. 8.6 million per household. 


Keywords: economic valuation, ecosystem mangrove, Arafura coastal 


PENDAHULUAN 


Kabupaten Merauke terletak di pesisir 
pantai Selatan Arafura dan memiliki ekosistem 
mangrove terluas di Papua. Berdasarkan data 
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tim 
Bappesdalh Provinsi Papua, 2012) pada Tahun 


mangrove terluas yaitu Kabupaten Merauke, Asmat 
dan Mimika dengan luas berturut-turut 343.766, 
305.172 dan 268,788 ha. Namun perhitungan luas 
hutan mangrove pada Tahun 2006 oleh Bapedalda 
(Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 
Daerah) Provinsi Papua ternyata mengalami 
penurunan rata-rata 6,71 persen/tahun. Menurut 


2000, Tiga Kabupaten yang memiliki hutan perhitungan lembaga konservasi dunia (WWF), 
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luas hutan mangrove di Kabupaten Merauke pun 
berkurang sebanyak 8,03% menjadi 316.157 ha. 
Berdasarkan perhitungan citra satelit Tahun 2010 
yang dilakukan oleh organisasi World Wildlife Fund 
(WWF) (Tim WWF, 2011) luas hutan mangrove di 
Kabupaten Merauke kembali berkurang hingga 
tersisa 296.778 ha. Selain luasan hutan mangrove 
yang terus mengalami penurunan, data WWF tahun 
2010 juga mencatat ternyata kerapatan mangrove 
rata-rata per ha hanya 348 pohon. Menurut Kriteria 
Baku kerusakan mangrove yang dikeluarkan 
Kementerian lingkungan hidup, jika kerapatan 
<1000 individu/ha, mangrove dalam kategori 
rusak. Hal ini tentu saja merupakan masalah 
regional yang perlu mendapatkan perhatian serius 
dari berbagai pihak. 


Luasan ekosistem mangrove yang terus 
menurun dan rrendahnyatingkat kerapatan mangrove 
diduga karena abrasi dan fenomena alam serta 
aktivitas masyarakat yang mengancam kelestarian 
mangrove. Maraknya penggalian pasir di pesisir 
pantai, penebangan mangrove untuk dijadikan kayu 
bakar dan perumahan, dan rendahnya kesadaran 
masyarakat terhadap fungsi penting ekosistem ini 
mengancam manajemen pengelolaan pesisir. Pada 
akhirnya rusaknya ekosistem ini berdampak buruk 
terhadap sejumlah masalah seperti tingkat abrasi 
yang tinggi, kerusakan rumah dan sarana jalan di 
pesisir pantai, menurunnya jumlah tangkapan udang 
dan kepiting dan masalah sosial ekonomi lain yang 
dirasakan oleh masyarakat. Menurut penelitian 
telah terjadi penurunan rata-rata hasil tangkapan 
udang sebesar 5kg/penjaring/hari (Arisandi, 2014). 
Abrasi yang .hebat juga telah merusakkan sarana 
jalan dan jembatan di wilayah Utara Merauke. 


Pemerintah telah berupaya melakukan 
berbagai konservasi hutan mangrove dengan cara 
penanaman kembali. Namun upaya tersebut belum 
mendatangkan hasil. Diduga gagalnya program 
konservasi karena kurang melibatkan masyarakat 
sekitar melalui pengetahuan dan pendidikan 
lingkungan. Valuasi ekonomi hutan mangrove 
berperan penting dalam menyediakan informasi 
untuk membantu proses pengambilan keputusan 
terkait dengan kebijakan publik dalam pengelolaan 
sumberdaya alam. Jenis kebijakan publik misalnya 
untuk menentukan harga yang tepat dalam 
penggunaan mekanisme ekonomi seperti pajak 
lingkungan, atau pajak produksi produk perikanan 
dan bahan galian C di pesisir pantai. Valuasi 
ekonomi juga penting dalam menilai barang dan 
jasa yang dihasilkan sumberdaya, sehingga akan 
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membantu dalam penilaian proyek dan penentuan 
prioritas pembangunan. Valuasi ekonomi juga 
berperan dalam perencanaan di tingkat makro 
dengan memasukkan unsur deplesi dan degradasi 
sumberdaya alam dan lingkungan dalam konteks 
perencanaan pembangunan. Informasi dari nilai 
valuasi ekonomi juga dapat membantu dalam 
penentuan kompensasi program konversi ataupun 
program pemanfaatan dan pelestarian ekosistem 
mangrove (Fauzi, 2014). 


Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui nilai ekonomi ekosistem mangrove 
yang ada di Kabupaten Merauke, sebagai bagian 
dari roadmap penelitian tentang pengelolaan 
ekosistem mangrove yang berkelanjutan. 


METODOLOGI 


Lokasi Penelitian 


Wilayah pengambilan sampel dilakukan pada 
3 titik pengamatan yang mewakili wilayah pesisir 
Laut Arafura dari ujung Selatan hingga Utara, yaitu 
Pantai Nasem Distrik Naukenjerai, Pantai Payum 
Distrik Merauke dan Pantai Kumbe Distrik Malind. 
Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 
random sampling dengan kategori masyarakat 
yang dijadikan responden adalah pemanfaat hutan 
mangrove atau masyarakat yang tinggal di pesisir 
pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan, 
pencari kayu bakar, pencari kepiting, pencari siput/ 
kerang. Jumlah responden per titik pengamatan 
dilakukan dengan metode kuota sampling kemudian 
pengambilan responden dilakukan secara random. 
Penentuan kuota berdasarkan sifat populasi dan 
pertimbangan kebutuhan data peneliti, sehingga 
ditetapkan 20 responden per titik pengamatan. 


Kerangka Pendekatan Penelitian 


Secara umum, permasalahan pengelolaan 
kawasan ekosistem mangrove memiliki tipologi 
yang sama antar satu wilayah dengan wilayah 
lain. Seperti permasalahan yang terjadi di kawasan 
Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara 
Kalimantan Timur. Luasan hutan mangrove 
semakin berkurang yang disebabkan eksploitasi 
secara berlebihan oleh masyarakat dan terjadi 
konversi lahan hutan mangrove menjadi tambak 
dan pemukiman (Wahyuni, 2013). Kegiatan 
pengambilan kayu secara terus menerus tanpa 
penanaman juga terjadi di kawasan mangrove 
desa Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten 
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Bengkalis, Propinsi Riau (Qodrina, 2012). Di 
Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, terjadi 
konversi hutan mangrove menjadi pemukiman dan 
usaha tambak (Fitrawati, 2001). 


Kerangka pendekatan penelitian mengenai 
studi valuasi ekonomi merupakan salah satu 
penelitian fundamental dalam rangka memperoleh 
data yang berguna bagi penentu kebijakan dalam 
rangka menyusun masterplan pengelolaan wilayah 
pesisir. Penelitian valuasi ekonomi ekosistem 
mangrove ini memperkirakan nilai ekonomi dari 
setiap kegunaan ekosistem mangrove. 


Ecosystem area: 


various parties 


Nilai Guna 
(Use Value) 


Nilai Guna 
Tak Langsung 
(Indirect Use Value) 


Penahan Abrasi/ 
Abrasion retainer 


Nilai GunaLangsung 
(Direct Use Value) 


Kayu/ Woods 
Kayu Bakar/ 
Firewoods 
Kepiting/ Crabs 
Siput/kerang/ 
Snails 

Ikan/ Fishes 


Permasalahan Kawasan Ekosistem Mangrove/ Problems Mangrove 


e Luasan hutan mangrove semakin berkurang/ The area of mangrove 
forests on the wane 

e Abrasi pantai yang tinggi/ Coastal erosion is high 

e Penggalian pasir marak / Excavation of sand bloom 

e Kurangnya kesadaran berbagai pihak / Lack of awareness of the 


Konservasi mangrove harus dilakukan melalui data-data pendukung (oceanografi, daya 
adaptasi mangrove, valuasi ekonomi, sosial ekonomi masyarakat pesisir)/ Mangrove 
conservation must be done through supporting data (oceanographic, adaptability mangrove, 
economic valuation, the social economy of coastal communities) 


Penelitian Valuasi Ekonomi sebagai bagian dari penyediaan data pendukung 
dan rekomendasi kebijakan pengelolaan kawasan pesisir/ Economic Valuation 

Research as part of the provision of supporting data and policy 
recommendations coastal management 


Nilai Pilihan 
(Option Value) 


Biodiversitas/ 
Biodiversity 


Nilai Ekonomi Total 
(Total Economic Value) 


Rekomendasi Hasil Penelitian/ 
Recommended Results 


Konsep yang digunakan untuk 
memperkirakan nilai ekonomi sumberdaya adalah 
konsep Total Economic Value (TEV). Secara garis 
besar TEV dikelompokkan menjadi nilai guna (use 
value) dan nilai non-guna/intrinsik (non-use value) 
(Pearce and Moran, 1994, KLH, 2008). Nilai guna 
(use value) dibagi menjadi nilai guna langsung 
(indirect use value), nilai guna tak langsung 
(indirect use value) dan nilai pilihan (option value). 
Nilai non-guna dibagi menjadi nilai keberadaan 
(existence value), nilai warisan (beguest value) dan 
nilai pilihan (option value). Kerangka perhitungan 
valuasi ekonomi dapat dilihat pada Gambar 1. 


Nilai Non-Guna 
(Non-Use Value) 


Nilai Warisan 
(Beguest Value) 


Nilai Keberadaan 
(Existence Value) 


WTP Nilai 


keberadaan hutan P 5 / 
mangrove/ WTP ewarisan, 


value of mangrove WTP Value 
foresis Inheritance 


WTP Nilai 


Gambar 1. Model Nilai Ekonomi Total (Pearce dan Moran, 1994) 
Figure 1. Total Economic Value Model (Pearce dan Moran, 1994) 
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Metode Analisis Data 


Nilai manfaat langsung (direct use value) 
adalah nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan 
secara langsung dari suatu sumberdaya. Manfaat 
langsung bisa diartikan manfaat yang dapat 
dikonsumsi terdiri dari manfaat penerimaan kayu 
bangunan, kayu bakar, ikan dan kepiting. Nilai 
manfaat langsung hutan mangrove dihitung dengan 
persamaan: 


DUV = > DUV; 
i=1 
Keterangan/Remaks: 
DUV = Direct use value 
DUV 1 = Manfaat kayu bakar/Benefits firewood 
DUV 2 = Manfaat kayu bangunan/The benefits of 
wood buildings 
DUV 3 = Manfaat penangkapan ikan (berbagai 
jenis ikan yang dominan)/Benefits of 
fishing (various types of dominant fish) 
DUV 4 = Manfaat penangkapan kepiting/The 
benefits of catchingcrabs 
DUV 5 = Manfaat penangkapan udang/ Benefits 
of shrimp fishing 
DUV 6 = Manfaat penangkapan kerang/siput/ 


benefits of catching shells / snail 


Nilai manfaat tidak langsung (indirect use 
value) adalah nilai manfaat dari suatu sumberdaya 
(mangrove) yang dimanfaatkan secara tidak 
langsung oleh masyarakat. Manfaat tidak langsung 
hutan mangrove dapat berupa manfaat fisik yaitu 
sebagai penahan abrasi air laut. Penilaian hutan 
mangrove secara fisik dapat diestimasi dengan 
fungsi hutan mangrove sebagai penahan abrasi, 
feeding, spawning, dan nursery ground. Namun 
pada penelitian ini nilai manfaat tidak langsung 
hanya didekati dengan menggunakan fungsi hutan 
mangrove sebagai penahan abrasi. Fungsi tidak 
langsung lainnya membutuhkan penelitian yang 
komprehensif mengingat ketersediaan data yang 
terbatas. 


Manfaat pilihan (option value) biasanya 
menggunakan metode benefit transfer, yaitu 
dengan cara menilai perkiraan benefit dari tempat 
lain (dimana sumberdaya tersedia) lalu benefit 
tersebut ditransfer untuk memperoleh perkiraan 
yang kasar mengenai manfaat dari lingkungan. 
Metode tersebut didekati dengan cara menghitung 
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besarnya nilai keanekaragaman hayati yang ada 
pada ekosistem mangrove tersebut (Ruitenbeek, 
1992). 


Nilai manfaat 
persamaan: 


pilihan ini diperoleh dengan 


Option value /OV - US$15 per ha x luas hutan 


mangrove 


Manfaat keberadaan (existences value) 
dinilai sebagai nilai keberadaan hutan mangrove. 
Untuk nilai pewarisan (beguest value) tidak dihitung 
dalam penelitian ini karena identifikasi awal untuk 
ekosistem mangrove di pesisir Pantai Arafura tidak 
ditemui adanya jenis hewan/ tumbuhan endemik 
atau khas yang menjadi warisan dunia. 


Tahapan selanjutnya setelah mengidentifikasi 
nilai ekonomi dari ekosistem mangrove yaitu 
kuantifikasi manfaat ke dalam nilai uang. Untuk 
manfaat langsung dan tidak langsung akan 
menggunakan nilai pasar atau harga jual komoditi. 
Untuk nilai pewarisan yang tidak memiliki harga 
pasar akan menggunakan salah satu teknik stated 
preference yaitu willingness to pay! kesediaan 
membayar. Nilai manfaat total dari hutan mangrove 
merupakan penjumlahan seluruh nilai ekonomi dari 
manfaat hutan mangrove yang telah diidentifikasi 
dan dikuantifikasikan. Nilai manfaat total tersebut 
menggunakan persamaan: 


TEV = DV + IV + OV + EV + BV 


Keterangan/Remaks: 

TEV = Total economic value 

DV = Nilai manfaat langsung / Value of direct 
benefit 

IV = Nilai manfaat tidak langsung/ The 


indirect benefits 


OV = Nilai manfaat pilihan/ Value of selection 
benefit 

EV = Nilai manfaat keberadaan/ Value of 
whereabouts benefit 

BV = Nilai manfaat pewarisan/ Value of 


inheritance benefit 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kabupaten Merauke terdiri dari perairan Laut 
Arafura sekitar 75.000 km?, perairan umum (sungai 
dan rawa) sekitar 71.000 km? dan garis pantai 
1.050 km? yang membentang dari Sungai Torasi 
di perbatasan Republik Indonesia dan Papua New 
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Guinea di sebelah Timur sampai pada Sungai Syrest 
(BPS, 2011). Kawasan hutan mangrove adalah tipe 
hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai atau 
muara sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang 
surut air laut. Berdasarkan penelitian (Masiyah dan 
Sunarni, 2014) di pesisir pantai Kelurahan Karang 
Indah didominasi oleh jenis mangrove Rhizophora 
sp dengan kerapatan yang tinggi yaitu 1200 pohon/ 
ha dan penutupan jenis 91.4%. Jenis mangrove 
Ceriop sp didapati memiliki nilai kerapatan yang 
sangat kecil dan termasuk dalam kriteria jarang 
dan rusak. Di pesisir pantai Lampu Satu didominasi 
oleh Avicennia sp, jenis ini memiliki kerapatan 603 
pohon/ha dan termasuk kriteria jarang dan rusak. 
Berbagai jenis mangrove banyak terdapat di pesisir 
pantai Kabupaten Merauke namun sebagian besar 
sudah mengalami kerusakan ditandai dengan 
tingkat kerapatan pohon yang rendah. Untuk itu 
konservasi hutan mangrove perlu dilakukan untuk 
mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. 
Salah satu data yang diperlukan untuk melakukan 
program konservasi ekosistem mangrove adalah 
melalui studi valuasi ekonomi atau penilaian ekonomi 
jasa ekosistem mangrove. Pengguna terbesar dari 
ekosistem mangrove adalah masyarakat di wilayah 
pesisir pantai. Melalui pertanyaan terstruktur maka 
diperoleh beberapa manfaat dari adanya ekosistem 
mangrove beserta frekuensi pengambilan 
sumberdaya. Kemudian dikuantifikasikan dengan 
menggunakan pendekatan harga pasar yang 
berlaku, sehingga diperoleh nilai ekonomis 
sumberdaya yang dimanfaatkan dari ekosistem 
mangrove. Menggunakan pendekatan Pearce 
dan Moran (1994), maka dapat dikategorikan total 
ekonomi mangrove terdiri dari nilai guna dan non 
guna. Untuk nilai guna menggunakan pendekatan 
harga pasar yang berlaku di suatu wilayah. Untuk 
nilai non guna, menggunakan pendekatan benefit 
transfer, karena belum ada data untuk nilai ekonomi 
di Kabupaten Merauke, sehingga menggunakan 
nilai ekonomi dari wilayah lain yang identik 
dengan kondisi di Merauke. Berikut ini adalah hasil 
pengumpulan data di lapangan mengenai manfaat 
dan nilai ekonomi ekosistem mangrove. 


1. Nilai Guna (Use Value) 


Nilai guna pada penelitian ini terdiri dari 
nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung dan 
nilai pilihan. Nilai guna langsung merupakan nilai 
sumber daya alam hutan mangrove yang terdiri dari 
pemanfaatan kayu untuk bahan bakar, kayu untuk 
bangunan, dan produksi perikanan. Sedangkan 
nilai guna tak langsung terdiri dari penahan abrasi. 


Nilai pilihan terdiri dari nilai biodiversitas. 


1.1 Nilai Guna Langsung (Direct Use Value) 


Nilai guna langsung merupakan nilai yang 
langsung dapat dirasakan oleh masyarakat di 
sekitar hutan mangrove. Nilai ini antara lain berupa 
pemanfaatan kayu untuk bahan bangunan, kayu 
bakar, udang, kepiting, kerang/siput dan ikan dari 
berbagai jenis. Tabel 1 merupakan tabel kumulatif 
nilai produksi komoditi hutan mangrove di pesisir 
pantai Laut Arafura. 


Pemanfaatan kayu mangrove untuk dijadikan 
kayu bakar, sebagian besar responden mengatakan 
hanya untuk kepentingan rumah tangga, tidak 
diperjualbelikan. Jika ada masyarakat yang 
membutuhkan, mereka biasa menjual dengan harga 
berkisar Rp. 10.000-15.000/ikat. Dengan demikian 
harga pasar untuk kayu bakar menggunakan 
data harga jual rata-rata dari responden. Jumlah 
pengambilan kayu bakar rata-rata sebanyak Tiga 
ikat perhari dengan frekuensi pengambilan rata-rata 
Empat hari dalam seminggu. Masyarakat yang 
memanfaatkan kayu bakar dari hutan mangrove 
biasanya merupakan masyarakat yang tinggal di 
pesisir pantai dan merupakan keluarga Papua 
yang termasuk kategori keluarga pra-sejahtera 
dan sejahtera 1. Jumlah pemanfaat kayu bakar dari 
mangrove diperkirakan 1.190 Kepala Keluarga (KK). 
Jika dikalikan antara masyarakat pemanfaat kayu 
bakar di tiga distrik yaitu Malind, Naukenjerai dan 
Merauke dengan rata-rata frekuensi pengambilan 
maka besarnya produksi hutan mangrove untuk 
kayu bakar sebesar Rp. 5,8 milyar/tahun. 


Untuk kayu bangunan, sebagian responden 
juga mengatakan tidak ada harga pasar yang 
jelas, karena kayu mangrove hanya dipakai 
untuk membuat bevak (rumah di tepi pantai) bagi 
kepentingan masyarakat lokal. Namun ada juga 
masyarakat yang mengambil kayu dalam jumlah 
besar. Mereka biasanya menggunakan mobil 
bak terbuka untuk mengangkut kayu dan hanya 
membayar sekedarnya kepada ketua dusun pemilik 
tanah berkisar antara Rp. 30.000-50.000 untuk 1 
ret mobil bak terbuka ukuran kecil. Oleh karena itu 
harga pasar untuk kayu bangunan menggunakan 
data rata-rata harga beli masyarakat jika membeli 
kayu umpak atau tiang penyangga bangunan. 
Besarnya frekuensi pengambilan kayu untuk 
bangunan juga tidak terlalu sering, karena sesuai 
kebutuhan masyarakat. Rata-rata pengambilan 
kayu sebanyak 24 batang dengan rata-rata 
frekuensi pengambilan 1-2 kali dalam sebulan. 
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Tabel 1. Nilai Produksi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Merauke Tahun 2015. 
Table 1. Production Value Mangrove Ecosystem at Coastal Zone Merauke 2015. 


Komoditi/ Jumlah Produksi/ 

Commodity Total Production 
Kayu bakar (ikat)/ 466 
Firewood (bundle) 
Kayu bangunan (buah)/ 615 
Building Wood (unit) 
Kepiting (Ekor)/ Crabs (tail) 600,000 
Udang (kg)/ Shrimp 815,320 
Ikan (kg)/ Fish 6,184,927 
Kerang/ Sea shell (Kg) 3,912 


Total 


Harga (Rp)/ Total Produksi (Rp/ha/ 
Docs P Beneficieries tahun)/Production 
(HH) Value 
10,476 1,190 5,805,247,115 
11,500 1,190 8,414,632,800 
13,000 7,800,000,000 
30,000 24,459,600,000 
19,269 119,177,358,363 
13,000 50,857,690 


165,707,695,968 


Sumber:* Data Primer diolah (2015)/Source:Primary Data (2015) 


Pemanfaat kayu umpak bangunan merupakan 
masyarakat pesisir yang diperkirakan berjumlah 
1190 KK. Sehingga diperoleh nilai komoditi kayu 
mangrove merupakan perkalian antara frekuensi 
pengambilan sebagai data produksi dengan jumlah 
masyarakat yang memanfaatkan kayu mangrove 
sebagai kayu bangunan dan dikalikan dengan 
harga pasar yang berlaku, sehingga diperoleh 
nilai ekonomi mangrove sebagai kayu bangunan 
sebesar Rp. 8,4 milyar/tahun. 


Untuk komoditi kepiting, hampir setiap hari 
masyarakat di sekitar pesisir pantai melakukan 
pengambilan kepiting di sekitar hutan mangrove. 
Jumlah produksi kepiting yang diperoleh dari data 
BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Merauke 
(2014) sebesar 600.000 ekor, dengan harga 
jual Rp. 13.000/ekor. Sehingga dapat diperoleh 
nilai ekonomi mangrove sebagai habitat kepiting 
sebesar Rp. 7,8 milyar/tahun. 


Nilai produksi komoditi udang menggunakan 
data sekunder yang berasal dari Data Dinas Kelautan 
dan Perikanan Tahun 2013. Hal ini dikarenakan 
produksi udang berfluktuasi berdasarkan musim. 
Ketika penelitian ini berlangsung, udang tidak 
banyak ditemui oleh responden karena menurut 
nelayan, musim udang biasanya jatuh pada bulan 
Maret-Mei. Data produksi udang (Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Merauke, 2014), sebanyak 
815.320 kg dengan harga jual sebesar Rp. 
30.000/kg, maka besarnya potensi mangrove 
sebagai penghasil udang diperkirakan sebesar Rp. 
24.459.600.000,00/tahun. 


Untuk komoditi perikanan, berdasarkan 
hasil wawancara teridentifikasi beberapa jenis 
ikan yang paling banyak diperoleh yaitu ikan duri, 
kuru, bulanak, bandeng, kakap, paha, kaca, dan 
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ikan sembilan. Menggunakan data produksi ikan 
segar campuran dari data Dinas Kelautan dan 
Perikanan Tahun 2013 (Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Merauke, 2014), produksi ikan segar 
campuran sebanyak 6.184.927 kg dengan nilai jual 
Rp. 19.269/kg maka besarnya nilai produksi 
perikanan campur adalah Rp. 119 Milyar Rupiah. 


Untuk komoditi kerang/siput, tidak terdapat 
data produksi dalam BPS Kabupaten Merauke 
(2014). Maka nilai produksinya didekati melalui 
data primer. Diperoleh dari frekuensi pengambilan 
rata-rata responden dikalikan dengan produksi 
per frekuensi pengambilan. Hampir setiap hari 
responden mengaku mencari kerang/siput dengan 
rata-rata pengambilan sebanyak 14 kg atau setara 
dengan 7 ember (sesuai takaran masyarakat). 
Harga jual kerang/siput di pasar rata-rata sebesar 
Rp. 13.000/kg, sehingga dapat diperoleh nilai 
produksi komoditi kerang sebesar frekuensi 
pengambilan per tahun dikali dengan produksi 
per pengambilan dikalikan dengan harga pasar 
komoditi kerang, sehingga diperoleh nilai ekonomi 
kerang/siput sebesar Rp. 50.857.960,00/tahun. 


Diperkirakan dari setiap komoditi yang 
diambil dari hutan mangrove, maka akan diperoleh 
nilai produksi hutan mangrove di Kawasan Pesisir 
Pantai Arafura sebesar Rp. 165.707.695.968,00/ 
tahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi hutan 
mangrove sangat kaya akan sumberdaya alam 
yang berguna dan dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika 
dibandingkan penelitian serupa di wilayah lain, 
misalnya di Kawasan Delta Mahakam, nilai produksi 
hutan mangrove mencapai Rp.407.746.300.000,00/ 
ha/tahun (Wahyuni, 2013). Nilai hutan mangrove di 
Desa Palaes Kecamatan Likupang Barat Kabupaten 
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Minahasa Utara sebesar Rp. 10.888.218.123/ha/ 
tahun (Ofie dan Benu, 2011). Nilai hutan mangrove 
di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan 
Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau sebesar Rp. 
1.348.869.603/ha/tahun (Qodrina, 2012). Maka 
nilai produksi hutan mangrove di Pesisir Pantai 
Arafura tergolong tinggi jika dibandingkan dengan 
wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa potensi 
ekonomi hutan mangrove sangat menunjang 
penghidupan masyarakat di pesisir pantai dan 
terutama meningkatkan pendapatan daerahnya. 


1.2 Nilai Guna Tidak Langsung (Indirect Use 
Value) 


Nilai guna tidak langsung diperoleh dari 
manfaat mangrove sebagai suatu ekosistem 
secara tidak langsung, seperti: penahan abrasi 
pantai, pemijahan udang dan penyediaan pakan 
serta hasil tangkapan laut/non tambak (kepiting, 
udang) berdasarkan harga pasar. Nilai guna 
tak langsung yang di hitung dalam penelitian ini 
hanya berupa manfaat fisik yaitu penahan abrasi. 
Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi 
hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai 
adalah dengan replacement cost atau biaya 
pengganti. Biaya pengganti yang digunakan adalah 
biaya pembuatan tanggul penahan gelombang 
atau break water. 


Data pembuatan tanggul penahan abrasi 
menggunakan pendekatan shadow price yaitu 
memakai standar Kementerian Pekerjaan Umum 
untuk membangun tanggul penahan ombak. 
Pendekatan shadow price sangat dimungkinkan 
jika tidak tersedia data di wilayah penelitian. Biaya 
pembuatan tanggul dengan ukuran 50 m x 1,5 
m x 2,5 m (p x | x t) dengan daya tahan 5 tahun 
diperlukan biaya sebesar Rp. 291.994.000 atau 
sekitar Rp. 5.839.880 per meter (Kementerian 
Pekerjaan Umum, 2014). Panjang pantai di Distrik 
Malind, Merauke dan Naukenjerai adalah 34.125 
meter (Tim WWF, 2011). Untuk itu maka dapat 


dihitung pendekatan nilai hutan mangrove sebagai 
penahan abrasi sebesar Rp. 199.285.905.000,00 
(Tabel 2). Berdasarkan sumber data yang sama, 
lama waktu tanggul bertahan selama 5 (lima) 
tahun, sehingga manfaat tersebut dibagi 5 tahun 
maka diperoleh manfaat tidak langsung hutan 
mangrove sebagai penahan abrasi setara dengan 
Rp. 39.857.181.000,00 per tahun. 


1.3. Nilai Pilihan (Option Value) 


Nilai pilihan dalam penelitian ini mengacu 
pada nilai penggunaan lainnya dari hutan 
mangrove. Hutan mangrove di kawasan pesisir 
Pantai Arafura, sampai dengan saat ini tidak 
dimanfaatkan untuk penggunaan lain. Hanya 
aktivitas ekowisata dalam skala kecil dan tidak 
berdampak terhadap ekosistem. Berbeda dengan 
karakteristik hutan mangrove di wilayah lain, ada 
yang dikonversi menjadi perumahan, tambak atau 
aktivitas ekowisata skala besar. Untuk itu nilai 
pilihan bagi kawasan hutan mangrove di Pesisir 
Pantai Arafura dilihat dari nilai biodiversitasnya. 
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, 
kegiatan penebangan kayu mangrove untuk bahan 
bangunan atau kayu bakar bisa jadi tidak terkendali 
yang dapat mengakibatkan hilangnya berbagai 
jenis flora dan fauna di ekosistem mangrove. Untuk 
itu nilai pilihan yang diukur dalam penelitian ini 
yaitu menghitung nilai biodiversitas flora dan fauna 
ekosistem mangrove. 


Manfaat pilihan pada ekosistem hutan 
mangrove di pesisir Pantai Arafura dapat didekati 
dengan menggunakan metode benefit transfer, yaitu 
dengan menilai perkiraan benefit dari tempat lain 
(dimana sumberdaya tersedia) kemudian benefit 
tersebut ditransfer untuk memperoleh perkiraan 
yang kasar mengenai manfaat dari lingkungan. 
Metode tersebut didekati dengan menghitung dari 
manfaat keanekaragaman hayati (biodiversitas) 
yang ada pada kawasan mangrove ini. Menurut 
(Ruitenbeek, 1992) hutan mangrove Indonesia 


Tabel 2. Nilai Guna Tidak Langsung Mangrove Sebagai Penahan Abrasi . 
Table 2. Indirect Use Values of Mangrove as Retaining Abrasion. 


Nilai Guna Tidak Panjang Pantai / Long 


Biaya/ Cost (Rp/ Manfaat Tidak Langsung/ 


Langsung/Indirect Coastal (m) meter) Indirect Benefits (Rp/ 
Value Tahun) 
Penahan abrasi/ 34,125" 5,839,880” 199,285,905,000 


Retaining abrasion 


Daya tahan tanggul 5 tahun/ 5-year durability embakment 


199,285,905,000 


Daya tahan tanggul per tahun/ The durability of the dike per year 


39,857,181,000 


Sumber: “WWF (2011), ** Kementerian PU (2013)/ Sources: “WWF (2011), ** Ministry of Public Works (2013) 
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mempunyai nilai biodiversity sebesar US$15 per 
ha per tahunnya. Nilai ini dapat dipakai diseluruh 
hutan mangrove yang ada di seluruh wilayah 
Indonesia apabila ekosistem hutan mangrovenya 
secara ekologis penting dan tetap terpelihara 
secara alami. 


Nilai total dari manfaat biodiversity ini 
didapat dengan cara mengalikan nilai manfaatnya 
yaitu US$ 15 per ha per tahun dengan nilai tukar 
rupiah terhadap dolar AS yaitu Rp13.022,00 (pada 
18 Oktober 2016), sehingga didapat nilai sebesar 
Rp195.337,43/ha. Hasil tersebut dikalikan dengan 
luas total dari ekosistem hutan mangrove di 
Tiga Distrik seluas 10.123 Ha. Dengan demikian 
nilai total dari manfaat biodiversity pada hutan 
mengrove di pesisir pantai Laut Arafura sebesar 
Rp. 1.977.396.451,00 per tahun (Tabel 3). 


2. Nilai Non Guna (Non-Use Value) 


Nilai non guna merupakan salah satu 
variabel dari nilai ekonomi total. Nilai non guna 
yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari nilai 
keberadaan, dan nilai warisan yang diperoleh 
menggunakan metode WTP/ kesediaan membayar. 


2.1 Nilai Keberadaan (Existence Value) 


Nilai keberadaan hutan mangrove diperoleh 
dari nilai kesediaan membayar responden untuk 
keberadaan hutan mangrove di wilayah mereka. 
Sebelum pertanyaan ini diajukan, responden 
diberikan sebuah skenario pasar hipotetik tentang 
keberadaan hutan mangrove. Berikut ini adalah 
skenario yang dibuat untuk membantu responden 
memahami pertanyaan tentang kesediaan 
membayar: “Hutan mangrove berfungsi sebagai 
penahan abrasi pantai, tempat tinggal beberapa 
hewan seperti kepiting, udang, kerang dan tempat 
berkembang biak beberapa jenis ikan. Keberadaan 
hutan mangrove juga memberi manfaat bagi 
masyarakat sekitar dalam pemenuhan kayu bakar 
dan kayu bangunan untuk tempat tinggal. Saat 
ini sebagian besar hutan mangrove di pesisir 
pantai Merauke dalam keadaan rusak, sehingga 


menimbulkan banyak kerugian. Jumlah tangkapan 
ikan/udang/kepiting menurun dan abrasi pantai 
menjadi tidak terbendung serta merusak pesisir 
dan jalur transportasi. Intrusi air laut pun masuk 
hingga ke rumah penduduk dan menyebabkan 
sumber air tawar masyarakat menjadi payau. Jika 
hutan mangrove dijaga kelestariannya dengan 
melakukan konservasi sehingga akibat-akibat 
diatas tidak terjadi, maka apakah Bapak/Ibu 
bersedia menyisihkan sebagian pendapatannya 
untuk kegiatan tersebut sehingga hutan mangrove 
ada dan senantiasa terjaga.” 


Berdasarkan pasar hipotetik tersebut di atas, 
maka untuk memperoleh hutan mangrove yang 
terjaga kelestariannya dan dapat memberikan 
manfaat, responden diminta untuk berkontribusi 
dalam program konservasi hutan mangrove. 
Program tersebut membutuhkan sejumlah dana 
dan apakah responden bersedia berkontribusi 
dalam program tersebut? Berdasarkan pertanyaan 
tersebut, sebanyak 85% responden bersedia 
menyisihkan sebagian pendapatannya untuk 
program konservasi hutan mangrove di wilayahnya 
dan 15% responden tidak bersedia. Hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat 
memiliki kepedulian terhadap keberadaan hutan 
mangrove. 


Sebanyak 85 persen responden yang 
bersedia membayar untuk program pelestarian 
hutan mangrove, kemudian diberikan pertanyaan 
lanjutan, seberapa besar bersedia membayar. 
Responden diberikan sejumlah tawaran harga, 
dimulai dari harga Rp. 2000, Rp. 5000, Rp. 
10.000, Rp. 15.000, Rp. 20.000, Rp. 25.000 dan 
Rp. 50.000. Nilai tawaran yang diberikan 
berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion) 
bersama tokoh masyarakat yang tinggal di 
wilayah target. Model closed ended guestion ini 
memungkinkan responden memiliki gambaran 
tentang biaya program konservasi sehingga tidak 
under/ over value. Cara menanyakan kesediaan 
membayar dengan menggunakan payment card 
model (Fauzi, 2014), responden diberikan tawaran 


Tabel 3 Nilai Pilihan Ekosistem Mangrove dengan Pendekatan Nilai Biodiversitas. 
Table 3. Option Value of Mangrove Ecosystem with Biodiversity Value Approach. 


Nilai Pilihan/ Luas Mangrove/ Biaya/ Manfaat Pilihan/Benefits 
Option Value Mangrove area (ha) Cost (Rp/ha) option (Rp/Tahun) 
Biodiversitas/ 10,123" 195,337 43" 1,977,396,451 
Biodiversity 
Total 1,977,396,451 


Sumber: *WWE (2011), ** Ruitenbeek (1992)/ Source: WWF (2011), **Ruitenbeek (1992) 
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menggunakan kartu yang berisi nilai uang mulai 
dari yang terendah sampai batas responden 
mengatakan tidak untuk nilai yang ditawarkan. 


Tidak/ No: 
15% 


Gambar 2. Kesediaan Membayar Responden 
untuk Nilai Keberadaan. 
Willingness to Pay Respondent for 


Existence Value. 


Figure 2. 


Hasil bidding ini menunjukkan, pilihan tertinggi 
dari responden sebanyak 27% bersedia membayar 
sebesar Rp. 20.000,00. Pilihan tertinggi kedua 
sebanyak 23% responden bersedia membayar 
Rp. 5.000,00. Lonjakan harga yang tinggi antara 
pilihan terbanyak pertama dan kedua, diduga 
karena tingkat pengetahuan masyarakat terhadap 
pentingnya hutan mangrove cukup tinggi. Ada 
beberapa kampung yang sudah pernah mendapat 
penyuluhan maupun ikut terlibat dalam program 
penanaman hutan mangrove. Namun ada kampung 


(Maria M.D. Widiastuti et al) 


yang sama sekali belum pernah mendapatkan 
penyuluhan maupun program pelestarian hutan 
mangrove, sehingga kesediaan membayar mereka 
paling tinggi sebesar Rp. 2.000,00/bulan. Total WTP/ 
bulan kemudian diakumulasi menjadi per-tahun 
sehingga bisa diperoleh besarnya program 
konservasi mangrove yang mampu disubsidi oleh 
masyarakat selama satu tahun. Adapun rincian 
besarnya WTP terdapat pada Tabel 4. 


Nilai median WTP diperoleh berdasarkan 
perhitungan statistic non parametric seperti pada 
Tabel 5 (lima). Berdasarkan nilai tengah WTP ini, 
jika dikalikan dengan banyaknya rumah tangga di 
3 distrik lokasi penelitian yaitu Merauke, Malind dan 
Naukenjerai sebanyak 24.551 Kepala Keluarga (KK), 
maka dapat diperoleh total WTP per tahun sebesar 
3 milyar rupiah atau setara dengan Rp. 303.692,00/ 
ha/tahun. Nilai WTP menggambarkan besarnya 
biaya minimum yang sanggup seseorang bayarkan 
sebagai bentuk kepuasaan konsumen terhadap 
barang sumberdaya tersebut. Hasil penelitian 
valuasi ekonomi hutan mangrove di Bengkalis 
Riau, diperoleh nilai keberadaan hutan mangrove 
sebesar Rp. 31.967,87/ha/tahun (Qodrina, 2012). 
Jika dibandingkan data hasil penelitian tersebut, 
maka penilaian masyarakat di pesisir pantai Laut 
Arafura lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 
masyarakat merasakan manfaat yang besar bagi 
perekonomian dan penghidupan mereka dan 
memberikan penghargaan yang tinggi terhadap 
keberadaan hutan mangrove (Tabel 5). 


Tabel 4. Besarnya WTP Responden Terhadap Nilai Keberadaan Ekosistem Mangrove. 
Table 4. The Amount of WTP Respondent for Existence Value of Mangrove Ecosystem. 


Nilai Bidding/ Bidding Value 


2,000 
5,000 
10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
50,000 
Total 


Median WTP (Rp)/ 
WTP Median (IDR) 


Frekuensi/ Freguency 


51 


Median WTP per Tahun (Rp)/ WTP Median per year (IDR) 


Jumlah Penduduk di 3 Distrik" (kk)/ Population in 3 subdistricts 


Total WTP (Rp/Tahun)/ 
WTP Total (Rp/Tahun) 


Total WTP/Bulan/Total WTP/Month 


10,000 
70,000 
70,000 
45,000 
320,000 
50,000 
200,000 
765,000 
10,435 


125.220 
24.551 
3,074,276,220 


Sumber: Data Primer (2015), *Merauke dalam Angka (2013)/Sources: Primary data (2015), *Merauke in Figure (2013) 
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Tabel 5. Perhitungan Median WTP dengan Menggunakan Statistik Non Parametrik. 
Table 5. Median WTP Calculation Using Non-Parametric Statistics. 


Mean WTP 1000 3500 7500 12500 17500 22500 37500 
Cum freguency 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 
Mean WTP x Freq 80 805 900 625 4,725 675 2,625 
Mean WTP non parametric 10,435 


Sumber: Data Primer (2015)/ Source: Primary Data (2015) 


2.2 Nilai Pewarisan (Bequest Value) 


Sama halnya dengan nilai keberadaan yang 
sulit ditentukan melalui harga pasar, nilai pewarisan 
hutan mangrove juga diperoleh dari nilai kesediaan 
membayar responden. Pada pasar hipotetik yang 
dibangun untuk nilai pewarisan kurang lebih sama 
dengan pasar hipotetik pada nilai keberadaan, 
namun penekanan pada nilai ini adalah pelestarian 
hutan mangrove yang nantinya akan dinikmati 
oleh generasi yang akan datang. Skenario yang 
dibuat untuk membantu responden memahami 
pertanyaan tentang kesediaan membayar nilai 
pewarisan adalah sebagai berikut: “Saat ini 
sebagian besar hutan mangrove di pesisir pantai 
Merauke dalam keadaan rusak, karena abrasi dan 
penggalian pasir. Padahal hutan mangrove memiliki 
fungsi penting sebagai sumber mata pencaharian 
masyarakat sekitar yang ingin mencari ikan, udang 
maupun kepiting. Bahkan hutan mangrove juga 
mencegah terjadinya banjir dan intrusi air laut. Jika 
suatu saat hutan mangrove ini hilang bahkan anak 
cucu kita tidak mengenal berbagai jenis mangrove, 
apakah Bapak/lbu bersedia menyisihkan sebagian 
pendapatannya supaya hutan mangrove terjaga 


kelestariannya hingga anak cucu kita masih bisa 
menikmati semua manfaat hutan mangrove?”. 


Nilai bidding yang ditawarkan juga berasal 
dari proses FGD bersama tokoh masyarakat. 
Mereka menentukan nilai tawaran yang sanggup 
dibayarkan oleh responden sesuai dengan tingkat 
pendapatan masyarakat setempat. Nilai tawaran 
tersebut berkisar dari Rp. 2.000,00 sampai dengan 
Rp. 50.000,00/bulan (Tabel 6). 


Berdasarkan skenario tersebut, jumlah 
responden yang bersedia untuk membayar sama 
dengan nilai keberadaan sebanyak 51 (85%) 
responden bersedia dan 9 responden (15%) tidak 
bersedia untuk membayar. Diduga responden 
yang bersedia membayar pada nilai keberadaan 
memberikan jawaban yang serupa untuk nilai 
pewarisan. Namun besarnya kesediaan membayar 
ternyata berbeda dengan nilai keberadaan. 
Perbedaan nominal yang dipilih responden dari 
bidding yang ditawarkan mempengaruhi median 
WTP. Untuk nilai pewarisan median WTP lebih kecil 
dibandingkan median nilai keberadaan, seperti 
yang ditunjukkan pada Tabel 7. 


Tabel 6. Nilai WTP Responden Terhadap Nilai Pewarisan Ekosistem Mangrove. 
Table 6. Respondents WTP for Beguest Value of Mangrove Ecosystems. 


Nilai Bidding/Bidding Value 


2,000 6 
5,000 16 
10,000 7 
15,000 6 
20,000 11 
25,000 1 
50,000 4 
Total 51 
Median WTP 


Median WTP per Tahun/ WTP Median per year 

Jumlah Penduduk/ Total Population 

Total WTP/ Tahun/ Total WTP/ year 

Total Nilai Pewarisan (Rp/ha/Tahun)/ Total Beguest Value 


Frekuensi/ Freguency 


Total WTP/Bulan/Total WTP/Month 


12,000 
80,000 
70,000 
90,000 
220,000 
25,000 
200,000 
697,000 
9,260 
111,120 
24,551 
2,728,107,120 
269,496 
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Tabel 7. Nilai Median WTP untuk Nilai Pewarisan Hutan Mangrove. 
Table 7. Median Value of WTP for Beguest Value of Mangrove Ecosystem. 


Mean WTP 1000 3500 
Cum freguency 0.1 0.3 
Mean WTP x Freq 100 935 
Mean WTP non parametric 9,260 


Sumber: Data Primer (2015)/Source: Primary Data (2015) 


3. Nilai Ekonomi Total/Total Economic Value 
(TEV) 


Nilai ekonomi total (total economic value) 
hutan mangrove di pesisir pantai Laut Arafura 
merupakan penjumlahan dari nilai guna (use value) 
dan nilai non guna (non-use value). Nilai guna (use 
value) terdiri dari nilai guna langsung (direct use 
value) dan nilai guna tak langsung (indirect use 
value), sedangkan nilai non guna (non-use value) 
terdiri dari nilai keberadaan (existence use value), 
nilai pilihan (option value) dan nilai pewarisan 
(beguest value). Nilai ekonomi total (economic total 
value) hutan mangrove tahun 2015 di pantai Laut 
Arafura yaitu sebesar Rp. 213.344.656.759,00 (213 
Milyar Rupiah). Nilai tersebut terangkum dalam 
Tabel 8. 


Jika dibandingkan seluruh nilai antara nilai 
guna langsung, nilai guna tidak langsung, nilai 
keberadaan, nilai warisan dan nilai pilihan dari nilai 
ekonomi total tersebut, maka nilai guna langsung 
memiliki nilai yang lebih besar dari pada nilai 
lainnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat 
masih menganggap bahwa hutan mangrove 
perlu dieksploitasi semaksimal mungkin untuk 
meningkatkan kesejahteraan mereka. Sedangkan 
rendahnya nilai guna tak langsung, nilai keberadaan, 
nilai pilihan dan nilai warisan disebabkan karena 
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 
nilai ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan. 


7500 12500 17500 22500 37500 
0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 
878 1,250 3,203 383 2,513 


Jika dibandingkan dengan nilai total ekonomi 
hutan mangrove di wilayah lain, nilai ini relatif lebih 
kecil, misalnya nilai total ekonomi mangrove di 
Delta Mahakam mencapai Rp. 503.071.398.869,20 
(Wahyuni, 2013). Namun nilai ekonomi mangrove 
dalam penelitian ini tidak jauh berbeda jika 
dibandingkan nilai kawasan hutan mangrove 
di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang 
mencapai Rp. 204.378.959.794,00 (Fitrawati, 2001) 
atau total ekonomi hutan mangrove di kawasan 
Minahasa Utara sebesar Rp. 10.888.218.123,00 
(Ofie dan Benu, 2011) atau di Bengkalis Riau 
yang hanya sebesar Rp. 1.409.454.390,00 
(Qodrina, 2012). Bahkan dengan nilai ekonomi 
hutan mangrove di Thailand, yang hanya sebesar 
89.127.478 BHT (Bath Thailand) atau sekitar Rp. 
34.296.470.832,20 (Jesdapipat, 2012). 


Jika nilai total ekonomi ini dibagi dengan 
banyaknya jumlah kepala keluarga yang ada di 
3 (tiga) distrik wilayah penelitian, tentunya nilai 
ekonomi menjadi semakin kecil, hanya Rp. 8,6 Juta 
rupiah per kepala keluarga. Nilai ini jauh berbeda 
dibandingkan dengan hasil penelitian nilai ekonomi 
mangrove di kawasan Pantai Bintuni yang bernilai 
hampir Rp. 1,9 Milyar rupiah per kepala keluarga 
(Ruitenbeek, 1992). Hal ini diduga karena telah 
terjadi pergeseran nilai-nilai pelestarian di tingkat 
masyarakat serta berkurangnya jasa ekosistem 
yang diberikan oleh hutan mangrove kepada 
masyarakat sekitar pesisir. Hal ini mengindikasikan 


Tabel 8 Total Nilai Ekonomi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke (2015). 
Table 8. Total Economic Value of Mangrove Ecosystem in the Coastal of Merauke District (2015). 


Kategori Nilai Ekonomi/ 

Category of Economic Value 
Nilai Guna Langsung/ Direct use value 
Nilai Guna Tidak Langsung/ Indirect use value 
Nilai Pilihan/ Option value 
Nilai Keberadaan/ Existence value 
Nilai Pewarisan/ Bequest value 
Total 

Sumber: Data Primer (2015)/ Source: Primary Data (2015) 


Total Nilai/Total Cost 


Total Nilai/Total Value 


(Rp/Tahun) (Rp/Ha/Tahun) 
165,707,695,968 16,369,426 
39,857,181 ,000 3,937,289 
1,977,396,451 195,337 
3,074,276,220 303,692 
2,728,107,120 269,496 
213,344,656,759 21,075,240 
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bahwa eksploitasi dan degradasi hutan mangrove 
sudah terjadi sejak dulu dan dampak yang 
dirasakan masyarakat saat ini ternyata mengurangi 
nilai manfaat hutan mangrove. Penghargaan 
masyarakat pun terhadap keberadaan hutan 
mangrove menjadi relatif kecil. 


Hutan mangrove kawasan pesisir pantai 
Laut Arafura yang saat ini luasannya semakin 
berkurang harus diupayakan agar dapat kembali 
direhabilitasi. Penghijauan kembali kawasan yang 
telah rusak, baik akibat penggalian pasir yang tidak 
memperhatikan kelestarian lingkungan maupun 
akibat lainnya harus segera diatasi mengingat 
besarnya nilai ekonomi yang tersimpan dalam 
kawasan hutan mangrove. 


Masyarakat yang bertempat tinggal di 
sekitar kawasan hutan mangrove sebaiknya 
dapat mengimplementasikan kesadaran terhadap 
pentingnya fungsi hutan mangrove untuk lingkungan 
supaya tetap terjaga kualitasnya. Pemerintah pun 
turun membantu pelestarian hutan mangrove 
dengan beberapa regulasi yang dikeluarkan. 
Dengan adanya kewenangan Departemen 
Kehutanan dalam pengelolaan hutan (UU No. 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan) dan Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 
No. 5/1990), Kewenangan Menteri Lingkungan 
Hidup (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup), Kewenangan setingkat 
Menteri yang ditunjuk sebagai koordinator/tata 
ruang oleh Presiden (UU No. 26/2007 tentang 
Penataan Ruang), UU No. 5 tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Kewenangan 
Menteri Pekerjaan Umum (UU No. 11 tahun 1974 
tentang Pengairan) dan UU No.27/2007 PWP-3-K. 
Semua regulasi ini diharapkan dapat membuat 
hutan mangrove terjaga kelestariannya. Namun 
tentu saja penegakan hukum perlu senantiasa 
diperhatikan karena pengelolaan hutan mangrove 
perlu dilakukan terpadu antar berbagai pihak. 
Kebijakan lokal yang berasal dari adat setempat 
atau peraturan kampung juga dibutuhkan untuk 
mengatur alokasi pengambilan sumberdaya. 
Inisiasi peraturan kampung ini sebenarnya sudah 
dimulai oleh Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Merauke, seperti pada pertanyaan 
tentang partisipasi masyarakat. Namun lagi-lagi 
masalah penegakan hukum/peraturan yang 
terabaikan. Perlu perhatian dan dukungan dari 
berbagai pihak untuk taat terhadap peraturan demi 
kelestarian hutan mangrove. Adanya tumpang 
tindih kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan 
terhadap hutan mangrove antara Departemen 
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Kelautan dan Perikanan dengan Departemen 
Kehutanan juga mengakibatkan terjadinya free 
rider dan “saling menunggu”. Untuk itu dibutuhkan 
ketegasan pemerintah setempat untuk mengatur 
kewenangan pusat supaya terjadi pengelolaan 
hutan mangrove yang sinergis di kawasan pesisir 
pantai Laut Arafura, antara pemerintah regional, 
pemerintah pusat, dan masyarakat. 


Perhitungan nilai ekonomi hutan mangrove 
pada tahun 2015 ini mencerminkan nilai manfaat 
mangrove bagi masyarakat. Jika hutan mangrove 
terus mengalami tekanan dan tidak ada peraturan 
maupun manajemen pengelolaannya, tentu nilai 
ekonomi hutan mangrove akan semakin berkurang 
dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk 
mengatasi dampak negatif yang mungkin terjadi 
pada masyarakat sekitar. Termasuk di dalamnya 
biaya untuk kegiatan rehabilitasi hutan mangrove. 
Untuk menjaga biaya yang semakin besar tersebut, 
sudah sewajarnya pemerintah memprioritaskan 
pelestarian hutan mangrove dengan mengacu 
pada standar nilai ekonomi hutan mangrove dari 
hasil penelitian ini. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Nilai ekonomi hutan mangrove di kawasan 
pesisir pantai Laut Arafura per tahun sebesar Rp. 
231.344.656.759,00 (231 Milyar Rupiah) atau setara 
dengan Rp. 21.075.240,00/ha/tahun atau setara 
dengan Rp. 8,6 juta rupiah per kepala keluarga. 
Total nilai ekonomi tersebut terdiri dari nilai guna 
langsung seperti manfaat di bidang perikanan 
dan kehutanan sebesar 165 Milyar Rupiah dan 
nilai guna tidak langsung yang diukur dari nilai 
pembangunan pemecah ombak sebesar 39 Milyar 
Rupiah, nilai pilihan yang diukur dari besarnya 
manfaat tingkat biodiversitas sebesar 3 Milyar 
Rupiah, nilai keberadaan dan nilai pewarisan yang 
dihitung dari kesediaan membayar masyarakat 
masing-masing sebesar Rp. 1,9 dan 2,7 Milyar. 


Implikasi Kebijakan 


Nilai ekonomi sumberdaya mangrove 
menunjukkan perannya dalam memberi kontribusi 
pada kesejahteraan manusia terutama pada 
masyarakat di pesisir pantai melalui pembangunan 
ekonomi. Kontribusi ini sebaiknya diimbangi dengan 
investasi yang seimbang terhadap konservasi 
sumberdaya mangrove. Nilai ekonomi mangrove 
ini dapat meningkatkan investasi publik berupa 
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pengetahuan terhadap nilai intrinsik sumberdaya 
alam. Oleh karenanya nilai ini dapat menjadi 
dasar pijakan para pemegang kebijakan dalam 
mengelola sumberdaya alam sehingga lebih terjaga 
ekosistemnya dan lestari sehingga tetap dapat 
memberikan jasa lingkungan untuk kesejahteraan 
masyarakat dan daerah. 


Nilai ekonomi sumberdaya mangrove 
juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 
pembuatan neraca sumberdaya alam dengan 
memasukkan unsur deplesi dan degradasi 
sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan amanat 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
neraca sumberdaya alam dan perhitungan “PDRB 
Hijau” sebagai pertimbangan dalam perencanaan 
pembangunan terutama untuk wilayah pesisir 
pantai seperti di Merauke. 
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ABSTRAK 


Perikanan tangkap di Waduk Cirata, merupakan salah satu potensi yang dapat diandalkan bagi 
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitarnya, namun belum dikelola dengan baik. Faktanya 
kontribusi sektor perikanan tangkap waduk ini pada perekonomian daerah, masih rendah. Penelitian 
ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh aktivitas produksi (penangkapan) terhadap kondisi sumber 
daya ikan seperti parameter biologi dan rente sumberdaya perikanan pada kondisi aktual, lestari, dan 
optimal, dengan menggunakan model bio-ekonomi standar logistik dan Gompertz. Skenario model yang 
digunakan adalah analisis bio-ekonomi model logistik Gordon Schaefer (GS) dengan estimasi parameter 
algoritma Fox. Analisis perikanan tangkap dilakukan dengan menggunakan skenario rezim pengelolaan 
Open Access (OA), Maximum Sustainable Yield (MSY) dan Maximum Economic Yield (MEY). Hasil 
penelitian menunjukan adanya overfishing dan overcapacity pada 5 tahun (15 kuartal) pengamatan, 
yang ditandai dengan adanya kelebihan effort pada Model GS. Pengelolaan dengan menggunakan 
rezim MEY memberikan nilai rente yang paling maksimum, dengan biomass yang lebih konservatif, 
dan effort yang lebih efisien. Implikasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di waduk melalui 
rasionalisasi jumlah alat tangkap. Model MSY mengisyaratkan rasionalisasi alat tangkap lebih sedikit 
dibandingkan model MEY. Alternatif pembatasan output atau kuota output juga dapat dilakukan dengan 
menggunakan nilai JTB. 


Kata Kunci: perikanan tangkap, Waduk Cirata, pengelolaan berkelanjutan, model bioekonomi, 
Gordon Schaefer, model estimasi parameter fox, rasionalisasi 


ABSTRACT 


Capture fishery in the Cirata Reservoir is one of the potency that can be relied for the surrounding 
community subsistence, but it has not received proper management. In fact, it was poor contribution to the 
regional economy. This study aims to analyze the impact of production activities, on fish resources, such 
as biological parameters and fishery resource rents on actual conditions, sustainable, and optimally, by 
using bio-economic model of standard logistic and Gompertz. Modeling scenarios used a bio-economic 
model of logistics Gordon Schaefer (GS) with the parameter estimation of Fox algorithm. Analysis of the 
fishery was carried out by using a scenario of open access management regime, Maximum Sustainable 
Yield (MSY) and the Maximum Economic Yield (MEY). Results showed overfishing and overcapacity 
of the fishery in 5 years of observation (quarterly), which was characterized by an excess of effort in 
the GS model. Management using MEY regime provides the maximum possible value of rents, with 
biomass more conservative and more efficient effort. Policy implications reveal from the study is reservoir 
management through rationalized number of fishing gear or boats. MSY model suggests rationalization 
of fishing gear less than the model MEY. Alternative output restrictions or quotas outputs can also be 
implemented by using the value of total allowable catch. 


Keywords: capture fishery, Cirata Reservoir, sustainable management, bioeconomic model, 
Gordon Schaefer model, parameter estimates of FOX model, rationalization 
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PENDAHULUAN 


Perairan umum waduk merupakan salah 
satu perairan yang memiliki potensi sumber daya 
yang tinggi dan cukup dapat diandalkan untuk 
mengembangkan ekonomi wilayah, dan juga 
kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Salah satu 
pola pemanfaatan waduk yang umum dilakukan 
oleh masyarakat adalah kegiatan perikanan. 
Kegiatan ini telah memberikan kontribusi secara 
sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di 
sekitar waduk. Namun demikian, jika dibandingkan 
dengan perairan umum lainnya, perikanan waduk 
di Indonesia memang belum dapat memberikan 
kontribusi yang optimal. 


Sektor perikanan tangkap perairan umum 
daratan waduk belum mendapatkan perhatian lebih 
dibandingkan dengan sektor perikanan lainnya. Hal 
ini tercermin dari masih banyaknya permasalahan- 
permasalahan yang kompleks pada pengelolaan 
perikanan waduk. Secara institusi misalnya, 
pengelolaan waduk ini masih tumpang tindih, antara 
pemerintah daerah dan pusat (sektoral). Selain itu 
pemanfaatan waduk juga bersifat paradoks, dimana 
di satu sisi potensinya sangat besar, namun di sisi 
lain produksinya masih jauh dari optimal, bahkan 
sampai saat ini, waduk-waduk di Jawa Barat 
misalnya, telah banyak mengalami degradasi, 
sudah banyak berkurang luasannya bahkan hilang 
sama sekali. Hal ini tentu saja menyebabkan 
potensi sumber daya perikanan dari perairan waduk 
menjadi berkurang. Kondisi degradasi perairan 
waduk disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya 
meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman 
yang mendorong terjadinya pemanfaatan waduk 
terutama di wilayah Jabodetabek. 


Selain itu penurunan fungsi waduk 
juga disebabkan karena menurunnya kualitas 
perairannya sendiri yang disebabkan oleh 
pencemaran land based baik dari point sources 
maupun non point sources (Yoga et al., 2006; Bukit 
dan Iskandar, 2002). Waduk Saguling misalnya, 
sudah tercemar berat oleh limbah anorganik dan 
organik yang berturut-turut berasal dari limbah 
industri dan pemukiman (Garno, 2001), sampai 
saat ini masih dijadikan tempat pembuangan limbah 
produksi dari enam industri tanpa pengolahan 
terlebih dahulu (Kompas, 2010). Selain itu usaha 
perikanan budidaya juga ternyata memberikan 
kontribusi terhadap pencemaran waduk. Seperti 
yang terjadi di Waduk Cirata. Waduk Cirata telah 
tercemar berat oleh limbah organik, yang utamanya 
dari limbah perikanan Karamba Jaring Apung (KJA), 
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yang beroperasi di dalamnya. Sementara Waduk 
Juanda tercemar limbah organik dari KJA yang 
beroperasi di Waduk Cirata dan Juanda. Kondisi ini 
tentu saja menurunkan kualitas waduk untuk dapat 
dioptimalkan manfaatnya untuk perikanan. 


Jawa Barat merupakan salah satu provinsi 
dengan kontribusi produksi perikanan waduk yang 
terbesar. Banyak masyarakat Jawa Barat yang 
memanfaatkan perairan umum tersebut dalam 
kegiatan perikanan, baik budi daya maupun 
tangkap. Jika dilihat hasil produksinya, perikanan 
waduk baik di Indonesia umumnya maupun di 
Jawa Barat pada khususnya masih didominasi oleh 
perikanan budi daya, sementara perikanan tangkap 
kontribusinya termasuk masih kecil. Salah satu 
kegiatan pemanfaatan sumber daya waduk untuk 
kegiatan budi daya perikanan yaitu terutama kegiatan 
budi daya jaring apung. Kegiatan ini telah banyak 
memberikan sumbangan terhadap pendapatan 
wilayah dan juga kesejahteraan masyarakat 
pelakunya. Namun kegiatan pemanfaatan waduk 
pada sektor budi daya ini masih belum optimal. Hal 
ini disebabkan karena dalam kondisi akses yang 
terbuka, pengaturan usaha budi daya jaring apung 
seringkali mengabaikan kemampuan daya dukung 
lingkungan, sehingga degradasi lingkungan dan 
penurunan kualitas air terjadi dan berujung pada 
penurunan produktivitas perikanan budi daya. 


Disisi lain, kegiatan perikanan tangkap waduk 
belum mendapatkan perhatian lebih dibandingkan 
dengan sektor perikanan lainnya. Padahal 
terdapat beberapa ikan komoditas penting yang 
dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis tinggi. 
Perikanan tangkap di waduk sering menjadi ujung 
tombak bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. 
Seperti yang kita ketahui, perikanan budi daya yang 
padat modal seringkali dimiliki oleh investor yang 
bukan merupakan penduduk asli. Sehingga tidak 
banyak penduduk asli wilayah tersebut yang dapat 
mengambil peranan penting dari kegiatan industri 
perikanan budi daya ini, sehingga menyebabkan 
masih banyaknya masyarakat yang terjerat dalam 
kemiskinan. Hal ini semakin diperburuk dengan 
ketiadaannya pengelolaan sumber daya dan 
lingkungan waduk. Kondisi kualitas lingkungan 
perairan yang menurun menyebabkan perikanan 
tangkap waduk menjadi tidak dapat diandalkan, 
karena berdampak padastokikan yangterdegradasi. 


Paper ini menguraikan mengenai kinerja 
perikanan tangkap di Waduk Cirata dengan 
menganalisis pengaruh aktivitas produksi 
(penangkapan) terhadap nilai biomass dan rente 
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sumber daya ikan pada kondisi aktual, lestari, 
dengan menggunakan model  bio-ekonomi 
standar model logistik. Selain itu paper ini juga 
menganalisis nilai optimal pemanfaatan sumber 
daya ikan di waduk terkait dengan pemanfaatan 
sumber daya ikan di Waduk Cirata pada berbagai 
rezim pengelolaan. Selanjutnya implikasi kebijakan 
yang tepat menjadi salah satu luaran dari riset ini. 


METODOLOGI 


Lokasi Penelitian 


Penelitian dilaksanakan di lokasi Waduk 
Cirata, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pemilihan 
lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi 
ini boleh dikatakan merupakan kawasan perairan 
yang memproduksi ikan sebagai komoditas 
penangkapan dan juga perairan tersebut telah 
banyak mengalami penurunan stok dan juga 
degradasi lingkungan sebagai akibat terlalu 
intensnya input perikanan dan juga kegiatan lainnya 
yang berpengaruh terhadap kondisi perikanan 
tangkap di perairan ini. Waduk Cirata dijadikan 
sebagai sampel lokasi pengambilan data untuk 
aplikasi model bio-ekonomi yang dikembangkan, 
juga karena lokasi ini adalah salah satu lokasi yang 
memberikan kontribusi paling signifikan terhadap 
produksi perikanan di Kabupaten Purwakarta, 
Jawa Barat. 


Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya 
pada perikanan tangkap yang dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan model bio-ekonomi 
dengan menggunakan model logistik, perhitungan 
deplesi terkait degradasi dan depresiasi ataupun 
penentuan pengaruh interaksi penangkapan 
dan lingkungan terhadap produksi. Komoditas 
yang menjadi objek adalah sumber daya ikan 
yang merupakan komoditas hasil introduksi yang 
memiliki harga jual yang sangat tinggi, dan alat 
tangkap terbatas yang beroperasi di kawasan ini. 


Data yang dikumpulkan terdiri dari dua 
jenis data yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dari hasil wawancara pada 
40 orang nelayan, yang telah memenuhi standar 
statistika pengambilan sampel dari sejumlah 
populasi 4.580 nelayan di Waduk Cirata, serta 
observasi langsung di lapangan meliputi data 
terkait informasi biaya penangkapan per satuan 
upaya penangkapan, hasil tangkapan per satuan 
upaya penangkapan, lama dan jumlah satuan 
upaya penangkapan serta harga komoditas ikan 
tersebut. 


Adapun data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari instansi terkait mengenai informasi 
yang dibutuhkan, meliputi data produksi dan upaya 
penangkapan time series kuartal selama 5 tahun, 
yang diperoleh dari beberapa instansi terkait 
seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Jawa Barat, Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Cianjur, UPT Waduk Cirata dan instansi 
terkait lainnya. 


Data primer yang digunakan meliputi struktur 
biaya dari usaha penangkapan ikan antar fleet 
(alat tangkap) serta pola usaha perikanan. Data ini 
adalah data cross section yang diperoleh dari survei 
dengan teknik purposive atau judgement sampling. 
Data struktur biaya dibagi dalam beberapa kelas 
fleet yang kemudian dibobot untuk memperoleh 
rataan tertimbang (weighted average). Menurut 
Anna (2003), Secara umum struktur biaya secara 
matematis adalah: 


dimana bobot (weighted) didasarkan pada 
rasio landing antar fleet j dengan total landing, 


atau. m 
J=1 


Penelitian ini memanfaatkan data sekunder 
yang urut waktu (time series) yang meliputi data 
landing (produksi) dari seluruh jenis ikan yang 
ditangkap (mas, nila, patin, nilem, dan lain-lain); 
input yang digunakan (effort) dari alat tangkap 
pancing, gillnet, dan jala tebar, harga per unit 
output (harga ikan per ton per tahun), indeks harga 
konsumen (Consumers Price Index), yang diperoleh 
dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa 
Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Purwakarta dan 
UPT Perikanan Waduk Cirata. 


Mengingat beragamnya alat tangkap yang 
beroperasi di wilayah penelitian, maka untuk 
mengukur dengan satuan yang setara, dilakukan 
standarisasi effort antar alat dengan teknik 
standarisasi mengikuti yang dikembangkan oleh 
King (1995) dimana: 


Ejt = PjtDjt 
dengan 
Hit 
Pa 
i Ust 
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Keterangan/ Remarks : 


E = _ Effort dari alat tangkap j pada waktu t 
yang distandarisasi/Effort of fishing gear 


j at time t standardized 


Jumlah hari laut (fishing days) dari alat 
tangkap j pada waktu t/The number of 
days the sea (fishing days) of gear j at 
time t 


Nilai fishing power dari alat tangkap j 
pada periode t/The value of the power of 
fishing gear j in period t 

Catch per unit effort (CPUE) dari alat 
tangkap j pada waktu t/Catch per unit 
effort (CPUE) of gear j at time t 


Catch per unit effort (CPUE) dari 

alat tangkap yang dijadikan basis 
standarisasi/Catch per unit effort 

(CPUE) of fishing gear is used as a base 
standardization 


Metode Analisis Data 


Untuk memperoleh nilai estimasi parameter 
biologi seperti r (intrinsic growth), K (kemampuan 
daya dukung lingkungan) dan q (kemampuan daya 
tangkap), melibatkan teknik non-linear. Algoritma 
Fox digunakan untuk menduga parameter r, q 
dan K. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian ini 
dilakukan simulasi pemanfaatan model optimisasi 
logistik (Fox, 1970), sebagai berikut: 


Ui = U, 


= = rLn(qK)—rl1n(U,)—qIn(E 
oy (4K) (U,) -—agIn(E,) 


t 


Dengan kondisi data yang ada, digunakan 
model surplus produksi logistik, dengan model 
fungsional sebagaimana persamaan laju 
pertumbuhan biomass sepanjang waktu di bawah 
ini. 


= riel -%) -h E EAT (2) 


Dimana U,adalah jumlah tangkapan per unit 
upaya, x, adalah biomass, E, adalah upaya (trip), 
h, adalah produksi, r adalah laju pertumbuhan 
intrinsik, g adalah kemampuan daya tangkap, K 
adalah daya dukung lingkungan. Bentuk fungsional 
logistik adalah simetris. Selanjutnya, diasumsikan 
bahwa laju penangkapan linear terhadap biomas 


dan effort sebagaimana ditulis berikut ini: 
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mengasumsikan kondisi 
keseimbangan (eguilibrium) maka kurva 
tangkapan-upaya lestari (yield-effort curve) dari 
fungsi di atas dapat ditulis sebagai: 


Dengan 


Logistik: hy = q.K. E; — (5) , E? Mena (4) 

Dalam perspektif model logistik, pengelolaan 
sumber daya ikan yang terbaik adalah pada saat 
produksi lestari berada pada titik tertinggi kurva 
yield effort. Titik ini kemudian disebut sebagai 
maximum sustainable yield atau dikenal dengan 
MSY. Pada tingkat output sebesar MSY maka input 
yang dibutuhkan adalah sebesar E Secara 


msy ` 


matematis, tingkat input diperoleh dari formula: 


Emsy = (=) atau Eysy = (5) An ana ai (5) 


Jika dilakukan kembali substitusi nilai E,.., ini 


ke persamaan (4) maka akan diperoleh tangkapan 
pada tingkat MSY atau /h,,,, sebesar. 


husy = ()atau hysy = (5) a Ry (6) 


Dengan diketahuinya dua nilai pada tingkat 
MSY ini maka dapat diketahui, tingkat biomass 
(stok) pada level MSY: 


hasy (rKI4) K 
paia EN ee acenusee (7) 
"GE 4129) 2 


msy 


Untuk menghitung pengelolaan secara 
optimal secara sosial, dimana diperoleh rente yang 
optimum, maka digunakan persamaan matematis 
seperti di bawah ini: Jika Total Revenue (TR) dan 
Total Cost (TC) adalah merupakan persamaan 
berikut: 


TR = ph= pla E- BE’) = paE— pBE” ~~) 


max z=TR(E)—-TC(E) 
0 OTR OTC 
elias eae slopeTR = slopeTC «+--+ (10) 
OE E OE 

Dengan demikian dapat dihasilkan Effort 
optimal (Effort MEY) sebagai berikut: 


Baer = (EF) 


dan nilai tangkap optimal sebesar: 


huey = a (E) -£ (=) 
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Sedangkan untuk rezim perikanan akses 
terbuka (Open Access) dapat ditentukan dengan 
menghitung rente ekonomi yang hilang dimana 
T = 0, maka: 


TC=cE 
dan TR= ph= p(aE- BE”) = paE— ppE’ 


TT = 0, maka TR = TC sense (13) 


Adapun nilai Eoa adalah 2 kali Ever, serta 
nilai dari produksi pada perikanan akses terbuka 
akan ditentukan oleh formula sebagai berikut: 


Eoa = 2. Emey 
hugy = pi = Cd “album senang (14) 


Analisis stok dalam analisis bioekonomi 
yang juga disertai dengan perhitungan deplesi 
sumber daya akan menggambarkan kondisi aktual 
sumber daya yang ada. Pengelolaan perikanan 
yang optimal dan berkelanjutan pada penelitian 
ini akan merefleksikan beberapa instrumen 
kebijakan yang diterapkan pada faktor input dan 
output kegiatan penangkapan,dengan perhitungan 
secara matematis seperti yang dilakukan oleh 
Hakim et al. (2014). 


Pengawasan faktor input dapat dilakukan 
dengan menggunakan limited entry. Perhitungan 
limited entry yang digunakan dilihat dari upaya 
penangkapan pada kondisi maksimum lestari 
(MSY) dan hasil optimisasi pada kondisi ekonomi 
lestari (MEY). Adapun perhitungan limited entry 
adalah sebagai berikut: 


Limited entry (MSY) = Eartuat — EMsy ............. (15) 
Limited entry (MEY) = Eaxtuat — Eury............. (16) 


Faktor input juga dapat dikontrol ketika 
adanya kemampuan dalam mengontrol jumlah 
armada yang beroperasi. Jumlah armada tiap 
alat tangkap dapat diduga melalui pendekatan 
logika matematika sederhana dengan mengetahui 
proporsi upaya penangkapan tiap alat tangkap 
untuk rezim MSY atau MEY yang kemudian 
pendugaan jumlah alat tangkap dapat dilakukan 
dengan menggunakan perbandingan matematis 
sederhana dengan asumsi bahwanilai dari kekuatan 
armada dan kemampuan alat tangkap adalah 
sama pada periode tertentu berdasarkan jenisnya 
(Hakim et al., 2014). Adapun persamaannya 
adalah sebagai berikut: 


1. Pendugaan Proporsi Upaya 


Jumlah Total Armada yang menangkap ikan i _ 
Upaya (MSY/MEY)) 


Armada alat tangkap n (17) 
~ proporsi upaya armada alat tangkapan 


2. Pendugaan Jumlah Armada 


Armada alat tangkap n _ 


Pendugaan Armada (18) 
Upaya Aktual ~ proporsi upaya armada alat tangkap n 


Adapun output aturan yang dihasilkan dapat 
berupa penambahan atau pengurangan upaya 
penangkapan yang dapat dilihat dari penerapan 
beberapa perhitungan di atas, dilihat dari seberapa 
besar tingkat eksploitasi terhadap sumber daya 
tersebut. 


Instrumen-instrumen yang dapat diterapkan 
sebagai upaya pembatasan output perikanan dapat 
menggunakan perhitungan jumlah tangkapan yang 
diperbolehkan (JTB) dan kuota. Nilai JTB yang 
diterapkan adalah 80% dari MSY. Penerapan 
kuota yang dilakukan merupakan pengembangan 
yang dilakukan oleh Hakim et al. (2014) dimana 
penerapan kuota disesuaikan dengan proporsi 
dari kontribusi produksi tiap alat tangkap yang 
digunakan, sedangkan proporsi kontribusi dapat 
diketahui menggunakan rasio berdasarkan 
proporsi hasil tangkapan pada tahun terakhir 
untuk setiap alat tangkap yang kemudian 
rasionya akan dikalikan dengan nilai dari JTB 
ataupun MEY. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Estimasi Parameter Biologi dan Ekonomi 


Hasil analisis Estimasi parameter biologi 
dengan menggunakan CYP, menghasilkan nilai 
parameter biologi dapat dilihat pada Tabel 1. 
Hasil analisis ekonomi untuk biaya menunjukkan 
adanya biaya tetap dan variabel dalam usaha 
perikanan tangkap di Waduk Cirata. Untuk biaya 
investasi, ada biaya untuk perahu dan alat tangkap, 
yang biasanya dimiliki oleh nelayan, mencakup 
tiga alat tangkap yaitu jaring dinding, jala tebar 
dan pancing, dengan total biaya investasi per 
tahun sebesar Rp. 1.163.333,333,-. Sementara 
biaya variabel per trip meliputi biaya konsumsi 
dan BBM sebesar total Rp. 22.500,-. Untuk harga 
ikan, diperoleh dengan merata-ratakan harga ikan 
nominal dari seluruh jenis ikan yang diperjualbelikan 
dari penangkapan di Waduk Cirata, pada setiap 
kabupaten, dimana Waduk Cirata berada, untuk 
kemudian disesuaikan pada nilai riil sebagaimana 
Tabel 2. 
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Tabel 1. Estimasi Parameter Algoritma Fox Perikanan Tangkap Waduk Cirata. 
Table 1. Parameter Estimation for Fox Algorithm Capture Fisheriy of Cirata Reservoir. 


Parameter Algoritma Fox 
Intrinsic Growth (r) 0.231474 
Carrying Capacity (K) ton 4138.53 
Catchability Coeffisien (q) 0.00000258 


Tabel 2. Harga Riil Ikan di Waduk Cirata (Ribu rupiah/Ton). 
Table 2. Fish Real Price in the Cirata Reservoir (Thousand Rupiahs/ ton). 


Tahun/Year Harga Nominal/Nominal price Harga Riil/Real Prices 

2011 7,816.92 11,612.58 
2012 11,648.70 12,022.52 
2013 9,143.60 12,885.26 
2014 10,726.32 13,795.52 
2015 13,513.15 15,575.05 
Jumlah 52,848.69 65,890.93 
Rata-rata 10,569.74 13,178.19 


Sumber: Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias (BPPPUIH) Ciherang (2015) (data diolah)/ 
Source: Preservation Hall Inland Water Fisheries and Ornamental Fish (BPPPUIH) Ciherang (2015) (processed data) 


Seperti tampak pada Tabel 2, harga riil yang 
diperoleh dengan menggunakan Indeks Harga 
Konsumen (IHK), dengan basis tahun 2007, 
menunjukkan rata-rata harga sebesar 13,1 juta 
per ton. 


Model Bio-Ekonomi Perikanan Tangkap Waduk 
Cirata 


Analisis bioekonomi nilai optimal variabel 
produksi (h), effort (E), biomass (x) dan profit (pi) 
pada berbagai rezim pengelolaan dilakukan dengan 
menggunakan skenario model dan hasil algoritma 
estimasi parameter, dihasilkan nilai optimal h,E, x 
dan pi pada berbagai rezim pengelolaan yaitu MSY 
(Maximum Sustainable Yield), MEY (Maximum 
Economic Yield) dan Open Access (OA), dengan 
menggunakan model Gordon Schaefer, diperoleh 
fungsi kurva pertumbuhan sebagai berikut: 


1 
= 0.2314x| 1- — 
FO) xf 4138 x] 
Dengan kurva yield effort sebagai berikut: 
y = 0.01067604E(1 — 0.00001 14952463E) 


Dan diperoleh nilai optimal dari berbagai rezim 
pengelolaan sebagaimana Tabel 3 berikut ini. 


Tabel 3 menunjukkan bahwa produksi pada 
rezim pengelolaan MSY adalah yang tertinggi, 
sementara produksi pada kondisi open access 
produksinya terendah sebesar 130,07 ton. 
Sementara effort atau upaya penangkapan yang 
tertinggi ada pada rezim open access sebesar dua 
kali lipat dari effort pada kondisi MEY, sedangkan 
effort MSY berada pada nilai lebih besar dari rezim 
MEY. Biomass yang paling konservatif dengan nilai 
tertinggi ada pada kondisi MEY, diikuti oleh MSY, 
dan nilai biomass terendah pada rezim open access. 
Profit tertinggi diperoleh apabila perikanan dikelola 
pada rezim MEY, selanjutnya MSY, sementara 
pada kondisi open access profit tidak ada (0). 
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan MEY 
memberikan hasil yang lebih efisien, dengan upaya 
yang lebih kecil bisa menghasilkan tangkapan yang 
tinggi dan profit yang juga tertinggi, dengan kondisi 
biomass yang konservatif. Hasil analisis ini sejalan 
dengan pernyataan dari Gordon (1954), yang 
menyatakan bahwa dalam kondisi perikanan yang 


Tabel 3. Nilai Optimal Pada Model - 1 Perikanan Tangkap di Waduk Cirata. 
Table 3. Optimal Value for Model - 1 for Capture Fisheries in the Cirata Reservoir. 


Rezim Pengelolaan/Management Rezime 


Variabel/Variable 


MSY MEY OA 
Production (h) (Ton) 239.38 233.09 130.07 
Effort (E) (Trip) 44,844.96 37,574.82 75,149.65 
Biomass (x) Ton 2,069 2,404 670 


Keuntungan (pi) (Rp)/ Profit (pi) (IDR) 2,102,971 ,272 2.,184,760,318 


0 
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open access, keseimbangan pengelolaan akan 
dicapai pada tingkat upaya dimana penerimaan 
total sama dengan biaya total sehingga yang 
diterima nelayan hanyalah biaya oportunitas, 
sedangkan rente ekonomi sumber daya tidak 
diperoleh (Gambar 2). 


Perbandingan kurva aktual dan sustainable 
yield model logistik, dapat dilihat pada kurva pada 
Gambar 3. Dari kurva dapat dilihat bahwa produksi 
aktual pada model GS mengisyaratkan adanya 
kondisi penangkapan yang berada di atas tangkap 
lestari, yaitu pada tahun 2011, 2012 dan kuartal 
pertama tahun 2013. Selanjutnya penangkapan 
aktual kembali berada di bawah nilai tangkapan 
lestari, dan sempat naik kembali pada kuartal 2 
tahun 2013, dan kembali turun pada tahun-tahun 
berikutnya. 


Kebijakan Rasionalisasi 
Waduk Cirata 


Perikanan tangkap 


Berdasarkan hasil analisis bio-ekonomi, 
dimana menunjukkan adanya kondisi over fishing 
dan juga over capacity pada beberapa kuartal 


era (Zuzy Anna) 


penelitian, maka implementasi kebijakan yang 
harusnya dilakukan, adalah melalui rasionalisasi 
perikanan tangkap, baik input dan atau 
output. Pembatasan input dilakukan dengan 
mengatur jumlah trip/ upaya armada penangkapan 
(dalam hal ini alat kapal penangkap ikan), 
dengan menggunakan teknik “perhitungan 
sederhana berdasarkan proporsi dari jumlah alat 
tangkap total terhadap rezim pengelolaan MSY dan 
MEY. 


Untuk Model Gordon Schaeffer (GS), 
diperoleh hasil jumlah upaya, kelebihan upaya 
yang harus dirasionalisasi dan juga jumlah kapal 
yang harus dirasionalisasi pada rezim MSY 
sebagaimana pada Tabel 4. 


Tabel 4 menunjukkan bahwa untuk hampir 
setiap alat tangkap, perlu dirasionalisasi agar 
memenuhi pembatasan pengelolaan pada rezim 
MSY dengan pengurangan yang sangat signifikan. 
Unit alat tangkap gillnet misalnya perlu dikurangi 
sebanyak 160 buah atau sekitar 91,4%. Demikian 
pula untuk alat tangkap jala tebar yang harus 
dikurangi sebanyak 868 buah (sekitar 87,7%), 
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Gambar 2. Hubungan TR, TC dan Rente Ekonomi Perikanan Tangkap Waduk Cirata Pada beberapa 


Rezim Pengelolaan Model 1 GS. 


Figure 2. TR, TC and Profit Capture Fishery in Waduk Cirata for Some Management Rezime Model 


1 GS. 


Tabel 4. Pembatasan Masuk Perikanan Waduk Cirata Pada Rezim MSY Menggunakan Model GS. 
Tabel 4. Limited Entry for the Cirata Reservoir Fishery in MSY Rezime Using the GS Model. 


Jumlah Alat Upaya Unit alat 
Tangkap Per Aktual Upava Kelebihan tanaka Kelebihan 
Alat Tangkap/ kuartal Tahun Perkuartal/ pay Upaya/ gkap Alat Tangkap/ 
: MSY/ MSY MSY/ MSY 
Catch Device 2015/ Total Quarterly Excess 2 Excess 
: Effort Device É 
Device Quarterly Actual Effort Unit Device 
2015 Effort 
Gillnet 175 31911.76 2734.45 29177.32 15 160 
Jala Tebar/ 990 125653.85 15469.17 110184.68 122 868 
Fish net 
Pancing/ 1705 170500.00 26641.34 143858.66 266 1439 
Fishing rod 
Jumlah/ Total 2870 328065.61 44844.96 283220.65 403 2467 
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serta alat tangkap pancing yang harus dikurangi 
sebanyak 1.439 buah (84,4%). Dengan demikian 
keseluruhan alat tangkap yang harus dikurangi 
meliputi sebanyak 2.467 buah, atau sekitar 86%. 
Tentu saja ini adalah pengurangan yang sangat 
besar dan membutuhkan penanganan sendiri, 
mengingat akan mengorbankan begitu banyak 
nelayan di Waduk Cirata. Namun demikian 
jika mengikuti trajektory pengelolaan produksi 
yang berkelanjutan (sustainable yield) pada 
model GS, maka rasionalisasi input akan 
sangat tergantung dari dinamika penangkapan 
aktual dan posisi dinamika sustainable yield setiap 
tahun yang berbeda-beda seperti tampak pada 
Gambar 3. 


400.00 


Untuk Model GS dengan menggunakan 
rezim pengelolaan MEY (sole owner), analisis 
menunjukkan hasil pengaturan terhadap input 
alat tangkap sebagai berikut seperti tampak pada 
Tabel 5. Dari tabel tersebut tampak bahwa pada 
pengelolaan rezim MEY, penurunan effort untuk 
rasionalisasi alat tangkap menjadi lebih tinggi lagi 
dibandingkan pada rezim MSY, dimana dibutuhkan 
164 alat tangkap gillnet, 899 alat tangkap jala 
tebar, 1.505 untuk dikurangi alat tangkap pancing 
untuk dikurangi dari perairan Waduk Cirata. Hal ini 
menunjukkan bahwa untuk memperoleh tangkapan 
yang lebih tinggi, dengan profit yang maksimum, 
dibutuhkan efisiensi effort, dalam hal ini rasionalisasi 
alat tangkap. 
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Gambar 3. Perbandingan Antara Nilai Tangkapan Lestari dan Aktual Model Logistik Perikanan 


Tangkap Waduk Cirata. 
Figure 3. 
of Cirata Reservoir. 


Comparison Between Sustainable Yield and Actual, Logistic Model Capture Fishery 


Tabel 5. Pembatasan Masuk Perikanan di Waduk Cirata Pada Rezim MEY Menggunakan Model 


GS. 
Tabel 5. Limited Entry of the Cirata Reservoir Fishery in the MEY Rezime Using the GS Model. 
BA Pe Upaya Unit alat Kelebihan 
Alat Tangkap! May Pin Aktual Upaya Kelebihan tangkap Alat 
OP Perkuartal/ MSY/ MSY Upaya/ MSY/ MSY Tangkap! 
Catch Device 2015/ Total A 
Device Quarterly Quarterly Effort Excess Effort Device Excess 
2015 Actual Effort Unit Device 
Gillnet 175 31911.76 2048 29864 11 164 
Jala Tebar/ 990 125653.85 11587 114067 91 899 
Fish net 
Pancing/ 1705 170500.00 19955 150545 200 1505 
Fishing rod 
Jumlah/ Total 2870 328065.61 2654 325412 302 2568 
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Hasil analisis secara keseluruhan 
mengimplikasikan kebijakan pembatasan input 
perikanan tangkap untuk setiap alat tangkap yang 
ada secara egual sesuai dengan kondisi input 
aktual yang ada, agar perikanan tangkap berada 
pada kondisi sustainable dan secara ekonomi 
menguntungkan. Mekanisme pengurangan input 
ini memang akan berdampak pada pengurangan 
tenaga kerja atau nelayan di Waduk Cirata yang 
menggantungkan hidupnya pada perikanan 
tangkap semata. Kebijakan lebih lanjut menyangkut 
pengelolaan sumber daya manusia yang terpaksa 
meninggalkan kegiatan perikanan tangkap, perlu 
direncanakan. Penguatan kapasitas untuk alih 
pekerjaan menjadi tugas pemerintah daerah, 
termasuk di dalamnya penyediaan lapangan 
pekerjaan pengganti (alternatif livelihood). 


Pembatasan Output 


Pembatasan output merupakan alternatif 


pengelolaan lain yang dapat dilakukan agar 
perikanan tangkap di Waduk Cirata dapat 
berkelanjutan. Pembatasan output ini dapat 


dilakukan dengan menggunakan rezim pengelolaan 
MSY, dimana jumlah tangkapan yang diperbolehkan 
(JTB), yaitu jumlah tangkapan yang dianggap 
aman untuk menghindari dinamika dan juga 
ketidakpastian dari sumber daya ikan yang ada di 
perairan, sebesar 80% dari nilai MSY. 


Analisis JTB perikanan tangkap di Waduk 
Cirata untuk model GS menyebabkan perlu adanya 
pembatasan output atau produksi untuk setiap alat 
tangkap sebagaimana pada Tabel 6. Dengan jumlah 
produksi MSY sebesar 154,63 ton per kuartal, 
maka jumlah tangkapan kuota per kuartal untuk 
perikanan tangkap di Waduk Cirata adalah 123,7 
ton per kuartal. Dengan demikian kuota setiap alat 
tangkap di Waduk Cirata dapat dihasilkan sebagai 
mana pada Tabel 6. 


Implikasi kebijakan dari analisis kuota ini 
adalah pembatasan output yang dilakukan pada 
JTB, dengan membagi jumlah alat tangkap yang 
ada dengan jumlah output JTB, sebagaimana 
berikut ini. Rata-rata kuota untuk setiap alat 
tangkap gillnet pada model GS adalah sebesar 
0,41 ton (410 Kg) per kuartal, atau sekitar 5 kg 
per hari. Jumlah produksi ini memang kecil, namun 
demikian untuk sebagai tangkapan subsisten dan 
sebagai bagian dari ketahanan pangan sudah 
cukup memadai (Tabel 7). 


Nilai tangkapan lestari yang rendah pada 
dasarnya menggambarkan dinamika dari sumber 
daya ikan di Waduk Cirata yang merupakan 
fungsi dari eksploitasi itu sendiri dan juga kondisi 
habitat perairan. Kondisi habitat perairan di 
Waduk Cirata sudah lama menjadi masalah, 
terutama karena perairan di wilayah ini digunakan 


Tabel 6. Pembatasan Output Per Alat Tangkap di Waduk Cirata Menggunakan Model GS. 
Table 6. Output @uota per Catch Device in the Cirata Reservoir Using the GS Model. 


Produksi per Kuartal 
(Tahun 2015)/ Quarterly 
production (year 2015) 


Alat Tangkap/ 
Catch Device 


Rasio/ Ratio 


JTB/Total 


Allowable Catch — Kuotal Quota 


Gillnet 84.43 
Jala Tebar/ Fish net 37.54 
Pancing/ Fishing rod 23.96 
Jumlah/ Total 145.94 


0.578542 71.568 
0.257261 123.704 31.824 
0.164197 20.312 

1.000 123.704 123.704 


Tabel 7. Kuota Tangkapan Per Alat Tangkap Per Kuartal dengan Menggunakan Model GS. 
Table 7. Catches Quota per Catch Device per Quarterly by Using the GS Model. 


Produksi per Kuartal 


Ala Tangkap! Tahun 2015) Quartey Rasio Rato TBF, Kuota Quota 
Gillnet 84.43 0.578542 71.568 
Jala Tebar/ Fish net 37.54 0.257261 123.704 31.824 
Pancing/ Fishing rod 23.96 0.164197 20.312 
Jumlah/ Total 145.94 1.000 123.704 123.704 
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untuk kegiatan perikanan budi daya yang masif, 
dengan penggunaan pakan yang masif juga dan 
menyebabkan pencemaran yang cukup signifikan. 
Dengan demikian menyebabkan kemampuan 
daya dukung lingkungan bagi perikanan tangkap 
pun menjadi rendah dan menyebabkan dinamika 
tangkapan sustainable pun menjadi rendah. 
Implikasi kebijakan dari permasalahan adalah 
bagaimana meningkatkan kemampuan daya 
dukung lingkungan yang lebih tinggi lagi sehingga 
kapasitas stok dapat meningkat, dengan cara 
perbaikan lingkungan perairan baik dengan teknik 
fisik, biologi maupun teknik lainnya. Pengurangan 
jumlah jaring terapung untuk menyesuaikan dengan 
daya dukung lingkungan, menjadi salah satu 
keharusan bagi berkembangnya juga perikanan 
tangkap yang dapat memberikan sumbangan 
kepada ekonomi masyarakat di samping sebagai 
bagian dari ketahanan pangan. 


Pengelolaan sumber daya alam lainnya yang 
diusulkan pada perikanan tangkap Waduk Cirata ini 
adalah Community based Fisheries Management 
atau pengelolaan berbasiskan masyarakat. Seperti 
kita ketahui pengelolaan perikanan secara umum 
bertujuan untuk membangun kebijakan dan strategi 
pengelolaan perikanan yang dapat melindungi 
sumber daya ikan dari eksploitasi berlebih dan 
juga melindungi sumber daya penghidupan 
ekonomi masyarakat (economic livelihood). Hal 
ini sebagaimana dimandatkan pada FAO code of 
conduct for responsible fisheries yang menetapkan 
prinsip-prinsip seluruh negara di dunia dalam hal 
pengelolaan perikanan yang benar berdasarkan 
pada pemanfaatan yang berkelanjutan. 


Arnason dan Kashorte (2001), menyatakan 
bahwa secara umum pengelolaan perikanan 
yang terbaik adalah ketika dapat mendorong 
industri perikanan untuk dapat menghasilkan 
rente maksimum yang lestari. Di sisi lain, rezim 
pengelolaan perikanan berbasiskan property right, 
telah menjadi ciri dan memberikan kinerja yang baik 
bagi perikanan di negara-negara maju, padahal 
di sebagian besar negara berkembang, masalah 
kepemilikan ini masih merupakan dilema, dengan 
adanya hak kepemilikan bersama atau common 
property right. Hak kepemilikan pada dasarnya 
memberikan insentif untuk tidak melakukan 
overkapitalisasi sumber daya ikan dan demikian 
menimbulkan efisiensi ekonomi. 


Salah satu instrumen pengelolaan yang 
dapat mengurangi efek dari hak kepemilikan 


170 


bersama adalah kerjasama masyarakat dalam 
pengelolaan perikanan atau dikenal sebagai 
pengelolaan berbasiskan masyarakat, yang 


menjadi salah satu pilihan pengelolaan yang 
dianggap tepat bagi negara-negara berkembang 
seperti Indonesia (Wilson, 2001). Pengelolaan 
berbasiskan masyarakat adalah sistem di mana 
wewenang dan tanggung jawab atas sumber daya 
lokal dibagi antara pemerintah dan sumber daya 
lokal pengguna dan atau komunitas mereka (Brown, 
1998). Lebih lanjut Brown (1998) menyatakan 
bahwa, manajemen perikanan berbasis masyarakat, 
yang juga sering disebut sebagai koperasi 
berbasis masyarakat sering digunakan bergantian 
dengan istilah lain, seperti pengelolaan bersama, 
manajemen kolaboratif dan manajemen berbasis 
masyarakat (joint management, collaborative 
management dan community-based management). 
Menurut Pomeroy (1995, 1998), strategi ini 
memiliki kesamaan dalam hal pendekatan, tapi 
mungkin berbeda dalam partisipasi pengguna 
relatif pemerintah dan sumber daya. 


Pada dasarnya pengelolaan perikanan 
berbasis masyarakat adalah tanggung jawab 
antara pemerintah dan masyarakat. Pada instrumen 
pengelolaan ini, pemerintah memiliki tugas melayani 
sejumlah fungsi penting termasuk memberikan 
kebijakan dukungan dan undang-undang. Sajise 
(1995), menyatakan bahwa manajemen berbasis 
masyarakat (adalah proses dimana masyarakat 
memiliki kesempatan dan atau tanggung jawab 
untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, 
mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri, tujuan 
dan aspirasi, dan membuat keputusan yang 
mempengaruhi kesejahteraan sosial ekonomi 
mereka. Di bawah sistem ini pemerintah hanya 
memainkan peran kecil. Dengan demikian biaya 
pengelolaan menjadi rendah. 


Pada perikanan tangkap Waduk Cirata 
misalnya, masyarakat atau kelompok lain 
didefinisikan diberikan hak eksklusif tertentu, 
dan dengan adanya perhitungan mengenai input 
dan output yang sustainable dan optimal secara 
ekonomi, maka masyarakat dapat menentukan 
sendiri secara musyawarah mengenai hak-hak 
lain berdasarkan misalnya kuota tangkapan. 
Keuntungan sistem ini adalah bahwa keputusan 
bersama secara moral lebih mudah dijalankan 
dan diterima secara sosial, sehingga masyarakat 
sendiri yang memfasilitasi penegakan hukum yang 
efektif atas dasar pendekatan sosial dan fisik dan 
juga tekanan sosial. 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Penelitian Model Bioekonomi lingkungan 
yang sudah berjalan ini menghasilkan beberapa 
kesimpulan, diantaranya adalah: 


(1) Produksi perikanan tangkap di Waduk Cirata 
pada beberapa tahun pengamatan dengan 
menggunakan model GS, telah mengalami 
over fishing atau nilainya di atas nilai 
tangkapan lestari terutama pada 2 tahun 
awal pengamatan: 


(2) Pengelolaan dengan menggunakan rezim 
MEY memberikan nilai rente yang paling 
maksimum, dengan biomass yang lebih 
konservatif, dan effort yang lebih efisien: 


(3) Terjadi over capacity pada perikanan 
di Waduk Cirata, yang ditandai dengan 
adanya kelebihan effort, dibandingkan 
dengan kondisi MSY maupun MEY, untuk itu 
diperlukan rasionalisasi jumlah alat tangkap 
atau kapal, dan, 


(4) Alternatif pembatasan output atau kuota 
output juga dapat dilakukan dengan 
menggunakan nilai JTB. Analisis JTB 
menunjukkan perlunya penurunan produksi 
pada setiap alat tangkap, yang dapat 
dilakukan dengan kuota per unit alat tangkap 
per kuartal. 


Pendekatan pengelolaan lainnya yang dapat 
dilakukan untuk pengelolaan perikanan tangkap 
yang berkelanjutan di Waduk Cirata adalah 
menggunakan pendekatan pengelolaan berbasis 
masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat 
dianggap pengelolaan yang bisa memenuhi azas 
kebersamaan dan keputusan bersama secara 
moral lebih mudah dijalankan dan diterima 
secara sosial, sehingga masyarakat sendiri yang 
memfasilitasi penegakan hukum yang efektif 
atas dasar pendekatan sosial dan fisik dan juga 
tekanan sosial. 


Implikasi Kebijakan 


Implikasi kebijakan yang dapat disampaikan 
pada penelitan ini adalah: 


(1) Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai 
kontribusi dari kualitas habitat perairan 
terhadap dinamika produksi dan juga 
sustainable yield di Waduk Cirata; 


(2) Perlu dilakukan analisis kaitan perikanan 
budidaya terhadap perikanan tangkap, 


(3) Perlu pengelolaan perikanan tangkap yang 
berkelanjutan dengan melalui pembatasan 
input atau output, 


(4) Pengelolaan kualitas perairan menjadi suatu 
keniscayaan agar perikanan tangkap dapat 
dikembangkan di wilayah Waduk Cirata, 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
daya dukung dan juga peningkatan jumlah 


stok, dan: 
(5) Peningkatan jumlah stok dapat juga 
dilakukan dengan kebijakan restocking, 


namun demikian harus tetap diikuti dengan 
pengelolaan pembatasan jumlah input dan 
output. 
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ABSTRAK 


Pembangunan di bagian selatan Gunungkidul masih tertinggal dibandingkan daerah lain. 
Pada tahun 2014 nilai produksi perikanan laut di bagian selatan mencapai 29 milyar, menjadi potensi 
mengembangkan ekonomi wilayah. Penelitian ini bertujuan penelitian untuk: (1) mengidentifikasi 
perkembangan kegiatan perikanan laut, dan, (2) mengidentifikasi peran dan potensi sub sektor terhadap 
ekonomi wilayah di bagian Selatan Gunungkidul. Metode penelitian deskriptif kualitatif dan lokasi berada 
di 6 kecamatan di bagian selatan yaitu Panggang, Purwosari, Tepus, Saptosari, Tepus, dan Girisubo. 
Produksi perikanan laut di bagian selatan selama 2004-2013 mengalami peningkatan sedangkan nilai 
produksinya relatif fluktuatif. Komoditas utamanya adalah teri, tuna, cakalang dan pari. Terdapat 8 PPI 
di Gunungkidul, Sadeng mempunyai produksi tertinggi dan fasilitas paling lengkap. Kontribusi sub 
sektor perikanan kecamatan bagian selatan terhadap kabupaten terus menurun selama 2004-2013. 
Hampir semua sub sektor perikanan di bagian selatan merupakan sektor unggulan, kecuali di Purwosari. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan perikanan di Tepus merupakan unggulan dan prospektif. 
Sub sektor perikanan di Saptosari, Tanjungsari, Panggang dan Girisubo termasuk unggulan tapi tidak 
prospektif. Kegiatan perikanan di Purwosari bukan sektor unggulan dan tidak prospektif. 


Kata Kunci: perikanan, ekonomi wilayah, prospektif 


ABSTRACT 


South Gunung Kidul is still undeveloped among other regions. Marine fisheries were production 
value in the southem reached IDR 29 billion in 2014, become regional economic development potential. 
The objectives of 1) research identifies the role and also development status of marine fisheries and 2) 
may identifies the role and also fisheries sub-sector potencies for the southern Gunung Kidul economic 
region. Research used gualitative descriptive with 6 locations at Panggang, Purwosari, Tepus, Saptosari, 
Tepus, and Girisubo. Fisheries production had increased during 2004-2013 but value production was 
fluctuated were anchovy, tuna, skipjack and rays as with commodities. There were 8 fisheries ports 
in Gunung Kidul with Sadeng had the highest production which the most also facilities. Almost all 
fisheries activities in the southern became leading sectors in regional economic, but Purwosari. The 
results had showed that fishing activities in Tepus were eminent and prospective. However, fisheries in 
Saptosari, Tanjungsari, Panggang and Girisubo were eminent seeded but not prospective, while were 
eminent Purwosari wasn’t eminent and also not prospective. 


Keywords: fisheries, regional economic, prospective 


PENDAHULUAN 


Salah satu permasalahan pembangunan 
di Kabupaten Gunungkidul adalah ketimpangan 
ekonomi antar kecamatan (Rahayu dan Santoso, 
2014). Kegiatan ekonomi hanya berpusat di 
Kecamatan Wonosari sebagai Ibukota Kabupaten, 
yang berkontribusi 20% dari total pendapatan. 50% 
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kontribusi ekonomi di Gunungkidul disumbang oleh 
5 kecamatan, termasuk Wonosari (Badan Pusat 
Statistik (BPS), 2013). Sebagian besar kecamatan 
yang memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi terletak 
di bagian tengah kabupaten. Kegiatan ekonomi 
kecamatan bagian selatan dan utara masih belum 
berkembang (Rahayu dan Santoso, 2014). Minimnya 
pusat pertumbuhan dan kondisi geografis menjadi 
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hambatan pengembangan di bagian utara dan 
selatan. Pusat pertumbuhan dan sektor alternatif 
selain pertanian bahan pangan diperlukan untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi di bagian utara 
dan selatan. Bagian Utara meliputi Kecamatan 
Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Ngawen dan Semin 
sedangkan bagian selatan meliputi kecamatan 
Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, 
Tepus dan Girisubo. Hal tersebut untuk mengejar 
ketertinggalan pembangunan dengan kecamatan 
lainnya. 


Bagian selatan Gunungkidul relatif masih 
tertinggal dibandingkan bagian lainnya. Kontribusi 
ekonominya hanya 21,03 % dari total pendapatan 
(BPS, 2013). Bagian selatan memiliki karakteristik 
perbukitan kapur dan wilayah pesisir. Perbukitan 
karst yang tandus dan minim ketersediaan air 
membuat lahan menjadi tidak subur. Kondisi 
tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 
pertanian lahan basah. Potensi ekonomi di bagian 
selatan Gunungkidul terletak di wilayah pesisir 
yaitu perikanan dan jasa lingkungan (sektor wisata) 
(Sahubawa et al., 2015; Yuliandi, 2013). Garis 
pantai di Gunungkidul paling panjang dibandingkan 
Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Garis pantai 
yang mencapai 70 km sehingga wilayah tangkapan 
nelayan menjadi lebih luas dibandingkan nelayan 
daerah lain. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk 
kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah. 
Sahubawa et al. (2015) memproyeksikan nilai 
potensi perikanan di pesisir Gunungkidul sebesar 
64 milyar rupiah. 


Kegiatan sektor perikanan yang berkembang 
di Gunungkidul bagian selatan adalah perikanan 
laut. Wilayah ini mempunyai peran penting dalam 
produksi perikanan laut di provinsi. 83,3 % produksi 
ikan laut di DIY berasal dari laut Kabupaten 
Gunungkidul. Produksi ikan laut kabupaten ini 
mencapai 4.457 ton pada tahun 2014 (BPS, 2016). 
Jumlah tersebut tertinggi dibandingkan kabupaten 
lain di DIY yang mempunyai garis pantai yaitu 
Bantul dan Kulonprogo. Nilai produksi ikan laut 
Gunungkidul juga tertinggi di DIY pada tahun 
2014 yaitu sebesar 29 milyar atau 60 % dari total 
nilai produksi. Nilai produksi yang besar tersebut 
seharusnya memberikan dampak kepada kegiatan 
ekonomi wilayah. Sub sektor perikanan memiliki 
potensi untuk menjadi trigger pembangunan di 
bagian selatan Kabupaten Gunungkidul. 


Kekayaan atau sumberdaya alam di suatu 
daerah dapat menjadi pendorong pengembangan 
ekonomi (Muta'ali, 2011). Sumberdaya alam 
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merupakan salah satu bagian dalam faktor 
internal untuk pengembangan wilayah. Kriteria 
sumberdaya alam yang dapat menjadi penggerak 
ekonomi wilayah adalah: (1) memiliki kontribusi 
penting dalam tingkat regional, (2) adanya 
keterkaitan dengan sektor lain, dan; (3) mempunyai 
dampak pengganda. Orientasi pemasaran juga 
mencerminkan potensi ekonomi dari suatu 
komoditas. Sektor yang menjadi andalan ekspor di 
suatu daerah menggambarkan peran pentingnya 
terhadap ekonomi wilayah. Potensi perikanan laut 
yang besar di bagian selatan gunungkidul dapat 
dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi 
wilayah. 


Sektor perikanan dapat memberikan dampak 
terhadap kegiatan ekonomi di berbagai wilayah 
(Mira, 2013 ; Syarief et al., 2014; Rinanti, 2013; 
Ariani et al., 2014 : Winata et al., 2015). Dampaknya 
di tingkat wilayah yaitu berupa kontribusi terhadap 
PDRB (Hamidi et al., 2011 ; Rizal, 2013; Rostar 
et al., 2015; Tatali et al., 2013). Hal tersebut juga 
dapat dimanfaatkan Kabupaten Gunungkidul 
untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di 
bagian selatan. Penelitian ini penting dilakukan 
untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan peran 
sub sektor perikanan terhadap PDRB kecamatan 
dari tahun per tahun. Hal tersebut menjadi dasar 
penilaian apakah sub sektor perikanan mempunyai 
prospek sebagai trigger pengembangan ekonomi 
wilayah. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 


1. Mengidentifikasi perkembangan kegiatan 
perikanan laut dan fasilitas pendukungnya di 
bagian selatan Gunungkidul, dan: 


2. Mengidentifikasi peran dan potensi sub sektor 
perikanan terhadap ekonomi wilayah di bagian 
selatan Gunungkidul. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Lokasi penelitian berada di 6 (enam) 
kecamatan di bagian selatan Kabupaten 
Gunungkidul yaitu Purwosari, Panggang, Saptosari, 
Tanjungsari, Tepus dan Girisubo. Kecamatan- 
kecamatan tersebut memiliki garis pantai dan 
wilayah pesisir. 


Jenis dan Sumber Data 


Data yang dibutuhkan dalam tiga teknik 


tersebut adalah PDRB tiap kecamatan dan 
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kabupaten dalam beberapa tahun. Kebutuhan data 
lain adalah tingkat produksi, nilai produksi, dan 
profil PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan). Sumber 
data berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik 
dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Gunungkidul. 


Metode Pengumpulan Data 


Metode pengumpulan data melalui 
survey instansi yang terkait dengan perikanan di 
Gunungkidul. Survey dilakukan ke BPS DIY dan 
Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul terkait 
data sekunder. 


Metode Analisis Data 


Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis data sekunder. 
Unit analisis yang digunakan adalah kecamatan. 
Identifikasi peran sub sektor perikanan dalam 
ekonomi wilayah menggunakan 3 (tiga) cara 
yaitu Location Quotient (LQ), Dynamic Location 
Quotient (DLQ) dan analisis gabungan antara 
LQ dan DLQ. LQ digunakan untuk menganalisis 
peran suatu sektor apakah menjadi basis atau non 
basis di suatu wilayah. Rumus LQ adalah sebagai 
berikut: 


Xij /Xi 
LQ == 

RVj/RV 
Keterangan/ Remaks : 


LA : Indeks LQ sektor i di kecamatan j/ Index of 
LQ sector i in the district j 


Xij : Pendapatan sektor i di kecamatan j/ Income 
sector i in the district j 
Xi : Pendapatan sektor di kabupaten (acuan)/ 


Income sector in the district (reference) 


RVj : Total pendapatan kecamatan j/ Total districts 
j revenue 


RV : Total pendapatan kabupaten/ Total district's 
revenue 


Tabel 1.Tipologi Prospek Sektor. 
Table 1. Prospects Sector Typologies. 


Nilai LQ suatu sektor > 1 maka sektor tersebut 
menjadi sektor basis, apabila LA « 1 maka sektor 
tersebut non-basis, dan LA - 1 maka spesialisasi 
sama dengan wilayah yang menjadi acuan. DLQ 
mempunyai konsep yang mirip dengan LQ akan 
tetapi memperhitungkan antar waktu. Hal ini untuk 
mengatasi kelemahan LA yang hanya menghitung 
satu waktu (Suyatno dalam Muta'ali, 2014). Rumus 
DLA adalah sebagai berikut: 


piaz (1 +Xij)/(1 + Xi) 
a (1 + RVj)/(1 + RV) 
Keterangan/ Remaks : 


LQ : Indeks LQ sektor i di kecamatan j/ Index of 
LQ sector i in the district j 


Xij : Rata-rata laju sektor i di kecamatan j/ 
Average of rate of sector i in the district j 
Xi : Rata-rata laju sektor di kabupaten/ Average 


of rate of the sector in the district 


RVj : Rata-rata laju total pendapatan kecamatan 
j/ Average of rate of total income districts j 


RV : Rata-rata laju total pendapatan kabupaten/ 
Average of rate of total income districts 


Apabila nilai DLQ > 1 maka sektor tersebut 
prospektif, DLQ < 1 maka tidak prospek di masa 
mendatang dan DLQ = 1 berarti seimbang. Potensi 
sub sektor perikanan di selatan Gunungkidul untuk 
ekonomi pada masa depan dibahas menggunakan 
analisis gabungan LQ dan DLA. Analisa gabungan 
ini dapat menunjukkan potensi sub sektor perikanan 
untuk ekonomi kecamatan di bagian selatan. 
Tipologi prospek sektor dapat dilihat pada Tabel 1. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Perkembangan Kegiatan dan Sarana Perikanan 
di Gunungkidul 


Sub bagian ini akan membahas 
perkembangan produksi, nilai produksi perikanan 
laut, dan sarana prasarana pendukung nelayan 


DLQ>1 DLQ <1 
Basis, Prospektif/ Base, Basis, tidak prospektif/ Base, not 
LQ >1 prospective prospective 
LQ<1 Non basis, prospektif/ Non base, Non basis, tidak prospektif/ Non base, 


prospective 


not prospective 


Sumber : Muta'ali, 2014/ Source: Muta'ali, 2014 
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di selatan Gunungkidul. Hal ini bertujuan untuk 
memperoleh gambaran terkait kondisi eksisting 
dan perkembangan kegiatan perikanan laut di 
Gunungkidul. 


Produksi ikan selama tahun 2006-2015 
relatif meningkat, dan peningkatan relatif signifikan 
terjadi pada tahun 2012. Produksi relatif stabil 
selama tahun 2007-2011 yaitu disekitar 1.100- 
1.600 ton. Nilai produksi ikan laut di Kabupaten 
Gunungkidul fluktuatif selama Tahun 2006-2015 
dan cenderung meningkat. Produksi pada 
periode 2006-2008 hanya mencapai 5-13 milyar, 
sedangkan periode 2009-2015 mencapai 15-30 
milyar. Hal ini dimungkinkan akibat naik turunnya 
harga beberapa komoditas ikan sehingga nilai 
produksi juga naik turun. Pola grafik antara 
produksi dan nilai produksi tidak linier karena nilai 
produksi belum tentu tinggi walaupun produksi 
ikan semakin meningkat. Perbedaan tingkat harga 
antar komoditas dimungkinkan menjadi penyebab 
kondisi tersebut. Nilai produksi akan relatif rendah 
apabila hasil tangkapan hanya berupa ikan yang 
memiliki harga murah walaupun jumlahnya banyak. 
Gambar 1 menunjukkan grafik perkembangan 


produksi perikanan dan nilai produksi Tahun 
2006-2015. 
Jenis ikan yang banyak ditangkap di 


Gunungkidul adalah Ikan Pari, Tuna, Tongkol, 
Bawal, Layur dan Cakalang (BPS, 2016). Produksi 
ikan-ikan tersebut di Gunungkidul paling tinggi 
dibandingkan kabupaten lain. Ikan Tongkol dari 
Gunungkidul menyumbang 93% dari total DIY, 
Cakalang (96%), Pari (71%), atau Teri (69%). 
Lobster juga dapat ditemukan di pantai selatan. 
Komoditas lobster menjadi favorit nelayan karena 


memiliki harga paling tinggi dibandingkan jenis 
ikan lainnya. Pantai di Gunungkidul yang sebagian 
berbentuk tebing curam merupakan habitat untuk 
lobster. Produksi perikanan di pantai selatan tidak 
hanya berupa ikan konsumsi akan tetapi juga ikan 
hias dan rumput laut. Karakteristik fisik sebagian 
pantai mendukung perkembangan ikan hias dan 
rumput laut. Sebagian pantai memiliki teras atau 
wilayah yang dangkal sehingga bisa dimanfaatkan 
untuk budidaya rumput laut karena matahari masih 
dapat menembus ke dalam air. Jenis ikan hias yang 
ditangkap di Gunungkidul antara lain Butterfly, Blue 
Stone, Tragger dan Scorpion (BPS, 2016). 


Produksi rumput laut pada tahun 2014 
mencapai 59.202 ton. Kecamatan Girisubo dan 
Tanjungsari mempunyai produksi paling banyak 
dibandingkan kecamatan lain di bagian selatan. 
Hal ini karena sebagian besar pantai di 2 (dua) 
kecamatan tersebut bertipologi wave erosion coast. 
Tipe ini merupakan pantai yang terdapat beberapa 
kenampakan seperti teras marin, pelataran pantai 
atau pulau yang terpisah (Marfai et al., 2013). 
Teras atau pelataran pantai cocok digunakan untuk 
budidaya rumput laut. Keberagaman produksi laut di 
bagian selatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin 
untuk pengembangan ekonomi. Beberapa hasil laut 
diolah oleh pedagang yang berada di lokasi yang 
sama. Olahan tersebut dijual kepada wisatawan 
dalam berbagai bentuk seperti ikan panggang/ 
goreng, keripik rumput laut atau ikan. Hal ini akan 
meningkatkan nilai tambah produksi hasil laut di 
bagian selatan Gunungkidul. Semakin besar nilai 
tambah maka semakin besar dampak pengganda 
(multiplier effect) sektor perikanan (Sofyani, 2010). 
Kondisi tersebut dapat berdampak lebih luas 
kepada ekonomi masyarakat dan wilayah. 


29896 
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/ Production 
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Gambar 1. Produksi dan Nilai Produksi Tahun 2006-2015 
Figure 1. Production and Value of Production in 2006-2015 
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016/Source: Processed Data Result, 2016 
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Pemerintah daerah dan pusat telah 
membangun beberapa Tempat Pelelangan Ikan 
di bagian selatan Gunungkidul. Hal tersebut 
bertujuan memfasilitasi kegiatan nelayan dan 
memaksimalkan produksi perikanan laut. Terdapat 8 
(delapan) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu di 
Desa Gesing (Kecamatan Panggang), Ngrenehan 
(Saptosari), Baron dan Drini (Tanjungsari), 
Ngandong dan Siung (Tepus), Nampu dan Sadeng 
(Girisubo). Setiap PPI terdiri dari 3 kelompok yaitu 
kelompok nelayan, pelelangan dan pedagang 
pengolah ikan. 


Sarana yang digunakan oleh nelayan untuk 
menangkap ikan berupa perahu motor tempel dan 
kapal motor. Perahu motor tempel berjumlah 230 
unit dan kapal motor 77 unit. Hanya nelayan di PPI 
Sadeng yang menggunakan kapal motor karena 
sudah terdapat dermaga. PPI selain di Sadeng 
belum memiliki dermaga sehingga belum bisa untuk 
pendaratan kapal motor. Nelayan di Gunungkidul 
berjumlah 962 orang, terdiri dari 692 nelayan 
perahu dan 234 nelayan darat. Nelayan darat 
merupakan nelayan yang memiliki jaring atau kapal 
akan tetapi tidak ikut ke laut. Terdapat 2 (dua) jenis 
nelayan yaitu nelayan lokal dan andon. Nelayan 
andon merupakan nelayan yang berasal dari luar 
Gunungkidul. Sadeng, Baron dan Ngrenehan 
merupakan PPI yang relatif sudah berkembang 
dibandingkan lainnya. Jumlah kapal dan nelayan 
di 3 (tiga) PPI tersebut lebih banyak daripada 
PPI lainnya. Pengembangan di 3 (tiga) tempat 


tersebut lebih awal dibandingkan lainnya. 
PPI Sadeng mempunyai fasilitas terlengkap 
dibandingkan lainnya, bahkan bisa disebut 


pelabuhan (Tabel 2). 


Jenis pekerjaan di PPI tidak hanya nelayan 
akan tetapi ada pencari rumput laut dan pedagang. 
Jumlah pencari rumput laut sebesar 134 orang, 
PPI Nampu mempunyai jumlah terbanyak yaitu 48 
orang. Teras pantai di Nampu relatif luas sehingga 
area budidayajuga luas. Hal ini menjadi kesempatan 
besar bagi pencari rumput laut. Rumput laut 
merupakan salah satu oleh-oleh di beberapa obyek 
wisata. Jenis pekerjaan lainnya adalah pedagang 
yang mengolah dan membeli dari hasil laut nelayan. 
Jumlah pedagang pengepul sebanyak 21 orang 
dan pedagang pengecer berjumlah 179 orang. Hal 
ini akan memudahkan nelayan untuk menjual hasil 
lautnya karena tidak harus menuju ke pasar atau 
ibukota kecamatan/kabupaten. Sistem penjualan 
hasil laut di Gunungkidul menggunakan lelang. 
Hal tersebut diharapkan akan memberikan daya 
tawar nelayan terhadap harga hasil tangkapannya. 
Nelayan juga menjual sebagian hasil lautnya 
kepada pedagang pengolah yang sebagian juga 
merupakan istri nelayan. Hasil pengolahan ikan 
ditujukan kepada wisatawan yang berkunjung. 
Kondisi tersebut menyebabkan pedagang pengecer 
banyak berada di Baron, Ngrenehan, Drini dan 
Sadeng. Pantai-pantai tersebut merupakan obyek 
wisata terkenal di Gunungkidul. Kerjasama antara 
sektor wisata dan perikanan akan meningkatkan 
nilai tambah hasil perikanan. Semakin tinggi nilai 
tambah maka manfaat sektor perikanan akan 
semakin luas seperti penambahan lapangan 
pekerjaan atau pendapatan nelayan. Kegiatan 
olahan perikanan dapat juga berdampak terhadap 
tingkat PDRB (Rugian, 2013). Kondisi ini akan 
berdampak terhadap ekonomi wilayah. Gambar 2 
menunjukkan PPI dan kegiatan perikanan di bagian 
selatan Gunungkidul. 


Tabel 2. Jumlah Armada Perikanan Pelaku Usaha di Tiap PPI di Gunungkidul. 
Table 2. Number of Fishing Vessel and its Related Business Person in Each Fishing Landing Port 


in Gunungkidul. 


Jenis Perahu/ Nelayan/ Pencari Pedagang/ 
Nama PPI/ Fishing Boat Type Fishers Rumput Trader 

Na neon Pareu aier Kapal Motor/ Perahu/ Darat/ any Pengepul/ Pengecer/ 

Tempel! Motor, Vessel Boat Land Seaweed Collectors Retailers 

Boat Hunter 

Gesing 24 0 40 20 15 3 5 
Ngrenehan 52 0 114 6 4 3 30 
Baron 53 0 138 19 13 3 80 
Drini 27 0 74 15 15 4 32 
Ngandong 6 0 14 27 13 1 2 
Siung 14 0 28 47 20 1 5 
Nampu 10 0 23 60 48 2 12 
Sadeng 44 77 261 40 6 4 33 
Total 230 77 692 234 134 21 179 


Sumber : Laporan Tahunan DKP Gunungkidul 2014/ Source: Annual Report of DKP Gunungkidul, 2014 
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Gambar 2. PPI Sadeng dan Hasil Perikanan Laut 
Figure 2. Sadeng Fishing Landing Port and Production of Fisheries 


Sumber : djpt.kkp.go.id dan mongabay.co.id diakses oleh Gilang Adingroho pada 16 Oktober 2016/ 
Source: djpt.kkp.go.id and mongabay.co.id accessed by Gilang Adinugroho on October 16 th 2016 


Perbedaan jumlah kapal dan nelayan di 
PPI membuat tingkat produksinya bervariasi. 
Data Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan 
bahwa produksi PPI Sadeng tertinggi dibandingkan 
dengan lainnya pada tahun 2014. Tingkat produksi 
sadeng mencapai 1.000 ton, peringkat ke 2 adalah 
Drini yaitu 325 ton dan Baron berada di urutan ke 
3 dengan 205 ton. PPI Nampu memiliki produksi 
terendah dari seluruh wilayah Gunungkidul yaitu 
hanya 1,1 ton pada tahun 2014. Perbedaan 
jumlah, jenis dan kapasitas kapal berpengaruh 
kepada produksi masing-masing PPI. Sebagian 
nelayan di PPI Sadeng sudah menggunakan 
kapal motor sehingga jangkauan penangkapan 
semakin luas dan kapasitas tangkapannya besar. 
Perahu tempel mempunyai kapasitas terbatas dan 
jangkauannya tidak terlalu jauh. Kapal Motor di 
Sadeng mempunyai ukuran 5-45 GT, sedangkan 
kapal perahu tempel hanya 0,5-1,5 GT (Riandani 
etal., 2015). Fasilitas lain adalah kolam pelabuhan 
dan kolam putar yang berfungsi sebagai tempat 
parkir kapal motor. Kapasitas yang besar dan 
fasilitas lengkap dimungkinkan menjadi penyebab 
tingginya tingkat produksi di Sadeng. 


Jumlah trip setiap PPI belum tentu 
menggambarkan tingkat produksi. Trip merupakan 
perjalanan nelayan untuk menangkap ikan di 
laut. Trip terbanyak di Saptosari yaitu 3.299 
perjalanan pada tahun 2014, sedangkan Nampu 
memiliki trip terendah, hanya 43 selama setahun. 
Walaupun memiliki jumlah trip terbanyak akan 
tetapi produksinya hanya menempati peringkat 
4 dari 8 PPI. Hal ini berbeda dengan Sadeng 
yang tripnya hanya 1.365 perjalanan akan tetapi 
mempunyai produksi paling tinggi. Perbedaan 
kapasitas kapal dan tingkat tangkapan nelayan 
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dimungkinkan menjadi penyebabnya. Secara 
logika, satu kali trip dengan kapal motor 5 GT akan 
lebih banyak hasilnya dibandingkan perahu motor 
1 GT. Jumlah trip yang rendah di Nampu membuat 
produksinya menjadi terendah dibandingkan PPI 
lainnya. Jumlah armada dan nelayan mempunyai 
pengaruh terhadap produksi perikanan di suatu 
wilayah (Zebua, 2014). Penambahan jumlah kapal 
dengan kapasitas yang lebih besar diperlukan 
untuk meningkatkan produksi di beberapa TPI. 


Tingkat produksi perikanan tiap kecamatan 
tergantung dengan jumlah PPI dan produksinya. 
Kecamatan Girisubo memiliki tingkat produksi 
paling tinggi sedangkan Purwosari mempunyai 
produksi terendah. Produksi di Girisubo pada 
tahun 2015 mencapai 2000 ton, sedangkan 
Purwosari hanya 4 ton. Girisubo merupakan lokasi 
dari 2 PPI yaitu Sadeng, yang memiliki produksi 
tertinggi se Kabupaten, dan Nampu. Purwosari 
belum mempunyai PPI sehingga produksinya 
masih rendah. Produksi di Tepus dan Tanjungsari 
juga relatif tinggi karena terdapat 2 PPI di masing- 
masing kecamatan. Panggang dan Saptosari 
mempunyai produksi tidak terlalu tinggi karena 
hanya ada 1 PPI. Jumlah rumah tangga perikanan 
laut di bagian selatan mencapai 718 RT. 30 % RT 
tersebut berada di Girisubo dan 75 % hanya di 3 
kecamatan (Girisubo, Tepus dan Tanjungsari). Hal 
ini tidak mengherankan karena kegiatan perikanan 
sudah berkembang di 3 kecamatan tersebut. 
Jumlah RT perikanan laut di Panggang hanya 53 
dan Purwosari 50. Hal ini karena keterbatasan 
fasilitas dan produksi PPI kecamatan tersebut 
sehingga belum banyak ketersediaan lapangan 
pekerjaan. Gambar 3 menunjukkan tingkat produksi 
perikanan. 
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Gambar 3. Produksi Perikanan Tiap PPI (2014) dan Kecamatan (2015) 
Figure 3. Fish Production at Each Fishing Landing Port in 2014 and District in 2015 
Sumber : Gunungkidul dalam Angka dan Laporan Tahun DKP/Source: Gunungkidul in figures and DKP annual report 


Peran dan Potensi Sub sektor Perikanan dalam 
Ekonomi Wilayah 


Pembahasan dalam subbab ini akan 
membahas peran dan potensi sub sektor 
perikanan dalam ekonomi wilayah. Data Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan 
untuk menggambarkan struktur ekonomi wilayah. 
semakin besar kontribusi sub sektor perikanan 
maka memiliki peran penting, begitu juga 
sebaliknya. Peran suatu sektor akan menunjukkan 
potensi untuk dijadikan sektor unggulan bagi 
pengembangan ekonomi. 


Pendapatan sub sektor di bagian selatan 
selama 2004-2013 terus mengalami peningkatan. 
Pendapatan pada tahun 2004 mencapai 6 milyar, 
sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 9,5 
milyar. Kontribusi pendapatan sub sektor perikanan 
di bagian selatan terhadap seluruh kabupaten terus 
menurun. Persentase kontribusi pada tahun 2004 
mencapai 76 Yo, sedangkan tahun 2013 menurun 
menjadi 36,59 % (Gambar 4a). Peran sub sektor 
perikanan laut di bagian selatan dalam lingkup PDRB 
total kabupaten juga terus menurun. Persentase 
kontribusi mencapai 0,25 % pada tahun 2004, 
sedangkan tahun 2013 menurun menjadi hanya 
0,11. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan 
pendapatan sektor perikanan di bagian selatan 
mengalami perlambatan. Perkembangan sektor 
perikanan budidaya darat lebih cepat dibandingkan 
laut. Ketidakpastian hasil tangkapan di laut lebih 
besar dibandingkan di darat. Cuaca, kondisi laut 
dan keberadaan ikan menjadi tantangan bagi 
nelayan. 


Kecamatan Girisubo memiliki pendapatan 
paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya 
selama 2004-2013 (kecuali tahun 2007, tertinggi 
di Tanjungsari). Hal ini karena produksi ikan 
tertinggi berada di PPI Sadeng, yang berlokasi 
di Girisubo. Kecamatan Purwosari memiliki 
pendapatan terendah selama 2004-2013 karena 
belum memiliki PPI. Kondisi tersebut membuat 
kegiatan penangkapan belum berjalan maksimal 
sehingga pendapatannya masih rendah. Rata-rata 
pertumbuhan pendapatan sub sektor perikanan 
tertinggi selama 2004-2013 berada di Panggang 
yaitu sebesar 28,1%. Kecamatan Purwosari 
rata-rata pertumbuhan pendapatannya justru 
minus 12,1%. Hanya Kecamatan Tepus yang 
pendapatannya terus meningkat selama 
2004-2013. Kecamatan lain di bagian selatan 
pertumbuhannya relatif naik turun. 


Tingkat pendapatan tiap kecamatan 
berdampak terhadap perannya terhadap PDRB 
masing-masing wilayah. Kecamatan Tepus 
memiliki rata-rata kontribusi sub sektor perikanan 
terhadap PDRB, yaitu 1,63%. Rata-rata kontribusi 
terendah di Purwosari yaitu hanya 0,07%. 
Kecamatan Girisubo juga mempunyai kontribusi 
relatif tinggi pada ekonomi wilayahnya yaitu 
1,56%. Hal ini dikarenakan produksi dan 
pendapatan 2 kecamatan tersebut relatif 
tinggi. Secara umum kontribusi sub sektor 
perikanan bagian selatan Gunungkidul menurun 
di semua kecamatan. Gambar 4 menunjukkan 
kontribusi pendapatan sub sektor perikanan tiap 
kecamatan. 
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Gambar 4. a) Kontribusi (%) Terhadap Sub Sektor Perikanan Kabupaten, b) Kontribusi (%) Tiap 


Kecamatan. 
Figure 4. 
District. 


a) Contribution (%) toward Regency Fisheries Sub sector, b) Contribution (%) of Each 


Sumber : PDRB Kecamatan dan Hasil Pengolahan/Source: PDRB of District and Processed Result 


Pembahasan selanjutnya adalah analisis 
LQ dan DLQ. LQ akan menunjukkan apakah sub 
sektor perikanan merupakan sektor unggulan 
di kecamatan tersebut. DLQ menggambarkan 
potensi sub sektor perikanan dalam perekonomian 
kecamatan di masa depan. Tabel 3 menunjukkan 
nilai LQ dan DLQ sub sektor perikanan tiap 
kecamatan. 


Tabel 3 menunjukkan bahwa sub sektor 
perikanan menjadi sektor unggulan di Saptosari, 
Tanjungsari, Tepus dan Girisubo. Tingkat produksi 
di 4 kecamatan ini relatif tinggi sehingga mempunyai 
pendapatan yang tinggi juga. Pendapatan yang 
tinggi mempunyai peran penting terhadap sub sektor 
tingkat kabupaten atau total PDRB kecamatan. Hal 
ini membuat perikanan menjadi sektor unggulan 


Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan 
kegiatan perikanan, dari yang tidak unggul menjadi 
unggul. Pendapatan sub sektor di Panggang 
menunjukkan kecenderungan peningkatan pada 
tahun 2010 dan 2013. Hal tersebut membuat 
perikanan menjadi sektor unggulan di 2010 
dan 2013. Sub sektor ini belum menjadi sektor 
unggulan di Purwosari. Masih belum berkembangnya 
kegiatan perikanan laut di kecamatan ini membuat 
perannya terhadap perekonomian wilayah relatif 
kecil. Hal yang harus menjadi perhatian adalah 
penurunan nilai LA selama 2004-2013. Kondisi 
ini menunjukkan peran unggulan perikanan 
terus berkurang setiap tahunnya. Perkembangan 
kegiatan ekonomi selain perikanan, lebih 
tinggi. Penurunan ini harus menjadi perhatian 


f j j a bagi pemerintah kabupaten karena perikanan 
di perekonomian kecamatan. Perikanan menjadi merupakan potensi untuk perekonomian 
sektor unggulan di Kecamatan Panggang dalam kecamatan: 
kurun dua tahun terakhir yaitu 2007 dan 2013. 

Tabel 3. Nilai LQ dan DLQ di Gunungkidul Bagian Selatan. 

Table 3. Value of LQ and DLQ in Southern Gunungkidul. 

LQ 
Kecamatan/District DLQ 
2004 2007 2010 2013 

Panggang 0.43 0.40 1.80 1.01 0.94 
Purwosari 0.29 0.26 0.28 0.10 -0.39 
Saptosari 5.46 3.79 2.13 1.69 0.04 
Tanjungsari 8.79 6.09 414 2.67 0.10 
Tepus 1.43 1.35 1.64 1.46 1.01 
Girisubo 7.54 6.02 4.07 3.23 0.21 


Sumber : Hasil Pengolahan, 2016/Source: Data Processed, 2016 
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Nilai DLQ menunjukkan penurunan 
potensi pendapatan sektor perikanan. Hanya 
kecamatan Tepus yang sub sektor perikanannya 
prospektif untuk perekonomian wilayah. Kondisi ini 
dikarenakan pertumbuhan pendapatan di Tepus 
terus meningkat. Perikanan di kecamatan Girisubo 
yang mempunyai pendapatan tertinggi justru tidak 
prospektif di masa depan. 4 kecamatan lainnya 
mempunyai nilai DLQ «1 yang berarti juga tidak 
prospektif di masa depan. Pendapatan yang 
fluktuatif membuat rata-rata pertumbuhan sub 
sektor lebih kecil dibandingkan pertumbuhan 
perikanan dan total PDRB kabupaten. Hal ini 
berarti pertumbuhan sektor lain lebih pesat 
dibandingkan perikanan. Rata-rata pertumbuhan 
sub sektor perikanan 2004-2013 sebesar 
29,19%. Rata-rata pertumbuhan sub sektor 
kecamatan di bagian selatan lebih rendah daripada 
29,19%. Hanya Kecamatan Panggang dan Tepus 
yang mendekati yaitu 28,09% dan 27, 39 Yo, yang 
lain masih dibawah 10 Yo. Harga ikan dan tangkapan 
yang fluktuatif dimungkinkan menjadi salah satu 
penyebab. 2 hal tersebut membuat pendapatan 
sub sektor perikanan tidak stabil. Penelitian dari 
Ramli (2013) juga menunjukkan bahwa produksi 
sektor perikanan laut relatif fluktuatif sehingga 
laju PDRBnya lebih lambat dibandingkan sektor 
lain.Sektor yang mempunyai kinerja yang kurang 
stabil belum bisa diandalkan untuk perekonomian 
wilayah dalam jangka panjang. 


Analisis gabungan LQ dengan DLQ akan 
menunjukkan peran dan potensi sub sektor perikanan 
dalam perekonomian kecamatan. Hasil analisis ini 
dapat dijadikan evaluasi dalam pengembangan 
sektor perikanan di bagian selatan Gunungkidul. 
Tabel 4 menunjukkan analisis gabungan LA dan 
DLQ. 


Kegiatan perikanan di Kecamatan Tepus 
termasuk dalam kategori basis dan prospektif. 4 
kecamatan yaitu Tanjungsari, Saptosari, Girisubo 


Tabel 4. Analisis LQ dan DLQ. 
Table 4. Analysis of LQ dan DLQ. 


dan Panggang termasuk basis tetapi tidak 
prospektif. Perikanan di Purwosari,tidak unggul dan 
tidak prospektif. Hal ini menunjukkan bahwa sub 
sektor perikanan di Tepus berpotensi menjadi salah 
satu sektor utama di perekonomian kecamatan. 
pemerintah daerah diharapkan memberikan 
prioritas ke PPI di kecamatan ini. PPI di Tepus 
dapat menjadi andalan Gunungkidul selain PPI 
Sadeng. Pemerintah dapat juga mengembangkan 
4 kecamatan yang kegiatan perikanannya unggul 
tetapi tidak prospektif. Hal ini dikarenakan 
tingkat pendapatan yang naik turun karena 
produksi yang fluktuatif juga. Produksi PPI di 4 
kecamatan tersebut harus dijaga agar tetap stabil 
dan meningkat sehingga berdampak terhadap 
pendapatan dalam PDRB. Pengembangan akan 
meningkatkan pertumbuhan pendapatan sub 
sektor perikanan di bagian selatan Gunungkidul. 
Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat lebih 
tinggi dibandingkan sub sektor perikanan di bagian 
lain. Hal tersebut agar perikanan dapat menjadi sub 
sektor yang prospektif. Potensi ekonomi perikanan 
laut di bagian selatan perlu dimaksimalkan untuk 
perkembangan ekonomi wilayah. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Produksi ikan di bagian selatan Gunungkidul 
terus meningkat selama 2005-2016. Nilai produksi 
ikan laut fluktuatif dimungkinkan karena pengaruh 
harga ikan. Komoditas hasil laut unggulan yaitu 
tuna, cakalang, teri dan pari. Hasil laut lainnya 
berupa rumput laut dan ikan hias. Kegiatan 
perikanan didukung 8 (delapan) PPI di bagian 
selatan Gunungkidul yang berlokasi di 5 (lima) 
kecamatan. Sadeng merupakan PPI yang 
memiliki produksi paling tinggi dan fasilitas paling 
lengkap. Produksi tertinggi berada di Kecamatan 
Girisubo, tempat PPI Sadeng, dan paling rendah 
di Kecamatan Purwosari. 


DLQ <1 
(Tidak prospektif/Not prospective) 


DLQ>1 
(Prospektif/Prospective) 
LQ >1 Tepus 
Basis/ Base 
LQ<1 


Non Basis/ Non base 


Saptosari 
Tanjungsari 
Girisubo 
Panggang 


Purwosari 


Sumber : Hasil Pengolahan, 2016/Source: Data Processed, 2016 
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Kontribusi sub sektorperikanan bagian selatan 
terus menurun dari 2004-2013, baik sub sektor 
kabupaten atau PDRB total. Kegiatan perikanan 
di hampir semua kecamatan di bagian selatan 
merupakan sektor unggulan untuk perekonomian 
kecamatan. Hanya di Purwosari yang bukan sektor 
unggulan. Kecamatan Tepus merupakan kecamatan 
dengan sub sektor perikanan yang prospektif 
pengembangan ekonomi di masa datang. Analisis 
gabungan LQ dan DLQ menunjukkan bahwa sub 
sektor perikanan di Kecamatan Tepus merupakan 
unggulan dan prospektif. Saptosari, Tanjungsari, 
Panggang dan Girisubo termasuk unggulan tapi 
tidak prospektif. Kegiatan perikanan di Purwosari 
bukan unggulan dan tidak prospektif. 


Implikasi Kebijakan 


Implikasi kebijakan terkait hasil 
penelitian adalah prioritas pengembangan atau 
pembangunan di PPI atau kecamatan yang masih 
belum berkembang kegiatan perikanan seperti 
Purwosari atau Panggang. Selama ini sebagian 
besar produksi dan fasilitas yang lengkap hanya 
di Sadeng. Pengembangan bertujuan untuk 
memeratakan potensi kegiatan perikanan laut di 
bagian selatan. 
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ABSTRAK 


Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan bea keluar terhadap produk 
primer perikanan terhadap kinerja ekspor sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu cara 
mengatasi permasalahan tersebut. Kajian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil Tabel 
I-O tahun 2008 yang kemudian disusun dalam bentuk Computable General Eguilibrium (CGE) dengan 
menggunakan model Orani-G. Komoditas yang dianalisis adalah ikan Tuna Tongkol Cakalang (TTC), ikan 
tangkap lainnya, patin, kerapu, rumput laut, budidaya lainnya, udang, ikan kering dan ikan olahan. Kajian 
ini dilakukan dengan menggunakan simulasi tiga skenario pemberlakuan bea keluar, yaitu 7,5% (sim-1), 
15% (sim-2), dan 22,5% (sim-3). Hasil kajian menunjukkan bahwa skenario 3, yaitu pemberlakuan tarif bea 
keluar 22,5% memberikan dampak terbesar terhadap kinerja makro ekonomi diantaranya peningkatan 
GDP 0,01% dan konsumsi rumah tangga sebesar 0,046%. Dampak terhadap kinerja sektoral: (1) output 
dan nilai tambah produk primer perikanan mengalami penurunan terbesar pada ikan TTC sebesar 0,68%, 
sedangkan output dan nilai tambah produk olahan perikanan mengalami peningkatan terbesar pada 
ikan olahan sebesar 0,72%; (2) ekspor produk primer perikanan mengalami penurunan terbesar pada 
udang sebesar 35,81%, sedangkan ekspor produk olahan perikanan mengalami peningkatan terbesar 
pada ikan olahan sebesar 2,41%, dan; (3) impor produk primer perikanan produk olahan perikanan 
mengalami penurunan terbesar pada udang sebesar 23,09%. Implikasi kebijakannya adalah pemerintah 
dapat lebih meningkatkan ekspor melalui pengenaan bea keluar ini. Kebijakan tersebut harus dilakukan 
hati-hati dengan memperhatikan perubahan ekonomi di negara importir dan di dunia. 


Kata Kunci: bea keluar, nilai tambah, ekspor, CGE, kelautan dan perikanan 


ABSTRACT 


This paper aimed at analyzing the impact of export duties imposed on fishery primary products 
toward export performance of marine and fisheries in order to answer the issue. This study used input 
output table 2008 which is arranged in Computable General Eguilibrium (CGE) form using Orani-G 
model. Commodities concerned were Tuna, Mackarel Tuna, Skipjack Tuna (TTC), catfish, grouper, 
seaweed, shrimp, dried fish, processed fish, other cached fishes and other aquaculture products. This 
study carried out with three scenarios of export duties, i.e. 7.5% (sim-1), 15% (sim-2), and 22.5% (sim-3). 
Results showed that 22,5% of export duties would give higher macro economic performance where GDP 
increase at 0.01% and household consumption increase at 0.046%. Impact on sectoral performance 
were: (1) output and value added of primary fishery products experienced largest decline in TTC by 
0.68%, while the output and value added of processed fishery products experienced largest increase in 
processed fish by 0.72%; (2) export of primary fishery products experienced largest decline in shrimp by 
35.81%, while exports of processed fishery products experienced largest increase in fish processed by 
2.41%, and ; (3) imports of primary products for processed fishery products experienced largest decline 
in shrimp by 23.09%. Policy implication should be taken by the government was to increase the number 
of export products with imposing export duties. The imposed policies should be carefully handled and 


considered world economic changes, particularly to the targeting countries. 


Keywords: export duties, value added, export, CGE, marine and fisheries 
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PENDAHULUAN 


Indonesia merupakan salah satu negara 
penghasil produk perikanan di dunia dengan total 
produksi sebesar 20,84 juta ton pada tahun 2014 
yang terdiri dari perikanan tangkap 6,48 juta ton 
dan perikanan budidaya 14,36 juta ton. Produksi 
perikanan tersebut mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun 2013 sebesar 7,35 persen 
(Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2015). 
Potensi perikanan ini tentu pada gilirannya akan 
menumbuhkan industri perikanan Indonesia jika 
hasil produksinya mampu didistribusikan dan dijual 
ke pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Untuk 
itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan 
Perikanan terus berupaya untuk meningkatkan nilai 
ekspor produk perikanan karena nilai ekspor hasil 
perikanan merupakan salah satu indikator utama 
keberhasilan pembangunan sektor perikanan. 


Indonesia merupakan salah satu negara 
eksportir komoditas perikanan terbesar di dunia 
dengan komoditas unggulan udang, TTC, kepiting 
rajungan dan rumput laut. Nilai ekspor perikanan 
selama 12 tahun terakhir menunjukkan trend 
meningkat dengan laju pertumbuhan 8% per tahun 
(KKP, 2013). Pada tahun 2013, nilai ekspor produk 
perikanan Indonesia mencapai US$ 4,16 miliar. 
Namun, data menunjukkan bahwa komoditas ekspor 
didominasi oleh bahan baku, baik dalam bentuk 
segar maupun beku. Kondisi ini dibuktikan dengan 
indeks spesialisasiproduk perikanan Indonesia yang 
menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara 
eksportir untuk komoditas yang termasuk bahan 
baku. Sebaliknya, indeks spesialisasi menunjukkan 
Indonesia menjadi negara pengimpor untuk produk 
olahan perikanan dalam bentuk kaleng, karagenan, 
atau bentuk olahan lainnya (Kusumastanto, 2008). 
Hal ini mengakibatkan komoditas ekspor perikanan 
Indonesia dihargai atau dinilai rendah sehingga 
kalah bersaing dengan produk perikanan dari 
negara-negara pesaing. 


Kondisi ini juga dibuktikan dengan data 
dari Comtrade yang menunjukkan pada tahun 2010 
UN-Comtrade memposisikan Thailand sebagai 
negara kedua terbesar dunia sebagai pemasok 
produk ikan olahan setelah Cina, sementara 
Indonesia hanya puas di posisi ke-10 terbesar 
dunia. Total kontribusi Thailand terhadap total 
ekspor produk ikan olahan mencapai 20,2 persen, 
sementara Indonesia hanya berkontribusi sebesar 
2,7 persen dari total ekspor produk ikan olahan 
dunia (Suhana, 2012). 
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Permasalahan ini membuat Kementerian 
Kelautan dan Perikanan berupaya agar bahan 
baku perikanan dapat diolah industri dalam negeri 
dan diekspor dalam bentuk jadi atau setengah 
jadi sehingga meningkatkan nilai tambah produk 
perikanan. Hal ini diperlukan dalam menghadapi 
era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 
mendatang yang membuka lebar pintu ekspor- 
impor komoditas antar negara Asia Tenggara. 
Pengenaan tarif bea keluar atau pajak ekspor 
merupakan salah satu cara agar bahan baku dapat 
diproses menjadi produk olahan oleh industri dalam 
negeri (Ratri, 2014). 


Berdasarkan latar belakang tersebut, 
tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak 
pemberlakuan bea keluar atas komoditas primer 
perikanan terhadap kinerja ekspor sektor kelautan 
dan perikanan. Tujuan dari pemberlakuan bea 
keluar adalah mendorong pengembangan industri 
hilir produk perikanan yang berdampak pula 
pada peningkatan nilai tambah komoditas ekspor 
perikanan sehingga nilai ekspor Indonesia pun ikut 
meningkat secara signifikan. 


METODOLOGI 


Kerangka Teoritis 
Pajak Ekspor atau Bea Keluar 


Pajak ekspor atau bea keluar adalah 
pungutan pajak atas barang ekspor yang aspek 
legalitasnya diatur dalam pasal 2A Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. 
Undang-undang Nomor 17 tahun 2006. Pengaturan 
yang lebih khusus mengenai bea keluar ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 
2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap 
Barang Ekspor. Pengenaan bea keluar terhadap 
barang ekspor bersifat pilihan, dalam arti kata tidak 
semua barang ekspor dikenakan bea keluar namun 
pemerintah atas pertimbangan tertentu “dapat” 
menetapkan bea keluar terhadap suatu barang 
ekspor (Surono dan Jafar, 2013). 


Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan 
tujuan dasar pengenaan bea keluar terhadap barang 
ekspor adalah untuk: a) Menjamin terpenuhinya 
kebutuhan dalam negeri: b) Melindungi kelestarian 
sumber daya alam, c) Mengantisipasi kenaikan 
harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor 
tertentu di pasaran internasional, atau d) Menjaga 
stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri 
(Surono dan Jafar, 2013). 
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Dampak Kebijakan Bea Keluar 


Kebijakan pajak dan dampaknya dapat 
dijelaskan dengan menggunakan Gambar 1. 
Pada kondisi keseimbangan antara permintaan 
(D) dan penawaran (S) pada titik E yaitu Ae, 
harga yang terbentuk adalah Pe. Dengan adanya 
pajak, maka harga konsumen akan naik menjadi 
Pc dan harga produsen turun menjadi Pp, 
dan jumlah produksi/konsumsi turun menjadi 
Gt. Dengan penurunan jumlah konsumsi dan 
kenaikan harga konsumen, maka surplus ekonomi 
konsumen turun dari daerah PeEA menjadi 
PcCA, dan surplus produsen turun dari daerah 
PeEB menjadi PpDB. Pemerintah memperoleh 
penerimaan pajak sebesar daerah PpDCPc. 
Perekonomian secara keseluruhan kehilangan 
surplus ekonomi sebesar DEC, yang disebut 
sebagai Deadweight Loss of Taxation, yang berarti 
terjadi inefisiensi dalam perekonomian. 


Qt Qe 


Jumlah/ Quantity 


Gambar1. Ilustrasi Dampak Pajak Terhadap 
Harga dan Jumlah Barang di Pasar. 
Figure 1. Impact Illustration of Tax to Price 
and Quantity of Goods in the Market. 
Sumber: Anonim (2011)/Source: Anonim (2011) 


Dari ilustrasi tersebut di atas dapat 
dipastikan bahwa kebijakan pemberlakuan 
pajak akan selalu berdampak menaikkan harga 
konsumen dan dalam waktu yang bersamaan 
akan menurunkan harga produsen. Naiknya harga 
konsumen disebabkan naiknya biaya karena 
pajak yang akan menyebabkan terjadinya inflasi 
(cost pushed inflation) dan jika inflasi mencapai 
tingkat yang tinggi akan mengganggu kondisi 
makro ekonomi (Anonim, 2011). 


Menurut Helpman dan Krugman (1989), 
penerapan bea keluar akan mengurangi harga 
domestik, sementara itu harga ekspor akan 


meningkat. Dampak pemberlakuan pajak ekspor 
tersebut ditunjukkan oleh Gambar 2. 


Harga/ Price 
PL=Prtt fo 


Pr 


Jumlah Ekspor / @uantity of Exports 


Gambar 2. Pembebanan Bea Keluar 
Figure 2. The Imposition of Export Tax 


Sumber: Helpman dan Krugman (1989)/ 
Source: Helpman dan Krugman (1989) 


Gambar 2 menggambarkan efek bea keluar 
sebesar t. Harga domestik akan turun menjadi P,, 
mengurangi surplus produsen oleh area P,ECP.. 
Bagaimanapun, pendapatan hasil pajak sepadan 
dengan volume setelah pajak dikalikan dengan 
tarif pajak atau area P*ACP.. hilangnya pajak 
sama dengan area BEC, sementara itu keuntungan 
perdagangan sepadan dengan area P* ABP.. 


Menurut Munadi (2007), pemberlakuan 
bea keluar mengimplikasikan kondisi yang lebih 
condong untuk membela kepentingan konsumen 
dalam negeri negara pengekspor dan produsen di 
negara pengimpor. Kenyataan ini ditunjukkan oleh 
Gambar 3. 


Gambar 3 menunjukkan bahwa pajak 
ekspor dikenakan dalam bentuk pajak ad valorem 
(t). Dengan adanya pajak, harga dalam negeri di 
negara pengekspor sebesar Pt, sementara harga 
dalam negeri di negara pengimpor adalah sebesar 
PŁ dengan jumlah ekspor yang disuplai sebesar 
qt. Produksi dalam negeri di negara pengimpor j 
meningkat dari OS? menjadi OS; . Produsen dalam 
negeri di negara pengekspor k dan konsumen di 
negarapengimporj merupakanpihak yang dirugikan. 
Produksi di negara pengekspor akan menyusut dari 
OSR menjadi OS; sementara konsumsi di negara 
pengimpor j turun dari OD; menjadi OD;. Ekspor 
turun dari Dg Sg menjadi St Dt. Impor turun dari 
S? D? menjadi S} Dj . 
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Harga/Price Harga/Price 


D 
H i i H > H H 
D% Dik Sk ix Jumlah/Quantity Qt Qe Jumlah/Quantity SxS} DiDs Jumlah/Quantity 
Negara Eksportir/Exporters Pasar Dunia/World Market Negara Importir/Importers 


Harga/Price 


Gambar 3. Implikasi dari Pemberlakuan Bea Keluar 
Figure 3. Implication of Export Tax Imposition 
Sumber: Munadi (2007)/Source: Munadi (2007) 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan 
dari berbagai sumber dan instansi terkait maupun 
hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dianggap 
relevan. Sebelum digunakan model pendekatan 
CGE yang berbasis pada Model ORANI-G maka 
harus dilakukan penyempurnaan basis data yang 
digunakan. Basis data yang digunakan adalah 
Tabel Input-Output (IO) pada tahun 2008 yang 
dapat melihat secara detil gambaran keterkaitan 
antar sektor dalam perekonomian nasional. Tabel 
IO Indonesia terdiri dari 175 sektor/kelompok 
komoditas. 


Namun dari 175 kelompok komoditas 
tersebut, basis data yang khusus terkait dengan 
berbagai usaha di sektor kelautan dan perikanan 
hanya diwakili oleh 9 kelompok komoditas saja 
yaitu: 1) Sektor 23 : Tuna, Tongkol, Cakalang, 2) 
Sektor 24 : Ikan Tangkap Lainnya, 3) Sektor 25 : 
Ikan Patin: 4) Sektor 26 : Ikan Kerapu, 5) Sektor 
27 : Rumput Laut, 6) Sektor 28 : Ikan Budidaya 
Lainnya, 7) Sektor 29 : Udang, 8) Sektor 35 : Ikan 
Kering, dan 9) Sektor 36 : Ikan Olahan. Seperti 
sektor-sektor perekonomian lainnya, sektor 
kelautan dan perikanan mengalami dinamika yang 
cukup cepat. Pada saat ini sektor kelautan dan 
perikanan mengalami peningkatan jumlah transaksi 
penawaran dan permintaan secara signifikan. Hal 
ini terjadi sebagai dampak dari dua hal berikut : 1) 
peningkatan volume produksi sektor kelautan dan 
perikanan; dan 2) bervariasinya komoditas kelautan 
dan perikanan yang diperdagangkan. Kelompok- 


188 


kelompok tersebut di atas merupakan komoditas- 
komoditas kelautan dan perikanan yang berperan 
penting bagi pembangunan sektor kelautan dan 
perikanan dan perekonomian nasional. 


Metode Analisis Data 


Menurut teori mikroekonomi dalam struktur 
perekonomian terdapat berbagai jenis pasar yang 
saling berinteraksi secara simultan. Perubahan 
yang terjadi pada satu pasar akan berpengaruh juga 
pada pasar yang lain. Keseimbangan secara umum 
dapat tercapai jika permintaan dan penawaran pada 
masing-masing pasar berada dalam keseimbangan. 
Pendekatanini dikenal dengan pendekatan ekonomi 
keseimbangan umum atau Computable General 
Equilibrium (CGE). Model CGE merupakan suatu 
pendekatan analisis yang melihat ekonomi sebagai 
sistem yang komprehensif dengan komponen- 
komponennya yang saling terkait satu sama lain 
(industri, rumah tangga, investor, pemerintah, 
importir dan eksportir). Keseimbangan umum 
dalam model CGE dicerminkan dalam bentuk 
nominal (kuantitas dikalikan dengan harga) yang 
mewakili aliran dana, baik disertai dengan aliran 
barang (transaksi) maupun tidak (transfer). 


Model CGE dibangun berdasarkan pada 
teori keseimbangan umum yang menggabungkan 
asumsi mengenai perilaku yang rasional dari para 
pelaku ekonomi pada kondisi keseimbangan. 
Prosedur yang umum dalam analisis model 
keseimbangan umum adalah mendapatkan 
seluruh diferensial dari kondisi keseimbangan 
pasar dan menyelesaikan sistem persamaan 
(Bohringer et al., 2003). 
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Menurut Xie dan Saltzman dalam Hayati 
(2012), terdapat empat spesifikasi utama sebagai 
asumsi model CGE yaitu: 1. Harga adalah endogen 
dalam model dan ditentukan oleh pasar, 2. 
Penawaran dan permintaan barang atau faktor-faktor 
produksi ditentukan dengan menyesuaikan harga 
berdasarkan teori keseimbangan umum Walrasian; 
3. Fungsi penawaran dan permintaan diturunkan 
dari konsumen/produsen yang memaksimumkan 
utilitas / keuntungan: 4. Model adalah multi-sektoral 
dan non-linear, yang mengandung keterbatasan 
sumber daya. Oleh karena itu, model CGE yang 
menggabungkan sektor-sektor dan negara-negara 
dalam perekonomian global memiliki kemampuan 
untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi 
(Hayati, 2012). 


Pada prinsipnya, kerangka keseimbangan 
umum mencoba mencari dampak suatu shock 
terhadap variabel endogen (Parewangi, 2009). 
Perubahan variabel endogen ini dapat diperoleh 
dengan dua cara, yaitu: (1) mencari perubahan 
global yang terjadi pada semua variabel endogen: 
dan (2) menggunakan perubahan lokal pada 
variabel endogen. Penelitian ini menggunakan 
metode kedua yang tergolong dalam analisa 
komparatif statis. 


Mengikuti spesifikasi model yang diberikan 
oleh Anderson and Neary (1996), langkah pertama 
dalam membangun model keseimbangan umum 
adalah menspesifikasi sisi penawaran yang 
menentukan harga faktor dan pendapatan nasional 
dari sisi penerimaan (income side). Asumsikan 
terdapat j industri yang berada dalam pasar 
persaingan sempurna. Setiap industrimenggunakan 


San 


merupakan vektor input yang dipergunakan oleh 
industri j, baik input primer maupun input antara. 
Dengan asumsi bahwa fungsi produksi tersebut 
homogen dan linier maka ekspresinya dapat 
berbentuk, 


ee MO ea (1) 


dimana aj» = ejn/9jy merupakan permintaan atas 
faktor h € H oleh setiap unit produk j € J. Oleh 
karena faktor produksi diasumsikan homogen dan 
bergerak bebas lintas industri maka kondisi efisien 
akan terjadi ketika produktivitas marginal relatif 
input lintas industri sama dengan harga relatifnya. 
Apabila vektor harga inputadalah w = (Ww,,....Wp) 
dan vektor harga output adalah P = (p1,...p)), 


maka kondisi keseimbangan pada sisi produksi 
terjadi ketika, 


Jika vektor input yang tersedia dalam 
perekonomian adalah e = (e,,...,ey), dengan 
asumsi bahwa penawaran setiap input tersebut 
inelastis, maka vektor e merupakan vektor yang 
konstan. Dalam hal ini, kondisi full utilized akan 
terjadi ketika, 

H 


en= > em = anq t+ Gnd) h= 1, H .. 3) 
jal 


Secara matematis, set persamaan mulai 
dari (1) sampai (3) cukup untuk menyelesaikan 
persamaan simultan tersebut dan mencari 
penawaran setiap industri beserta harganya masing- 
masing, termasuk berapa tingkat produksi tiap-tiap 
industri, utilisasi input primer, dan harga relatif 
setiap input. Lebih spesifik, terdapat J + JH + H 
persamaan yang independen untuk mencari JH 
permintaan input optimal, H harga faktor, dan J 
suplai barang. 


Untuk sisi permintaan, sepanjang jumlah 
input tersedia dalam jumlah tetap, maka harga relatif 
output sudah mengandung semua informasi yang 
dibutuhkan untuk menentukan fungsi permintaan 
dari masing-masing barang j: 


dj Sa Pies Pp eo P) JE lid seisi (4) 


Perlu dijelaskan bahwa vektor pendapatan 
yang umumnya muncul pada fungsi permintaan, 
dalam frame keseimbangan umum ini dapat 
dimunculkan dalam bentuk penerimaan konsumen 
atas kepemilikan input er dengan nilai balas jasa 
sebesar Wp untuk setiap input jenis h dari seluruh 
H input yang ada. Fungsi permintaan ini homogen 
pada derajat nol terhadap harga. Selanjutnya, 
kondisi keseimbangan pasar barang yang dicirikan 
oleh seimbangnya pengeluaran dan pendapatan 
pengguna (user) dapat ditentukan. Pada kondisi 
perekonomian tertutup, ketiadaan perdagangan 
akan membuat penawaran domestik sama dengan 
permintaan domestik: 
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Kondisi tersebut tidak terlepas dari kendala 


pengeluaran dan pendapatan, 


J H J 
X na, = > wren = yna, 
j=1 h=1 j=1 


yang berarti, ada satu persamaan yang 
hilang dari J persamaan pada (6) di atas. Dengan 
demikian, jumlah persamaan yang ada menjadi 
J+JH+H+J-—1, sementara jumlah variabel 
endogen yang harus dicari tetap terdiri dari J output, 
JH permintaan input, dan H harga input. Disini 
terlihat bahwa terjadi defisiensi sebesar 1 yang 
ditandai dengan jumlah variabel endogen yang lebih 
besar satu buah dibandingkan jumlah persamaan 
yang tersedia. Untuk menyelesaikannya, satu dari 
vektor harga output tersebut dijadikan pembanding 
(di-numeraire-kan). Harga ini akan menjadi 
pembanding terhadap harga-harga lain. 


Langkah numeraireinijuga penting mengingat 
kerangka keseimbangan umum menekankan 
bahwa hanya harga relatif yang berpengaruh. 
Lebih lanjut, harga relatif ini memerlukan satu 
patokan dimana harga-harga lain akan mengacu 
pada harga tersebut. Jika dianggap penting untuk 
kemudahan analisis, pembanding tersebut dapat 
juga dinormalisir sehingga bernilai 1. 


Selanjutnya, kondisi 7 keseimbangan autarki 
dapat diperoleh. Jika lebih lanjut diasumsikan 
terdapat N mitra dagang, maka kondisi 
keseimbangan pada persamaan (6) tidak dapat 
dipakai lagi. Sekarang, total produksi dunia harus 
seimbang dengan total konsumsi dunia, 


N N 
yaa Pa eg] Pa (7) 
n=1 n=1 


Asumsi adanya neraca perdagangan yang 
seimbang pada setiap negara berimplikasi bahwa 
nilai impor dan ekspor secara agregat akan sama, 


Agregasi persamaan (8) lintas negara dengan 
catatan bahwa perdagangan akan membawa harga 
yang sama lintas negara, maka akan diperoleh, 


N N 
0=p > Ghd) +--+p) ) Maan + 
n=1 n=1 
N 
+p YG 
n=1 
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Mengikuti hukum Walras dengan J pasar, 
ketika J — 1 pasar sudah seimbang, maka pasar 
yang tersisa dijamin juga berada dalam kondisi 
keseimbangan. Implikasinya, penyelesaian 
keseimbangan pasar sejumlah J — 1 dengan harga 
pasar relatif juga sejumlah itu. 


Jika harga pasar dunia dianggap eksogen, 
maka J persamaan pada (7), JH pada (6), H pada 
(3) dan J pada persamaan (4), dapat diselesaikan 
untuk tiap-tiap negara. Dalam hal ini, setiap negara 
harus mencari solusi sejumlah JH +2J +H 
variabel endogen, yaitu ij: qj dj, dan Wp. Satu- 
satunya penentu karakteristik keseimbangan lintas 
negara adalah pola distribusi awal dari endowment 
atas input yang dimiliki oleh setiap negara. 


Tingkat harga komposit, dapat dibentuk dari 
rata-rata tertimbang dari vektor harga output atau 
secara umum sebagai P, = P(py,...,p,). Melalui 
indeks harga ini, keterkaitan antara (i) pasar 
input yang dipengaruhi oleh efisiensi berproduksi, 
dan (ii) permintaan konsumen atas uang, dapat 
dihubungkan. Jika suplai uang melebihi kebutuhan 
sektor riil, maka komposit harga akan meningkat 
(inflasi) dan mempengaruhi tingkat harga untuk 
setiap output j, yang pada akhirnya akan 
mendorong peningkatan balas jasa nominal untuk 
setiap input, Wn. 


Mengulang spesifikasi vektor harga seluruh 
barang di pasar dunia, domestik dan impor sebagai 
Pw = Pwr- Pw), Pa = (Par -- Pan) dan 
Pm = (Pm1-++»Pmn). Perlu diingat bahwa N C J. 
Harga sebuah komoditi, dipengaruhi oleh tiga jenis 
harga ini sehingga P; = (Pa Pm Pw). Keuntungan 
dari spesifikasi dengan cara ini adalah harga 
komposit P. yang dibentuk dari harga barang P; 
sudah merefleksikan semua yang terjadi baik dalam 
pasar. Dengan menggunakan harga komposit P. , 
penelusuran atas sumber inflasi termasuk imported 
inflation dapat dilakukan. 


Padaprinsipnya, prosedur penggunaan model 
CGE dikelompokkan ke dalam tiga tahap utama, 
yaitu tahap konstruksi database, permodelan dan 
implementasi model. Tahap pertama sangat penting 
dan dimulai dari data yang paling terdisagregasi 
untuk memberikan fleksibilitas yang lebih luas pada 
analisis. Tahap kedua adalah pemodelan dimana 
penelitian ini menggunakan ORANI-G sebagai 
template yang kemudian dikembangkan sesuai 
dengan tujuan penelitian. Setelah model terbentuk, 
proses yang dilakukan adalah mengkondensasi 
model untuk memperoleh model yang secara 
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ukuran dapat diatur (sizely manageable). Tahap 
ketiga adalah implementasi model yang dilakukan 
dengan simulasi. Untuk itu, perlu menyiapkan 
command file (“cmf) yang memuat: (1) pernyataan 
tentang file yang terlibat, (2) file yang akan 
dihasilkan, (3) metode aproksimasi (Euler, Gragg, 
Johansen); (4) kategorisasi variabel endogen dan 
eksogen, dan (5) spesifikasi variabel yang di-shock 
beserta besarannya. Di dalam command file ini, 
simulasi jangka panjang ataupun simulasi jangka 
pendek dapat dibuat dengan mendesain closure- 
nya (Parewangi, 2009). Ketiga tahap ini ditunjukkan 
oleh Gambar 4. 


Kajian ini dianalisis dengan melakukan 
simulasi yang memilih tiga bentuk skenario, 
yaitu (1) pesimis dengan tarif 7,5%, (2) moderat 
dengan tarif 15%, dan (3) optimis dengan tarif 
22,5%. Oleh karena bea keluar belum dikenakan 
terhadap komoditas perikanan maka besaran bea 
keluar untuk melakukan simulasi tersebut mengacu 
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/ 


Software 
TabMate 
Excell 
ViewHar 


CGE DATABASE 
Set.har 
Infile.har 
Parameter.har 


COMMAND FILE 
Closure 


PMK.011/2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor 
yang Dikenai Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar untuk 
CPO yang dikenai bea keluar progresif. Peraturan 
tersebut mencantumkan bahwa bea keluar terendah 
sebesar 7,5 persen, moderat sebesar 10-15 persen 
dan yang tertinggi sebesar 22,5 persen. 


Dari ketiga skenario tersebut, variabel yang 
dijadikan sebagai shock dalam pencapaian kinerja 
ekspor adalah pemberlakuan bea keluar terhadap 
komoditas perikanan primer (bahan mentah) yang 
berasal dari perikanan tangkap dan budidaya. 
Komoditas primer tersebut merupakan komoditas 
yang dijual dalam bentuk segar sehingga belum 
diolah menjadi komoditas lain sebagai upaya 
diversifikasi produk perikanan. Selanjutnya, 
ketiga tarif bea keluar dalam skenario tersebut 
akan dijadikan input bagi model ekonomi makro 
pembangunan kelautan dan perikanan untuk 
menghasilkan berbagai angka dampak dari 
kebijakan perdagangan luar negeri atau ekspor. 


Data Makro/Macro Data 


EXTERNAL DATA 
Elastisitas/Elasticity 


Input-Output Table 2008 


RAW DATA 
Tabel Input-Output 2008/ 
(Update) 


TAHAP I/ PHASE I 


MODEL 
MODEL.TAB 


Proses 
Kondensasi/ 
Condensation 
* STI 


Shock 
Setting Makro 


CONDENSED MODEL 


TAHAP II/ PHASE II 


HASIL/RESULT 
Summary. har 
Update file.har 


TAHAP III/ PHASE III 


Gambar 4. Alur Kerja Model CGE dengan Pendekatan GEMPACK 
Figure 4. Procedures of CGE Model with GEMPACK Approach 
Sumber: Parewangi (2009)/Source: Parewangi (2009) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan Bea Keluar Produk Perikanan 
Indonesia 


Definisi industri mencakup dua pengertian, 
yaitu mikro dan makro. Secara mikro, industri 
adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan 
yang menghasilkan barang-barang yang homogen 
atau barang-barang yang mempunyai sifat saling 
mengganti yang erat. Secara makro, definisi 
industri dari segi pembentukan pendapatan adalah 
kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah, 
yakni semua produk, baik barang maupun jasa 
(Hasibuan, 1993). Lebih lanjut, Badan Pusat 
Statistik (2012) mendefinisikan industri pengolahan 
sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan 
kegiatan mengubah suatu barang dasar secara 
mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga 
menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau 
barang yang kurang nilainya menjadi barang yang 
lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada 
pemakai akhir. 


Kebijakan bea keluar merupakan salah 
satu kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk 
mendorong hilirisasi industri melalui pemberian 
insentif pajak, penyediaan energi dan pembangunan 
infrastruktur. Namun bagi pihak pelaku usaha, bea 
keluar merupakan penggerak utama (prime mover) 
berjalannya roda hilirisasi industri. Kebijakan ini 
diperlukan dalam rangka mengembangkan industri 
hilir karena bagian hilir dari rantai nilai kegiatan 
ekonomi utama ini cenderung kurang menarik 
karena rendahnya margin yang diperoleh, tetapi 
di sisi lain bagian hilir ini dapat menyerap banyak 
produk hulu yang bermargin tinggi. Mekanisme 
kebijakan bea keluar ini adalah pengenaan 
pajak akan menambah penerimaan negara yang 
selanjutnya penerimaan tersebut akan dialokasikan 
untuk pengembangan industri hilir (Brahmana et 
al., 2014). 


Program hilirisasi industri ini salah satunya 
dijalankan oleh sektor pertanian dimana pemerintah 
dan berbagai lembaga penelitian saat ini sangat 
gencar mempromosikan pengolahan berbagai 
produk pertanian. Salah satu contohnya adalah 
kebijakan peningkatan pengolahan biji kakao 
(tidak diekspor dalam bentuk biji) sebagai upaya 
meningkatkan nilai tambah dan menghindari 
isu kualitas. Selain itu, pemerintah bermaksud 
memajukan industri kakao di dalam negeri untuk 
menciptakan lapangan kerja. Salah satu kebijakan 
yang dipertimbangkan untuk mempercepat 
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promosi tersebut adalah dengan memberlakukan 
pajak terhadap ekspor biji kakao sehingga eksportir 
tidak tertarik mengekspor dalam bentuk biji 
(Arsyad et al., 2011). 


Selain itu, pajak ekspor juga diberlakukan 
terhadap minyak kelapa sawit yang digunakan 
sebagai instrumen untuk memonitor keluar 
masuknya minyak kelapa sawit ke pasar ekspor 
yang relatif lebih menguntungkan setiap saat. 
Manipulasi tingkat kebijakan pajak ekspor 
merupakan instrumen kebijakan yang sangat efektif 
dalam mengendalikan keluar masuknya jumlah 
minyak kelapa sawit yang akan diekspor. Pajak 
ekspor ini diberlakukan yang besarnya disesuaikan 
dengan variasi harga minyak kelapa sawit di dunia 
(Munadi, 2007). 


Dengan demikian, bea keluar pada perikanan 
diasumsikan memiliki tujuan dan cara yang serupa 
dengan kebijakan pengenaan bea keluar pada 
produk pertanian tersebut. Dengan demikian, 
penelitian ini secara khusus memaparkan hasil 
simulasi pengenaan bea keluar terhadap produk 
primer perikanan. 


Dampak Terhadap Kinerja Makroekonomi 


Dampak pemberlakuan tarif bea keluar atas 
komoditas primer perikanan terhadap variabel- 
variabel makroekonomi terlihat pada Tabel 1. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan 
persentase GDP adalah positif dengan nilai 
tertinggi ditunjukkan pada simulasi 3, yaitu 0,01%. 
Peningkatan nilai GDP ini disebabkan adanya 
peningkatan produksi produk olahan perikanan di 
dalam negeri. Pertumbuhan positif GDP ini didorong 
oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 
0,019 (simulasi 1), 0,034 (simulasi 2), dan 0,046 
(simulasi 3). 


Pemberlakuan bea keluar mempengaruhi 
ekspor perikanan secara nasional. Tabel 1 
menunjukkan bahwa pemberlakuan bea keluar 
sebesar 7,5% menurunkan ekspor produk perikanan 
secara nasional sebesar 0,02% dan besaran 
penurunannya meningkat pada saat pemberlakuan 
bea keluar 15% dan 22,5%, yaitu masing-masing 
sebesar 0,04% dan 0,05%. Penurunan ekspor yang 
cenderung rendah ini disebabkan karena produk 
primer perikanan cenderung memiliki kontribusi 
kecil pada kinerja ekspor nasional. Penurunan 
ekspor menyebabkan komoditas perikanan banyak 
terdapat di pasar dalam negeri sehingga kondisi 
ini mampu mendorong konsumsi rumah tangga 
sebesar 0,046% pada simulasi 3. 


Dampak Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Kinerja Ekspor Sektor Kelautan dan Perikanan ............. (Estu Sri Luhur dan Tajerin) 


Tabel 1. Hasil Simulasi Skenario dari Pemberlakuan Bea Keluar Komoditas Primer Perikanan 
Terhadap Peubah Makroekonomi Indonesia. 
Table 1. Scenario Simulation Results of Export Tax on Primary Fisheries Commodities Against 


Indonesian Macroeconomic Variables. 


Indikator/Indicator 


Perubahan (%)/Change (Yo) 


Sim-1 Sim-2 Sim-3 
PDB/ GDP 0.005 0.009 0.011 
Investasi Agregat/ Agregat Investment -0.001 -0.001 -0.002 
Impor/ Import 0.003 0.005 0.007 
Ekspor/ Export -0.019 -0.037 -0.052 
Konsumsi rumah tangga/ Household Consumption 0.019 0.034 0.046 
Pengeluaran pemerintah pusat/ Government Expenditure -0.018 -0.032 -0.045 


Sumber: Hasil Olahan Data, 2014 (Diolah)/ Source: Processed Data, 2014 


Keterangan/Description: 


Sim-1 = simulasi 1; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 7,5%/ 
Sim-1 = simulation 1; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 7.5% 
Sim-2 = simulasi 2; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 15%/ 
Sim-2 = simulation 2; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 15% 
Sim-3 = simulasi 3; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 22,5% 
Sim-3 = simulation 3; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 22.5% 


Dampak Terhadap Kinerja Sektoral 


Secara teoritis, pemberlakuan bea keluar 
terhadap komoditas ekspor berbentuk bahan 
mentah akan mengurangi jumlah output komoditas 
tersebut karena adanya kebijakan yang membatasi 
pemasarannya di pasar luar negeri. Sebaliknya, 
output dari komoditas olahan meningkat karena 
bahan baku yang awalnya dijual ke luar negeri 
menjadi tersedia di dalam negeri. Meskipun 
demikian pada tulisan ini tidak semua perubahan 
output pada berbagai sektor ekonomi dibahas, 
namun difokuskan hanya pada beberapa sektor, 
di antaranya sektor perikanan tangkap, perikanan 
budidaya, dan sektor pengolahan hasil perikanan. 


Output dan Harga 


Salvatore (2013) menjelaskan bahwa 
kebijakan pajak ekspor secara teoritis akan 
meningkatkan biaya produksi bagi sektor yang 
dikenai pajak sehingga menghambat produsen 
mengekspor komoditas yang dikenai pajak tersebut 
dan menjualnya di pasar domestik (Salvatore, 
2013). Dengan kata lain, pajak ekspor dapat 
meningkatkan jumlah ketersediaan bahan baku 
untuk industri olahan dari produk yang dikenai 
pajak ekspor tersebut. Hasil penelitian Purba 
(2012) menunjukkan bahwa pemberlakuan bea 
keluar pada CPO berpengaruh negatif terhadap 
ekspor CPO dan berpengaruh positif terhadap 


ketersediaan bahan baku untuk industri minyak 
goreng. Sementara itu, hasil penelitian Agusalim 
(2014) menunjukkan hasil yang sebaliknya dimana 
bea keluar pada komoditas CPO mengakibatkan 
penurunan output CPO domestik yang menunjukkan 
bahwa komoditas CPO tersebut tidak terserap di 
pasar domestik (Gambar 5). 


Penelitian ini tidak sejalan dengan teori 
Salvatore (2013) dan hasil penelitian Purba 
(2012), namun sejalan dengan hasil penelitian dari 
Agusalim (2014) untuk sebagian besar komoditas 
primer perikanan, yaitu untuk komoditas TTC, 
kerapu, dan rumput laut. Pemberlakuan bea 
keluar menunjukkan dampak negatif bagi output 
dan harga komoditas primer perikanan. Dampak 
terbesar terjadi pada ikan TTC, ikan kerapu 
dan rumput laut yang masing-masing sebesar 
0,68% dan 0,29% pada hasil simulasi 3. Hal ini 
disebabkan karena ketiga komoditas tersebut 
lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah 
sehingga komoditas perikanan tersebut tidak 
dapat terserap di pasar domestik. Berbeda 
dengan komoditas udang yang cenderung tidak 
berdampak pada outputnya karena udang yang 
diekspor umumnya sudah berbentuk produk olahan 
seperti data yang dikeluarkan KKP (2016) dimana 
komposisi ekspor udang terdiri dari udang segar 
sebesar 1,5%, udang olahan 27,9%, dan udang 
beku 70,6%. 
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Gambar 5. Dampak Bea Keluar Terhadap Output Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia 


Figure 5. Impact of Export Tax on Output of Indonesian Marine and Fisheries Sector 
Sumber: Hasil Olahan Data, 2014 (Diolah) /Source: Processed Data, 2014 


Sebaliknya, output dari komoditas patin 
justru mengalami peningkatan sebesar 0,08% 
(simulasi 3) karena patin lebih banyak dipasarkan 
di dalam negeri karena Indonesia belum mampu 
memproduksi patin olahan dalam bentuk fillet 
(daging tanpa tulang) yang menjadi permintaan 
terbesar dunia. Hingga saat ini ekspor patin 
Indonesia masih dalam bentuk utuh beku. Data 
dari Majalah Trobos (2016) menunjukkan bahwa 
patin yang diperdagangkan di dunia meliputi fillet, 
utuh beku, dan sedikit produk olahan. Dari total 
tersebut, lebih dari 92% permintaan dunia adalah 
dalam bentuk fillet. Sampai saat ini, 90% pasokan 
fillet patin dunia masih dikuasai oleh Vietnam, 
sedangkan sisa kuota 10% dibagi ke Banglades, 
Myanmar, dan Cina. 


Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
pemberlakuan bea keluar memberi dampak positif 
pada produk olahan berupa ikan kering dan ikan 
olahan (Tabel 2). Peningkatan output ikan kering 
dan ikan olahan masing-masing sebesar 0,09% dan 
0,29% (simulasi 1), 0,16% dan 0,53% (simulasi 2) 
serta 0,21% dan 0,72% (simulasi 3). Berdasarkan 
hasil simulasi tersebut, dampak terbesar ditunjukkan 
oleh simulasi 3 dimana output ikan kering dan 
ikan olahan masing-masing meningkat 0,21% dan 
0,72%. Sebaliknya, harga untuk komoditas olahan 
menunjukkan penurunan yang disebabkan karena 
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bahan baku olahan berasal dari produk dalam 
negeri yang memiliki tingkat harga lebih rendah 
dibandingkan harga produk impor yang selama ini 
dijadikan sumber bahan baku industri pengolahan 
dalam negeri. Dampak penurunan harga ikan kering 
dan ikan olahan juga paling besar ditunjukkan oleh 
simulasi 3, yaitu masing-masing sebesar 0,43% 
dan 0,55% (Tabel 2) 


Dampak Terhadap Nilai Tambah (Value Added) 
Produk Perikanan 


Bea keluar secara tidak langsung dianggap 
mempengaruhi nilai tambah dari suatu komoditas 
ekspor. Hal ini terbukti pada simulasi yang 
dilakukan, baik pada simulasi 1, simulasi 2 maupun 
simulasi 3. Tabel 3menunjukkan bahwanilai tambah 
(value added) untuk produk olahan hasil perikanan 
meningkat dengan adanya pemberlakuan bea 
keluar. Pemberlakuan pajak ekspor lebih besar 
menunjukkan peningkatan nilai tambah yang lebih 
besar pula. Hal ini ditunjukkan oleh simulasi 3 yang 
mengenakan bea keluar sebesar 22,5% mampu 
meningkatkan nilai tambah ikan olahan kering dan 
olahan lainnya masing-masing sebesar 0,21% dan 
0.72%. Peningkatan nilai tambah ini lebih tinggi 
dibandingkan hasil simulasi 1 dan 2 yang hanya 
mengenakan pajak ekspor sebesar 7,5% dan 15%, 
yaitu masing-masing sebesar 0.09% dan 0.29% 
(simulasi 1) serta 0,16% dan 0,53 (simulasi 2). 


Dampak Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Kinerja Ekspor Sektor Kelautan dan Perikanan ............. (Estu Sri Luhur dan Tajerin) 


Tabel 2. Hasil Simulasi Skenario Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Output dan Harga Komoditas 
Primer Perikanan Indonesia. 

Table 2. Scenario Simulation Results of Export Tax to Output and Price of Indonesian Primary 
Fisheries Commodities. 


Komoditas/ —————Sim-A Sime Sim 
Commodities Kuantitas (%)/ Harga(%)/ Kuantitas (%)/ Harga(%)/ Kuantitas (%)/ Harga (%)/ 
Quantity (%) Price (%) Quantity (%) Price (%) Quantity (%) Price (%) 


Ikan TTC/Tunas -0.27 -0.91 -0.49 -1.65 -0.68 -2.26 
Ikan Tangkap 

Lainnya/Other -0.15 -0.81 -0.27 -1.47 -0.38 -2.01 
Capture Fish 

Ikan Patin/Catfish 0.03 0.15 0.06 0.28 0.08 0.38 
Ikan Kerapu/ -0.12 -0.73 -0.21 -1.32 -0.29 -1.81 
Groupers 

Rumput Laut -0.12 -0.73 -0.21 -1.32 -0.29 -1.81 
Seaweed 

Budidaya 

Lainnya/ Others -0.12 -0.73 -0.21 -1.32 -0.29 -1.81 
Aquaculture 

Udang/Shrimp -0.001 -0.03 -0.001 -0.05 -0.001 -0.07 
Ikan Kering/ 

Dareh 0.09 -0.17 0.16 -0.31 0.21 -0.43 
Ikan Olahan/ 0.29 -0.22 0.53 -0.39 0.72 -0.55 


Fish Processing 
Sumber/ Source: Hasil Olahan Data (Diolah), 2014/ Processed Data, 2014 


Keterangan/ Description: 

Sim-1 = simulasi 1; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 7,5%/ 
Sim-1 = simulation 1; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 7.5% 
Sim-2 = simulasi 2; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 15% 
Sim-2 = simulation 2; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 15% 
Sim-3 = simulasi 3; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 22,5% 
Sim-3 = simulation 3; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 22.5% 


Tabel 3. Dampak Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Nilai Tambah (Value Added) Produk Perikanan 
Indonesia 
Table 3. Impact of Export Tax to Value Added of Indonesian Fisheries Products. 


Perubahan (%)/Change (%) 


Uraian/Details 


Sim-1 Sim-2 Sim-3 
Ikan TTC/ Tunas -0.27 -0.49 -0.68 
Ikan Tangkap Lainnya/ Other Capture Fish -0.15 -0.27 -0.38 
Ikan Patin/ Catfish 0.02 0.06 0.08 
Ikan Kerapu/ Groupers -0.12 -0.21 -0.29 
Rumput Laut/ Seaweed -0.12 -0.21 -0.29 
Budidaya Lainnya/ Other Aguaculture -0.12 -0.21 -0.29 
Udang/ Shrimp -0.001 -0.001 -0.001 
Ikan Kering/ Dried Fish 0.09 0.16 0.21 
Ikan Olahan/ Fish Processing 0.29 0.53 0.72 


Sumber/Source: Hasil Olahan Data (Diolah), 2014/ Processed Data, 2014 


Keterangan/ Description: 

Sim-1 = simulasi 1; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 7,5%/ 
Sim-1 = simulation 1; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 7.5% 
Sim-2 = simulasi 2; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 15% 
Sim-2 = simulation 2; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 15% 
Sim-3 = simulasi 3; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 22,5% 
Sim-3 = simulation 3; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 22.5% 
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Dampak Terhadap Ekspor Komoditas Perikanan 


Pemberlakuan bea keluar mempengaruhi 
ekspor perikanan secara signifikan, terutama bagi 
produk primer perikanan. Tabel 4 menunjukkan 
bahwa pemberlakuan bea keluar memberikan 
dampak negatif bagi ekspor dari produk primer 
perikanan pada ketiga simulasi. Dampak terbesar 
ditunjukkan oleh komoditas udang, yaitu sebesar 
14,49% (simulasi 1), 26,22% (simulasi 2) dan 
35,81% (simulasi 3). Dampak besar juga dialami 
oleh komoditas budidaya seperti ikan kerapu dan 
rumput laut. Sementara itu, ikan TTC cenderung 
memiliki dampak yang paling kecil, yaitu sebesar 
12,83% (sim-1), 23,55% (sim-2) dan 32,57% 
(sim-3). Hal ini disebabkan oleh besarnya bea 
keluar bersifat progresif yang artinya semakin tinggi 
harga dan volume ekspor maka tarifnya akan makin 
tinggi. Dengan demikian, kondisi ini membuktikan 
bahwa komoditas udang menjadi penyumbang 
terbesar ekspor produk perikanan yakni sebesar 
40 persen, sedangkan peringkat kedua diduduki 
oleh komoditi tuna, tongkol, cakalang (TTC) 
sebesar 12 persen dari total keseluruhan kinerja 
ekspor (KKP, 2013). 


Kondisi sebaliknya ditunjukkan oleh 
komoditas olahan seperti ikan kering dan ikan 
olahan. Tabel 4 menunjukkan bahwa pemberlakuan 
bea keluar pada ketiga simulasi justru mampu 
meningkatkan ekspor kedua produk olahan ikan 
tersebut, yaitu masing-masing sebesar 0,74% 
dan 0,96% (sim-1), 1,35% dan 1,75% (sim-2) 


serta 1,86% dan 2,41% (sim-3). Dampak terbesar 
ditunjukkan oleh simulasi 3 yang mengenakan 
bea keluar sebesar 22,5% karena kebijakan ini 
memaksa ikan hasil tangkapan dan budidaya 
untuk dipasarkan di dalam negeri sehingga 
kebutuhan bahan baku industri pengolahan dapat 
terpenuhi dengan mudah. Pada akhirnya, kondisi 
ini mengakibatkan produk ikan olahan akan lebih 
banyak diekspor ke pasar luar negeri yang nantinya 
akan mampu meningkatkan nilai ekspor yang 
diinginkan (Gambar 6). 


Dampak Terhadap Impor Komoditas Perikanan 


Pemberlakuan bea keluar juga memberikan 
dampak pada perdagangan sektor kelautan dan 
perikanan dengan luar negeri melalui kegiatan 
impor seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 5. Hasil 
simulasi menunjukkan bahwa pemberlakuan bea 
keluar memberikan dampak negatif pada impor 
ikan TTC dan ikan tangkap lainnya dimana dampak 
terbesarnya diperlihatkan pada pemberlakuan bea 
keluar yang paling besar juga pada simulasi 3, 
yaitu masing-masing sebesar 4,41% dan 3,60%. 
Selain ikan, penurunan impor juga ditunjukkan 
oleh komoditas udang yang cukup signifikan, 
yaitu sebesar 23,09% pada simulasi 3. Hal ini 
disebabkan oleh tersedianya bahan baku bagi 
industri pengolahan yang selama ini sangat 
bergantung pada produk impor, terutama untuk 
ikan sarden, makarel, jenis ikan laut lainnya yang 
biasanya diolah menjadi ikan pindang, ikan kaleng, 
atau tepung ikan (Gambar 7). 


Tabel 4. Dampak Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Ekspor Komoditas Perikanan Indonesia. 
Table 4. Impact of Export Tax to Indonesian Fisheries Export Commodities. 


Uraian/Details 


Perubahan (%)/ Change (%) 


Sim-1 Sim-2 Sim-3 
Ikan TTC/ Tunas -12.83 -23.55 -32.57 
Ikan Tangkap Lainnya/ Other Capture Fish -13.03 -23.87 -32.95 
Ikan Patin/ Catfish 0 0 0 
Ikan Kerapu/ Groupers -13.18 -24.12 -33.26 
Rumput Laut/ Seaweed -13.18 -24.12 -33.26 
Budidaya Lainnya/ Other Aquaculture -13.18 -24.12 -33.26 
Udang/ Shrimp -14.49 -26.22 -35.81 
Ikan Kering/ Dried Fish 0.74 1.35 1.86 
Ikan Olahan/ Fish Processing 0.96 1.75 2.41 


Sumber/ Source : Hasil Olahan Data (Diolah)/ Processed Data, 2014 


Keterangan/ Description: 


Sim-1 = simulasi 1; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 7,5%/ 
Sim-1 = simulation 1; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 7.5% 
Sim-2 = simulasi 2; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 15%/ 
Sim-2 = simulation 2; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 15% 
Sim-3 = simulasi 3; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 22,5%/ 
Sim-3 = simulation 3; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 22.5% 
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Gambar 6. Dampak Bea Keluar Terhadap Ekspor Komoditas Kelautan dan Perikanan Indonesia 
Figure 6. Impact of Export Tax on Commodities Export of Indonesia's Marine and Fisheries 
Sumber: Hasil Olahan Data (Diolah)/ Source:Processed Data, 2014 
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Gambar 7. Dampak Bea Keluar Terhadap Impor Komoditas Kelautan dan Perikanan Indonesia 
Figure 7. Impact of Export Tax on Commodities Import of Indonesian Marine and Fisheries 
Sumber : Hasil Olahan Data (Diolah)/ Source:Processed Data, 2014 


Penurunan impor juga ditunjukkan oleh 
produk olahan berupa ikan kering dan olahan lainnya 
dimana dampak terbesar ditunjukkan oleh simulasi 
3 yang mengenakan bea keluar sebesar 22,5%. 
Impor ikan kering dan ikan olahan lainnya adalah 
masing-masing sebesar 0,28% dan 0,25% (sim-1), 
0,52% dan 0,45% (sim-2) serta 0,71% dan 0.61% 
(sim-3). Dampak negatif terhadap impor kedua 
komoditas ini disebabkan oleh karena kebijakan 
pemberlakuan bea keluar telah mendorong industri 


pengolahan dalam negeri berproduksi karena 
tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi 
kebutuhan bahan bakunya. Dengan demikian, 
konsumen dalam negeri dapat memperoleh produk 
olahan ikan dari pasar dalam negeri sehingga 
dengan sendirinya kebutuhan impor menurun. 
Kondisi ini menunjukkan roda ekonomi dalam 
negeri lebih mandiri karena kegiatan ekonomi tidak 
lagi bergantung pada produk impor, tetapi sangat 
bergantung pada produk dalam negeri. 
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Tabel 5. Dampak Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Impor Komoditas Perikanan Indonesia. 
Table 5. Impact of Export Tax to Indonesian Fisheries Import Commodities. 


Uraian/Details 


Perubahan (%)/Change (%) 


Sim-1 Sim-2 Sim-3 
Ikan TTC/Tunas -1.75 -3.20 -4.41 
Ikan Tangkap Lainnya/Other Capture Fish -1.44 -2.62 -3.60 
Ikan Patin/Catfish 0.17 0.31 0.42 
Ikan Kerapu/Groupers 0.02 0.03 0.04 
Rumput Laut/Seaweed 0.02 0.03 0.04 
Budidaya Lainnya/Other Aquaculture 0.02 0.03 0.04 
Udang/Shrimp -9.04 -16.65 -23.09 
Ikan Kering/Dried Fish -0.28 -0.52 -0.71 
Ikan Olahan/Fish Processing -0.25 -0.45 -0.61 


Sumber : Hasil Olahan Data (Diolah)/ Processed Data, 2014 
Keterangan/ Description: 


Sim-1 = simulasi 1; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 7,5%/ 
Sim-1 = simulation 1; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 7.5% 
Sim-2 = simulasi 2; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 15%/ 
Sim-2 = simulation 2; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 15% 
Sim-3 = simulasi 3; Pemberlakuan tarif bea keluar komoditas primer perikanan 22,5%/ 
Sim-3 = simulation 3; Export tax imposition of primary fisheries commodities by 22.5% 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Secara keseluruhan, program peningkatan 
nilai ekspor perikanan yang dilakukan melalui 
instrumen pengenaan tarif bea keluar sebesar 
22,5% akan memberikan dampak positif yang relatif 
besar terhadap perekonomian nasional dan sektor 
kelautan dan perikanan dibandingkan dengan 
pengenaan tarif bea keluar sebesar 7,5% dan 
15%. Khusus untuk sektor kelautan dan perikanan, 
secara relatif program tersebut lebih memberikan 
dampak positif terhadap kinerja ekonomi perikanan 
sekunder (pengolahan) dibandingkan dengan 
perikanan primer (tangkap dan budidaya). 


Dampak positif pengenaan tarif bea keluar 
sebesar 22,5% terhadap perekonomian nasional 
ditunjukkan oleh perubahan kinerja makroekonomi 
berupa peningkatan GDP sebesar 0,01%, investasi 
sebesar 0,002%, dan konsumsi rumah tangga 
sebesar 0,046%. Dampak negatifnya relatif kecil, 
yaitu penurunan ekspor sebesar -0,052% dan 
pengeluaran pemerintah pusat sebesar -0,045%, 
serta peningkatan impor sebesar 0,007%. 


Sementara terhadap kinerja sektor 
perikanan, dampak pengenaan tarif bea keluar 
sebesar 22,5% bervariasi menurut jenis ikan dan 
kelompok perikanan (primer dan sekunder). Untuk 
kelompok perikanan primer, baik dari perikanan 
tangkap laut dari jenis ikan TTC dan ikan tangkap 
lainnya, dan perikanan budidaya dari jenis ikan 
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kerapu, rumput laut dan ikan budidaya lainnya, 
serta udang, pengenaan tarif bea keluar sebesar 
22,5% memberikan dampak yang negatif, berupa 
penurunan output berkisar sebesar -0,68% hingga 
dan -0,001%, harga berkisar sebesar -2,26% dan 
-0,07 Yo, nilaitambah berkisar sebesar -0,68% hingga 
-0,001%, ekspor berkisar -35,81% hingga -32,95%; 
namun berdampak positif berupa penurunan impor 
berkisar sebesar -4,41% dan -0,04%. Sebaliknya 
untuk ikan patin, justru berdampak positif berupa 
peningkatan output sebesar 0,08%, harga sebesar 
0,38%, nilai tambah sebesar 0,08%, namun tidak 
memberikan dampak (tetap) pada kinerja ekspornya 
(karena komoditas patin belum termasuk sebagai 
komoditas perikanan dengan nilai ekspor yang 
relatif besar, bahkan dianggap tidak diekspor), 
dan berdampak negatif berupa peningkatan impor 
sebesar 0,42%. 


Berbeda halnya dengan kelompok perikanan 
primer, pengenaan tarif bea keluar sebesar 22,5% 
secara keseluruhan memberikan dampak yang 
positif bagi kinerja ekonomi kelompok perikanan 
sekunder (industri pengolahan hasil perikanan). 
Untuk ikan kering dan ikan olahan, pengenaan tarif 
tersebut berdampak positif berupa peningkatan 
output masing-masing sebesar 0,21% dan 0,72%, 
nilai tambah masing-masing sebesar 0,21% dan 
0,72%, ekspor masing-masing sebesar 1,86% 
dan 2,41%, dan penurunan impor masing-masing 
-0,71% dan -0,61%; namun masih memberikan 
dampak penurunan harga yang masing-masing 
sebesar 0,43% dan 0,55%. 


Dampak Pemberlakuan Bea Keluar Terhadap Kinerja Ekspor Sektor Kelautan dan Perikanan ............. (Estu Sri Luhur dan Tajerin) 


Implikasi Kebijakan 


Mengingat bahwa peningkatan nilai ekspor 
perikanan melalui pengenaan tarif bea keluar 
dapat memberikan dampak yang positif berupa 
peningkatan kinerja makroekonomi Indonesia dan 
kinerja ekonomi sektor kelautan dan perikanan 
(KP), meskipun juga memberikan dampak yang 
negatif terutama berupa peningkatan impor di 
sektor KP namun hal terjadi pada tingkatan yang 
relatif rendah. Oleh karena itu, pemerintah dalam 
hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dapat lebih mendorong upaya peningkatan 
ekspor melalui pengenaan tarif tersebut, tetapi 
harus dilakukan secara hati-hati terutama yang 
dikaitkan dengan perubahan-perubahan kondisi 
perekonomian negara importir dan global. Hal ini 
penting mengingat faktor eksternal dari negara- 
negara mitra sangat menentukan perekonomian 
Indonesia di era globalisasi ini, Dengan demikian, 
semua kebijakan yang diambil pemerintah tidak 
justru merugikan industri perikanan dalam negeri. 
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ABSTRAK 


Pembangunan ekonomi pulau terdepan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu 
(SKPT) sedang giat dilakukan. Program ini merupakan kegiatan andalan Kabupaten Simeulue dalam 
bentuk kegiatan renovasi pabrik es, air blast freezer, docking kapal serta membangun pertokoan dan 
perkantoran pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lugu. Pembangunan infrastrukturtersebut diharapkan 
mendorong berkembangnya bisnis perikanan, memfungsikan (revitalisasi) PPI Lugu, dan meningkatkan 
kontribusi Lapangan Usaha Perikanan pada PDRB Kabupaten Simeulue. Tujuan tulisan ini adalah 
mempelajari jaringan sosial dan mencari strategi revitalisasi (memfungsikan) PPI Lugu Pengamatan 
lapangan untuk tujuan revitalisasi PPI Lugu, dilakukan melalui survei cepat pada Januari 2015 dan 
wawancara mendalam terhadap 30 responden nelayan dan 3 responden “toke bangku” tentang aspek 
sosial ekonomi dan bisnis perikanan pada April 2016. Data di analisis secara deskriptif dan berdasarkan 
teori ekonomi mengacu teori Henderson and Quant dan teori sosiologi ekonomi mengacu teori 
Damsar dan Indrayani. Hasil penelitian ini menunjukkan peran dan kapasiatas pelaku bisnis, jaringan 
sosial, pertukaran sosial pada bisnis perikanan di Simeulue tidak dijadikan dasar dalam menyusun 
kebijakan merevitalisasi PPI Lugu. Hal ini menyebabkan, sampai bulan Agustus 2016 PPI belum 
berfungsi. Tulisan ini merekomendasikan, operasional PPI Lugu, dilakukan dalam dua tahap: jangka 
pendek dengan memberi konsesi pada perusahaan/ pengusaha yang memiliki modal dan jaringan pasar 
yang luas untuk mengelola Cold Storage dan ABF atau Pabrik es. Jangka panjang mulai tahun ketiga 
operasional PPI Lugu dilaksanakan dengan struktur kelembagaan pelabuhan perikanan yang berlaku. 


Kata Kunci: pangkalan pendaratan Ikan, nelayan, jaringan sosial, transaksi sosial, Simeulue 


ABSTRACT 


The economic development of frontier islands through the Integrated Marine and Fisheries 
Development Program (SKPT) is intensively being carried out. This program is the main activity of 
Simeulue Regency by renovation of the cold storage, ice factory, air blast freezer, ship dock as well as 
building market and offices in the Lugu Fishing Port. The development of infrastructures is expected 
to encourage the growth of fisheries business, function (revitalization) of the Lugu Fishing Port, and 
increase the contribution of fisheries business field in the gross regional domestic product of Simeulue. 
The aim of this report is to understand social network and to find the strategy of the Lugu Fishing Port 
revitalization, field observation for the Lugu Fishing Port revitalization was conducted by a guick survey 
in January 2015 and deep interview about socio economic aspect and fisheries business was conducted 
on 30 fishers and 3 fish traders (toke bangku) in April 2016. Data was analyzed descriptive based on 
economic theory of Handerson and Quant and the sociology-economy theory of Damsar and Indrayani. 
Results of this study showed that role and capacity of business, social network, and social exchange in 
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fisheries business in Simeulue not used as a references in arranging the policy of the Lugu Fishing Port 
revitalization. As a result, the fishing port has not functioned until August 2016. This study recommends 
the operational of the Lugu Fishing Port to be conducted in two steps: short-term in giving concession 
to companies/businessman having the fund and wide market network to manage cold storage or ice 
factory, and long term starting from the third year by operating the fishing port based on the fishing port 


organizational structure applied. 


Keywords: fishing port, fisher's, social networking, social transaction, Simeulue 


PENDAHULUAN 


Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lugu, 
merupakan satu dari 51 tempat pendaratan ikan 
di Kabupaten Simeulue. PPI ini, pertama kali 
dibangun dengan dana hibah Islamic Development 
Bank (IDB) tahun 2007-2008 untuk memfasilitasi 
aktivitas nelayan di Simeulue, dan dipersiapkan 
untuk menggantikan lokasi pendaratan ikan di 
Pajak Inpres di Kota Sinabang. 


Pada rancangan pembangunan ekonomi 
Simeulue 2014 - 2019, PPI Lugu menjadi pusat 
perdagangan dan distribusi ikan untuk kawasan 
Simeulue dan kawasan Aceh Daratan, namun, 
maksud tersebut belum terwujud sampai survei 
dilakukan pada Januari 2015. Secara teknis hal 
itu disebabkan, oleh: (a) Fasilitas pengisian Bahan 
Bakar Minyak, Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) 
belum tersedia, (b) Fasilitas yang dibangun dengan 
dana hibah IDB (Cold Storage, Air Blast Freezer) 
telah rusak karena tidak pernah digunakan, (c) 
Kelembagaan formal pengelola aset PPI Lugu 
belum ada, walaupun PPI merupakan aset 
Pemerintah Daerah Simeulue, (d) Pada kawasan 
PPI Lugu belum tersedia sarana pertokoan, 
pergudangan, perkantoran, ruang serbaguna dan 
ruang pertemuan, dan; (e) Infrastruktur jalan, 
instalasi listrik dan air bersih pada PPI Lugu tidak 
terawat, sehingga perlu perbaikan. 


Kondisi diatas, mendorong program SKPT 
Simeulue di PPI Lugu, merenovasi cold storage, air 
blast freezer, pabrik es dan tempat pelelangan ikan 
sejak September sampai Desember 2015. Program 
ini juga membangun kantor terpadu, kios-kios 
pedagang dan pengolahan ikan, bahkan tahun 
2016 akan disiapkan SPDN (Solar Packed Dealer 
Nelayan) agar armada perikanan Simeulue mau 
beraktivitas di pangkalan pendaratan ikan tersebut. 


Total investasi pemerintah pusat untuk 
merenovasi dan membangun berbagai fasilitas di 
PPI Lugu selama tahun 2015 sekitar Rp 15 Milyar, 
namun PPI tersebut belum bisa beroperasi. Pada 
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awal tahun 2016 di PPI Lugu pemerintah telah 
menempatkan dua petugas Pelabuhan Perikanan 
Samudera Bungus untuk mengelola PPI tersebut. 


Pembangunan fisik yang dilakukan selama 
tahun 2015 di PPI Lugu ternyata tidak dilengkapi 
dengan informasi aspek sosial ekonomi, sehingga 
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
revitalisasi PPI Lugu tidak terwujud sampai akhir 
Agustus 2016. Armada perikanan di Simeulue tetap 
beraktivitas di tempat pendaratan ikan Pajak Inpres 
Kota Sinabang yang jaraknya + 2 Km dari PPI 
Lugu. Kondisi ini terjadi, karena para pelaku usaha 
perikanan secara swadaya telah mengembangkan 
jaringan sosial yang kuat dalam jual beli ikan di luar 
PPI Lugu, sebagai respon dari pasifnya partisipasi 
pemerintah daerah mengatasi permasalahan 
perdagangan ikan. 


Tulisan ini mencoba mempelajari aspek 
sosial ekonomi nelayan perikanan rakyat di 
Simeulue, agar fasilitas yang dibangun tersebut 
dapat dimanfaatkan, dan revitalisasi PPI Lugu dapat 
diwujudkan. Lebih lanjut, penelitian ditujukan untuk 
mempelajari jaringan sosial pada bisnis perikanan 
tangkap di Simeulue dan merumuskan strategi 
revitalisasi PPI Lugu agar pelabuhan perikanan 
tersebut dapat berfungsi. 


METODOLOGI 


Tulisan ini disusun berdasarkan hasil 
pengumpulan data dan informasi selama tiga 
periode di Simeulue. Periode pengumpulan data 
adalah sebagai berikut: 


Periode pertama, akhir Januari 2015 melalui 
survei cepat, untuk mengumpulkan informasi 
umum tentang produksi perikanan, jumlah dan 
jenis armada perikanan, pasar, daya serap pasar 
dan tujuan pemasaran serta sebaran tempat 
pendaratan ikan termasuk kondisi infrastruktur 
pangkalan/ tempat pendaratan ikan. 


Periode kedua, April 2016 dilakukan 
pengumpulan data terhadap: (a). 30 nelayan 
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pemilik armada 5 — 20 GT yang dipilih acak, masing- 
masing 10 responden dari 21 nelayan pemilik di 
Kecamatan Simeulue Timur, 10 responden dari 
16 nelayan pemilik di Kecamatan Teupah Selatan, 
dan 10 responden dari 13 nelayan pemilik di 
Kecamatan Teupah Tengah. Ketiga kecamatan 
tersebut lokasinya berdekatan dengan PPI Lugu. 
(b). Tiga “toke bangku” yang dipilih dari 10 “toke 
bangku” yang terdapat di Simeulue. Pengumpulan 
data tersebut dilakukan dengan daftar pertanyaan 
terstruktur yang dilakukan oleh Penyuluh 
Perikanan Tenaga Bantu. Data yang dikumpulkan 
pada tahap kedua, mencakup karakteristik 
responden, hasil tangkapan per trip, penguasaan 
aset, struktur ongkos dan pendapatan, 
trip penangkapan ikan, jumlah tenaga kerja yang 
ikut dalam bisnis penangkapan ikan, jumlah ikan 
yang diperdagangkan per hari, modal dan sumber 
modal. 


Pada periode kedua dilakukan juga, diskusi 
kelompok dengan 10 anggota Gabungan Penggalas 
Ikan Pajak Inpres (Gapipres) Sinabang, untuk 
mendapat informasi tentang jumlah penggalas dan 


kemampuan  penggalas (pedagang pengecer) 
dalam perdagangan ikan hasil tangkapan 
nelayan. 


Periode ketiga dilakukan sampai akhir 
September 2016, melalui komunikasi telepon 
dengan seorang informan kunci. Informasi yang 
dikumpulkan terkait dengan kegiatan bongkar 
muat di PPI Lugu, perkembangan operasional 
cold storage, pabrik es dan Air Blast Freezer serta 
perkembangan armada yang membongkar ikan di 
PPI Lugu. 


Data sekunder untuk mendukung penelitian 
ini berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Simeulue yang meliputi, total produksi 
perikanan, jumlah penggalas per kecamatan, 
jumlah armada perikanan di Simeulue menurut 
ukuran. 


Data yang dikumpulkan pada tahap pertama 
dan kedua serta data sekunder diolah dengan 
statistik sederhana, dan hasilnya digunakan untuk 
menjelaskan berbagai fenomena sosial ekonomi 
terkait dengan PPI Lugu. Hasil analisa tersebut 
yang dilengkapi dengan informasi dari informan 
kunci dielaborasi untuk menjelaskan perilaku yang 
terjadi di sekitar PPI Lugu mengikuti teori ekonomi 
(Henderson and Quant, 1980) dan sosiologi 
ekonomi (Damsar dan Indrayani, 2013). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Jaringan Sosial Toke Bangku pada Bisnis 
Perikanan di Simeulue 


Data Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Simeulue menunjukkan produksi ikan 
hasil tangkapan nelayan Simeulue 2015 adalah 
10.691 ton. Komposisi ikan hasil tangkapan 
yang diperdagangkan itu terdiri dari: ikan karang 
(23,1%), Pelagis Besar (52,9%) serta ikan Pelagis 
Kecil (24,0%). Di Simeulue, aktivitas pendaratan 
dan perdagangan ikan tersebut, 65% terjadi pada 
tempatpendaratan ikan Pajak Inpres Kota Sinabang. 
Sisanya tersebar pada 50 lokasi pendaratan ikan 
dengan jumlah yang berbeda antara satu lokasi 
dengan lokasi lainnya. 


“Toke bangku” (pedagang ikan yang 
memiliki modal dan menguasai sebagian besar 
perdagangan ikan) jumlahnya di Kabupaten 
Simeulue sekitar 10 orang, umumnya beroperasi 
pada tempat pembongkaran ikan dengan armada 
> 10 GT (terutama pada tempat pendaratan ikan 
di Pasar Inpres Kota Sinabang). Setiap “Toke 
Bangku”, mempunyai jaringan sosial tersendiri 
dengan beberapa nelayan yang mendaratkan ikan 
di Kawasan Pasar Inpres tersebut dan pedagang 
ikan di Daratan Aceh dan Medan. 


Pada pusat pendaratan ikan di Pasar Inpres 
Sinabang, kekuasaan dan dominasi “Toke Bangku” 
dalam pertukaran sosial pada perdagangan ikan 
sangat kuat. Kekuatannya seperti yang digambarkan 
Ritzer (2014) dan Zeitlin (1995) meliputi kemampuan 
menetapkan lokasi membongkar ikan, siapa yang 
membongkar ikan dan kepada siapa ikan harus 
didistribusikan. 


Peran “toke bangku” cukup besar. “Toke 
bangku” membiayai investasi armada penangkapan 
ikan dan operasional penangkapan ikan kepada 
beberapa pemilik kapal penangkapan ikan. Di 
Simeulue Timur 25% responden menerima modal 
investasi armada tangkap dari “toke bangku”, 
sisanya memanfaatkan dana sendiri untuk investasi. 
Biaya investasi armada tangkap di Simeulue Timur 
sekitar Rp. 27,34 Juta per unit. Pada Kecamatan 
Teupah Selatan 50% responden memanfaatkan 
investasi untuk armada tangkap dari 'toke bangku” 
dan sisanya dari bantuan pemerintah. Investasi 
armada penangkapan ikan di Teupah Selatan 
sekitar Rp. 25,242 juta per unit. Sedangkan di 
Teupah Tengah seluruh responden menggunakan 
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dana pribadi untuk investasi armada penangkapan 
ikan, biaya investasi tersebut sekitar Rp. 5 juta per 
unit armada. 


Di Simeulue, “toke bangku” juga memberi 
biaya operasional penangkapan ikan kepada 
nelayan. Nelayan yang menerima biaya operasional 
tersebut harus menjual ikan hasil tangkapan 
kepada “toke bangku” tersebut. Penjualan ikan 
dalam volume besar sulit dilakukan di Simeulue, 
karena jumlah pedagang besarnya yang terbatas. 


Di Simeulue Timur rata-rata biaya operasional 
penangkapan ikan yang diterima nelayan dari “toke 
bangku” adalah Rp. 4,6 juta per trip, sedangkan di 
Teupah Selatan sekitar Rp. 3,4 juta per trip dan di 
Teupah Tengah rata-rata sebesar Rp. 4 juta per trip. 


Investasi dan biaya operasional dari “toke 
bangku” kepada nelayan pada bisnis perikanan 
di Pajak Inpres Kota Sinabang menunjukkan 
pemilik modal telah mengikat nelayan. Ikatan ini 
merupakan jaringan sosial (relasi) yang dibangun 
“toke bangku” untuk mendapatkan ikan karang, 
beberapa jenis ikan pelagis besar dan ikan pelagis 
kecil. Jaringan sosial ini sangat kuat. Pemilik modal 
harus mengendalikan investasi yang lain di Pajak 
Inpres tersebut, sehingga sulit bagi mereka ikut 
berpartisipasi merevitalisasi PPI Lugu. 


Jaringan sosial antara “toke bangku” dengan 
nelayan tersebut menurut ilustrasi Damsar (1997), 
merupakan tindakan untuk menjaga kepercayaan 
bisnis perikanan antara “toke bangku” dengan 
pedagang besar di Medan, Meulaboh dan Labuhan 
Haji. Jaringan sosial tersebut adalah ikatan sosial 
yang aktif dan resiprokal (saling membutuhkan) 
untuk mendapatkan ikan dan memasarkan ikan 
hasil tangkapan nelayan. Pada jaringan sosial 
tersebut, terjadi pertukaran sosial, menurut Blau 
(1964) dalam Amal (2014) dan Baldwin (1978) 
digerakkan oleh dorongan kekuasaan, dominasi dan 
kepentingan “toke bangku” untuk mengembangkan 
usahanya. 


Kekuasaan “toke bangku” pada jaringan 
sosial dengan nelayan dapat dilihat dalam bentuk 
perbedaan harga transaksi (Williamson, 1995) ikan 
karang dan pelagis besar. Ikan karang (> 3 Kg) 
dan tuna sirip kuning ( > 25 Kg) serta cakalang 
( > 5 Kg) dengan kualitas super harganya lebih 
tinggi dari ikan yang sama dengan ukuran yang 
lebih kecil dengan kualitas baik. Dominasi “toke 
bangku” terlihat dari kemampuan berinvestasi 
dan kemampuan “toke bangku” membeli dan 
memobilisasi ikan dari Simeulue ke luar Simeulue 
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dalam jumlah besar. Kepentingan “toke bangku” 
dapat dicermati dari strategi mendapatkan jenis 
ikan karang dan pelagis besar dari nelayan pada 
berbagai lokasi untuk pasokan ikan ke pasar tujuan. 


Pertukaran sosial pada jaringan sosial 
yang dibangun “toke bangku” tersebut dipandang 
nelayan telah menyelamatkan kehidupan mereka, 
karena secara tidak langsung ikut membantu 
perekonomian di desa mereka. Oleh sebab itu, 
jaringan sosial yang dikembangkan setiap “toke 
bangku” melalui uang yang dibelanjakannya 
merupakan bentuk “community safety net” bagi 
masyarakat desa. Gambaran ini, berbeda dengan 
“social safety net’, dimana peran pemerintah sangat 
dominan untuk mengatasi kesulitan perekonomian 
masyarakat nelayan (Honorati et al., 2015 dan 
Thomas et al., 2011). 


Community safety net yang dibangun “toke 
bangku” terbentuk melalui kepercayaan dalam 
periode relasi sosial yang panjang (Williamson, 
1981), sehingga jaringan sosial tersebut terus 
berfungsi dan resiprokal. 


Relasi bisnis perikanan seperti ini di Pajak 
Inpres Kota Sinabang membentuk komunitas dalam 
kekuasaan “toke bangku”. Komunitas ini secara 
sosial membutuhkan “toke bangku” dan secara 
ekonomi “toke bangku” memerlukan nelayan untuk 
mendapatkan ikan. Relasi ini akan tetap bertahan 
di tempat pendaratan ikan Pajak Inpres Kota 
Sinabang dan sulit dipindahkan ke PPI Lugu. Perlu 
dicatat, dalam perdagangan ikan antara jaringan 
sosial “toke bangku” dengan pedagang di daratan 
Aceh dan Medan transaksi penjualan dilakukan 
dengan sistem konsinyasi 3 sampai 5 hari setelah 
ikan diterima. Sehingga setiap “Toke Bangku” harus 
memiliki modal operasional per hari minimal Rp. 
30 Juta. 


Ciri jaringan sosial yang dibangun “toke 
bangku” terletak pada kekuatan mengikat sumber 
suplai ikan (nelayan), kekuatan persediaan modal, 
dan akses pasar di luar Simeulue. 


Jaringan Sosial dalam 


Perdagangan Ikan 


“Penggalas” 


Pada tempat pendaratan ikan dimana “toke 
bangku” tidak berperan, kehadiran pedagang 
pengumpul desa sangat penting. Pedagang ikan 
pengumpul ini disebut penggalas oleh masyarakat 
Simeulue. Penggalas membangun jaringan sosial 
dengan nelayan perahu motor tempel (dikenal 
armada robin). Relasi ini bertujuan mendapatkan 
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ikan untuk dijual eceran ke berbagai desa di 
Simeulue dengan menggunakan kendaraan roda 
dua. 


Pengamatan lapangan pada April 2016, 
menunjukkan penggalas ikan yang telah punya 
jaringan sosial pada berbagai desa, mencoba 
membangun jaringan sosial dengan “toke bangku” 
di Pasar Inpres Kota Sinabang. Jaringan sosial 
ini tidak kuat, karena kekuasaan dan dominasi 
penggalas lebih lemah dibandingkan dengan 
“toke bangku”. “Toke bangku” menilai kemampuan 
transaksi 'penggalas ikan' ini sangat terbatas. 
Penggalas hanya membeli ikan karang dan pelagis 
kecil untuk konsumsi rumah tangga dengan volume 
yang terbatas. Modal penggalas per hari antara Rp. 
500 ribu sampai Rp. 750 ribu. Jika modal penggalas 
untuk membeli ikan tidak mencukupi maka mereka 
akan mengambil ikan tersebut dan dalam satu atau 
dua hari kemudian harga ikan akan dibayar. 


Pada pertengahan tahun 2016, mulai muncul 
penggalas ikan menetap yang menawarkan ikan 
di pinggir jalan pada lokasi strategis di Kota 
Sinabang. Penggalas tersebut menjadi pesaing 
dari penggalas yang telah lama berjualan ikan 
pada pasar ikan di Pajak Inpres Kota Sinabang. 
Penggalas pada pasar tersebut mengklaim mereka 
adalah penggalas resmi di Simeulue, karena telah 
tergabung dalam organisasi “Gabungan Penggalas 
Ikan Pajak Inpres Simeulue” (Gapipres) dan 
Koperasi Gapipres Mandiri Simeulue. Organisasi 
ini, menghimpun 30 pedagang ikan yang berjualan 


pada Pasar Inpres Kota Sinabang. Perwakilan 
Gapipres pada forum resmi selalu meminta 
pemerintah untuk menertibkan penggalas ikan 
yang berjualan ikan di pinggir jalan pada berbagai 
sudut kota Sinabang. Menurut mereka kehadiran 
penggalas / penjual ikan di pinggir jalan tersebut 
semakin menurunkan omzet penjualan ikan di 
Pasar Inpres Kota Sinabang. Persaingan dalam 
perdagangan ikan ini menunjukkan daya serap ikan 
di Simeulue sangat terbatas. Ikan hanya diserap 
untuk konsumsi rumah tangga, karena belum 
terdapat industri pengolahan hasil perikanan yang 
dapat menyerap ikan secara regular dalam jumlah 
yang besar. 


Organisasi yang dibentuk penggalas ikan 
di Pasar Inpres Kota Sinabang menurut Soekanto 
(2003) merupakan kelembagaan asosiasi dengan 
norma bisnis lokal (hanya berlaku di Pasar 
Inpres Sinabang). Asosiasi ini bukan merupakan 
organisasi untuk mendorong peningkatan daya 
serap ikan pada pasar lokal di Simeulue, tetapi 
sebagai organisasi untuk memperkuat daya tawar 
kepada pemerintah untuk mendapatkan berbagai 
keuntungan agar bisnis mereka dapat berjalan 
baik. 


Tabel 1 menunjukkan, jumlah ikan yang 
didaratkan per hari rata-rata mencapai 189,9 Ton 
(5.698,1 Ton perBulan)dan jumlah tersebuttersebar 
pada berbagai lokasi. Omzet penjualan penggalas 
per hari per orang rata-rata 150 kg ikan. Total ikan 
yang diperdagangkan oleh 270 penggalas ikan di 


Tabel 1. Jumlah Armada Perikanan, Produksi dan Perdagangan Ikan di Simeulue, 2016. 
Table 1. Number of Fishing Vessel, Production, and Fish Trades in Simeulue, 2016. 


Produksi Ikan 


Jumlah Armada 


Neraca Potensi 


Potensi Perdagangan Perdagangan Ikan 


p . Per Bulan Penggalas Ikan Per > 
Lokasi (Kecamatan)/ a al (Ton)/Fish Bulan (Ton)! Trading Suey 
Location (District) Fishing Vi 1 Production Potency of Fish Trade Fish Tradin 
g Vessels a g 
(Unit)? P ARE RAW (Tons i enn Potency in Simeulue 
per Month (Tons) 
Simeulue Timur 723 989.4 225.0 764.4 
Teluk Dalam 340 538.3 94.0 444.3 
Simeulue Barat 441 698.2 116.0 582.2 
Alafan 250 395.8 95.0 300.8 
Salang 293 463.9 111.5 352.4 
Simeulue Tengah 345 546.2 72.0 474.2 
Teupah Barat 251 397.4 54.0 343.4 
Teupah Selatan 339 1.019.7 54.0 965.7 
Teupah Tengah 231 288.3 108.0 180.3 
Simeulue Cut 228 361.0 108.0 253.0 
Jumlah/Total 3,441 5,698.1 1,037.5 4,660.6 


Keterangan :° Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Simeulue (2016) /Remark: Simeulue Marine dan Fisheries Office (2016)/ 


Sumber:diolah dari hasil Survei (April 2016)/Source: obtained from primary data (April 2016) 
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seluruh Simeulue sekitar 34,6 Ton per hari (1.037,5 
Ton per bulan). Jumlah tersebut telah termasuk 
yang diperdagangkan oleh penggalas pada pasar 
ikan di Pajak Inpres Kota Sinabang (2,18 Ton per 
hari). Dengan demikian setiap hari di Simeulue 
terdapat potensi ikan yang dapat diperdagangkan 
oleh “toke bangku” sekitar 155,4 Ton ikan (4.660,6 
Ton ikan per bulan). Hasil survei menunjukkan 
kemampuan 10 “toke bangku” memperdagangkan 
ikan dari Simeulue adalah 98,92 Ton per hari, 
sehingga setiap hari di Simeulue terdapat surplus 
ikan sekitar 56,5 Ton yang tersebar pada berbagai 
lokasi pendaratan ikan. 


Surplus ikan tersebut biasanya bulan 
Februari, Maret dan April serta ketika musim barat 
(karena transportasi laut tidak ada), sehingga 
selalu mendistorsi harga ikan di Simeulue, dan 
menyebabkan sebagian ikan hasil tangkapan “di 
kubur” di tepi pantai. 


Data pada Tabel 1 menunjukkan dari total 
ikan yang didaratkan di Simeulue per bulan, jaringan 
sosial penggalas hanya mampu memperdagangkan 
ikan sekitar 18,2% ikan, sementara jaringan 
sosial “toke bangku” hanya sekitar 52,08%. 
Hal ini menunjukkan kapasitas jaringan sosial 
penggalas dan “toke bangku” dalam perdagangan 
ikan di Simeulue masih terbatas, karena kendala 
penyimpanan, distribusi, modal dan akses pasar. 


Jaringan sosial penggalas ikan tersebut 
memiliki kekuatan modal yang terbatas, jangkauan 
pemasaran pada beberapa desa di Simeulue, 
konflik horizontal terjadi antara penggalas Pajak 
Inpres dengan penggalas yang menjual ikan pada 
berbagai sudut jalan di Kota Sinabang. 


Upaya Revitalisasi PPI Lugu 


Revitalisasi PPI Lugu di Simeulue, tidak dapat 
hanya mengandalkan renovasi dan membangun 
fasilitas yang diperlukan oleh aktivitas perikanan, 
distribusi dan perdagangan ikan. Buktinya 
infrastruktur yang telah dibangun pada tahun 
2015, tersebut belum berfungsi sampai Agustus 
2016. Revitalisasi tersebut memerlukan informasi 
tambahan tentang kekuatan dan kapasitas jaringan 
sosial yang berperan dalam perdagangan ikan di 
Simeulue, karena jaringan sosial (terutama yang 


dibangun “toke bangku”) sangat kuat dan sangat 
sulit operasionalnya dipindahkan ke PPI Lugu. 
Upaya membuat kesepakatan melalui pertemuan 
resmi yang dipimpin oleh pejabat daerah untuk 
revitalisasi PPI Lugu pada akhir 2015 dan awal 
2016, memindahkan aktivitas perikanan dari tempat 
pendaratan ikan Pajak Inpres Kota Sinabang ke PPI 
Lugu sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena 
“toke bangku” telah berinvestasi cukup besar 
dalam berbagai bisnis - (seperti: bengkel perbaikan 
mesin kapal, warung kopi, penjualan BBM, maupun 
perbekalan melaut) - yang menunjang aktivitas 
perikanan di tempat pelelangan ikan Pajak Inpres 
Kota Sinabang. Dengan kata lain jaringan sosial 
yang telah terbentuk cukup lama tidak mungkin 
dilarang walaupun kurang mendukung revitalisasi 
PPI Lugu. 


Tulisan ini melihat revitalisasi PPI Lugu 
tersebut dapat dilakukan dengan memberi akses 
kepada pengusaha (investor) dengan plat form 
bisnis “sosial enterpreneur” (Mair and Marti, 2005) 
untuk memanfaatkan dan mengelola cold storage, 
ABF dan pabrik es yang terdapat di PPI Lugu. Akses 
ini harus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 
Simeulue, karena di Simeulue terdapat sekitar 56,5 
Ton ikan per hari (1.693 ton ikan per bulan) yang 
potensial diperdagangkan ke luar Simeulue dan 
tersebar pada berbagai tempat pendaratan ikan. 


Pengusaha (investor) dengan plat form 
bisnis kapitalis? akan berkonflik dengan jaringan 
sosial yang mapan di tempat pendaratan ikan 
Pajak Inpres Kota Sinabang, walaupun mendapat 
akses memanfaatkan berbagai fasilitas di PPI 
Lugu. Pengusaha tipe ini telah keluar dari bisnis 
ikan di pasar Simeulue sejak April 2016, karena 
mengandalkan pasokan ikan dari nelayan di tempat 
pendaratan ikan Pajak Inpres Kota Sinabang, 
sehingga berkonflik dengan “toke bangku” yang 
terdapat di Pajak Inpres Kota Sinabang. 


Upaya untuk mencari pengusaha dengan 
plat form bisnis “sosial entrepreneur telah dilakukan 
melalui seleksi dalam temu bisnis yang dilakukan di 
Jakarta dan di Simeulue. Dengan situasi PPI Lugu 
yang demikian pengusaha (investor) PT. Prima 
Pangan Madani ikut dalam program revitalisasi PPI 
Lugu dengan berbagai persyaratan administrasi. 


"Pengusaha sosial enterpreneur adalah pengusaha yang menjalankan bisnis dengan membentuk kluster usaha dalam masyarakat 
(jaringan sosial baru yang tidak menimbulkan konflik dengan jaringan sosial yang ada) sehingga masyarakat dalam kluster usaha itu 
ikut berperan untuk memasok produk yang dipasarkan oleh entrepreneur tersebut. 


"Pengusaha yang hanya berbisnis untuk mendapat keuntungan dan membesarkan usahanya sendiri. 
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Investor ini menilai punya potensi besar dalam 
perdagangan ikan (terutama ikan karang) untuk 
memasok kebutuhan ikan di Dubai (5 ton per 
bulan) dan pasar ikan di Jakarta dan Medan melalui 
jaringan pasar yang telah dikembangkannya sejak 
lama. 


Sesuai dengan plat form bisnis sosial 
entrepreneur PT. Prima Pangan Madani yang 
mendapat akses mengelola cold storage, dan air 
blast freezer sejak September 2016, telah merintis 
pembelian ikan dengan membangun kluster-kluster 
bisnis (jaringan sosial) baru pada beberapa tempat 
pendaratan ikan di Simeulue, tanpa mengganggu 
jaringan sosial yang telah dibangun oleh 10 'toke 
bangku” yang terdapat di Simeulue. Bisnis ini 
secara perlahan telah berjalan dan ikan yang dibeli 
termasuk ikan perairan umum daratan terutama 
ikan gabus (Ophiocephalus striatus). 


Operasionalisasi seluruh fasilitas PPI Lugu 
memerlukan proses panjang, namun kehadiran 
investor PT Prima Pangan Madani dengan akses 
beberapa fasilitas di PPI Lugu, telah mendorong 
beberapa armada perikanan mulai membongkar 
ikan di PPI Lugu setiap hari. Ikan yang dibongkar 
di PPI ini telah ada pembeli termasuk dari PT Prima 
Pangan Madani. 


Revitalisasi PPI Lugu memerlukan berbagai 
pembenahan, termasuk kelembagaan pengelola 
aset di PPI, kelembagaan syahbandar yang 
mengatur keluar masuk kapal penangkap ikan dan 
regulasi manajemen mengelola kawasan PPI Lugu. 
Regulasi tersebut diperlukan agar PPI Lugu menjadi 
lokasi menarik dalam bisnis ikan di Simeulue. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Jaringan sosial merupakan faktor penting 
untuk membangun bisnis perikanan di pulau 
terdepan. Pada kasus di Simeulue, jaringan 
sosial yang dibangun oleh “toke bangku” dan 
penggalas tidak mampu memasarkan kelebihan 
suplai ikan sekitar 56,5 Ton per hari yang dihasilkan 
oleh armada penangkapan ikan di Simeulue. 
Kemampuan jaringan sosial penggalas dan “toke 
bangku” dalam perdagangan ikan masih sangat 
lemah. Jaringan sosial tersebut juga tidak handal 
mempertahankan pangsa pasar di pasar tujuan 
melalui persaingan harga ikan yang kompetitif. 


Oleh sebab itu untuk memperbesar kapasitas 
jaringan sosial diluar PPI Lugu, maka harus 
dilakukan : 


a. Peningkatan kapasitas manajerial pengelola 
bisnis perikanan di Simeulue melalui asistensi 
pelaku usaha dalam jaringan sosial penggalas, 
dan “toke bangku”, sehingga dengan modal 
dan dominasi yang dimiliki dapat meningkatkan 
akses pasar. 


b. Memperbesar daya serap pasar lokal Simeulue 
dengan mendorong “toke bangku” ikut dalam 
bisnis berbagai produk inovatif hasil perikanan 
dan produk turunan berbahan baku ikan dalam 
masyarakat Simeulue. 


c. Satuan kerja pemerintah daerah yang 
terkait dengan Sektor Perikanan selain Dinas 
Perikanan dan Kelautan, seperti: Dinas 
Perindustrian, Dinas Koperasi & UMKM serta 
Dinas Pariwisata harus aktif mempromosikan 
produk turunan berbahan baku ikan pada 
berbagai event. 


Sedangkan untuk memfungsikan PPI Lugu 
yang memiliki berbagai fasilitas, disusun beberapa 
strategi, yaitu: 


1. Dalam jangka pendek: 


a. Harus mendorong pengusaha yang memiliki 
plat form bisnis “sosial entrepreneur (PT. 
Prima Pangan Madani) berpartisipasi mandiri 
dalam mengembangkan bisnis perikanan di 
Simeulue. 


b. Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue harus 
membuat Memorandum of Understanding 
(MoU) dengan pengusaha tersebut agar 
investasinya aman dan terjamin. MoU itu akan 
menjamin penyerapan ikan Simeulue karena 
pengusaha telah memiliki jaringan pasar yang 
kuat dan pasti serta modal yang cukup untuk 
beroperasi di Simeulue. MoU tersebut memberi 
insentif pada pengusaha untuk mendapat izin 
pemanfaatan berbagai fasilitas yang terdapat 
di PPI Lugu selama 3 tahun. 


c. Pada tahun 3, mewajibkan pengusaha tersebut 
berinvestasi di kawasan PPI Lugu dengan 
membangun fish processing plant sebagai 
basis operasi perusahaan dalam membeli dan 
mengemas hasil olahan perikanan di Simeulue. 


d. Pada tahun ke 3, mewajibkan perusahaan 
tersebut membangun jaringan sosial baru 
dan mengintegrasikan jaringan sosial yang 
dibangun oleh beberapa “toke bangku” melalui 
MoU dan mewajibkan “toke bangku” memasok 
ikan ke PPI Lugu dalam jumlah yang disepakati 
dengan harga pasar. 
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2. Dalam jangka panjang: 


a. Mulai tahun ke 2 sampai tahun ke 5, mewajibkan 
perusahaan tersebut membentuk kluster 
industri pengolahan hasil perikanan secara 
bertahap di Simeulue, untuk membangun 
industri pengolahan berbasis rumah tangga 
dengan standar proses pengolahan ditetapkan 
perusahaan. Agar produk tersebut dapat 
dikemas oleh perusahaan untuk dipasarkan 
ke berbagai daerah. Langkah ini akan 
meningkatkan permintaan ikan segar di 
Simeulue. 


b. Pada tahun ke 3 pemerintah daerah 
Kabupaten Simeulue, mulai menguji coba 
kelembagaan pengelolaan PPI Lugu sesuai 
dengan peraturan pemerintah, untuk mengatur 
berbagai kegiatan yang telah berjalan di PPI 
Lugu yang dilakukan oleh pengusaha. 


Dengan jaringan sosial yang 
direkomendasikan tersebut, maka kegiatan 
tersebut tidak merusak jaringan sosial yang telah 
ada. Jaringan sosial yang baru akan bermitra 
dengan jaringan sosial yang ada sehingga mampu 
memperbesar daya serap pasar perikanan di 
Simeulue dan memperluas jangkauan pasar produk 
Simeulue lebih dari 155,4 Ton ikan per hari. 
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ABSTRAK 


Salah satu persoalan mendasar penduduk Kabupaten Wakatobi adalah keterbatasan akses 
sumber mata pencaharian yang berimplikasi terhadap rendahnya pendapatan rumah tangga. Paper 
ini bertujuan untuk membahas mata pencaharian dan pendapatan rumah tangga di kawasan pesisir 
Kabupaten Wakatobi tahun 2015. Penelitian dilakukan di tiga desa pesisir Kabupaten Wakatobi dengan 
survei, wawancara terbuka dan penelusuran data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar penduduk di Sombano bekerja sebagai petani rumput 
laut, sedangkan penduduk di Desa Longa dan Desa Waelumu bekerja di pertanian tanaman pangan dan 
perikanan tangkap. Sementara itu, rata-rata pendapatan rumah tangga di pesisir Kabupaten Wakatobi 
termasuk rendah, terutama pada waktu musim gelombang kuat. Rumah tangga di Desa Waelumu 
memiliki rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi, sedangkan pendapatan terendah terdapat di Desa 
Longa. Rendahnya pendapatan nelayan di Wakatobi disebabkan praktek penangkapan ikan yang tidak 
ramah lingkungan, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan kesadaran masyarakat. 
Di sisi lain, peningkatan produktivitas rumput laut dapat dilakukan melalui pengembangan bibit unggul 
dan pemberantasan penyakit. 


Kata Kunci: mata pencaharian, pendapatan rumah tangga, kawasan pesisir, Kabupaten Wakatobi 


ABSTRACT 


One of the fundamental problems in Wakatobi District people is the limited access to livelihood 
sources that resulted on low household income. This paper discussed household livelihood in Wakatobi 
District coastal areas. The study was conducted in three villages of Wakatobi District coastal areas using 
survey, interviewed and secondary data collection. Data were analyzed descriptively. Result showed that 
majority of Sombano people worked as seaweed farmers, while Longa and Waelumu worked in crop 
farming and capture fisheries, respectively average household income in Wakatobi coastal areas was 
low, notably at the high wave season. Waelumu people had the highest average income, while the lowest 
was Longa. Relatively low fisher's income in Wakatobi was due to the practice of unfriendly fishing 
metode, therefore government has to push enforcement and increase public awareness. Moreover, 
seaweed productivity increasing could be achieved through development seeds guality development 
and also disease eradication. 


Keywords: livelihood, household income, coastal areas, Wakatobi District 


PENDAHULUAN 


Pendapatan dan sumber mata pencaharian 
merupakan aspek penting dalam kehidupan 
rumah tangga karena pendapatan menentukan 
kemampuan rumah tangga dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Pendapatan rumah tangga 
adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga 
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yang berasal dari kepala keluarga maupun anggota 
rumah tangga. Guna memperoleh pendapatan, 
rumah tangga mengirimkan anggota rumah 
tangganya untuk bekerja dalam berbagai sumber 
mata pencaharian. Akan tetapi, daya tampung 
sumbermatapencaharian bersifatterbatas sehingga 
tidak semua anggota rumah tangga mendapatkan 
pekerjaan yang layak. Keterbatasan tersebut 
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memaksa sebagian anggota rumah tangga bekerja 
dengan pendapatan yang rendah dan sebagian 
yang lain menjadi penganggur sehingga tidak 
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian 
yang lain harus mencari mata pencaharian ke luar 
daerah karena keterbatasan daya tampung dunia 
kerja di wilayahnya. Rendahnya daya tampung 
sumber mata pencaharian dan pendapatan rumah 
tangga masih terus terjadi di Indonesia termasuk 
di daerah pesisir Kabupaten Wakatobi, sehingga 
upaya menciptakan sumber mata pencaharian dan 
meningkatkan pendapatan harus terus dilakukan. 


Peningkatan pendapatan dan penciptaan 
sumber mata pencaharian tersebut sejalan dengan 
visi pembangunan wilayah pesisir nasioanl yaitu 
terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan 
dan perikanan secara berdaulat, mandiri, 
dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. 
Kabupaten Wakatobi menjadi bagian penting 
untuk mencapai misi tersebut karena sebagian 
besar wilayahnya merupakan daerah pesisir. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 
(2014), Kabupaten Wakatobi memiliki luas lautan 
sebesar 19.200 km? (95,7%), sementara luas 
wilayah daratan sekitar 823 km? (4,3%). Secara 
historis, penduduk Kabupaten Wakatobi adalah 
pelaut yang mengarungi bukan hanya Samudera 
Nusantara tetapi juga Samudera Cina Selatan, 
Samudera Pasifik, Samudera Hindia dan Selat 
Malaka. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk 
memiliki mata pencaharian di laut baik sebagai 
nelayan maupun sebagai pelayar atau pedagang 
antar pulau (La Tondi dan Ahmad, 2015). 


Peningkatan pendapatan dan penciptaan 
sumber mata pencaharian di wilayah pesisir 
Kabupaten Wakatobi semakin penting karena 
besarnya potensi sumber daya yang dimiliki, tetapi 
kehidupan sebagian masyarakatnya masih miskin. 
Kabupaten Wakatobi dikenal sebagai 'Surga di 
Bawah Laut, dengan keindahan dan keunikan 
terumbu karangnya. Wakatobi terletak pada pusat 
segitiga karang dunia (Coral Triangle Center). 
Wakatobi juga memiliki jumlah keanekaragaman 
hayati kelautan tertinggi di dunia yakni 750 jenis 
karang dari 850 spesies karang dunia, 900 jenis 
ikan dunia dengan 46 divecites teridentifikasi (salah 
satunya marimabuk), 942 spesies ikan, 90.000 
ha terumbu karang. Di Kabupaten Wakatobi 
juga terdapat Atol terpanjang di dunia, yaitu Atol 
Kaledupa sepanjang 48 km (Badan Pusat Statistik 
(BPS), 2014). 
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Potensi sumber daya alam yang tinggi 
tersebut tampaknya belum dikelola secara optimal 
sehingga kemiskinan di Kabupaten Wakatobi masih 
cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPS terdapat 
17,4 persen penduduk yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. Persentase kemiskinan ini meningkat 
dibanding dengan tahun 2011 dan 2012 masing- 
masing sebesar 16,36 persen dan 15,99 persen. 
Angka kemiskinan tersebut lebih tinggi dibanding 
dengan angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 
13,37 persen atau 28,07 juta penduduk. Dari sisi 
mata pencaharian, sebagaian besar penduduk 
Wakatobi usia 15 tahun ke atas juga bekerja di 
pertanian padi dan palawija (37%) sementara 
yang bekerja di perikanan sebesar 17 persen 
(Hidayati et al., 2015). 


Kemiskinan yang tinggi di Kabupaten 
Wakatobi tidak terlepas dari persoalan rendahnya 
pendapatan rumah tangga sebagai dampak 
keterbatasan sumber mata pencaharian dan 
kualitas penduduk. Untuk mendapatkan pekerjaan, 
sebagian penduduk wilayah pesisir Kabupaten 
Wakatobi harus mencari pekerjaan di luar daerah, 
meskipun wilayah mereka juga memiliki potensi 
sumber daya alam yang sangat besar. Kegiatan 
kenelayanan juga dihadapkan pada kenyataan 
semakin menurunnya hasil tangkapan yang 
disebabkan oleh praktek penangkapan ikan yang 
tidak ramah lingkungan. Rumah tangga nelayan 
juga memiliki persoalan rendahnya kualitas sumber 
daya manusia dan peralatan melaut, sehingga 
mereka tidak dapat bersaing dengan nelayan dari 
luar daerah. 


Pemerintah terus berusaha untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten 
Wakatobi melalui berbagai kebijakan dengan visi 
“Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat 
Segitiga Karang Dunia”. Guna mendukung kebijakan 
itulah diperlukan data empirik keadaan ekonomi 
masyarakat di daerah pesisir Wakatobi. Oleh 
sebab itu, paper ini dimaksudkan untuk membahas 
kondisi sumber mata pencaharian dan pendapatan 
rumah tangga serta persoalan-persoalan yang 
berpengaruh terhadap perekonomian mereka. 


METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Lokasi penelitian adalah 3 desa di Kabupaten 
Wakatobi yang ditentukan sesuai kesepakatan 
dengan pengurus COREMAP, Kepala Dinas 
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Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Wakatobi. 
Ketiga desa yang menjadi lokasi penelitian adalah: 
Desa Sombano di Kecamatan Kaledupa, Desa 
Waelumu dan Desa Longa di Kecamatan Wangi- 
Wangi. 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. 
Data kuantitatif dikumpulkan dengan metode 
survei, sedangkan data kualitatif diperoleh 
dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu 
: wawancara terbuka (open interview), diskusi 
kelompok terfokus, dan observasi lapangan. 


Metode Pengumpulan Data 


Pengumpulan data kuantitatif dilakukan 
melalui survei dengan daftar pertanyaan tertutup. 
Data yang diperoleh melalui survei rumah tangga 
mencakup karakteristik sosial demografi dan 
keadaan ekonomi rumah tangga. Survei dilakukan 
terhadap 200 rumah tangga yang menjadi sampel 
(responden) dari masyarakat di ketiga desa lokasi 
studi di Kabupaten Wakatobi. Jumlah responden 
bervariasi menurut desa lokasi penelitian sesuai 
dengan jumlah penduduk, keragaman kondisi 
sosial ekonomi dan ketergantungan masyarakat 
terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir dan 
laut di desa lokasi penelitian ini. 


Berdasarkan kriteria tersebut maka 
ditetapkan jumlah rumah tangga yang menjadi 
sampel (responden) sebagai berikut: 60 Rumah 
Tangga di Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa, 
70 Rumah Tangga di Desa Waelumu dan 70 Rumah 
Tangga di Desa Longa di Kecamatan Wangi- 
Wangi. Responden dipilih secara acak sederhana 
menggunakan interval dari daftar Keluarga (KK) di 
ketiga lokasi studi. 


Wawancara terbuka dilakukan terhadap 
informan yang mengetahui persoalan yang 
sedang diteliti seperti Kepala Dinas Perikanan dan 
Kelautan, Kepala Desa, Ketua Pokmas, dan tokoh 
masyarakat. Sedangkan FGD dilakukan terhadap 
beberapa jenis stakeholders yaitu kelompok 
perempuan dan nelayan. Jumlah peserta FGD 
antara 10-12 orang. 


Metode Analisis 


Data hasil penelitian diolah dengan metode 
deskriptif. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Tiga desa di Kabupaten Wakatobi yang 
menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Sombano 
di Pulau Kaledupa, serta Desa Waelumu dan 
Longa di Kecamatan Wangi-Wangi. Ketiga desa 
memiliki potensi sumber daya alam dan sumber 
daya manusia yang berbeda, sehingga memiliki 
perbedaan yang nyata dalam hal pendapatan 
perkapita, pendapatan rumah tangga dan 
pendapatan minimum serta maksimum. Sebagian 
besar masyarakat di Desa Sombano bekerja 
sebagai petani rumput laut, sedangkan di Desa 
Waelumu dan Desa Longa sebagian masyarakat 
bekerja di perikanan tangkap. 


Karakteristik Responden 


Jumlah rumah tangga yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini ada 200 rumah tangga terdiri 
dari 60 rumah tangga di Desa Sombano, 70 rumah 
tangga di Desa Longa, dan 70 rumah tangga di 
Desa Waelumu. Rata-rata jumlah anggota rumah 
tangga di ketiga desa sebesar 3,9 artinya setiap 
rumah tangga memiliki anggota rumah tangga 
(ART) sebesar 3-4 orang. Keadaan ini menunjukkan 
keberhasilan program Keluarga Berencana di 
daerah tersebut. Sebagian besar kepala rumah 
tangga di ketiga desa berjenis kelamin laki-laki 
(77%), sedangkan kepala rumah tangga perempuan 
sebesar 23%. Kepala rumah tangga perempuan 
terbesar terdapat di Desa Longa karena banyak 
laki-laki di desa ini yang pergi ke luar pulau untuk 
bekerja (Tabel 1). 


Sumber pendapatan rumah tangga di Desa 
Sombano berbeda dengan di Desa Longa dan 
Desa Waelumu karena perbedaan potensi sumber 
daya alam yang ada. Sebagian besar rumah tangga 
di Desa Waelumu memiliki sumber pendapatan 
berupa budidaya rumput laut (76,6%), sedangkan 
sebagian besar rumah tangga di Desa Longa 
dan Desa Waelumu memiliki sumber pendapatan 
dari pertanian tanaman pangan masing-masing 
sebesar 78,6% dan 82,9%. Rumput laut di Desa 
Sombano hanya ditanam pada waktu musim 
gelombang lemah. Oleh sebab itu, sebagian besar 
rumah tangga di Desa Sombano juga memiliki 
sumber pendapatan lain yaitu pertanian tanaman 
pangan dan industry rumah tangga. Sementara itu, 
komoditas tanaman pangan utama yang ditanam 
di Desa Longa dan Desa Waelumu adalah ketela 
pohon yang secara umum memiliki produktivitas 
rendah. 
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Tabel 1. Distribusi Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga (ART) di Kabupaten Wakatobi, 


Tahun 2015. 


Table 1. The Distribution of Households and Their Member in Wakatobi Regency, 2015 (IDR/month). 


Karakteristik Rumah Tangga/ 


Desa! Village 


Household Characteristics Sombano Waelumu Longa Total 
Jenis kelamin KRT/Sex of household head (%) 
e Laki-laki/Male 83.3 81.4 67.1 77.0 
* Perempuan/Female 16.7 18.6 32.9 23.0 
Sumber pendapatan/Source of income (%) 
* Perikanan Tangkap/Fishing 23.3 49.9 22.9 30.2 
* Rumput laut/Seaweed 76.7 0.0 0.0 23.1 
* Buruh, karyawan/workers, employees 23.3 47.1 35.7 36.2 
* Pertanian pangan/ Food Agriculture 50.0 82.9 78.6 71.9 
* Perdagangan/ Trade 5.0 11.4 2.9 6.5 
* Industri RT/ Home Industry 23.3 7.1 2.9 10.6 
* Lainnya/ Others 20.0 70.0 70.0 55.3 
Jumlah rumah tangga/Number of household (N) 60 70 70 200 
Jenis kelamin ART/ Sex of household members (%) 
e Laki-laki/Male 53.31 52.71 44.83 50.26 
e Perempuan /Female 46.69 47.29 55.17 49.74 
Kelompok umur ART/ Age group of household 
members (%) 
* 0-4 10.9 7.0 10 9.3 
* 5-9 8.6 12.4 9.6 10.2 
* 10-14 12.5 10.1 11.9 11.5 
* 15-64 62.9 60.9 61.3 61.7 
* 65+ 5.1 9.7 7.3 74 
Jumlah rumah tangga/Number of household (N) 257 258 261 776 
Sumber :Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2015/ 
Source : Baseline Data of Social Aspects of Coral Reefs in Indonesia, 2015 
Sebagian rumah tangga di Desa Longa sisanya (38,3%) merupakan penduduk usia 


dan Waelumu juga memiliki sumber pendapatan 
dari perikanan tangkap. Terdapat beberapa jenis 
nelayan di kedua desa tersebut seperti nelayan 
ikan tuna, nelayan meti (pasang surut), dan nelayan 
ikan karang. 


Persentase penduduk laki-laki di tiga desa 
lokasi studi sebesar 50,26%, sehingga seks rasio 
di ketiga desa sebesar 101 persen artinya setiap 
100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk 
laki-laki. Keadaan agak berbeda terjadi di Desa 
Longa karena persentase penduduk laki-laki 
lebih rendah daripada penduduk perempuan. 
Keadaan ini juga berdampak terhadap besarnya 
kepala rumah tangga perempuan di Desa Longa. 
Hal ini disebabkan sebagian penduduk laki-laki 
di desa tersebut bekerja ke luar daerah dalam 
waktu yang cukup lama (lebih dari 6 bulan 
secara berturut-turut). Persentase penduduk usia 
produktif di lokasi penelitian sebesar 61,7% dan 
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tidak produktif. Berdasar data tersebut rasio 
ketergantungan di lokasi studi sebesar 62,07%. 
Artinya setiap 100 orang produktif memiliki 
tanggungan 62 orang penduduk tidak produktif. 
Rasio ketergantungan ini lebih besar dari rasio 
ketergantungan tingkat nasional pada tahun 2015 
yaitu sebesar 48,6% (BPS, 2013). 


Pendapatan Perkapita dan Rumah Tangga 


Hasil survei menunjukkan rata-rata 
pendapatan perkapita penduduk di ketiga desa 
wilayah pesisir Kabupaten Wakatobi sebesar 
581.000 rupiah/bulan. Pendapatan perkapita 
tertinggi terdapat di Desa Waelumu, Kecamtan 
Wangi-wangi yaitu sebesar 858.000 rupiah/bulan, 
sedangkan pendapatan perkapita di desa lainnya 
yaitu Sombano dan Longa berturut-turut sebesar 
441.000 rupiah dan 423.000 rupiah. Jika dihilangkan 
satu rumah tangga di Waelumu yang memiliki 
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pendapatan 25 juta, maka rata-rata pendapatan 
perkapita di Kabupaten Wakatobi menjadi sebesar 
545.000 rupiah/bulan. 


Pendapatan per kapita tersebut berada 
di atas garis kemiskinan kabupaten tahun 2013 
sebesar 206.570 rupiah (BPS, 2014). Artinya, 
rata-rata penduduk di daerah pesisir Kabupaten 
Wakatobi hidup di atas garis kemiskinan. Berdasar 
garis kemiskinan tahun 2013, terdapat sekitar 
29,5 persen penduduk Wakatobi yang berada di 
bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk 
miskin terbesar terdapat di Desa Longa yaitu 
34,3%, diikuti oleh Desa Sombano sebesar 
31,7% dan Desa Waelumu sebesar 22,9%. 
Individu-individu dan rumah tangga yang hidup di 
bawah garis kemiskinan inilah yang perlu mendapat 
perhatian khusus dari pemerintah. 


Kondisi pendapatan rumah tangga 
berhubungan dengan jenis pekerjaan yang dimiliki, 
tingkat pendidikan, dan jumlah anggotan rumah 
tangga yang bekerja. Pendapatan perkapita tertinggi 
di Desa Sombano terdapat pada rumah tangga 
dengan ciri-ciri bekerja sebagai petani rumput laut 
yang setiap tahun minimal dapat panen selama 
4 kali. Pendapatan sekali panen mencapai 25 juta 
rupiah, sehingga ratar-rata rumah tangga tersebut 
memperoleh income dari rumput laut sekitar 
8,43 juta per bulan. Sementara itu pendapatan 
perkapita terendah di Desa Sombano sebesar 
42 .000 rupiah/ bulan. Pendapatan terendah ini 
terdapat pada rumah tangga yang bekerja sebagai 
buruh penanaman maupun pemanenan agar atau 
rumput laut. 


Keadaan perekonomian masyarakat 


Tabel 2 menunjukkan bahwa pendapatan rumah 
tangga tertinggi di Sombano, Waelumu dan Longa 
berturut-turut sebesar: 1,8 juta, 2,8 juta dan 
1,5 juta rupiah. Rata-rata pendapatan rumah tangga 
di Desa Waelumu lebih besar dibanding dengan 
desa yang lain. Keadaan inijuga terjadi pada median 
pendapatan rumah tangga di Sombano, Waelumu 
dan Longa berturut-turut adalah sebesar : 1,2 juta; 
2,0 juta dan 1,0 juta rupiah. Pendapatan yang 
tinggi di Desa Waelumu terjadi karena sebagian 
besar penduduknya bekerja sebagai nelayan ikan 
tuna yang dapat melaut hingga jarak 60 mil. 


Terdapat gaps yang cukup tinggi antara 
rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi 
dan rendah di ketiga lokasi penelitian. Kondisi 
tersebut berhubungan dengan sumber mata 
pencaharian,  sarana-prasana produksi dan 
kualitas anggota rumah tangga. Disparitas 
pendapatan rumah tangga kawasan pesisir ini 
juga terjadi di berbagai kabupaten di wilayah 
timur Indonesia seperti Kabupaten Sikka 
(Fathoni et al., 2015), Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan (Widayatun et al., 2015) dan Kabupaten 
Tidore dan Kepulauan (Malamassam dan Astuti, 
2015). Disparitas pendapatan rumah tangga 
dalam berbagai sumber mata pencaharian di 
kawasan pesisir juga terjadi di beberapa negara 
seperti Guinea (Balde et al., 2014), Tanzania 
(Sesabo and Tol, 2005), dan bagian barat Ghana 
(Kruijssen and Asare, 2013). 


Pendapatan terendah di Desa Longa sebesar 
150.000 rupiah, sedangkan pendapatan tertinggi 
mencapai 1,5 juta rupiah. Hal yang sama terjadi di 
Desa Waelumu yaitu pendapatan terendah hanya 
sebesar 53.000 rupiah, sementara pendapatan 


di Kabupaten Wakatobi telah tercermin dari tertinggi mencapai 2,8 juta rupiah bahkan jika 
pendapatan rumah tangga di daerah tersebut. 
Tabel 2. Statistik Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 (Rupiah). 
Table 2. Statistic of Household Income in Wakatobi District, 2015 (IDR). 
Income per month : l 3 (laa 
Kaledupa Wangi-wangi Wangi-wangi 
1 Per kapita/ Percapita 446,279 740,047 138,642 545,452 
2 Rata-rata rumah tangga/ 1,850,897 2,184,107 1,462,466 2,037,838 
Mean of Household 
3 Nilai tengah/median 1,214,708 2,029,333 1,006,375 1,288,000 
4 Terendah/ minimum 41,667 53,000 150,667 41,667 
5 Tertinggi/maximum 9,661,792 13,089,000 7,619,167 13,089,000 
Jumlah Rumah Tangga/ 60 69 70 199 
Number of household (N) 


Sumber :Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2015/ 
Source : Baseline Data of Social Aspects of Coral Reefs in Indonesia, 2015 
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tidak dikeluarkan dalam penghitungan ini terdapat 
nelayan tuna yang memiliki pendapatan hingga 25,1 
juta rupiah/bulan. Gaps pendapatan yang tinggi 
antara rumah tangga kaya dan miskin di wilayah 
pesisir akan berdampak pada ketimpangan dalam 
berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti 
perumahan, pendidikan dan kesehatan. Rumah 
tangga yang memiliki pendapatan tinggi merupakan 
nelayan tuna dengan peralatan tangkap dan jarak 
melaut yang jauh hingga lautan dalam. 


Sementara itu pendapatan terendah di Desa 
Sombano sebesar 42.000 rupiah, sedangkan 
pendapatan tertinggi mencapai 9,8 juta rupiah. 
Pendapatan tertinggi ini terdapat pada petani 
rumput laut yang memiliki areal yang cukup 
luas. Meskipun berhadapan langsung dengan 
laut yang cukup luas, tidak semua petani rumput 
laut dapat menanam rumput laut dalam areal 
yang luas tersebut. Keterbatasan ini disebabkan 
oleh keterbatasan modal untuk usaha rumput 
laut dan kondisi perairan yang sebagian besar 
sudah dikapling oleh rumah tangga yang lain. 
Sesuai kesepakatan masyarakat setempat, orang 
yang pertama membuat kapling dan menanam 
rumput laut di suatu lokasi, akan memiliki hak 
untuk menguasai lokasi tersebut. Orang lain yang 
menanam ditempat tersebut harus meminta izin 
kepada pengguna pertama baik dengan sewa 
maupun pinjam. Jika pihak yang pertama kali 
menanam tidak mengizinkan, pihak lain pun tidak 
bisa menanam rumput laut di wilayah yang sudah 
dikapling tersebut. 


Saatini, petanirumputlautmasih menghadapi 
permasalahan budidaya terutama serangan hama 
penyakit. Hingga saat ini, belum ada bantuan nyata 
dari pemerintah untuk mengatasi masalah hama 
dan penyakit rumput laut. Oleh sebab itu, secara 
umum petani selalu berusaha untuk mengatasi 
persoalan mereka sendiri dengan memilih bibit 
yang tahan penyakit atau pun menunggu hingga 
kondisi alam lebih bersahabat dan terhindar dari 
hama penyakit rumput laut. 


Mata Pencaharian dan Pendapatan Rumah 
Tangga 


Mata pencaharian penduduk Kabupaten 
Wakatobi bervariasi sesuai dengan potensi yang 
tingkat pegetahuan masyarakat setempat. Tiga 
sumber mata pencaharian yang dimiliki oleh 
sebagian besar masyarakat Wakatobi adalah 
pertanian (71,9 persen rumah tangga), buruh/ 
karyawan (36,2 persen) dan perikanan laut (30,2 
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persen). Penduduk yang bekerja sebagai petani 
di daerah Pesisir Wakatobi cukup besar karena 
hasil bertani dapat digunakan untuk mencukupi 
kebutuhan makan sehari-hari. Kegiatan pertanian 
dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, 
namun pada rumah tangga nelayan umumnya 
perempuan memiliki peran lebih besar dalam 
mengelola lahan pertanian. 


Di sisi lain laki-laki biasanya bertugas 
mencari ikan di laut, selain juga membantu ke 
ladang terutama pada waktu musim gelombang 
kuat. Pada waktu musim gelombang kuat para 
nelayan di Desa Waelumu dan Longa umumnya 
tidak pergi melaut yaitu bulan April-September. 
Pada saat itulah sebagian nelayan ada yang bekerja 
membantu istrinya ke kebun sambil memperbaiki 
peralatan yang mereka miliki. Sebagian yang lain 
pada bulan Agustus-September mencari pekerjaan 
di Pulau Buru untuk bekerja di perkebunan teh atau 
mencari pekerjaan ke Papua. Ada pula sebagian 
nelayan yang mencari pekerjaan ke Taleaboh di 
Maluku Utara. 


Jenis tanaman yang banyak ditanam oleh 
petani di Wakatobi adalah ketela pohon (umbi 
kayu) dan/atau kelapa. Umbi kayu merupakan 
bahan dasar pembuatan kasoami yang merupakan 
makanan khas di daerah Wakatobi. Saat ini peranan 
umbi kayu sebagai makanan pokok di Wakatobi 
juga sudah mulai tergeser oleh besar yang selalu 
disediakan oleh pemerintah melalui program raskin. 
Meskipun demikian bagi sebagian orang tua, 
mereka merasa belum kenyang sebelum makan 
kasoami. Hal ini berbeda dengan generasi muda 
yang mulai lebih menyukai nasi dari beras sebagai 
makanan pokok mereka. Pergeseran ini cukup 
disayangkan karena akan menurunkan ketahanan 
pangan berbasis potensi daerah setempat. 


Meskipun pertanian menjadi sumber mata 
pencaharian bagi sebagian besar rumah tangga 
wilayah pesisir di Wakatobi, tetapi rata-rata 
pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian 
relatif kecil (529.000 per bulan). Rata-rata 
pendapatan dari pertanian yang cukup besar 
terdapat di Desa Longa yaitu 621.000 rupiah per 
bulan dengan jumlah anggota rumah tangga (ART) 
yang memiliki sumber pendapatan dari pertanian 
sebesar 78,6 persen. Keadaan ini menunjukkan 
pertanian di Longa memiliki peran lebih besar 
dibanding dengan desa-desa lain di Wakatobi. 
Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor 
pertanian di Desa Longa juga menjadi salah satu 
sebab rendahnya rata-rata pendapatan rumah 
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tangga di desa sehingga tingkat kemiskinan di 
daerah ini realtif tinggi. Ketergantungan yang tinggi 
terhadap sektor pertanian di Desa Longa juga dapat 
dilihat dari besarnya kepala rumah tangga yang 
bekerja sebagai petani yaitu 64 persen. Di sisi lain 
kepala rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan 
tangkap di Longa hanya sebesar 10 persen. Fakta 
tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk di 
Longa adalah penduduk yang sangat bergantung 
pada sumber daya darat dan bukan laut. 


Kondisi pendapatan rumah tangga di Desa 
Waelumu sangat berbeda dengan Desa Longa 
meskipun kedua desa tersebut berdekatan. 
Proporsi rumah tangga di Waelumu yang memiliki 
pendapatan dari pertanian memang cukup besar 
(83 persen), tetapi rata-rata pendapatan dari 
sektor tersebut rendah (493.000 rupiah). Hal ini 
menunjukkan meskipun menjadi mata pencaharian 
bagi sebagian besar rumah tangga, pekerjaan 
di pertanian lebih banyak digunakan sebagai 
pekerjaan sambilan saja. Rendahnya pendapatan 
dari pertanian tanaman pangan di daerah ini 
disebabkan oleh rendahnya tingkat kesuburan 
tanah. Sebagian besar tanah di desa ini merupakan 
tanah berbatu yang kurang baik untuk pertumbuhan 
tanaman. Di sisi lain, teknologi untuk menyuburkan 
tanah di daerah ini juga belum berkembang dengan 
baik. 


Pekerjaan utama yang menjadi sumber 
mata pencaharian rumah tangga di Desa Waelumu 
adalah nelayan tangkap karena sekitar 49,9 persen 
rumah tangga di Desa Waelumu memiliki sumber 
pendapatan dari perikanan tangkap dengan 
rata-rata pendapatan sebesar 3,4 juta rupiah/bulan 
(Tabel 2). Di samping itu, jenis pekerjaan kepala 
rumah tangga terdapat sekitar 34,3 persen rumah 


tangga di Desa Waelumu yang bekerja sebagai 
nelayan tangkap sementara di Desa Longa hanya 
sebesar 10 persen. Hal ini tidak terlepas dari posisi 
desa yang berbatasan langsung dengan laut serta 
latar belakang orang tua yang sebagian besar 
merupakan nelayan. Sumber mata pencaharian 
nelayan Desa Waelumu yang lebih condong ke 
sumber daya laut baik sebagai nelayan pasang 
surut (meti), nelayan ikan karang, dan nelayan tuna 
inilah yang menyebabkan rata-rata pendapatan 
merekalebih tinggi dibanding pendapatan penduduk 
di Desa Longa. 


Nelayan di Desa Longa dan Desa Waelumu 
umumnya merupakan penduduk yang sudah 
berusia tua, sementara tenaga kerja muda sudah 
tidak berminat untuk bekerja sebagai nelayan. 
Sebagian besar dari tenaga kerja muda di kedua 
berusaha untuk mencari pekerjaan di luar sektor 
kenelayanan. Minat yang rendah dari generasi 
muda untuk menjadi nelayan ini juga didukung 
oleh sikap orang tua mereka yang sebagian besar 
memiliki cita-cita agar keturunan mereka tidak 
bekerja sebagai nelayan. Inilah yang menjadi salah 
salah satu faktor terjadinya penurunan jumlah 
nelayan di Indonesia. Hasil sensus menunjukkan 
selama tahun 2003-2013, jumlah rumah tangga 
penangkap ikan turun dari 1,6 juta menjadi 
864.000 rumah tangga. Sementara nelayan 
budidaya naik dari 985.000 menjadi 1,2 juta 
rumah tangga. Saat ini perikanan menjadi 
subsektor yang menyerap tenaga kerja lebih 
rendah dibanding subsektor lain di sektor 
pertanian. Data empirik menunjukkan pada tahun 
2013 jumlah rumah tangga di peternakan adalah 
12,97 juta, perkebunan: 12,77 juta, hortikultura: 
10,6 juta, tanaman pangan: 12,73 juta dan 
kehutanan: 6,78 juta.. 


Tabel 3. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Pendapatan di Kabupaten Wakatobi, 


Tahun 2015 (Rupiah/bulan) 


Table 3. The Average of Household Income According to Source of Income in Wakatobi Regency, 2015 


(IDR/month). 
ana dar Maak Sombano Mesir bar na Wakatobi 
Sie SM kei (N-60) (N-69) (N=70) (N=199) 

Perikanan Tangkap/Fishing 719,836 3,390,908 899,680 2,103,333 
Rumput laut/Seaweed 1,139,905 0 0 1,139,905 
Buruh, karyawan/Workers, employees 1,330,357 1,390,404 1,092,867 1,275,417 
Pertanian pangan/Food Agriculture 430,464 493,263 621,268 529,321 
Perdagangan/ Trade 332,056 728,417 1,005,000 679,500 
Industri RT/Home Industry 990,264 194,967 1,991,500 896,263 
Lainnya/Others 178,472 185,777 418,231 288,528 


Sumber :Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2015/ 
Source : Baseline Data of Social Aspects of Coral Reefs in Indonesia, 2015 
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Berbeda dengan Desa Longa dan Desa 
Waelumu, sebagian besar kepala rumah tangga 
di Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa bekerja 
sebagai petani rumput laut. Tingginya peran rumput 
laut sebagai sumber mata pencaharian rumah 
tangga dapat dilihat dari proporsi rumah tangga 
yang menjadikan rumput laut sebagai sumber 
mata pencaharian yaitu 77 persen dan rata-rata 
pendapatan rumah tangga dari komoditas tersebut 
yang mencapai 1,1 juta per bulan. Pertanian 
juga menjadi sumber mata pencaharian bagi 50 
persen rumah tangga, tetapi rata-rata pendapatan 
dari pertanian hanya 430.000 rupiah per bulan 
(Tabel 3). Jika dilihat dari pekerjaan kepala rumah 
tangga, terdapat 63 persen KK yang bekerja di 
budidaya rumput luat. Kondisi tersebut menunjukkan 
sebagian rumah tangga di Desa Sombano sangat 
bergantung pada budidaya rumput laut. 


Rumput laut menjadi mata pencarian yang 
cukup menjanjikan di daerah ini meskipun dalam 
beberapa tahun terakhir terjadi penurunan hasil 
yang cukup tinggi karena ada serangan penyakit. 
Menurut penuturan warga, rumput laut masuk 
di desa ini sekitar tahun 1995/1996. Tali yang 
digunakan untuk budidaya masih menggunakan 
tali dari hutan yaitu pohon kobau. Tahun 1998 
petani rumput laut sudah mulai menggunakan 
tali dari plastik (rafia), namun pelampung masih 
menggunakan kayu. Pada tahun 2005, rumput 
laut mulai dibudidayakan secara besar-besaran 
oleh sebagian besar masyarakat. Saat itu, para 
petani rumput laut sudah dibantu modal dari para 
pedagang yang membeli rumput laut mereka. 


Masuknya rumput laut memberikan 
pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat desa. 
Sebelum ada tanaman rumput laut, sebagian 
besar masyarakat Desa Sombano biasa merantau 
ke daerah Bangka Belitung untuk bekerja sebagai 
sopir maupun buruh bangunan, dan kuli angkut 
barang. Sejak rumput laut dikembangkan di daerah 
tersebut, arus migrasi ke luar daerah menjadi 
berkurang. Sekitar tahun 90-an terdapat sekitar 
30 orang yang biasa merantau untuk mencari 
pekerjaan ke Bangka dan Malaysia. Begitu terdapat 
pekerjaan menanam rumput laut hanya 4-6 orang 
saja yang mencari pekerjaan ke luar daerah, karena 
penduduk lebih memilih bekerja di rumput laut. 


Rumput laut menjadi sumber pendapatan 
utama rumah tangga dan sebagian rumah tangga 
dapat menyekolahkan anaknya sampai pada 
tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hasil rumput 
laut umumnya di jual ke pedagang di tingkat desa. 
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Saat ini, terdapat 3 pedagang di desa yang masing- 
masing dapat membawa sekitar 5,5 ton rumput 
laut/minggu pada waktu hasil panen petani rumput 
laut tinggi, tetapi pada waktu musim yang kurang 
mendukung mereka biasanya hanya membawa 
1 ton/minggu. Pedagang tingkat desa akan 
membawa rumput laut ke Buton dan dijual kepada 
pengumpul di sana. 


Pendapatan Nelayan Menurut Musim 


Rumah tangga nelayan dalam penelitian 
ini didefinisikan sebagai rumah tangga yang 
sekurang-kurangnya satu anggota rumah tangga 
atau lebih bekerja di lapangan usaha/bidang 
pekerjaan utamanya sebagai nelayan (memancing 
atau menjaring ikan atau hewan laut atau tanaman 
laut). Nelayan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: 
(a) nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh 
waktu kerjanya digunakan untuk melakukan 
pekerjaan operasi penangkapan ikan/ binatang 
air lainnya/ tanaman air. (b) Nelayan sambilan 
utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu 
kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan 
operasi penangkapan ikan/ binatang air lainnya/ 
tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan 
penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula 
mempunyai pekerjaan lain. (c) Nelayan sambilan 
tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu 
kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan 
penangkapan ikan (Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP, 2011). Sebagian besar nelayan 
di ketiga desa lokasi penelitian merupakan nelayan 
sambilan utama karena mereka menggunakan 
sebagian waktunya untuk melakukan pekerjaan 
operasi penangkapan ikan maupun rumput laut. 


Hasil penelitian menunjukkan rata-rata 
pendapatan rumah tangga dari perikanan tangkap 
dan budidaya di Wakatobi sebesar 1,9 juta rupiah 
per bulan. Rata-rata pendapatan tertinggi terdapat 
di Desa Waelumu yaitu 3,4 juta rupiah diikuti 
Sombano (1,26 juta) dan Longa (769.000). Di Desa 
Waelumu terdapat satu rumah tangga yang memiliki 
pendapatan sangat tinggi (25 juta rupiah), sehingga 
berdampak pada tingginya rata-rata pendapatan 
rumah tangga secara keseluruhan. Jika rumah 
tangga tersebut tidak dikeluarkan dari responden 
maka rata-rata pendapatan penduduk di Waelumu 
menjadi sebesar 4,2 juta rupiah sedangkan 
pendapatan penduduk di Wakatobi menjadi sebesar 
2,1 juta rupiah. Pendapatan tertinggi di Wakatobi 
adalah rumah tangga nelayan, sehingga perikanan 
laut masih menjadi pekerjaan yang sangat penting 
dan potensial bagi penghidupan masyarakat 
setempat (Tabel 4). 
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Tabel 4. Pendapatan Rumah Tangga Nelayan dari Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten 


Wakatobi, Tahun 2015 (Rupiah/bulan). 


Table 4.The Fisher's Household Income From Capture Fishery and Aguaculture in Wakatobi 


Regency, 2015 (IDR/month). 


Desa! Village 
No Pendapatan per Bulan/ Sombano, Waelumu, Kec. Longa, Kec. Total 
Income per month Kec. Kaledupa/ Wangi-wangi/ Wangi-wangi/ 
Sombano, Waelumu, Wangi- Longa, Wangi- 
Kaledupa District Wangi District Wangi District 
1 Rata-rata/ Mean 1,262,569 3,390,908 899,679 1,880,373 
2 Nilai tengah/ Median 748,958 1,868,354 358,500 764,083 
3 Terendah/ Minimum 16,667 35,500 50,000 16,667 
4 Tertinggi! Maximum 9,282,291 10,582,000 3,636,250 10,582,000 
Jumlah Rumah Tangga/ 49 30 16 95 
Number of Household (N) 
Sumber: Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2015/ 
Source: Baseline Data of Social Aspects of Coral Reefs in Indonesia, 2015 
Berdasar penghitungan pendapatan rumah memiliki penghasilan cukup tinggi yaitu 3,64 


tangga dari sektor perikanan tangkap dan budidaya 
dapat dilihat bahwa pendapatan rumah tangga di 
Desa Waelumu lebih tinggi dibanding dengan rumah 
tangga nelayan di desa lainnya. Meskipun Desa 
Waelumu merupakan desa yang berdekatan dengan 
Desa Longa, tetapi terdapat perbedaan pendapatan 
yang cukup tinggi di kedua desa tersebut. Di sisi 
lain, potensi dan daya dukung wilayah di kedua desa 
sebenarnya memiliki kesamaan yaitu berdekatan 
dengan laut dan sebagian penduduknya berprofesi 
sebagai nelayan. Rumah tangga nelayan di 
Waelumu memiliki pendapatan yang tinggi karena 
sebagian besar dari mereka bekerja sebagai 
nelayan tuna dan karang dengan daya jelajah 
lautan yang lebih luas dibandingkan dengan 
nelayan di Desa Longa. 


Nilai median pendapatan rumah tangga 
di Waelumu juga lebih tinggi dibanding dengan 
desa lainnya. Nilai median sebesar 1,87 juta 
menunjukkan bahwa sebagian dari rumah tangga 
di Desa Waelumu memiliki pendapatan yang cukup 
tinggi (1,87 juta rupiah ke atas). Nilai ini jauh lebih 
tinggi dibanding dengan median pendapatan dari 
perikanan di Desa Longa yang hanya sebesar 
358.000 rupiah. Sebagian besar penduduk di 
Desa Longa memiliki pendapatan rendah karena 
penduduk di desa setempat umumnya merupakan 
nelayan non tuna yang memiliki hasil tangkapan 
rendah. Di samping itu banyak penduduk setempat 
yang bekerja sebagai buruh dan petani ubi kayu. 


Meskipun sebagian besar penduduk di 
Desa Longa memiliki penghasilan yang rendah, 
tetapi masih ada sedikit diantara mereka yang 


juta rupiah. Pendapatan ini diperoleh nelayan 
ikan karang dengan jenis ikan tangkapan utama 
berupa ikan katamba. Dalam musim gelombang 
tenang nelayan ini bisa menghasilkan pendapatan 
hingga 8,4 juta/bulan. Pada musim gelombang 
pancaroba, penghasilannya sebesar 702.000 
rupiah dan tidak melaut pada waktu gelombang 
kuat. Total pendapatan dari ikan pertahun mencapai 
43,64 juta rupiah. Nelayan membutuhkan biaya 
sebesar 26.000 rupiah untuk pembelian bensin dan 
es per trip. 


Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan 
dari perikanan tangkap dan budidaya di Desa 
Sombano sebesar 1,26 juta rupiah. Pendapatan 
tertinggi sebesar 9,28 juta rupiah dan pendapatan 
terendah hanya sebesar 16.700 rupiah. Mata 
pencaharian sebagian besar penduduk di desa 
ini adalah budidaya rumput laut yang mulai 
diusahakan sejak tahun 1995. Pendapatan tertinggi 
didapat oleh rumah tangga yang bekerja sebagai 
petani rumput laut. Selain itu, rumah tangga ini juga 
memiliki pekerjaan sebagai nelayan pancing dan 
pembuat kopra. Dari beberapa sumber pendapatan 
yang dimiliki, rumput laut menjadi sumber 
penghasilan yang memberikan pendapatan paling 
besar (8.400 per bulan). Penghitungan pendapatan 
didasarkan pada produksi rumput laut setiap musim 
panen dan berapa kali panen dilakukan oleh rumah 
tangga tersebut. Data hasil survei menunjukkan 
bahwa dalam satu tahun petani rumput laut 
dapat panen 4 kali dengan produksi 4 ton/panen. 
Pendapatan kotor mencapai 28 juta rupiah per 
panen dengan biaya 2,7 juta rupiah. 
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Biaya produksi rumput laut meliputi: bibit, 
tali 3 mm, pengikat (cincin), upah tenaga kerja, tali 
rafia, pemasang cincin. Secara rinci penghitungan 
biaya dan hasil yang didapat dari penanaman 
rumput laut dapat dilihat dari uraian seorang 
petani rumput laut hasil wawancara mendalam 
di Desa Sombano. Pada bulan Januari, petani 
tersebut panen rumput laut dengan jumlah 70 tali 
yang merupakan hasil panen | tahun ini. Hasil 
panen mencapai 231 kg dengan hasil kurang lebih 
2 juta rupiah (Tabel 5). Pada Bulan Maret 2015 ia 
kembali menanam dengan jumlah tali lebih besar 
(170 tali) sehingga berharap hasilnya akan lebih 
besar dari panen pertama. Jika musim rumput laut 
baik, rumah tangga di Desa Waelumu umumnya 
dapat menanam 300-400 tali bahkan ada yang 
dapat menanam hingga 600 tali. Semakin banyak 
jumlah tali, panen yang dihasilkan juga akan 
semakin besar. 


Pendapatan dari rumput laut di Desa 
Sombano juga mengalami pasang surut. Pada 
awal dilakukan penanaman (tahun 1995) hasil 


rumput laut sangat bagus. Satu bibit yang ditanam 
dapat menghasilkan rumput laut yang banyak 
dalam waktu kurang lebih 40 hari. Hasil panen 
yang cukup bagus membuat sebagian masyarakat 
yang lain tertarik dan mulai menanam rumput laut. 
Kemudian, hama penyakit mulai datang sehingga 
panen menjadi tidak bagus dan sebagian gagal 
panen. Pada waktu itu, sebagian masyarakat mulai 
tidak menanam rumput laut. Masyarakat kembali 
berminat menanam kembali setelah ada bibit baru 
yang cukup tahan terhadap penyakit. 


Pendapatan rumah tangga nelayan sangat 
dipengaruhi oleh kondisi musim yaitu gelombang 
kuat, gelombang lemah dan pancaroba. Keadaan 
ini sesuai dengan hasil penelitian di Wakatobi, 
meskipun musim-musim tersebut dapat mengalami 
pergeseran waktunya (Hidayati et al., 2007). Pada 
waktu musim gelombang kuat rata-rata pendapatan 
rumah tangga di Desa Waelumu sebesar 781.000 
rupiah, sedangkan rata-rata pendapatan pada 
musim gelombang tenang mencapai 6,4 juta rupiah 
(Tabel 6). 


Tabel 5. Biaya dan Hasil Rumput Laut di Desa Waelumu (70 tali) pada Januari-Pebruari, 2015. 
Table 5. Cost and Output of Seaweed in Waelumu Village (70 straps) in January-Pebruary, 2015. 


No Jenis pengeluaran/The Kind of Expenditure Nilai (Rp)/Price (IDR) 
1 Bibit (4 karung)/Seed (4 sacks) 280,000 
2 Tali (15 gulung)/Rope 3mm (15 roll) 168,750 
3 Cincin pengikat/Ring fastener 32,500 
4 Tenaga kerja/Employees 70,000 
5 Tali rafia (2 gulung)/Raffia rope (2 roll) 30,000 
6 Tali cincin (70 tali) /Rope for ring (70 rope) 117,000 
7 Jumlah / Total 698,250 
Panen/Harvest (231 kg) 1,686,300 
Pendapatan/Income (IDR) 988,050 


Sumber : Wawancara di Desa Sombano, 2015/Source : Interview in Sombano Village, 2015 


Tabel 6. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Nelayan dari Perikanan Tangkap Menurut Tipe 
Gelombang di Kabupaten Wakatobi, Tahun 2015 (Rupiah). 
Table 6. The Average of Fisher's Household Income From Capture Fisheries According To Type 
of Waves in Wakatobi District, 2015 (IDR). 
Tipe Gelombang/ Type of waves 


Jumlah Rumah 


No Desa) Village Tenang/ Pancaroba/ Kuat/ Tangga/ Number 
Weak Transition Strong of household (N) 
Sombano, Kec. Kaledupa / 865,000 546,071 487,143 14 
1 Sombano, Kec. Kaledupa/ 
Sombano, Kaledupa District 
Waelumu, Kec. Wangi-wangi / 6,399,068 3,314,100 871,133 30 
2 Waelumu, Kec. Wangi-wangi/ 
Waelumu, Wangi-wangi District 
Longa, kec. Wangi-wangi / Longa, 
3 Kec. Wangi-wangi/ Longa, Wangi- 1,751,500 639,625 376,188 16 
wangi District 
Total 3,868,433 1,955,033 649,550 60 


Sumber:Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2015/ 
Source:Baseline Data of Social Aspects of Coral Reefs in Indonesia, 2015 
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Variasi pendapatan antar musim juga 
terjadi di Desa Longa. Pendapatan pada 
musim gelombang kuat di Desa Longa hanya 
sebesar 376.000 rupiah sedangkan pendapatan 
pada musim gelombang tenang mencapai 
1,76 juta rupiah. Berdasar hasil FGD dan 
wawancara mendalam, variasi pendapatan menurut 
musim di kedua desa ini terjadi pada semua jenis 
nelayan yaitu nelayan meti, nelayan ikan karang, 
dan nelayan tuna. 


Nelayan meti merupakan pekerjaan yang 
biasa dilakukan oleh ibu-ibu. Waktu melaut 
tergantung pada keadaan pasang surut air laut. 
Mereka biasa bekerja berkelompok dengan lokasi 
penangkapan ikan dilautdangkal sekitar perdesaan. 
Waktu melaut nelayan meti sekitar 4 jam dan sangat 
tergantung pada pasang surut air laut. Nelayan meti 
ini bisa menangkap ikan hampir sepanjang tahun. 
Mereka tidak menangkap ikan hanya pada Bulan 
Maret yaitu pada waktu terjadi angin utara karena 
laut terasa sangat dingin. Nelayan meti umumnya 
bekerja dengan berkelompok masing-masing 


2 orang. Cukup banyak perempuan yang menjadi 
nelayan meti di Desa Waelumu yaitu sekitar 
20 orang. 


Jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan meti 
diantaranya adalah ikan savo, samandar, kakap 
dan ikan gotila. Hasil yang diperoleh nelayan meti 
sekali melaut sekitar 1 baskom besar yang berharga 
kurang lebih 50.000 rupiah. Sebagai contoh, jika 
mereka mendapat bagian 10 ekor ikan, maka 4 
ekor akan digunakan untuk makan di rumah sendiri 
sedangkan sisanya dijual di desa maupun ke pasar 
kabupaten. Alat tangkap yang digunakan nelayan 
meti adalah jaring yang masing-masing kelompok 
biasanya menggunakan 10 jaring dengan masing- 
masing 25-30 depa (35-50 meter). Harga jaring 
sekitar 200.000 dengan masa pakai sekitar 6 
bulan.Umumnya nelayan melakukan pembagian 
hasil melaut berdasar perhitungan bagi hasil. Hasil 
melaut dibagi menjadi tiga yaitu satu bagian untuk 
body (pemilik kapal/ perahu), dan dua bagian untuk 
nelayan. 


Bulan 


Nelayan 5 6 7 8 9 


10 11 12 1 2 3 4 


Tuna XX+ XXX XX+ +++ +++ 


+++ | +++ | ttt | +++ | ttt | +44 | 44+ 


Jenis ikan : tuna, cakalang 


Umpan : ikan hidup (15 ekor) 
Hasil : rata-rata 3 box (50 kg/box) 


Wilayah tangkap : sektor timur : 30-40 mil; sektor utara = 30-40 mil 


Nelayan : 2 orang/kapal (hasil dibagi 3 yaitu 1 untuk kapal dan 2 untuk nelayan) 


Bibit 
tuna XX+ | XXX | XX+ | +++ | +++ | ttt | ttt | ttt | +++ | +++ | ttt | +++ 
Wilayah tangkap = 1 mil dari karang 
Jenis ikan = bibit tuna,tongkol, momar 
Umpan = bulu ayam, sutera, plastik, layang-layang 
Hasil = 1 box (150 kg) 
Nelayan 
meti +++ | +++ | +++ | ttt | ttt | +++ | +++ | +++ | ttt | XXX | +++ | +++ 
Wilayah tangkap = sekitar desa 
Jenis ikan = ikan karang 
Alat tangkap = jaring 
Hasil = rata-rata 10 kg ( 4 ekor dimakan sendiri, sisanya dijual) 
Nelayan 
karang XX+ | XXX | XXX | XXX | XXX | +++ | ttt | +++ | +++ | +++ | +++ | XX+ 


Wilayah tangkap = karang kapota dan kaledupa 

Jenis ikan = ikan karang (kerapu, sunu, kakap merah, dll) 
Alat tangkap = pancing, jaring 

Hasil = bisa mencapai 800 .000 rupiah/melaut 


Gambar 1. Kalender Musim Nelayan di Desa Waelumu, Tahun 2015 
Figure 1. The Season Calender of Fisher’s in Waelumu Village, 2015 
Sumber : FGD Dengan Masyarakat Nelayan /Source : FGD With Fisher’s Community 


Keterangan/ Remaks: 

+++ banyak melaut/Many sailors 
xxx = tidak melaut/Never go to sea 
xx+ = sedikit melaut/Little go to sea 
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Nelayan ikan karang merupakan nelayan 
yang biasa menangkap ikan di sekitar karang Kapota 
dan Kaledupa. Biasanya pekerjaan ini dilakukan 
oleh kepala rumah tangga dibantu dengan anggota 
rumah tangga. Jenis kapal yang digunakan adalah 
kapal berukuran (9 m x 1,2 m) dengan mesin 30 
PK. Alat tangkap yang digunakan adalah pancing 
dan jaring. Umpan untuk pancing berupa ikan 
momar sekitar 2 kg dengan harga 10.000 rupiah. 
Nelayan ikan karang umumnya juga membutuhkan 
40 batang es, dan solar sekitar 20 liter. Berbagai 
jenis ikan ditangkap oleh nelayan karang yaitu 
sunu, kerapu, kakap merah, dan lain-lain. 


Nelayan ikan karang biasa melaut pada 
bulan Oktober-April dan libur pada waktu Bulan 
Mei-September karena musim gelombang 
kuat. Lokasi penangkapan ikan tidak menetap 
bergantung pada kondisi gelombang dan cuaca. 
Pada Bulan Oktober-Januari, nelayan menangkap 
ikan di sekitar karang Kaledupa, sedangkan pada 
Bulan Februari- April para nelayan menangkap ikan 
di daerah karang Kapota. Hasil yang didapatkan 
nelayan karang dalam sekali melaut sekitar 1-1,5 
box (16-24 kg) dan dijual dengan harga sekitar 
50.000-60.000 rupiah/kg. Pendapatan kotor per 
box sekitar 800.000 rupiah, dengan perhitungannya 
sendiri nelayan karang umumnya mendapatkan 
hasil sekitar 500.000 rupiah dalam sekali melaut. 
Sistem pembagian pendapatan yang digunakan 
oleh nelayan karang umumnya sistem bagi hasil 
sebagaimana dilakukan pada nelayan tuna. 
Pembagian hasil tersebut adalah satu bagian 
untuk body (kapal/perahu) dan dua bagian untuk 
nelayan. 


Nelayan ikan tuna merupakan jenis nelayan 
yang cukup banyak di Desa Waelumu dan Longa. 
Penangkapan ikan tuna dilakukan di wilayah laut 
dalam dengan alat tangkap pancing. Terdapat tiga 
kategori lokasi nelayan ikan tuna yang beroperasi 
di Desa Waelumu dan Longa yaitu di sekitar 
rompong (20-30 mil), dekat Pulau Runduma (30-40 
mil), dan laut lepas (60 mil). Bahan bakar yang 
digunakan untuk keperluan melaut juga bervariasi 
dari 20 liter sampai 60 liter. Nelayan yang memiliki 
kapal bermesin besar umumnya lebih memilih 
untuk menangkap ikan di lautan dalam karena hasil 
yang didapat lebih besar. 


Meskipun terdapat pembagian wilayah 
penangkapan, umumnya nelayan tidak hanya 
berada di satu wilayah penangkapan saja. Mereka 
dapat berpindah lokasi penangkapan sesuai 
dengan kondisi gelombang maupun potensi ikan 
tuna yang ada di laut. Nelayan tuna tidak bisa 
melaut dalam beberapa bulan selama setahun 
karena terkendala kondisi gelombang laut. Kegiatan 
melaut secara penuh biasa dilakukan selama 
9 bulan yaitu September-Mei. Pada sembilan bulan 
tersebut nelayan tuna dapat melaut secara penuh 
(15 kali melaut dalam sebulan). Nelayan tuna yang 
mencari ikan di sekitar rompong melaut sekitar 
7 jam yaitu berangkat melaut pada jam 04.00 
dan pulang ke rumah jam 11.00. Jenis ikan yang 
ditangkap nelayan tuna sekitar rompong ini tidak 
terbatas pada tuna, tetapi juga sunu, dan cakalang. 
Sementara itu, nelayan yang beroperasi di daerah 
penangkapan yang jauh (60 mil) akan berada di 
laut hingga 21 jam yaitu berangkat pada pukul 
00.00 dan pulang kembali ke rumah pada pukul 
21.00. 


Gambar 2. Peta Daerah Tangkapan Ikan dan Penanaman Rumput Laut di Lokasi Penelitian 
Figure 2. Maps of Fishing Ground and Seaweed in Research Location 


Sumber : Peta Dasar BIG dan FGD di Desa Lokasi Penelitian/ 
Sources : Basic maps from BIG and FGD in the Village of Research Location 
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Para nelayan dapat berpindah lokasi 
pencarian ikan sesuai dengan kondisi gelombang 
dan keberadaan ikan di laut. Jika ikan tuna tidak 
ada di sebelah timur nelayan bergerak ke daerah 
dekat Buton/ Bau-bau. Pada bulan Desember- 
April, nelayan di Desa Waelumu akan bergerak 
ke sektor utara untuk mencari ikan tuna. Sekali 
melaut para nelayan dapat memperoleh 3-4 ekor 
tuna dengan berat kurang lebih 50 kg/ekor. Modal 
yang dikeluarkan oleh nelayan tuna sekali melaut 
sekitar 300-400.000 rupiah. Minimal nelayan 
harus mendapat 1 box ikan untuk menutup biaya 
operasional tersebut. Jika mereka mendapat 
1,5 box ikan, maka mereka sudah mendapat 
keuntungan dari melaut. Paling banyak para 
nelayan memperoleh 3 box yang biasanya terjadi 
pada musim puncak ikan yaitu bulan Maret dan 
April. 


Ikan tuna yang diperoleh nelayan kemudian 
dijual di tingkat desa atau dibawa ke pengumpul di 
Mola Selatan. Nelayan lebih memilih membawa ikan 
ke Mola Selatan karena mereka akan mendapatkan 
uang secara tunai, sedangkan jika menjual di 
tingkat desa mereka akan mendapatkan uang 
sekitar 2 minggu kemudian. Nelayan pengumpul 
inilah yang kemudian akan membawa ikan-ikan 
tersebut ke pedagang ditingkat provinsi untuk dijual 
ke jakarta atau diekspor. Sebagaimana ditemukan 
oleh Triyanti et al. (2014) tentang adanya hubungan 
kerja antara padagang pengumpul di Wakatobi 
dengan perusahaan di Kendari. Sebagian nelayan 
memiliki hubungan dengan pedagang sebagai 
patron klien sebagaimana ditemukan oleh Masyhuri 
(2001). Para nelayan menjual ke pedagang tertentu 
karena telah memiliki hutang kepada pedagang 
yang bertindak sebagai patron. Rata-rata nelayan 
mengaku mencari ikan sudah semakin susah dan 
hasil yang didapatkan semakin sedikit saja. Mereka 
masih tertolong karena harga ikan semakin mahal 
sehingga hasil yang mereka dapat tetap sama 
dengan zaman dahulu meskipun bobot ikan yang 
ditangkap bisa lebih sedikit. 


Peran perikanan di Desa Sombano sebagai 
sumber pendapatan tidak begitu besar jika 
dibanding dengan penduduk Desa Longa dan Desa 
Waelumu. Penduduk setempat biasa mengambil 
ikan di laut bukan untuk dijual melainkan hanya 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja. Lokasi 
penangkapan ikan pada nelayan di Desa Sombano 
biasanya hanya di areal laut sekitar perdesaan, 
karena tidak menjadi sumber pendapatan utama 
rumah tangga. Menurut penduduk, tidak banyak 


nelayan di Desa Sombano yang pergi mencari 
ikan di laut, karena populasi ikan yang sangat 
sedikit. Hal ini berbeda sekali dengan populasi ikan 
sekitar tahun 1990 an. Nelayan memasang bubu di 
sekitar rumput laut saja sudah dapat menghasilkan 
sampai 100 ekor per bubu, bahkan bubu sering 
berpindah tempat karena terseret oleh ikan yang 
cukup besar. Hal berbeda terjadi pada saat ini 
karena sulit mendapatkan ikan dengan memasang 
bubu. Penurunan hasil tangkapan juga terjadi pada 
nelayan pancing dan jaring dan sejalan dengan 
temuan dari penelitian sebelumnya (Adam, 2012). 


Pengaruh pengeboman dan pembiusan 
yang sangat intens diduga menjadi penyebab 
utama berkurangnya populasi ikan. Masyarakat 
juga sudah berupaya untuk menjaga laut mereka 
dari aktivitas pembiusan dan pengeboman, tetapi 
karena tenaga yang sangat kurang dan laut yang 
sangat luas, maka sangat sulit untuk memberantas 
aktivitas tersebut. Patroli oleh petugas sering 
dilakukan, tetapi begitu petugas patroli lewat, 
maka para pembius dan pengebom melakukan 
aktivitasnya kembali tanpa rasa takut karena 
mereka seolah sudah tahu waktu patroli dan pandai 
mencuri waktu untuk melakukan aktivitas agar tidak 
tertangkap petugas. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Hasil analisis terhadap pendapatan 
penduduk di beberapa desa pesisir Kabupaten 
Wakatobi menunjukkan sebagian besar penduduk 
memiliki pendapatan yang rendah. Rumah tangga 
yang memiliki pendapatan tinggi di Desa Waelumu 
dan Longa merupakan rumah tangga yang bekerja 
sebagai nelayan tuna. Sementara itu, rumah 
tangga yang memiliki pendapatan tinggi di Desa 
Sombano merupakan petani rumput laut. Rata-rata 
pendapatan tertinggi dari ketiga desa terdapat di 
Desa Waelumu, sedangkan pendapatan terendah 
terjadi di Desa Longa. 


Sumber mata pencaharian yang paling 
banyak dimiliki oleh rumah tangga di Desa Longa 
dan Waelumu adalah tanaman pangan, tetapi 
pekerjaan ini hanya memberikan pendapatan 
yang rendah karena produktivitasnya rendah. 
Sumber mata pencaharian di kedua desa yang 
memberikan sumbangan cukup besar terhadap 
pendapatan rumah tangga adalah kegiatan 
kenelayanan terutama ikan tuna dan ikan karang. 
Meskipun demikian, nelayan ikan karang dan tuna 
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mengaku semakin kesulitan untuk mendapatkan 
hasil tangkapan yang banyak. Hal ini berhubungan 
dengan masih tingginya aktivitas pengeboman dan 
banyaknya rompong yang dimiliki nelayan dari luar 
daerah. 


Sementara itu sebagian besar rumah 
tangga di Desa Sombano memiliki sumber mata 
pencaharian budidaya rumput laut. Rumput laut 
di desa ini berperan penting dalam mengubah 
pola kehidupan masyarakat dari yang semula 
bekerja di luar daerah menjadi bekerja di daerah 
sendiri. Masalah utama bagi petani rumput laut 
di Desa Sombano adalah tidak adanya inovasi 
bibit rumput laut yang bisa beradaptasi terhadap 
penyakit tanaman. Persoalan lain adalah masih 
banyaknya aktivitas pembius di perairan laut yang 
bisa mengganggu rumput laut dan populasi ikan di 
wilayah perairan laut mereka. 


Implikasi Kebijakan 


Kebijakan pengenalan teknologi yang 
menunjang pengembangan pertanian pangan 
di Kabupaten Wakatobi perlu dilakukan karena 
produktivitas tanaman pangan yang rendah. Lahan 
tanaman pangan di Kabupaten Wakatobi sebagian 
besar berupa tanah berbatu bahkan orang 
setempat sering menyebut “batu bertanah” yang 
membuat sedikitnya kandungan unsur hara yang 
diperlukan tanaman. Dengan pengenalan teknologi 
pembuatan pupuk kompos berbasis sumber daya 
setempat, produktivitas tanaman pangan masih 
potensial untuk dikembangkan sehingga dapat 
menambah pendapatan rumah tangga. 


Pengaturan terhadap keberadaan rompong 
di laut perlu segera dilakukan untuk merespons 
keluhan nelayan lokal tentang rompong di laut 
yang terlalu banyak dan terlalu sering melingkar. 
Frekuensi melingkar dan jumlah rompong yang 
terlalu banyak ini menyebabkan ikan karang di 
Wakatobi semakin berkurang, sehingga mereka 
mengharapkan penataan jumlah rompong dan 
pengurangan frekuensi melingkar. Jika tidak diatur, 
nelayan lokal dikhawatirkan menjadi semakin 
terpinggirkan. Saat ini sebagian masyarakat sudah 
memilih mencari kerja di luar kegiatan kenelayanan 
di Irian Jaya, Pulau Buru, Malaysia dan tempat 
lainnya. Sebagian besar orang tua juga memiliki 
impian agar keturunannya tidak menjadi nelayan 
seperti mereka. 


Kebijakan pengembangan bibit unggul 
dan pemberantasan penyakit rumput laut sangat 
dinantikan oleh masyarakat di Desa Sombano, 
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Kecamatan Kaledupa. Saat ini mereka merasakan 
rumput laut yang menjadi sumber pendapatan 
utama penduduk di Desa Sombano, belum 
mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. 
Mereka menaruh harapan tinggi pada fasilitasi 
pemerintah terutama dalam hal bibit, pasar, penyakit 
dan pendanaan. Penyakit menjadi persoalan yang 
amat mereka khawatirkan, karena budidaya rumput 
laut dapat gagal jika terserang penyakit. Jika terjadi 
serangan penyakit umumnya mereka hanya pasrah, 
sambil menunggu penyakit tersebut hilang dengan 
sendirinya karena pengaruh alam. 


Kebijakan peningkatan kesadaran 
masyarakat terhadap bahaya bom dan bius 
harus terus dilakukan karena pengeboman dan 
pembiusan masih sering terjadi. Tidak mudah 
untuk mengubah kebiasaan masyarakat, sehingga 
kegiatan penyadaran dan harus terus dijalankan. 
Memberikan penyadaran masyarakat sejak dini 
terutama melalui dunia pendidikan di sekolah juga 
perlu dilakukan. Pemerintah juga perlu mendorong 
usaha-usaha pariwisata berbasis laut yang dapat 
menjaga kelestarian perairan laut. Usaha di 
bidang pariwisata laut sebagaimana dilakukan oleh 
kelompok penduduk di Desa Waha merupakan 
kegiatan yang efektif untuk memberantas aktivitas 
pengeboman dan pembiusan. 
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ABSTRAK 


Salah satu alasan yang kuat nelayan tangkap skala kecil tetap melaut meskipun mempunyai 
risiko tinggi karena peluang/prospek pendapatan/penerimaan yang tinggi pada satu saat. Risiko melaut 
tidak hanya membuat ketidakpastian tetapi juga karena risiko biaya operasional yang tinggi. Dihadapkan 
dengan kondisi biaya operasional yang tinggi, nelayan menggunakan strategi yang berbeda, salah 
satunya melekat pada peran tengkulak. Dalam pandangan konvensional, pedagang perantara/ langgan 
sebagai hambatan bagi nelayan untuk menjadi kompetitif di pasar. Namun di negara berkembang 
seperti Indonesia, mereka memainkan peran penting sebagai "bantal sosial” dalam kehidupan nelayan 
skala kecil. Tujuan penelitian adalah menyelidiki tingkat kecenderungan keterikatan hubungan langgan/ 
pedagang antara sebagai “bantal sosial” dengan nelayan di dua daerah penangkapan ikan yang menonjol 
di pantai utara dan pantai selatan Jawa. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kuantitatif 
yaitu model analisis multinomial logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan dari pantai utara 
cenderung sangat kuat hubungannya dengan perantara untuk kelangsungan hidupnya dibandingkan 
dengan nelayan di pantai selatan. Implikasi dari temuan tersebut bahwa peran sentral langgan/ 
perantara/tengkulak/langgan merupakan bentuk hubungan yang bersifat ekonomi dimana kedua belah 
pihak bisa mengambil keuntungan. Pola hubungan bukan hanya sekedar sebagai penyangga, namun 
lebih dari itu yaitu berfungsi sebagai “bantal” sosial (social cushion) para nelayan. Hubungan seperti 
ini merupakan bentuk layanan dimana para nelayan bisa mendapatkan alternatif layanan jasa “kredit” 
dari para perantara/langgan/tengkulak. Bentuk layanan seperti yang diperankan oleh langgan/pedagang 
perantara selama ini belum bisa digantikan oleh lembaga pemerintah yang resmi, dimana pola hubungan 
tersebut sangat dibutuhkan oleh nelayan skala kecil. Pola hubungan tersebut selain dipengaruhi oleh 
lokasi, juga dipengaruhi oleh status kepemilikan kapal, lama kepemilikan kapal dan jumlah ABK. 


Kata Kunci: mata pencaharian, tengkulak, nelayan skala kecil, resiko, “bantal sosial” 


ABSTRACT 


The expectation of high income is the most dominant factor to keep fishing by fisher despite 
its high risk. Uncertainty not only creates high risk situation but also operational cost. To cope with 
these situation, fisher creates alternatives strategy where one is having a relation with a middleman. 
In conventional views, middleman is perceived as a problem for fisher to have a competitive market for 
their product. Yet in developing country such as Indonesia, they play crucial role as a “social cushion” 
for small scale fisher's livelihood. This research aims to investigate the level of relationship between 
middleman and fisher in two dominant area of northern and southern coast of Java. Data were analyzed 
using multinomial logistic analysis model. Results show the fisher dependency to middleman of northern 
coast java is higher than southern coast java. This relationship form is a mutual benefit where both fisher 
and middleman have advantages from this bond. Middleman's role is more than a buffer but more likely 
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a “social cushion”. Fisher could have a credit service from them that could not be served by government 
agencies. In the field, this kind of relationship is affected by the status, longest vessel ownership and so 


the number of the crew. 


Keywords: livelihood, middlemen, small-scale fishers, risk, “social cushion” 


PENDAHULUAN 


Armada perikanan tangkap di Indonesia 
didominasi oleh perikanan skala kecil (lebih dari 90 
%) (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 
2014). Perikanan tangkap skala kecil berperan 
penting dalam kehidupan masyarakat di pantai 
utara Jawa sebagai mata pencaharian utama dan 
penyerapan tenaga kerja (Fauzi dan Anna, 2010: 
Sudarmo et al., 2015). Sektor perikanan tangkap 
skala kecil berperan penting untuk ketahanan 
pangan, pembangunan pedesaan dan pengentasan 
kemiskinan (Bene, 2006; Food and Agricultural 
Organization (FAO), 2005). Daerah tangkapan 
perikanan di Pulau Jawa berada pada pantai utara 
Jawa dan pantai selatan Jawa, dimana karakteristik 
kedua daerah tersebut berbeda, karena perbedaan 
karakteristik fishing ground. Kabupaten Lamongan 
di Jawa Timur adalah salah satu daerah yang 
menghasilkan tangkapan terbesar, dimana ribuan 
nelayan skala kecil terlibat di dalamnya. Produksi 
ikan di Lamongan tahun 2014 lebih 70 ribu ton (18% 
dari total produksi di provinsi Jawa Timur), dengan 
pertumbuhan sekitar 2,8% per tahun senilai sekitar 
Rp 806 milyar. Sekitar 28 ribu nelayan dan hampir 
8 ribu armada penangkapan ikan yang beroperasi 
di wilayah Kabupaten Lamongan. 


Daerah penangkapan di Pelabuhanratu 
terletak di pantai selatan Jawa Barat di Kabupaten 
Sukabumi. Fishing ground berada di sepanjang 
teluk Pelabuhanratu dan Samudra Hindia. 
Pelabuhanratu telah menjadi lokasi pendaratan 
ikan tuna dan pelagis besar lainnya (tongkol dan 
cakalang). Total produksi pada tahun 2014 sekitar 
8 ribu ton (4,4% dari total produksi di Provinsi 
Jawa Barat) senilai sekitar Rp 284 milyar. Tingkat 
pertumbuhan rata-rata di Pelabuhanratu adalah 
3,7% per tahun. Lebih dari 5 ribu nelayan bekerja 
dengan berbagai armada perikanan di daerah 
Pelabuhanratu. 


Hingga saat ini nelayan skala kecil 
menghadapi berbagai kendala terutama dalam 
perspektif kebijakan dan perspektif sosial ekonomi. 
Dalam perspektif kebijakan, kendala tersebut 
berkaitan dengan program pemerintah yang tidak 
berpihak kepada nelayan skala kecil, sedangkan 
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dari perspektif sosial ekonomi, kendala tersebut 
berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat 
pesisir yang rentan terhadap guncangan dan 
perubahan mendadak (Ferrol-Shulte et al., 2015, 
Fauzi dan Anna, 2010; Sievanen, 2014). 


Memahami kondisi tersebut, penting untuk 
lebih memperhatikan nelayan skala kecil dan 
mengembangkan kebijakan yang lebih baik di masa 
depan. Pemahaman tersebut meliputi bagaimana 
nelayan skala kecil mengatasi permasalahan 
sosial ekonomi, yaitu biaya operasional yang 
tinggi dan bagaimana mengembangkan jaringan 
sosial di masyarakat pesisir. Nelayan skala kecil 
telah mengembangkan berbagai strategi untuk 
menghadapi permasalahan yang dihadapi (Fauzi 
dan Anna, 2010, Allison dan Ellis, 2001). Salah 
satu strategi tersebut adalah keterikatan dengan 
pedagang  perantara/tengkulak/langgan untuk 
menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk 
biaya operasional penangkapan dan keperluan 
lainnya yang tidak dapat dicukupi oleh nelayan. 
Keterikatan yang kuat dengan tengkulak/langgan/ 
perantara cukup umum terjadi untuk perikanan 
skala kecil di Indonesia. Terlepas dari pandangan 
konvensional bahwa kehadiran tengkulak/langgan 
mungkin tidak menguntungkan dari sudut pandang 
sosial, keberadaan tengkulak/langgan sampai batas 
tertentu telah menciptakan saling ketergantungan 
antara nelayan skala kecil dan pelaku ekonomi 
lainnya di masyarakat pesisir. 


Selain alasan ekonomi di atas, ada alasan 
sosial yang berbedadiantara kedualokasi penelitian. 
Nelayan di Lamongan, misalnya, memiliki lembaga 
sosial sendiri yang dikenal sebagai “Blandongan” 
yang berfungsi sebagai “penyangga” dalam 
menghadapi ketidakpastian. Blandongan didirikan 
di tingkat desa, masing-masing memiliki 60-80 
anggota. Blandongan merupakan organisasi 
nelayan yang menyuarakan kepentingan nelayan 
sendiri dan membangun “aturan main” untuk 
memfasilitasi kepentingan nelayan. Sedangkan 
di Pelabuhanratu, meskipun tidak ada organisasi 
tertentu seperti “Blandongan” di Lamongan, memiliki 
kelembagaan formal dan informal. Kelembagaan 
tersebut dapat memfasilitasi kepentingan nelayan 
seperti kelompok nelayan dan kelompok perantara. 
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Tujuan penelitian adalah menyelidiki 
tingkat kecenderungan keterikatan hubungan 
langgan/pedagang antara sebagai “bantal sosial” 
dengan nelayan di dua daerah penangkapan ikan 
yang menonjol di pantai utara dan pantai selatan 
Jawa. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu 


Penelitian dilakukan pada usaha perikanan 
tangkap skala kecil di dua lokasi yaitu di wilayah 
pesisir utara laut Jawa (Desa Weru Komplek, 
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan) dan 
pesisir Selatan Jawa (di kawasan Pelabuhan 
Perikanan Nusantara/PPN Pelabuhanratu, Kab. 
Sukabumi). Pemilihan lokasi berdasarkan kriteria 
sosial ekonomi dari dua lokasi tersebut yang dapat 
mewakili kondisi nelayan skala kecil di pantai utara 
Jawa dan pantai selatan Jawa. Penelitian dilakukan 
pada bulan Juli — Desember 2014. 


Responden 


Pemilihan lokasi penelitian dari tingkat 
kabupaten sampai dengan tingkat desa ditentukan 


110°00"E 


secara purposive dengan mempertimbangkan 
bahwa lokasi merupakan sentra perikanan kecil. 
Pemilihan responden pelaku  usaha/nelayan 
dilakukan dengan cara sample random sampling. 
Responden adalah nelayan skala kecil yang 
menggunakan berbagai alat tangkap. Jumlah 
nelayan di kedua lokasi sebanyak 3.996 nelayan. 
Penentuan jumlah responden dengan menggunakan 
rumus Slovin, jumlah responden yang dipilih 
sebanyak 150 responden. Jumlah nelayan yang 
terpilih sebagai responden di Lamongan sebanyak 
80 orang dan di Pelabuhanratu sebanyak 70 
orang nelayan, sehingga total jumlah responden 
sebanyak 150 orang. 


Data 


Data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder dari dua daerah nelayan di pantai utara 
dan selatan Jawa. Data primer dikumpulkan dari 
nelayan sebagai responden dengan menggunakan 
kuesioner yang telah disiapkan. Data sekunder 
yang dipakai adalah data sekunder yang diterbitkan 
oleh instansi terkait antara lain BPS, Dinas Kelautan 
dan Perikanan, dan Kantor Pelabuhan Perikanan 
Nasional (PPN). 


Map of Research Location 


Legend 


| Jawa island 
Ea Sukabumi district 
Ea Lamongan district 


Sources 
Indonesia Administrative Boundary 


Gambar 1. Lokasi Penelitian Peranan “Bantal Sosial” pada Nelayan Skala Kecil di Jawa, 2014 
(Lamongan 6'51'54” LS dan 112'33'45” BT, Pelabuhanratu 6°58,108’ LS 106°31,174’ BT). 


Figure 1. 


Research loacation, The role “Social Cushion” on the Livelihood of Small Scale Fishers 


in Java, 2014 ((Lamongan 6'51'54”-7'23'06”S and 112’33’45” - 112'33'45” E, Pelabuhanratu 


6”58,108' S 106°31,174’ E). 
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Variabel dan Model Analisis 


Analisis menggunakan pendekatan regresi 
logistik multinomial. Regresi logistik multinomial 
merupakan perluasan dari regresi logistik dengan 
respon biner yang dapat menangani variabel 
respon dengan kategori lebih dari dua. Hosmer 
dan Lemeshow (2000) menjelaskan, untuk model 
regresi dengan variabel respon berskala nominal 
tiga kategori digunakan kategori variabel hasil Y 
yang diberi kode 0, 1, dan 2, sehingga variabel 
Y menjadi dua fungsi logit. Bentuk model regresi 
logistik berupa fungsi peluang dengan p variable 
predictor seperti pada persamaan berikut ini 
(Hosmer and Lameshow, 2000: Juanda, 2009): 


EXP Bot P1X1t P2Xx2t 4 Psx5) 

mG) = 1+ exp(Bot Bixit Box2t~-+ Bsxs) A 

Keterangan/Remaks: 

Y(x) = Variabel respon kecenderungan nelayan 
dalam menggunakan sumber dana 
operasional/Fishers response variable 
tendency hearts source using operational 
funds 

X1 = Status kapal/Status ship 

X2 = Jenis Kapal/Perahu/ Type Ship / Boat 

X3 = Investasi awal/ Investation early 

X4 = Lama memiliki kapal/ Longest has a ship 

X5 = Jumlah ABK/ Amount ship’s crew 

DO = Variabel Dummy lokasi Lamongan/ 
Dummy variable location Lamongan 

D1 = Variabel Dummy Lokasi Palabuhanratu/ 
Dummy variable location Palabuhanratu 

B,--B,= Koefisien regresi/ The regression 
coefficient 


Berdasarkan fungsi logit tersebut maka 
didapatkan probabilitas respon atau model (Hosmer 
dan Lemeshow. 2000). 


1 
90x) = OFO g(x) = 


l gp = —— 
14 Be ? G20") = Ty ai e920 


a (2) 


Bentuk operasional persamaan regresi 
logistik multinomial dalam penelitian ini adalah : 


91) = Bo + Bix. + P2x2 + P3x3 + Baxa + 
“Bsxs + D; +i 
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Keterangan/Remaks: 

9,(X); 9,(X); 9.(x) = Nilai peluang atau kecenderungan 
nelayan dalam menggunakan 
sumber dana operasional/ Value 
fishing opportunities or trends in 
the use of operating funds 


Y(x) = Variabel respon kecenderungan 
nelayan dalam menggunakan 
sumber dana operasional/Fishers 
response variable tendency 
hearts source using operational 
funds 


X1 = Status kapal/Status ship 

X2 = Jenis Kapal/Perahu/ Type Ship / 
Boat 

X3 = Investasi awal/ Investation early 

X4 = Lama memiliki kapal/ Longest has 
a ship 

X5 = Jumlah ABK/ Amount ship’s crew 

DO = Variabel Dummy lokasi 
Lamongan/ Dummy variable 
location Lamongan 

D1 = Variabel Dummy Lokasi 
Palabuhanratu/ Dummy variable 
location Palabuhanratu 


B , --B, = Koefisien regresi/ The regression 
coefficient 
ci = Error 


Setelah diperoleh dugaan model logit 
yang dianggap cocok, dan dugaan koefisiennya 
(pengaruh peubahnya) siginifikan secara statistik 
maupun secara ekonomi, kemuadian dapat dibuat 


kesimpulan-kesimpulan praktis dari koeefisien 
dalam model (Juanda, 2009). Intepretasi dalam 
model logit dengan menggunakan dengan 


istilah “odds” ratio yang didefinisikan sebagai 
rasio odds untuk x=1 terhadap odds untuk x=0. 
Odds ratio diinterpretasikan sebagai “seberepa 
kali kemungkinan pilihan diantara diantara X-1 
dibandingkan dengan x=0 (Juanda, 2009). Odds 
ini juga sering digunakan sebagai suatu ukuran 
asosiasi. 


Model yang digunakan dalam analisis 
menggunakan variabel-variabel dependen dan 
independen seperti pada Tabel 1. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Karakteristik Perikanan Tangkap Skala Kecil 


Produksi perikanan di Lamongan pada tahun 
2013 mencapai lebih dari 70 ribu ton, sedangkan 
produksi ikan di Pelabuhanratu hampir mencapai 
8 ribu ton. Produksi di Pelabuhanratu 2007-2013 
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Tabel 1. Variabel dan Indikator dalam Analisis Regresi Logistik Multinomial Peranan “Bantal Sosial” 
pada Nelayan Skala Kecil di Jawa, 2014. 

Table 1. Variables and Indicators in Multinomial Logistic Regression Analysis, The Role “Social 
Cushion” on The Livelihood of Small Scale Fishers in Java, 2014. 


Kriteria/ Criteria 


0 = Modal Sendiri / Equity 
1 = Pinjaman/ Loan 
2 = Campuran/ Mixed 


No Variabel/ Variables Indikator/ Indicator 


1. Kecenderungan nelayan 
tangkap Skala Kecil dalam 
memperoleh modal (Y)/ 
Small-scale fishermen 
catch tendency in 
obtaining capital (Y) 


Sumber modal yang digunakan 
oleh nelayan dalam melakukan 
aktifitas penangkapan 
(biaya operasional), Nilai Y : 
Kecenderungan nelayan dalam 
menggunakan sumber dana 
operasional/ Sources of capital 
used by fishermen in catching 
activity (operational costs), Value 
Y: The tendency of fishermen in 
the use of operating funds 
Status kepemilikan kapal/ The 0 = Milik sendiri/ Self owned 
ownership status ship 

1 = sewa/ Lease 
Jenis dan bobot kapal/Perahu/ 0 = Perahu motor tempel 
Type and weight of the ship / (PMT)/ Boat outboard motor 
boat (PMT); 
1 = Kapal < 5 GT/ Ship <5 GT 
Rupiah/ /DR 


2. Status Kapal (X1)/ Ship 
status (XT) 


3. Jenis Kapal/ Perahu (X2)/ 
Type Ship / Boat (X2) 


4. Investasi awal (X3)/ The 
initial investment (X3) 


Perkiraan nilai investasi/ 

The estimated value of the 
investment amount 
Pengalaman nelayan dalam 
usaha penangkapan (lama 
memiliki kapal)/ Experience 
fishing in fishing effort (long has 
the ship) 

Jumlah ABK dalam satu kapal/ 


The number of crew members in 


the ship 

Menggambarkan dua lokasi 
(Lamongan dan Pelabuhanratu, 
Sukabumi)/ Describing the 

two locations (Lamongan and 
Pelabuhan Ratu) 

Koefisien persamaan regresi 
logistik multinomial/ Logistic 
regression equation coefficients 


multinomial 


5. Lama memiliki kapal (X4)/ Tahun/ Year 


Time has a vessel (X4) 


6. Jumlah ABK (X5)/ Total 
ABK (X5) 


Orang/ People 


7. Dummy Variabel (D) DO-Lamongan 


D1-Pelabuhanratu 


8. Koefisien regresi/ 
Coefficient of Regression 


(Bo --- B,) 


9. Residual (€) 


didominasi produksi ikan pelagis besar (Tuna 
Tongkol dan Cakalang), lebih dari 95% dari total 
produksi. Produksi ikan di Lamongan didominasi 
oleh ikan pelagis kecil, trend produksinya meningkat. 


Produksi perikanan skala kecil di 
Pelabuhanratu menunjukkan penurunan tajam 
sedangkan di Lamongan semakin meningkat 


(Gambar 2). Hal ini karena peningkatan produksi 
di Pelabuhanratu sebagian besar karena terjadi 
peningkatan produksi ikan tuna, tongkol dan 
cakalang (TTC) yang berasal dari kapal tuna long 
line yang berukuran lebih dari 5 GT. Sedangkan 
di Lamongan hampir semua produksi ikan berasal 
dari kapal nelayan skala kecil.. 
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Gambar 2. Produksi Perikanan Tangkap Skala Kecil di Lamongan dan Pelabuhan Ratu Tahun 2003- 


2013. 


Figure 2. Production of Small-Scale Fisheries in Lamongan and Pelabuhanratu Years 2003-2013. 


Hubungan Interaksi Nelayan dengan Pedagang/ 
Langgan 


Dalam menjalankan usaha penangkapan 
ikan nelayan menjalankan interaksi dengan 
berbagai pihak. Hubungan interaksi antara nelayan 
dengan pihak lain dilandasi oleh beberapa motif 
antara lain motif sosial dan ekonomi. Motif sosial 
biasanya dilakukan untuk menjalin interaksi antar 
pelaku usaha yang terkait usaha penangkapan baik 
sesama nelayan, penyedia perbekalan, penyedia 
peralatan dan para pedagang. Motif ekonomi 
biasanya menyangkut hubungan timbal balik antar 
pelaku usaha yang terlibat dengan tujuan ekonomi. 
Hubungan interaksi antara nelayan dan pedagang/ 
pengepul/langgan biasanya hubungan timbal balik 
yang saling terkait. Salah satu pola interaksi 
tersebut berupa hubungan patron client antara 
nelayan dengan pedagang/langgan. 


Hubungan nelayan dengan langgan/ 
tengkulak di lokasi penelitian menggambarkan 
hubungan kepentingan ekonomi kedua belah 
pihak. Kasus di Lamongan nelayan berhubungan 
dengan langgan/tengkulak untuk mendapatkan 
biaya operasional dengan imbalan berupa hasil 
tangkapan yang dijual ke tengkulak/langgan. 
Kedua belah pihak bersepakat secara informal/ 
tidak tertulis tentang hak dan kewajiban. Fungsi- 
fungsi sosial dari kedua belah pihak masih ada, 
seperti memberi bantuan pada saat paceklik, 
bantuan bencana dan bantuan hari raya. Hubungan 
tersebut menggambarkan bagaimana pola 
hubungan interaksi dalam pengelolaan sumber 
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daya dimana nelayan sebagai salah satu aktor. 
Hubungan “patron-client’ di lokasi penelitian telah 
lama berperan dalam pemanfaatan sumber daya 
laut seperti yang dinyatakan oleh Merlijn (1989) 
dan Pelras (2000). 


Peranan lembaga non formal Blandongan 
berfungsi agar hubungan nelayan dan pedagang 
antara/tengkulak/langgan bisa bersifat saling 
menguntungkan dan berusaha mengurangi efek 
negatif dari hubungan tersebut. Blandongan 
mewajibkan kepada tengkulak/langgan untuk 
menyisihkan sebagian dari hasil tangkapan untuk 
dikelola menjadi biaya “sosial” yang dinamakan 
dengan “jimpitan” yaitu mengambil sebagian dari 
hasil tangkapan untuk digunakan sebagai tabungan 
yang akan dibagikan pada waktu tertentu. Jumlah 
biaya “sosial” tersebut bisa mencapai 50-60 juta per 
tahun yang biasanya digunakan untuk keperluan- 
keperluan sosial dan kemasyarakatan. 


Sifatdarihubungantersebutmenggambarkan 
hubungan vertikal, dimana patron sebagai “superior 
dan client! nelayan sebagai “inferior” (Lande, 
1977). Meskipun menggambarkan hubungan 
superior-inferior, namun terjadi hubungan timbal 
balik diantara kedua belah pihak (Powel, 1970). 
“Client’/ nelayan menerima ketidaksetaraan karena 
langgan/tengkulak memberikan jaminan sosial 
dan material dengan imbalan hasil tenaga kerja 
dan jasa (dalam bentuk ikan). Manez dan Ferse 
(2010) berdasarkan indikator pasar, langgan/ 
tengkulak/langgan berfungsi terutama sebagai 
inovator bisnis dengan kesediaan untuk membeli 


Peranan “Bantal Sosial” Pada Mata Pencaharian Nelayan Skala Kecil di Jawa ..................... (Budi Wardono1 dan Akhmad Fauzi) 


semua komoditas ikan dan memenuhi kebutuhan 
yang diperlukan “client” untuk beralih target dalam 
penangkapan. Secara umum, prosedur pinjaman 
dan hal-hal terkait disepakati secara informal, client 
mempunyai kewajiban moral untuk menjual semua 
hasil tangkapan kepada tengkulak/langgan yang 
memberikan pinjaman. 


Merlijn (1989) menyimpulkan, hubungan 
keseluruhan antara perantara/ tengkulak/langgan 
dan nelayan, semacam kesepakatan sosial yang 
saling menguntungkan. Nelayan perlu menjual 
komoditas ikan yang sangat mudah rusak tanpa 
penundaan, nelayan perlu memiliki akses langsung 
ke tengkulak/langgan tanpa jaminan dan tanpa 
formalitas yang rumit, dan untuk mendapatkan 


input yang digunakan untuk operasional 
penangkapan. Sementara perantara/tengkulak/ 
langgan menginginkan pasokan ikan secara 


kontinyu dari nelayan, merupakan sesuatu yang 
sangat penting untuk menjaga keberlanjutan 
usahanya. Langgan/tengkulak dalam situasi 
apapun siap untuk memenuhi kebutuhan nelayan 
dengan baik. 


Kondisi di Pelabuhanratu lebih 
menggambarkan hubungan yang bersifat ekonomi 
murni, kesepakatan kedua belah pihak tidak tertulis 
namunlebihjelas tentang hak dan kewajiban. Kondisi 
ini disebabkan karena berkembangnya sistem 
tata niaga yang modern dengan berkembangnya 
usaha penangkapan terutama tuna. Harga-harga 
hasil tangkapan sudah pasti dan didasarkan pada 
grade ikan hasil tangkapan. Hubungan patron client 
di Pelabuhanratu lebih transparan, namun untuk 
sistem perikanan yang masih tradisional (beberapa 
alat tangkap) masih tetap terjalin hubungan patron 
client seperti di Lamongan. 


Kecenderungan “Social Cushion” Hubungan 
Nelayan dengan Langgan/Tengkulak 


Salah satu persoalan dalam usaha 
penangkapan nelayan skala kecil adalah 
ketersediaan biaya operasional. Persoalan tersebut 
semakin pelik terutama pada saat musim paceklik, 
dimana ketidakpastian usaha semakin tinggi dan 
pendapatan nelayan tidak menentu. Disinilah 
diperlukan peranan suatu lembaga penyedia/ 
penyangga yang dapat memenuhi kebutuhan 
biaya operasional bagi nelayan. Selama ini peran 
tersebut dilakukan oleh para pedagang perantara/ 
tengkulak/ langgan. Kerjasama tersebut sudah 
berjalan selama bertahun-tahun, dan hubungan 
kerja ini memunculkan hubungan ketergantungan 


antara “bos’/patron yang diperankan oleh pedagang 
perantara/ tengkulak/langgan dengan “client” yang 
diperankan oleh para nelayan. 


Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 
kecenderungan nelayan skala kecil dalam 
memperoleh biaya operasional. Pendekatan 
model regresi logistik multinomial digunakan 
untuk memperkirakan bagaimana perilaku nelayan 
dalam menjalankan usaha penangkapan. Variabel 
independen adalah status kepemilikan kapal, 
lama memiliki kapal, jenis kapal, investasi, jumlah 
kru/ ABK dan variabel dummy! lokasi. Hasil 
temuan menyatakan bahwa lokasi mempengaruhi 
kecenderungan keputusan nelayan skala kecil 
dalam menentukan pilihan penggunaan biaya 
operasional (Tabel 2). Hasil analisis menunjukkan 
bahwa lokasi sangat berpengaruh terhadap 
kecenderungan keputusan nelayan skala kecil 
dalam menggunakan sumber modal untuk biaya 
operasional. Hasil analisis Tabel 2 menunjukkan 
besarnya nilai koefisien dari variabel lokasi yang 
bernilai positif. 


Analisis dengan menggunakan pembanding 
nelayan yang menggunakan biaya operasional milik 
sendiri sebagai base outcame/ reference, nelayan 
skala kecil di Kabupaten Lamongan memiliki 
kecenderungan lima kali lebih untuk mencari sumber 
dana dari pinjaman (sebagian besar dari tengkulak/ 
langgan) dari pada menggunakan dana miliknya 
sendiri, dibandingkan di lokasi Pelabuhanratu. 
Hasil serupa juga terjadi pada analisis yang 
menggunakan dana campuran (milik sendiri dan 
pinjaman), dimana kecenderungan nelayan skala 
kecil di Kabupaten Lamongan sebesar enam 
kali untuk menggunakan dana operasional yang 
berasal dari campuran (milik sendiri dan pinjaman) 
dari pada nelayan di lokasi Pelabuhanratu. 


Data ini didukung oleh fakta empiris bahwa 
jumlah perantara di Kabupaten Lamongan lebih 
banyak daripada yangadadi Pelabuhanratu. Temuan 
ini juga menunjukkan bagaimana peran perantara/ 
tengkulak/langgan dalam sistem perikanan lokal, 
terutama bagi nelayan skala kecil di pantai utara 
Jawa. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa 
nelayan di wilayah utara pesisir Jawa lebih 
sensitif terhadap gangguan di biaya operasional 
penangkapan dibandingkan di wilayah selatan 
Jawa (Pelabuhanratu). Kondisi ini mencerminkan 
peran sentral para pedagang perantara/langgan 
dalam upaya penangkapan yang dilakukan oleh 
nelayan kecil. 
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Tabel 2. Pengaruh Lokasi Terhadap Kecenderungan Nelayan Dalam Akses Modal bagi Nelayan 


Skala Kecil di Jawa, 2014. 


Table 2. Effect of Location to the Fisher's Tendency to Access of Capital for Small Scale 


Fishers in Java, 2014. 


Sumber modal/Source of Asset Coef. Std. Err. rrr(exp(B) Std. Err. z P>|z| 
Milik Sendiri/Self Financing 
Pinjaman/Loan 

Lokasi/Location (Lamongan) (D,) 1.628939 0.7333565 5.098464 3.738992 2.22 0.026 
Campuran/Combine 

Lokasi/Location(Lamongan) (D,) 1.819465 0.686802 6.168558 4.236578 2.65 0.008 
Pinjaman/Loan 

Status milik kapal/Status ownership -2.251044 0.9322279 0.1052893 0.098153 -2.41 0.016 
(x1) 
Campuran/Combine 

Lama memiliki perahu/Lengthness -0.0843595 0.0416915 0.9191008 0.0383186 -2.02 0.043 
boat ownership 

ABK (x4)/Crew 0.6737445 0.3192083 1.961569 06261491 2.11 0.035 


Sumber: Analisis data primer, 2014/Source: Primary data Analysis, 2014 


Temuan tersebut mengindikasikan para 
pembuat kebijakan harus mengakui kredit mikro 
dan asuransi merupakan layanan penting yang 
diberikan perantara/tengkulak/ langgan untuk 
nelayan, termasuk fakta bahwa lembaga negara 
tidak mungkin bisa menyamai level yang dirancang 
secara individual di mana perantara/tengkulak/ 
langgan dapat menyediakan layanan ini untuk 
nelayan skala kecil. Hasil penelitian diatas selaras 
dengan hasil penelitian Ruddle (2011) di Vietnam 
yang menunjukkan bahwa kredit nelayan yang 
kurang agunan bisa diterima sektor formal, namun 
rumah tangga perikanan masih tergantung pada 
sistem keuangan informal. 


Peran sentral perantara/tengkulak/ 
langgan merupakan bentuk hubungan yang 
bersifat ekonomi dimana kedua belah pihak bisa 
mengambil keuntungan. Pola hubungan tersebut 
menggambarkan peran dari para pedagang 
perantara/langgan bukan hanya sekedar sebagai 
penyangga namun lebih dari itu yaitu berfungsi 
sebagai “bantal” sosial (social cushion) dimana 
para nelayan sebagian menggantungkan usahanya 
(terutama sebagai sumber biaya operasional) 
dari para langgan/pedagang. Dalam skala mikro 
hubungan seperti ini merupakan bentuk layanan 
dimana para nelayan bisa mendapatkan alternatif 
layanan jasa “kredit” dari para perantara/langgan/ 
tengkulak agar dapat melakukan kegiatan 
penangkapan. Bentuk layanan seperti yang 
diperankan oleh langgan/pedagang perantara 
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selama ini belum bisa digantikan oleh lembaga 
pemerintah yang resmi, dimana pola hubungan 
menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. 


Temuan di lapangan menunjukkan bahwa 
peranan lembaga yang dibangun oleh masyarakat 
yang ada di Lamongan berfungsi sebagai lembaga 
masyarakat non formal yang tergabung dalam 
“Blandongan”. Blandongan merupakan lembaga 
masyarakat yang dibentuk oleh para nelayan 
yang berfungsi untuk mengatur kegiatan usaha 
penangkapan di lokasi pangkalan pendaratan 
ikan/PPI. Peranan Blandongan tersebut sangat 
sentral, terutama yang terkait dengan kepentingan 
nelayan di lokasi. Implikasinya dari temuan ini 
adalah bahwa nelayan skala kecil di Lamongan 
mempunyai keinginan yang lebih kuat dalam 
mempertahankan sumber mata pencaharian dari 
kegiatan penangkapan. Nelayan skala kecil di 
Lamongan akan tetap melaut selama tersedia 
biaya operasional meskipun menghadapi risiko 
yang besar. 


Keberadaan tata kelola  patron-klien 
merupakan bentuk umum hubungan yang umum 
pada perikanan skala kecil. Strategi patron-klien 
menjadi bentuk yang lebih umum dari organisasi 
nelayan, yang mampu menekan biaya transaksi 
(Basurto et al., 2013). Lebih lanjut Basurto et al. 
(2013) menggarisbawahi kebutuhan untuk lebih 
menonjolkan hubungan penting bahwa perantara/ 
langgan, pembeli ikan, dan pelanggan berperan 
penting dalam perikanan skala kecil. 


Peranan “Bantal Sosial” Pada Mata Pencaharian Nelayan Skala Kecil di Jawa ..................... (Budi Wardono1 dan Akhmad Fauzi) 


Kondisi yang sama dilaporkan berdasarkan 
hasil penelitian Crona et al. (2010) di Afrika Timur, 
bahwa pengaturan kredit tersebar luas dan nelayan 
yang terikat oleh perjanjian timbal balik dan jaminan 
keuangan selama periode tangkapan pada musim 
paceklik dan menyediakan dana jangka pendek 
untuk menstabilkan efek sosial. McCay et al. 
(2013) menyatakan bahwa koperasi belum bisa 
menjalankan peran yang selama ini diperankan 
oleh tengkulak/langga. Peran perantara/tengkulak/ 
langgan jarang diperhitungkan dalam pengelolaan 
perikanan, skenario untuk pengembangan 
perikanan skala kecil dan fungsi perantara yang 
dibahas karena pengaruh dari dorongan eksternal. 
Kebijakan yang menggabungkan peran perantara 
direkomendasikan untuk meningkatkan tata kelola 
stok ikan dan ekosistem pesisir di Afrika Timur 
(Crona et al., 2010). 


Pengaruh Status, 
Jumlah ABK 


Lama Kepemilikan dan 


Kegiatan yang dilakukan oleh nelayan skala 
kecil tergantung dari status kapal (milik sendiri 
atau sewa), lama memiliki kapal serta jumlah ABK. 
Status kapal sebagian milik sendiri dan sebagian 
merupakan sewa, lama kepemilikan kapal dalam 
tahun. Dan jumlah ABK bervariasi dengan jumlah 
rata-rata berkisar 2-5 orang. 


Hasil analisis (Tabel 2), menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan base outcome/reference 
dana milik sendiri, maka kecenderungan nelayan 
yang memiliki kapal dengan status bagi hasil/sewa 
untuk memilih sumber biaya operasional yang 
berasal dari pinjaman dari pada sumber biaya 
operasional milik sendiri sebesar 0,105 kali atau 
sepersepuluh kali dari pada nelayan yang memiliki 
kapal dengan status milik sendiri, atau dapat 
dikatakan bawah kecenderungan status kapal 
milik sendiri akan mempunyai kecenderungan 
menggunakan dana pinjaman sebesar 10 kali. 
Temuan ini menunjukkan bahwa nelayan yang 
menggunakan kapal bagi hasil/sewa tidak responsif 
terhadap sumber biaya operasional yang berasal 
dari pinjaman dibandingakan dengan nelayan 
yang memiliki kapal sendiri. Hasil tersebut berarti 
bahwa nelayan yang mempunyai kapal sendiri 
mempunyai keinginan yang lebih besar untuk 
melakukan upaya penangkapan dari pada nelayan 
yang menggunakan kapal bagi hasil/sewa. 


Kecenderungan lama kepemilikan kapal 
terhadap penggunaan biaya operasional dengan 
menggunakan base outcome/reference dana milik 


sendiri dapat diterangkan (Tabel 2). Semakin lama 
nelayan memiliki kapal, maka kecenderungan 
untuk memilih sumber biaya operasional dari 
pinjaman dari pada biaya operasional dari milik 
sendiri sebesar 0,92 kali, atau dapat dikatakan 
bahwa nelayan yang memiliki kapal lebih lama 
kecenderungannya untuk menggunakan biaya 
operasional yang berasal dari campuran pinjaman 
dan milik sendiri sebesar 1,09 kali. Kecenderungan 
tersebut menunjukkan bahwa semakin lama 
nelayan kecil memiliki kapal milik sendiri lebih 
sensitif dalam menggunakan dana operasional 
yang berasl dari dana campuran (milik sendiri dan 
pinjaman). Jumlah ABK merupakan salah satu 
faktor yang menentukan kecenderungan nelayan 
skala kecil dalam menggunakan dana operasional. 
Hasil analisis Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin 
banyak jumlah ABK maka kecenderungan untuk 
menggunakan dana operasional yang berasal dari 
campuran (milik sendiri dan pinjaman) hampir 2 kali 
dari pada hanya menggunakan dana milik sendiri. 


Kramer et al, (2002) menyatakan bahwa 
ukuran kapal, lama melaut dan jumlah ABK 
mempunyai hubungan yang positif dengan hasil 
tangkapan. Relevan dengan temuan tersebut dapat 
dilihat dari kondisi riel di lapangan. Produktifitas 
nelayan skala kecil digambarkan oleh produktifitas 
PMT di Pelabuhanratu dan produktifitas kapal 
di desa Weru (yang menggambarkan tingkat 
produktifitas kapal skala kecil di Lamongan). 
Produktifitas kapal skala kecil di kedua lokasi 
terdapat perbedaan, produktifitas kapal skala kecil 
di Lamongan (Desa Weru) meningkat terutama 
setelah tahun 2007, sedangkan produktifitas 
kapal skala kecil di Pelabuhanratu menurun 
tajam terutama setelah tahun 2008. Kondisi ini 
merupakan paradog dimana sumberdaya pantai 
utara Jawa yang relatif sudah mengalami over 
fishing dibanding dari sumberdaya diwilayah 
pantai selatan, namun dari segi produktifitas kapal 
di wilayah utara masih meningkat setiap tahun, 
sedangkan produktifitas di wilayah selatan malah 
semakin menurun. Kemudian dari segi produktifitas 
nelayan menunjukkan bahwa nelayan skala kecil 
di pantai utara lebih produktif dari pada nelayan 
skala kecil di pantai selatan. Temuan tersebut 
merupakan hasil korelasi positif antara tingkat 
kecenderungan nelayan skala kecil di pantai utara 
Jawa (lokasi Lamongan) lebih responsif terhadap 
dana operasional yang bisa diperoleh dari para 
langgan/pedagang antara/pengepul dari pada 
nelayan skala kecil yang berada di lokasi pantai 
Selatan Jawa (lokasi Pelabuhanratu). 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Hubungan tengkulak/langgan dengan 
nelayan berdasar hubungan kepentingan ekonomi 
timbal balik. Keberadaan  tengkulak/langgan 
memainkan peran terutama sebagai “sosial 
cushion” ekonomi ketika nelayan mengahadapi 
permasalahan biaya, dimana kelembagaan 
keuangan formal tidak mampu menjalankan 
perannya. Lokasi mempengaruhi kecenderungan 
nelayan skala kecil untuk memanfaatkan sumber 
dana operasional, dimana karakteristik wilayah 
penangkapan, dan kesenjangan antar daerah 
berkontribusi terhadap keterikatan antara nelayan 
dengan tengkulak/langgan. Selain faktor lokasi 
hubungan tersebut dipengaruhi oleh status 
kepemilikan kapal, lama kepemilikan kapal dan 
jumlah ABK. Status dan lama kepemilikan kapal 
cenderung. 


Implikasi Kebijakan 


Hubungan yang kuat antara nelayan dengan 
tengkulak merupakan fenomena yang kompleks. 
Pelajaran yang dapat ditarik dari analisis ini adalah 
bahwa kerangka kebijakan untuk mengembangkan 
perikanan skala kecil harus menyertakan hubungan 
antara sektor perikanan, nelayan sebagai pemain 
dan perantara/langgan/tengkulak. Langgan yang 
menjembatani pelaku dalam mata pencaharian 
masyarakat pesisir agar nelayan skala kecil 
mampu memainkan peran lebih besar dalam 
kehidupan ekonomi lokal pesisir. Bentuk layanan 
seperti yang diperankan oleh langgan/pedagang 
perantara selama ini belum bisa digantikan oleh 
lembaga pemerintah yang resmi, dimana pola 
hubungan tersebut sangat dibutuhkan oleh nelayan 
skala kecil. Kegagalan dalam mengenali masalah 
(menghilangkan peran langgan pada saat peran 
pemerintah belum bisa menjembatani kebutuhan 
nelayan skala kecil), mungkin mengarah pada 
kegagalan kebijakan untuk mempertahankan 
peranan perikanan skala kecil. 
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ABSTRAK 


Kemiskinan merupakan sebuah kata yang sangat melekat dengan keluarga Nelayan, sehingga 
banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanganinya, umumnya melalui pemberian 
bantuan serta pemberdayaan usaha keluarga nelayan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat 
kondisi struktur pendapatan perikanan keluarga Nelayan selama ini melalui analisis ketergantungan 
pendapatan perikanan keluarga Nelayan terhadap tingkat usaha penangkapan. Analisis dilakukan 
dengan menggunakan analisis data Panel, dengan dua variabel berupa data rata-rata pendapatan 
keluarga Nelayan dan rata-rata pengeluaran BBM di enam lokasi tipologi penangkapan pada penelitian 
PANELKANAS - Bitung, Sampang, Sambas, Sibolga, OKI dan Purwakarta — sepanjang periode 2010- 
2013. Hasil analisis data sepanjang periode pengamatan menunjukkan beberapa fenomena berikut ini: 
(1). Peningkatan usaha penangkapan berpengaruh signifikan meningkatkan Pendapatan Perikanan 
Keluarga sebesar 15% dari nilai usaha yang dilakukan: (2). Terjadi rata-rata pendapatan perikanan 
non-penangkapan yang positif di semua lokasi penelitian, dan (3). Terdapat kesenjangan nilai rata-rata 
pendapatan perikanan non-perikanan antar lokasi penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka 
untuk membantu keluarga nelayan meningkatkan kesejahteraannya akan diperlukan kebijakan yang 
dapat mendorong peningkatan usaha penangkapan dan diversifikasi usaha perikanan. 


Kata Kunci: tingkat usaha penangkapan, perikanan tangkap, pendapatan perikanan keluarga 
nelayan, analisis data panel 


ABSTRACT 


Poverty is a word closely associated with fisher's households, thus far numerous government 
efforts — such as grants and empowerment programs — have been conducted to tackle this problem. This 
paper is aimed at scrutinizing the income structure of fisher’s households by analyzing the dependency of 
their income to their Catch Effort. The panel data analysis conducted based on the average Household’s 
Fisheries Income and its average Gasoline Expenditure data of six PANELKANAS’ Captured Fisheries 
locations — Bitung, Sampang, Sambas, Sibolga, Ogan Komering Ilir (OKI) and Purwakarta — which 
were observed through out the 2010-2013 periods. Results showed several phenomena, such as: 
(1). Catch effort is a significant factor positively affecting the household's fisheries income, as much as 
15% of the total effort value; (2). There has been a positive average non-captured fisheries income in 
every location observed; and (3). There have been disparities of the average non-captured fisheries 
income among different locations. With such results, poverty alleviation of fisher’s households would still 


require both catch-effort enhancing as well as livelihood diversifying policies. 


Keywords: catching effort level, capture fisheries, fisheries household income, panel data 
analysis 
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PENDAHULUAN 


Latar Belakang 


Sudah menjadi misi dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi 
pengelola sektor Kelautan dan Perikanan (KP) 
untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku 
di sektornya, terutama nelayan yang notabene 
merupakan pelaku sektor KP dengan tingkat 
kesejahteraan paling rendah. Oleh sebab itu, 
pada masa pemerintahan Kabinet Gotong Royong 
sebelumnya (2009-2014), untuk menunjukkan 
tekad pemerintah yang kuat dalam mengentaskan 
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 
nelayan, maka KKP telah menjadikan peningkatan 
pendapatan nelayan sebagai salah satu indikator dari 
keberhasilannya dalam melakukan pembangunan 
di sektor KP (KKP, 2012). Adapun indikator dari 
terjadinya peningkatan kesejahteraan nelayan 
tersebut adalah Pendapatan Bulanan Nelayan dan 
Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP, 2014). 


Sayangnya, pada masa peralihan 
pemerintahan dari Kabinet Gotong Royong 
menuju Kabinet Kerja di medio kedua 2014 yang 
lalu, data NTN yang dipublikasikan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, cenderung 
mengindikasikan adanya penurunan kesejahteraan. 
Sepanjang periode 2009 hingga 2013 yang lalu telah 
terjadi kecenderungan penurunan nilai rata-rata 
angka NTN, dari sebesar 105,69 pada tahun 2009 
menjadi 104,98 pada tahun 2013 (BPS, 20144). 
Bahkan data Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya 
(NTNP) terkini, yang dipublikasikan BPS pada 
tanggal 1 Desember 2014 lalu, menunjukkan 
terjadinya trend penurunan nilai bulanan yang lebih 
tinggi dibanding periode-periode sebelumnya, dari 
senilai 103,61 pada Oktober 2014, menjadi 102,06 
pada November 2014 (BPS, 20145). Meskipun 
banyak pihak meragukan ketepatan NTN dan 
NTNP sebagai indikator kesejahteraan Nelayan, 
akan tetapi oleh karena hingga saat ini, disamping 
angka pendapatan nelayan, belum ada indikator 
lain yang dapat dipergunakan, maka NTN dan 
NTNP masih tetap secara resmi dianggap sebagai 
indikator kesejahteraan nelayan. 


Besarnya perhatian terhadap peningkatan 
kesejahteraan nelayan ini dilatar belakangi oleh 
identiknya nelayan dengan kemiskinan. Banyak 
faktor penyebab dari kemiskinan nelayan, mulai 
dari kebijakan terdahulu yang terlalu terkonsentrasi 
terhadap kebijakan “darat”, sistem budaya yang 
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berlaku di kalangan nelayan, hingga ke faktor 
kendala internal dari nelayan sendiri yang ditenggarai 
banyak pihak sebagai penyebab kecenderungan 
terjadinya kantung-kantung kemiskinan di wilayah 
pesisir dan pantai Indonesia. Umumnya berbagai 
penelitian terkait kemiskinan nelayan yang telah 
dilakukan sebelumnya menuding dua kendala 
internal yang dialami oleh nelayan — berupa 
rendahnya kepemilikan nelayan atas aset produksi, 
serta rendahnya kemampuan sumber daya manusia 
nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya alam 
yang tersedia — sebagai penyebab dari kronisnya 
kemiskinan di kalangan nelayan (Kusnadi, 2003, 
Natalia dan Alie, 2014, Mussawir, 2009). 


Hingga saat ini, kebijakan yang relatif 
populer di kalangan para pembuat kebijakan baik di 
tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan dari keluarga nelayan di Indonesia 
adalah melalui dua macam program-program 
bantuan sarana dan prasarana operasional, dan 
program pemberdayaan nelayan — yang diharapkan 
akan memfasilitasi terjadinya diversifikasi kegiatan 
usaha perikanan yang dilakukan oleh keluarga 
nelayan (Matdoan, 2009: Muda et al., 2006, 
Winoto, 2006; Natalia dan Alie, 2014; Mussawir, 
2009). Akan tetapi seperti yang umumnya 
terjadi pada program pemerintah, sering terjadi 
ketidaktepatan sasaran dari program yang 
dilakukan, sehingga dampak dari kebijakan dirasa 
kurang efektif. Selain itu, muncul juga kesulitan 
untuk melakukan penilaian atas keberhasilan 
program yang telah dilakukan. 


Salah satu kendala utama yang 
mengakibatkan kurang efektifnya dampak dari 
kebijakan dan sulitnya dilakukan penilaian 
keberhasilan adalah kurangnya ketersediaan 
informasi hasil kajian terkait kemiskinan nelayan 
yang meliputi banyak lokasi pada waktu pengamatan 
yang bersamaan. Memang selama ini tidak sedikit 
penelitian yang sudah dilakukan untuk mengkaji 
kasus penyebab kemiskinan di kalangan nelayan 
khususnya di Indonesia (Mussawir, 2009; Matdoan, 
2009; Agunggunanto, 2011; Firdaus et al., 2013; 
Natalia & Alie, 2014). Akan tetapi umumnya 
penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada kasus 
kemiskinan nelayan spesifik di satu lokasi dan satu 
waktu tertentu saja, sehingga sangat menyulitkan 
bagi pengambil keputusan untuk melakukan 
sintesa berbagai informasi yang telah dihasilkan 
untuk membantu baik dalam proses perencanaan 
maupun proses evaluasi dampak dari kebijakan 
yang telah digulirkannya. 
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Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, 
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan 
(BBPSEKP) dan Perikanan yang sekarang menjadi 
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan (PPSEKP) telah melakukan penelitian 
PANELKANAS (Panel Kelautan dan Perikanan 
Nasional), yaitu sebuah penelitian yang bersifat 
panel dalam mengumpulkan data dan informasi 
sektor kelautan dan perikanan pada level rumah 
tangga. Penelitian PANELKANAS dirancang untuk 
memantau dan memahami berbagai perubahan 
jangka panjang profil rumah tangga di daerah 
pedesaan dengan tipe agro-ekosistem yang 
berbeda dan mencakup berbagai aspek ekonomi 
dan sosial, terutama yang berkaitan dengan isu-isu 
strategis pembangunan kelautan dan perikanan 
yang berkembang. Penelitian ini dilakukan salah 
satunya untuk menjawab tantangan kurangnya 
ketersediaan informasi pada level mikro masyarakat 
kelautan dan perikanan. 


Tujuan Penelitian 


Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 
informasi terkait diversifikasi usaha perikanan 
yang dilakukan keluarga nelayan sebagai sumber 
pendapatan perikanan keluarganya melalui kajian 
mengenai kecenderungan ketergantungan keluarga 
nelayan terhadap usaha penangkapan ikan. 
Diperkirakan kegiatan pembangunan di sektor KP 
selama ini telah berhasil meningkatkan kemampuan 
keluarga nelayan untuk memanfaatkan sumber 
daya KP yang tersedia melalui diversifikasi usaha 
perikanan non-penangkapan yang akan terlihat 
pada besaran kontribusi positif dalam struktur 
penerimaan perikanan keluarganya, dan besarnya 
penggunaan BBM untuk usaha penangkapan 
memiliki pengaruh yang positifterhadap penerimaan 
perikanan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga 
diharapkan dapat memberikan rekomendasi 
kebijakan bagi usaha pengentasan kemiskinan 
keluarga nelayan berdasarkan hasil analisis yang 
telah dilakukan. 


METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian ini merupakan bagian dari 
penelitian PANELKANAS yang dilakukan oleh 
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan (PPSEKP). Bidang kajian pada penelitian 
tersebut dapat dibagi menurut empat kelompok 
tipologi sebagai berikut : (1) Perikanan Tangkap 
Laut (PTL); (2) Perikanan Tangkap Perairan Umum 


Daratan (PTPUD); (3) Perikanan Budidaya (PB), 
dan; (4) Produk kelautan (tambak garam). Adapun 
penelitian ini hanya difokuskan pada bidang kajian 
bertipologi perikanan tangkap, baik PTL maupun 
PTPUD, dengan periode pengamatan sepanjang 
empat tahun, dari tahun 2010 hingga 2013. 
Sepanjang periode pengamatan tersebut, pada 
tipologi perikanan tangkap tersedia data dari enam 
lokasi, yaitu: Bitung, Sampang, Sambas, Sibolga, 
OKI dan Purwakarta. 


Data dan Metode Pengumpulan 


Penelitian ini dilakukan dengan 
memanfaatkan data sekunder yang telah dihasilkan 
oleh kegiatan penelitian PANELKANAS. Data 
yang dipergunakan tersebut bersifat panel— dengan 
kata lain memuat dimensi lokasi dan waktu — yang 
merupakan hasil dari survei monitoring tahunan. 
Data bersifat kuantitatif, berupa nilai rata-rata 
pendapatan keluarga yang berasal dari usaha di 
sektor perikanan sebagai proxy bagi pendapatan 
perikanan keluarga, dan data nilai rata-rata 
pengeluaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai 
proxy dari tingkat usaha penangkapan yang 
dilakukan. Lampiran 1 menampilkan tabel data 
panel yang dipergunakan untuk melakukan analisis 
pada penelitian ini. 


Belum banyaknya ditemui kajian kemiskinan 
nelayan yang menggunakan data panel sebagai 
bahan analisis, pada dasarnya disebabkan karena 
kekurangtersediaannya data. Hal tersebut telah 
disadari oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi 
Kelautan dan Perikanan (PPSEKP) sejak lama. 
Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan data 
tersebut, pada tahun 2006, PPSEKP — pada 
saat itu masih bernama Balai Besar Riset Sosial 
Ekonomi KP (BBRSEKP) — telah menginisiasi 
kegiatan pengumpulan data panel sosial ekonomi 
masyarakat KP Indonesia melalui kegiatan 
PANELKANAS yang hingga saat ini masih terus 
dilangsungkan. 


Data yang dikumpulkan oleh kegiatan 
PANELKANAS ini meliputi berbagai data sosial 
ekonomi dari beberapa lokasi yang mewakili 
empat tipologi kegiatan perikanan. Adapun 
pengumpulan data dilakukan melalui survei 
secara berkala terhadap responden rumah tangga 
KP — sebagai unit pelaku terkecil dalam kegiatan 
usaha di sektor KP — yang meliputi empat tema, 
yaitu: Usaha, Konsumsi, Pendapatan rumah tangga 
dan Kelembagaan. Dengan cukup lengkapnya 
spektrum tipologi, kelompok responden yang 
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mewakili unit terkecil dari pelaku di sektor KP, 
serta tema dari data yang dikumpulkan, maka data 
PANELKANAS dirasa sangat tepat dipergunakan 
untuk mengkaji dampak dari kebijakan pengentasan 
kemiskinan, khususnya kemiskinan pada 
rumahtangga nelayan. 


Model Analisis 


Secara umum, pendapatan keluarga dapat 
didefinisikan sebagai jumlah penghasilan, baik 
berupa uang maupun barang, dari seluruh anggota 
rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan, dan dapat berasal dari kegiatan usaha 
sendiri, bekerja dan/atau penyewaan barang 
modal (Gilarso, 2008). Pada keluarga nelayan, 
pendapatan keluarga dapat diperoleh dari kegiatan 
yang terkait dengan usaha di sektor perikanan 
dan kegiatan yang tidak terkait dengan sektor 
perikanan (non-perikanan). Secara lebih spesifik, 
pendapatan keluarga nelayan dari usaha perikanan 
dapat berasal dari usaha penangkapan dan usaha 
non-penangkapan. 


Pendapatan Perikanan Keluarga (PPK) 
dari usaha penangkapan (Pendapatan Perikanan 
Tangkap/PPT) dapat berasal dari penjualan hasil 
tangkapan, balas jasa sebagai Anak Buah Kapal 
dan imbalan atas kepemilikan kapital bagi usaha 
penangkapan (modal, kapal dan alat tangkap). 
Sedangkan pendapatan perikanan keluarga dari 
usaha non penangkapan (Pendapatan Perikanan 
Non-tangkap/PPNT) diperoleh dari usaha yang 
tidak berkaitan langsung dengan kegiatan 
penangkapan seperti pemasaran hasil tangkapan, 
pengolahan, perbaikan alat, kapal dan mesin serta 
berbagai kegiatan penunjang lainnya. Sehingga 
berdasarkan definisi tersebut, besarnya PPK 
merupakan fungsi dari pendapatan perikanan 
tangkap dan pendapatan perikanan non-tangkap, 
dengan bentuk seperti berikut: 


PPK= f (PPT, PPNT) oo. (1) 


Beberapa penelitian terkait pendapatan 
penangkapan nelayan telah mengidentifikasi bahwa 
salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi PPT 
adalah jarak tempuh melaut. Hasil penelitian untuk 
kasus di Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa 
jarak tempuh melaut memiliki pengaruh positif 
yang signifikan terhadap PPT (Sujarno, 2008). Hal 
yang sama juga dikuatkan oleh penelitian lebih kini 
yang serupa untuk kasus di Kabupaten Aceh Timur, 
dimana jarak tempuh melaut secara signifikan 
berpengaruh terhadap produksi tangkapan nelayan 
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(Heryansyah, 2013). Jarak tempuh melaut tersebut 
tentunya akan berhubungan dengan nilai bahan 
bakar minyak yang dipergunakan (BBM). Semakin 
jauh jarak tempuh melaut, maka cenderung akan 
meningkatkan nilai BBM yang dipergunakan. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini, untuk variabel 
bebas PPT, akan didekati dengan menggunakan 
nilai rata-rata penggunaan BBM pertahun. 


PPT= f (BBM) sonata (2) 


Dengan mensubstitusikan fungsi (2) ke 
dalam fungsi (1), maka diperoleh fungsi sebagai 
berikut: 


PPK= f (BBM, PPNT) oo... (3) 


Analisis yang dilakukan pada penelitian ini 
akan menggunakan sebuah model ekonometrika 
dengan pendapatan perikanan keluarga pertahun 
sebagai variabel terikat dan tingkat penangkapan 
pertahun sebagai variabel bebas. Selain itu, untuk 
menggambarkan adanya perbedaan pendapatan 
perikanan non-perikanan keluarga yang terjadi 
di masing-masing lokasi, maka pada model yang 
dibangun juga dimasukkan enam dummy yang 
mewakili keenam lokasi yang diamati. Sebenarnya 
analisis yang dilakukan akan lebih baik jika 
mengasumsikan terdapat perbedaan antar waktu, 
akan tetapi karena data yang tersedia bersifat 
unbalanced maka tidak memungkinkan model 
untuk mengakomodir asumsi tersebut. Hal ini terjadi 
sebagai akibat dari tidak lengkapnya ketersediaan 
data beberapa lokasi (OKI, Purwakarta dan 
Sambas) untuk beberapa tahun awal (Lampiran 1). 
Bentuk persamaan ekonometrika dari model yang 
akan dikembangkan dapat dilihat sebagai berikut: 


PPK = Bo + B1BBM + B2SIB + P3PUR + 
B4SBS + B;OKI + PeBIT + B7SAM +e .....(4) 


Dimana/ Where: 

PPK = Pendapatan Perikanan Keluarga (Rp./ 
th)/ Family Fishing Income (Rp./th) 

BBM = Usaha Penangkapan berupa Nilai 
Pengeluaran BBM (Rp/th)/ Fishing 
Enterprises in the form of fuel expenditure 
Value (USD / year) 


SIB = Dummy lokasi Sibolga/ Dummy location 
Sibolga 

SBS = DummylokasiSambas/ Dummy Sambas 
locations 


PUR = Dummy lokasi Purwakarta/Dummy 
Purwakarta locations 


OKI = Dummy lokasi OKI/Dummy OKI location 


Struktur Pendapatan Perikanan Tangkap Keluarga Nelayan dan Implikasinya ..................................... (Rikrik Rahadian, et al) 


BIT = Dummy lokasi Bitung/Dummy Bitung 
location 

SAM = Dummy lokasi Sampang/ Dummy 
Sampang locations 

8 - Error Term: 

Bo... - Koefisien-koefisien parameter/ The 
coefficients parameter 

Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui kecenderungan 
ketergantungan keluarga Nelayan Tangkap 


terhadap usaha penangkapan dalam memperoleh 
pendapatan perikanan keluarga seperti yang menjadi 
tujuan penelitian ini, maka data panel yang telah 
diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan 
tiga metode analisis data panel standar (Gujarati, 
2003), yaitu: (1). Metode Common Effect Model 
(CEM); (2). Metode Fixed Effect Model (FEM); dan 
(3). Metode Random Effect Model (REM). Pada 
bagian berikut di bawah ini akan dijelaskan secara 
ringkas masing-masing model analisis data panel 
tersebut. 


Metode CEM 


Pendekatan CEM ini merupakan pendekatan 
paling sederhana dalam mengestimasi data 
panel, dan dilakukan dengan menggunakan 
metode Ordinary Least Sguare (OLS). Pada 
model ini diasumsikan bahwa perilaku data baik 
antar individu maupun antar waktu adalah sama, 
sehingga berbagai parameter hasil estimasi, baik 
intercept maupun slope, akan berlaku terhadap 
seluruh individu. Bentuk persamaan dari model 
CEM adalah sebagai berikut: 


Ya =a, +X, Bu, 


a,hasil estimasi model tersebut akan dianggap 
berlaku untuk semua individu, dengan kata lain 
a, =a. Rumus bagi pengestimasian model di 
atas adalah: 


T 


~ AK ~ 23 
dimana ; = — . dan . =X, — 
x NF eae Ky = Ky —X 
data panel umumnya mengakibatkan derajat 
kebebasan (df) dari model menjadi meningkat, 
sehingga hasil estimasi yang dihasilkan akan 


menjadi lebih efisien. Oleh karena itu: 


Keterangan/Remaks 

: Variabel Terikat/Bound variabel 

: Variabel terikat/Regresor variable 
: Intersep 


: Parameter kemiringan/ Tilt parameter 
: Error Term 

: Dimension cross-section 

: Dimension time-series 

: Total cross-section 

: Total time-series 


dg $s = RXS 


Metode FEM 


Asumsi yang dipergunakan pada model CEM 
tentunya sangat tidak memenuhi kondisi di realitas. 
Pada kenyataannya akan terjadi perbedaan pada 
masing-masing individu. Metode FEM memperbaiki 
kekurangan dari metode CEM dengan menerima 
asumsi adanya perbedaan perilaku data antara 
masing-masing individu dan antar waktu. 
Perbedaan perilaku data tersebut digambarkan 
melalui adanya perbedaan baik intercept bagi 
masing-masing individu melalui ditambahkannya 
variabel dummy ke dalam model untuk menangkap 
adanya masalah heterogenitas baik antar individu 
(Cross section effect) maupun antar waktu (time 
effect). Oleh karena itu, persamaan awal CEM 
akan dimodifikasi seperti berikut: 


Ya = Ay, tad, + Ady, +--+ Aydyy, +X, Btu, 
dan 
Vig = Ani + Adin Handa ++ Ay day +X B+ Hy + Vi 
Keterangan/Remaks 
d,...d,, : Dummy individu 1 — N 
Metode REM 
Dengan memasukkan variabel dummy 


kedalam model seperti yang dilakukan pada metode 
FEM, maka terjadi penurunan nilai df, sehingga 
hasil estimasi berkurang efisiensinya. Kekurangan 
tersebut diatasi oleh model REM dengan 
mengasumsikan tidak ada korelasi antara efek 
individu (u) dengan regressor (X,). Metode REM ini 
tidak dapat diestimasi dengan menggunakan OLS 
biasa, namun dengan menggunakan Generalized 
Least Sguare (GLS). Bentuk persamaan metode 
REM ini adalah sebagai berikut: 
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Yi = (&, tA)AX,B, tu, 
- a, X, B4 yu, tu, 
=Q +X B+E 


dimana: 
En E Hj + Ui, 

Keterangan/Remaks: 

Ei =H, tu, 

a, = Rata-rata intersep dari seluruh 
pengamatan/The average intercept of all 
observations 

HL; = Efek random spesifik individu ke-i/rata- 


rata masing-masing individu/Individual 
specific random effects all i / Average 
individual 


Uji Model Terbaik 


Pengujian model mana yang terbaik dari 
ketiga model di atas merupakan sebuah proses 
yang penting untuk memastikan bahwa setiap 
parameter dalam model telah diestimasi dengan 
tepat. Terlebih lagi model yang terpilih tersebut 
akan berfungsi untuk menempatkan analisis 
yang dilakukan ke dalam konteksnya, sehingga 
akan menjadi kerangka bagi tujuan analisis serta 
interpretasi dari hasil estimasi (Borenstein et al., 
2010). Di bawah berikut akan dijelaskan secara 
singkat dua uji yang umumnya dipergunakan 
untuk memilih model terbaik yang dipergunakan 
menganalisis data panel. 


Uji Signifikansi Fixed Effect (Chow Test) 


Uji signifikansi Fixed Effect ini digunakan 
untuk memilih model mana yang lebih baik antara 
CEM dengan FEM. Uji ini dilakukan untuk melihat 
apakah terjadi penurunan residual sum of sguare 
(RSS) ketika dilakukan penambahan variabel 
dummy. Untuk memutuskan hal tersebut maka 
dilakukan pengujian dengan uji F-statistic. Adapaun 
uji F-statistic-nya adalah sebagai berikut: 


— (RSS, — RSS,)/n-1 
(RSS,)/(nT — k) 


dimana RSS1 dan RSS2 merupakan residual sum 
of sguares model tanpa peubah dummy dan model 
fixed effect dengan peubah dummy. (n-1) atau m 
merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di 
dalam model tanpa peubah dummy, sedangkan 
n merupakan jumlah pengamatan, T merupakan 
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jumlah periode waktu, dan k adalah jumlah 
parameter dalam model fixed effect. 


Hipotesis nul-nya adalah bahwa intersep 
kedua model adalah sama. Nilai F-statistik hitung 
akan mengikuti distribusi F dengan derajat bebas 
(degree of freedom/ dof) sebanyak (n-1) atau 
m untuk numerator dan sebanyak (nT-k) untuk 
denumerator. Jika nilai F statistik lebih besar dari 
nilai F table pada signifikansi tertentu, hipotesis nul 
akan ditolak, yang berarti asumsi koefisien intersep 
dan slope adalah sama tidak berlaku, sehingga 
teknik regresi data panel dengan FEM lebih baik 
dari model regresi data panel dengan CEM. 


Uji Hausman 


Uji ini dilakukan untuk melihat mana model 
terbaik di antara FEM dengan REM. Uji ini dilakukan 
apabila ternyata chow test mengindikasikan bahwa 
FEM lebih baik daripada CEM. Untuk itu maka 
digunakanlah uji Langrange-Multiplier (LM- Test). 
Nilai Statistik LM dihitung berdasarkan rumus: 


n T 2 P o N 2 
> S £ 2 
nT i=1 È ‘| 1 nT P (T ei) 


X(T -1) 3 pa AT —D| < 5r 
Keterangan/Remaks: 
n = Jumlah Individu/ Individu Total; 
T = Periode waktu/ Time period 
e = Residual Metode OLS/ Residual Method 
OLS 


Uji ini berdasarkan distribusi chi-squares, 
X? dengan derajat kebebasan (degree of freedom/ 
dof) sebesar jumlah variabel bebas yang ada di 
dalam model. Jika nilai LM statistik lebih besar dari 
nilai kritis statistik chi-squares maka kita menolak 
hipotesis nul (Metode FEM lebih baik daripada 
REM). Artinya, metode estimasi yang terbaik untuk 
model regresi data data panel adalah metoda REM. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pemilihan Model 


Pada bagian berikut akan disampaikan 
hasil analisis yang dilakukan untuk melihat model 
mana yang paling tepat untuk dipergunakan 
menganalisis data PANELKANAS dari ketiga 
metode analisis yang telah ditetapkan. Lampiran 
2 menunjukkan hasil analisis menggunakan 
Chow-test untuk menilai metode CEM atau FEM 
yang lebih baik dipergunakan untuk menganalisis 
data PANELKANAS. Hasil analisis menunjukkan 
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bahwa baik nilai Prob. F dan Chi-sguare bernilai 
kecil (0), sehingga dapat disimpulkan bahwa model 
FEM lebih baik dibandingkan model CEM untuk 
dipergunakan menganalisis data. 


Oleh karena hasil Chow-Test menunjukkan 
bahwa metode FEM lebih baik dibandingkan 
CEM untuk menganalisis data, maka selanjutnya 
kita harus menguji metode mana yang lebih baik 
untuk dipergunakan menganalisis data di antara 
metode FEM dan REM. Lampiran 3 menunjukkan 
hasil Hausman test yang telah dilakukan. Dari 
hasil analisis tersebut, dapat dilihat nilai Prob. 
bagi Random effect adalah sebesar 0.126, nilai ini 
lebih besar dari pada alpha 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model REM adalah model 
yang lebih baik untuk dipergunakan menganalisis 
data. Oleh karena itu, analisis ketergantungan 
pendapatan perikanan keluarga nelayan terhadap 
usaha penangkapan ini akan dilakukan dengan 
menggunakan metode REM. 


Output Penggunaan Metode REM 


Hasilolahan data panel dengan menggunakan 
metode REM yang dilakukan dapat diamati secara 
terperinci pada Lampiran 4. Dengan hasil seperti 
itu, maka model ketergantungan pendapatan 
perikanan rumah tangga nelayan terhadap usaha 
penangkapan yang dibangun adalah seperti berikut 
di bawah ini: 

PROF —11.927. 821 + 0, 15 BBM + 7.730.930 BIT 
— 1.977.364 OKI — 8.023.106 PUR 
+ 193. 669 SAM — 3.020.197 SBS + 


5.096.069 SIB 


Tabel 1. 
PANELKANAS, 2010-2013. 


Rata-rata Pendapatan Perikanan Keluarga Nelayan di 


Secara statistik, model yang dibangun dapat 
dikatakan cukup baik. Meskipun kemampuan model 
dalam menjelaskan variasi pada Pendapatan 
Perikanan Keluarga dapat dikatakan cukup rendah, 
seperti ditunjukkan oleh nilai Adjusted R-sguared 
yang rendah (38%), namun variabel penduga tingkat 
usaha penangkapan yang dilakukan (BBM) dapat 
dinilai berpengaruh secara signifikan terhadap 
Pendapatan Perikanan Keluarga, yang ditunjukkan 
dengan rendahnya angka Prob. BBM sebesar 
0,0001. Selain itu, berbagai variabel penjelas - 
Intersep (C), BBM serta berbagai intersep dummy 
masing-masing lokasi - secara bersama-sama 
dapat dikatakan berpengaruh signifikan secara 
statistik terhadap variabel Pendapatan Perikanan 
Keluarga, seperti ditunjukan oleh nilai Prob. 
(F Statistic) yang hampir mendekati 0. 


Kontribusi Usaha Penangkapan Terhadap PPK 


Dari angka parameter B, yang dihasilkan 
pada model yang dibangun, dapat disimpulkan 
bahwa peningkatan catch effort berpengaruh positif 
terhadap pendapatan perikanan keluarga nelayan. 
Hasil estimasi parameter rata-rata kontribusi usaha 
penangkapan terhadap Pendapatan Perikanan 
Keluarga nelayan, yang ditunjukkan oleh nilai 
koefisien variabel BBM (B,), adalah sebesar 
0,15. Angka tersebut mengindikasikan bahwa jika 
sebuah keluarga nelayan dalam satu tahun tertentu 
melakukan usaha penangkapan yang digambarkan 
dengan adanya Pengeluaran BBM sebesar, 
misalnya, Rp. 100 juta, maka akan berkontribusi 
terhadap PPK sebesar Rp. 15 juta pertahun. 


Enam Lokasi Penelitian 


Table1. Average Fisheries Revenue of Fisher’s Houshold in Six Areas of PANELKANAS Research, 
2010-2013. 
Rata-rata Total Pendapatan Usaha 
Lokasi / ETEN Da AAN Perikanan Non Penangkapan / 
Location (R Th) Ri Th) p Average of Annual Total Non-Capture 
p: pi Fisheries Revenue (Rp. Itahun) 
(a) (b) (c) (b+c) 
Bitung 7,730,930 19,658,751 
OKI (1,977,364) 9,950,457 
Purwakarta (8,023,106) 3,904,715 
Sampang SANSA 193,669 12,121,490 
Sambas (3,020,197) 8,907,624 
Sibolga 5,096,069 17,023,890 


Sumber: Olahan Data PANELKANAS, PPSEKP, 2010-2013/Source: Processed Data PANELKANAS, PPSEKP, 2010-2013 
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Kontribusi Pendapatan Perikanan Non- 


Penangkapan Terhadap PPK 


Model juga menunjukkan bahwa keluarga 
Nelayan di keenam lokasi penelitian ternyata 
memiliki rata-rata pendapatan perikanan dari usaha 
non-penangkapan dengan besaran yang positif. 
Bagian Random Effect (Cross) pada Lampiran 
4 menunjukkan besarnya perbedaan koefisien 
intersep dummy antar lokasi, yang apabila masing- 
masingnya dijumlahkan dengan nilai koefisien 
intersep C, maka akan diperoleh nilai rata-rata 
pendapatan usaha non-penangkapan pertahun di 
masing-masing lokasi. Besaran angka C#Intercept 
Dummy tersebut merupakan indikator dari nilai 
rata-rata pendapatan perikanan keluarga pada 
masing-masing lokasi apabila keluarga nelayan 
sama sekali tidak melakukan usaha penangkapan 
dalam setahun. Tabel 1 menyajikan nilai rata-rata 
pendapatan usaha non-penangkapan keluarga 
nelayan pertahun di keenam lokasi penelitian. 


Hasil perhitungan yang ditunjukkan tersebut 
menggambarkan sudah terdapatnya diversifikasi 
usaha perikanan di masing-masing lokasi dengan 
tingkat pendapatan yang berbeda di masing-masing 
lokasi. Meskipun angka Intersep Dummy untuk 
masing-masing lokasi cukup beragam, bahkan 
terjadi angka yang negatif untuk beberapa lokasi 
(OKI, Purwakarta dan Sambas), akan tetapi angka 
total yang dihasilkan bernilai positif untuk kesemua 
lokasi. Secara individu, Bitung merupakan lokasi 
yang memiliki rata-rata pendapatan perikanan non- 
penangkapan tertinggi dengan nilai Rp. 19,7 Juta 
pertahun. Sibolga menduduki urutan kedua dengan 
nilai rata-rata sebesar Rp. 17 Juta pertahun, disusul 
oleh Sampang sebesar Rp. 12 Juta pertahun. 
Selanjutnya OKI berada pada urutan keempat 
dengan nilai rata-rata Rp. 9,95 Juta pertahun, diikuti 
Sambas senilai Rp. 8,9 Juta pertahun. Adapun 
lokasi dengan rata-rata Pendapatan Perikanan Non- 
Perikanan relatif paling rendah adalah Purwakarta 
dengan nilai hanya sebesar Rp. 3,9 Juta pertahun. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Kegiatan pembangunan KP yang selama ini 
dilakukan telah menumbuhkan diversifikasi usaha 
perikanan keluarga Nelayan yang ditunjukkan 
dengan tercapainya nilai positif pada variabel 
pendapatan perikanan non-tangkap. Meskipun 
demikian, ternyata terdapat perbedaan besaran 
rata-rata pendapatan tersebut di masing-masing 
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lokasi pengamatan. Pendapatan Perikanan Non- 
Penangkapan yang relatif tinggi tercapai di Sibolga, 
Bitung dan Sampang, pendapatan cukup tinggi 
terjadi di OKI dan Sambas, sedangkan pendapatan 
yang rendah terjadi di Purwakarta. 


Tingkat usaha penangkapan yang dilakukan 
oleh nelayan, secara signifikan berdampak positif 
terhadap meningkatnya rata-rata nilai pendapatan 
perikanan keluarga nelayan di lokasi penelitian. 
Secara rata-rata, peningkatan usaha penangkapan 
yang dilakukan akan berkontribusi terhadap 
Pendapatan Perikanan Keluarga sebesar 15% dari 
nilai BBM yang dipergunakan. Semakin tinggi nilai 
usaha penangkapan yang dilakukan akan semakin 
tinggi pula rata-rata pendapatan perikanan keluarga 
Nelayan yang diperoleh. 


Implikasi Kebijakan 


Peningkatan kesejahteraan Nelayan melalui 
usaha meningkatkan pendapatan keluarga dari 
usaha perikanan melalui program-program yang 
mendorong peningkatan catch effort masih dapat 
dilakukan. Kebijakan ini dapat digulirkan melalui 
program-program yang memberikan kemudahan 
akses bagi keluarga Nelayan terhadap alat serta 
input usaha penangkapan semisal perahu, mesin, 
alat tangkap, umpan dan/atau BBM. Umumnya 
program-program seperti ini dapat diwujudkan 
dalam bentuk kemudahan persyaratan kredit, 
pinjaman lunak atau kemudahan pembiayaan, 
yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan 
investasi atau operasional usaha penangkapan 


Pada jangka panjang, kebijakan peningkatan 
catch effort seperti yang disarankan sebelumnya 
berkemungkinan untuk tidak dapat terus 
dilakukan, mengingat adanya kondisi diminishing 
margin yang pasti terjadi akibat keterbatasan 
sumberdaya. Pada kondisi seperti itu, pengaruh 
positif dari tingkat usaha penangkapan terhadap 
pendapatan perikanan keluarga akan semakin 
berkurang — bahkan bisa saja menjadi negatif. 
Untuk mengantisipasi terjadinya kondisi seperti 
demikian, maka perlu adanya diversifikasi usaha 
perikanan bagi keluarga nelayan. Hal tersebut 
diharapkan akan mengurangi kebergantungan 
keluarga nelayan terhadap usaha penangkapan 
serta pada akhirnya tekanan terhadap sumberdaya 
perikanan tangkap. Untuk mendorong terjadinya 
diversifikasi usaha, maka diperlukan kebijakan yang 
mendorong terjadinya peningkatan kemampuan 
SDM keluarga Nelayan dalam memanfaatkan SDA 
kelautan alternatif di sekitarnya. Adapun kebijakan 
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tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk berbagai 
pelatihan keterampilan seperti perbaikan perahu, 
mesin dan alat tangkap, pelatihan pengolahan 
hasil tangkapan dan SDA kelautan lain, serta 
tata cara pemasarannya. Untuk ketepatan dari 
sasaran kebijakan, maka proritas lokasi program 
harus ditujukan ke lokasi-lokasi yang memiliki nilai 
rata-rata pendapatan perikanan non-perikanan 
yang tergolong rendah seperti Purwakarta. 
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Lampiran 2. Hasil Uji F-test Untuk Membandingkan Kesesuaian Model Antara FEM dan CEM. 
Appendix 2. The Results of Test F-test for Comparing Models Between Conformity FEM and CEM. 


Redundant Fixed Effects Tests 
Pool: FEMCROSPT 
Test cross-section fixed effects 


Effects Test Statistic dff. Prob. 
Cross-section F 12.164601 (5,25) 0.0000 
Cross-section Chi-sguare 39.469161 5 0.0000 
Cross-section fixed effects test eguation: 
Dependent Variable: PROF? 
Method: Panel Least Sguares 
Date: 12/06/14 Time: 23:14 
Sample: 2007 2013 
Included observations: 7 
Cross-sections included: 6 
Total pool (unbalanced) observations: 32 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Cc 11957636 1431011. 8.356076 0.0000 
BBM? 0.223044 0.046512 4.795395 0.0000 
R-squared 0.433918 Mean dependent var 15855383 
Adjusted R-squared 0.415048 S.D. dependent var 8711115. 
S.E. of regression 6662448. Akaike info criterion 34.32233 
Sum squared resid 1.33E+15 Schwarz criterion 34.41394 
Log likelihood -547.1573 Hannan-Quinn criter. 34.35270 
F-statistic 22.99581 Durbin-Watson stat 0.883402 
Prob(F-statistic) 0.000041 


Sumber: Olahan Data PANELKANAS, PPSEKP, 2010-2013/ Source: Processed Data PANELKANAS, PPSEKP, 2010-2013 
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Lampiran 3. Hasil Uji Hausman Test Untuk Membandingkan Kesesuaian Model Antara FEM dan REM 
Appendix 3.The Results of Hausman Test Conformance Test For Comparing Models Between FEM 


and REM. 


Correlated Random Effects - Hausman Test 
Pool: REMCROSS 
Test cross-section random effects 


Test Summary Chi-Sg. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
Cross-section random 2.339181 1 0.1262 
Cross-section random effects test comparisons: 
Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 
BBM? 0.138844 0.149497 0.000049 0.1262 
Cross-section random effects test equation: 
Dependent Variable: PROF? 
Method: Panel Least Squares 
Date: 12/06/14 Time: 23:16 
Sample: 2007 2013 
Included observations: 7 
Cross-sections included: 6 
Total pool (unbalanced) observations: 32 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Cc 13429047 902124.3 14.88603 0.0000 
BBM? 0.138844 0.032820 4.230462 0.0003 
Effects Specification 
Cross-section fixed (dummy variables) 
R-squared 0.835102 Mean dependent var 15855383 
Adjusted R-squared 0.795526 S.D. dependent var 8711115. 
S.E. of regression 3939060. Akaike info criterion 33.40142 
Sum squared resid 3.88E+14 Schwarz criterion 33.72205 
Log likelihood -527.4228 Hannan-Quinn criter. 33.50770 
F-statistic 21.10144 Durbin-Watson stat 2.342932 
Prob(F-statistic) 0.000000 


Sumber: Olahan Data PANELKANAS, PPSEKP, 2010-2013/ Source: Processed Data PANELKANAS, PPSEKP, 2010-2013 
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Lampiran 4. Hasil Analisis Ketergantungan Pendapatan Keluarga Nelayan Terhadap Usaha 


Perikanan Tangkap. 


Appendix 4. Results Revenue Dependency Analysis Fishers Against Family Business Fisheries. 


Dependent Variable: PROF? 


Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 


Date: 12/06/14 Time: 22:12 


Sample: 2007 2013 


Included observations: 7 
Cross-sections included: 6 


Total pool (unbalanced) observations: 32 
Swamy and Arora estimator of component variances 


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 11927821 2265900. 5.264055 0.0000 
BBM? 0.149497 0.032072 4.661212 0.0001 
Random Effects (Cross) 

_BIT--C 7730930. 

_OKI--C -1977364. 

_PUR--C -8023106. 

_SAM--C 193669.8 

_SBS--C -3020197. 

_SIB--C 5096069. 

Effects Specification 
S.D. Rho 
Cross-section random 5084583. 0.6249 
Idiosyncratic random 3939060. 0.3751 
Weighted Statistics 

R-squared 0.403132 Mean dependent var 4742969. 
Adjusted R-squared 0.383236 S.D. dependent var 5027064. 
S.E. of regression 4078933. Sum squared resid 4.99E+14 
F-statistic 20.26235 Durbin-Watson stat 1.866723 

Prob(F-statistic) 0.000095 

Unweighted Statistics 

R-squared 0.363212 Mean dependent var 15855383 
Sum squared resid 1.50E+15 Durbin-Watson stat 0.622000 


Sumber: Olahan Data PANELKANAS, PPSEKP, 2010-2013/ Source: Processed Data PANELKANAS, PPSEKP, 2010-2013 


249 


Kompetensi Nelayan Rawai Tuna Ditinjau Dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)........ (Yasinta Anugerah et al) 


KOMPETENSI NELAYAN RAWAI TUNA DITINJAU DARI STANDAR 
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) DI PELABUHAN 
PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 


Competency of Tuna Longline Fishers Viewed From The Indonesian 


National Occupational Competency Standards in Palabuhanratu 
Nusantara Fishing Port 


Yasinta Anugerah, Tri Wiji Nurani dan Muhammad Fedi A. Sondita 


Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor 
Jl. Raya Darmaga Kampus IPB, Babakan, Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680, Indonesia 


Diterima tanggal: 18 Juni 2015 Diterima setelah perbaikan: 2 Januari 2016 
Disetujui terbit: 8 Desember 2016 


"email: anugerah.yasinta@live.com 


ABSTRAK 


Nelayan harus memiliki kompetensi saat melakukan pekerjaan kasar di lingkungan kapal dan 
pendaratan tuna harus memiliki kualitas tertentu. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) untuk 
nelayan rawai tuna dapat menjadi suatu pendekatan untuk mengetahui kompetensi nelayan tanpa 
adanya latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan 
tingkat kompetensi nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu dengan mengacu pada standar tertentu. 
Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2014 - Februari 2015. Data kompetensi dari 25 
nelayan dengan 5-10 tahun pengalaman kerja dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara 
dengan nelayan dan pengawas di pelabuhan. Data yang dimaksud adalah ukuran terpenuhinya kriteria 
kinerja yang ditetapkan dalam standar. Nakhoda menunjukan kesesuaian tertinggi pada standar unit 
kompetensi Penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna, sedangkan ABK menunjukan 
kesesuaian tertinggi pada standar unit kompetensi Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan 
utama tali dan pancing di laut. Kapten dan ABK menunjukkan tercapainya kompetensi lebih dari 50% 


dari standar. 


Kata Kunci: nelayan, kompetensi, rawai tuna, SKKNI 


ABSTRACT 


Fishers must have a set of competence while doing menial jobs in the tuna boats and landings 
must have certain gualities. The Indonesian National Occupational Competency Standards (SKKNI) 
for tuna longline can be used to determine the status of competency of a fisher, without a high formal 
education background. This study was conducted to determine level competency of tuna longline 
fishers in PPN Palabuhanratu with reference to the given standards. Data collection was conducted in 
December 2014 - February 2015. Data on competency of 25 fishers with 5-10 year working experience 
were collected through direct observation, interviews with fishers and their supervisors at the fishing 
port. Data were measured in terms of the fulfillment performance criteria specified in the standard. The 
captains exhibited the highest compliance on standard competency unit of tuna longline capture while 
the crews exhibited the highest compliance on standard competency unit of hook and line fishing gear 
maintenance and protection at sea. The captains and crews indicated of more than 50% compliance 


achievement of the recommended standards. 


Keywords: fishers, competency, tuna longline, SKKNI 


PENDAHULUAN 


Total volume produksi perikanan tangkap 
pada tahun 2014 mencapai 6,2 juta ton, salah satu 
komoditi utama yaitu ikan tuna sebanyak 310.560 
ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 


“Korespodensi Penulis: 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor 


2014). Perikanan tuna di Indonesia merupakan salah 
satu industri perikanan yang semakin berkembang. 
Indonesia memiliki keunggulan geografis yaitu 
berada di antara dua Samudera Hindia dan 
Samudera Pasifik. Hal tersebut membuat Indonesia 
menjadi negara penting bagi perikanan tuna 
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global. Selain itu, Indonesia telah menjadi anggota 
Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional atau 
Regional Fisheries Management Organisations 
(RFMOs), sehingga perikanan tuna di Indonesia 
semakin diperhatikan. 


Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 
Palabuhanratu berhadapan langsung dengan 
perairan samudera, yang merupakan fishing 
ground tuna hingga perairan Samudera Hindia. 
Sebagai komoditi eskpor, tuna ditangkap dengan 
menggunakan unit rawai tuna dimana termasuk 
alat tangkap ramah lingkungan. Hal tersebut 
dikarenakan rawai tuna bersifat pasif dan selektif 
dalam beroperasi, tetapi operasi penangkapan 
ikan dengan rawai tuna memiliki bahaya untuk 
keselamatan para pekerjanya. Faktor manusia 
atau human factor adalah faktor yang berhubungan 
dengan prilaku dan aktivitas manusia. Faktor 
manusia pada operasi penangkapan ikan dengan 
rawai tuna yaitu nakhoda, perwira dan ABK, 
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan dan keselamatan dalam operasi 
penangkapan. 


Nelayan rawai tuna dalam bekerja di atas 
kapal sangat jauh dari kondisi aman. Kemampuan 
mengoperasikan alat tangkap dan menangani 
hasil tangkapan tuna menjadi keterampilan 
khusus yang harus dimiliki oleh nelayan. Selain 
itu pekerjaan sebagai nelayan kurang dihargai 
dengan pemberian upah yang rendah. Hal tersebut 
disebabkan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan 
masih kurang sehingga kompetensi kerja yang 
dimiliki juga belum memenuhi standar seharusnya. 
Kurangnya kompetensi yang dimiliki dapat 
mengakibatkan nelayan mengalami kecelakaan 
dalam bekerja diatas kapal. Akibat lainnya adalah 
mutu ikan tuna berkurang sehingga harga jual 
menurun dan tidak memenuhi kriteria ekspor. 
Hal tersebut sangat mempengaruhi 
pendapatan yang diterima oleh nelayan. Nelayan 
yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi 
penangkapan tuna harus memiliki kualitas kerja 
yang baik. 


Pada bidang penangkapan ikan, kompetensi 
nelayan dapat melalui pendekatan jenjang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah 
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi 
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. 
Jenjang KKNI tersebut menjadi dasar yang tepat 
untuk menyetarakan kompetensi nelayan yang 
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memiliki tingkat pendidikan yang rendah namun 
memiliki pengalaman yang tinggi. 


Standar kompetensi tersebut diharapkan 
dapat menjadi tolok ukur pendapatan nelayan, 
dimana nelayan lebih memiliki kompetensi yang 
baik akan mendapatkan pendapatan yang lebih. 
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah 
membuat Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI) dari berbagai bidang termasuk 
penangkapanikan di laut. SKKNI diperlukan sebagai 
pedoman dalam melakukan pekerjaan di atas kapal 
dengan mempertimbangkan keselamatan dan 
kualitas kerja yang baik. Penelitian ini penting untuk 
dilakukan karena dapat menjadi gambaran awal 
kompetensi yang dimiliki nelayan saat ini sehingga 
dapat menjadi pertimbangan pengelolaan tenaga 
kerja perikanan tangkap yang kompeten. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui kompetensi 
nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu sesuai 
dengan SKKNI dan mengetahui prioritas kompetensi 
yang perlu ditingkatkan. 


METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Pengambilan data lapang dilakukan pada 
bulan Desember 2014 -Februari 2015. Tempat 
penelitian dilakukan di Pelabuhan Perikanan 
Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Provinsi Jawa 
Barat. Pemilihan lokasi penelitian tersebut 
atas pertimbangan PPN Palabuhnaratu merupakan 
fishing base kapal rawai tuna yang aktif beroperasi. 


Kerangka Penelitian 


Resiko dan bahaya saat pengoperasian 
rawai tuna maupun terjaganya mutu hasil 
tangkapan sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
nelayan. Peningkatan kompetensi nelayan rawai 
tuna di PPN Palabuhanratu dibutuhkan informasi 
kompetensi yang dimiliki nelayan saat ini. Informasi 
tersebut dapat diidentifikasi cara dan strategi 
peningkatan kompetensi yang diperlukan. Saat 
ini telah tersedia standar kompetensi yang harus 
dimiliki nelayan dalam kegiatan operasi 
penangkapan ikan. Standar tersebut dapat 
menjadi acuan kompetensi yang harus dimiliki 
oleh nelayan rawai tuna. Penelitian ini akan 
mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh 
nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu dan 
membandingkanya dengan SKKNI yang telah 
tersedia. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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vessel 


Perumusan masalah/ Problem formulation : 
e Pendidikan nelayan Indonesia yang masih rendah/ Low education of Indonesian fishers 
e Pekerjaan di kapal perikanan memiliki tingkat resiko yang tinggi/ High risk job in fisheries 


y 


Tujuan Penelitian : 
Mengetahui kompetensi nelayan rawai tuna di PPN Palabuhanratu sesuai dengan SKKNI dan 
mengetahui prioritas kompetensi yang perlu ditingkatkan 
Research Issues: 
To know the competency of tuna longline fishers in PPN Palabuhanratu according with SKKNI 
and the competency priority need to improve 


Y 


sesuai dengan SKKNI/ 


Mencari informasi kompetensi yang harus dimiliki nelayan rawai tuna 


Looking for information competencies should be owned by tuna 
longline fisher based on SKKNI 


Tingkat kepentingan 
kompetensi/ 
Importance Level 
Competency 


y 


1 t 


Identifikasi kompetensi 
nelayan rawai tuna saat ini/ 
Identification current 
competency tuna longline 
fishers 


Identifikasi kompetensi nelayan 
rawai tuna sesuai SKKNI/ 
Identification competency tuna 
longline fishers based SKKNI 


Analisis Matriks 
Perbandingan 
Berpasangan/ 

Analysis Pairwise 
Comparison Matrix 


ý 


Analisis kesenjangan/ Gap Analysis 


v 


Kondisi kompetensi nelayan rawai tuna di PPN 
Palabuhanratu/ Competency conditions of tuna 
longline fishers in PPN Palabuhanratu 


Prioritas Kompetensi 
Nelayan/ Fishers 
Priority Competency 


y 


Kompetensi yang perlu ditingkatkan sesuai prioritas dan 
kesenjangan/ Competency that need to be improved based on 


the priorities and gaps 


Gambar 1. Kerangka Penelitian 
Figure 1. Research Framework 


Instrumen Penelitian 


Instrumen adalah alat yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. 
Instrumen pertama yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Peraturan Presiden RI Nomor 
8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI). Instrumen ini digunakan untuk 
mengetahui tugas nelayan rawai tuna sesuai 
dengan jenjang kualifikasi. Instrumen kedua adalah 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI) masuk kedalam Kategori 
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan 


Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan 
Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut. SKKNI 
terdiri dari unit dan elemen kompetensi, dimana 
unit kompetensi adalah komponen dalam kelompok 
kompetensi yang terdiri dari beberapa elemen. 
Elemen kompetensi adalah bagian dari unit 
kompetensi yang digambarkan secara rinci. 


Instrumen ketiga yang digunakan adalah 
pertanyaan untuk wawancara mendalam kepada 
responden. Responden yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah nelayan kapal rawai tuna. 
Jabatan tugas pada kapal rawai tuna di PPN 
Palabuhanratu yaitu Nakhoda, Wakil nakhoda, 
Kepala Kamar Mesin (KKM), boatswain, koki dan 
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anak buah, sehingga unit kompetensi berdasarkan 
SKKNI disesuaikan dengan jabatan tersebut. 
Unit kompetensi nakhoda kapal penangkap ikan 
dengan rawai tuna ditunjukan pada Tabel 1 dan unit 
kompetensi Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal 
rawai tuna ditunjukan pada Tabel 2. 


Pertanyaan yang diajukan kepada 
responden berkaitan dengan pengetahuan yang 
dimiliki untuk masing-masing jabatan atau tugas 
di kapal sesuai standar kompetensi. Jawaban 
yang diberikan oleh responden dapat memberikan 
gambaran dan penilaian unit kompetensi yang 
telah ada. Berdasarkan jawaban responden 
penilaian dilakukan oleh peneliti dengan skala 
penilaian menjadi dua, yaitu YA dan TIDAK. YA 
menggambarkan responden dapat menjawab 
pertanyaan sesuai unit kompetensi, sedangkan 
TIDAK menggambarkan responden tidak tahu 
atau tidak bisa menjawab pertanyaan sesuai unit 
kompetensi yang tersedia. 


Unit kompetensi ABK sesuai SKKNI terdapat 
unit kompetensi yang tidak sesuai dengan keadaan 
di lapangan sehingga unit tersebut diabaikan. Unit 
kompetensi yang tidak sesuai adalah melakukan 
perawatan alat penangkapan ikan berbahan utama 
tali dan pancing di darat. 


Uji Pertanyaan Wawancara 


Pertanyaan yang diberikan telah diuji 
validitas dan reliabilitas nya. Hal tersebut untuk 
mendapatkan validitas isi yang memadai, untuk 
butir-butir pertanyaan yang kurang memadai 
direvisi. Selanjutnya diadakan ujicoba untuk 
mengetahui reliabilitas instrumen. Koefisien 
reliabilitas untuk  skorbutir dikotomi dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus 
Kuder-Richardson yang dikenal dengan nama 
KR-20 (Djaali et a/., 2000): 


KR-20 = a (1 — zea) 


St 
Keterangan/Remaks: 
k : Cacah butir/Chopped grain 
pigi : Varians skor butir/Variance score grain 
pi : Proporsi jawaban yang benar untuk butir 


nomor i/Proportion of correct answers for 
the item number i 


qi : Proporsi jawaban yang salah untuk butir 
nomor i/The proportion of wrong answers 
for the item number i 

St? : Varians skor total responden/ Variance 
score total respondents 


Tabel 1. Unit Kompetensi Nakhoda Kapal Penangkap Ikan (Rawai Tuna). 
Table 1. Competency Unit of Fishing Vessel Captain (Tuna Longline). 


No Unit Kompetensi/ Competency Unit 


oak WN = 


Fishing at sea by tuna longline 


Merencanakan operasi penangkapan ikan/Fishing operation plan 

Menyiapkan kelaiklautan kapal/Seaworthiness of ship 

Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan/Fishing operation Worthiness 
Melaksanakan tugas jaga laut/Watchkeeping 

Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna/ 


Sumber: Kemnakertrans No. 98 Tahun 2013/Source: Kemnakertrans No.98 Year 2013 


Tabel 2. Unit Kompetensi Anak Buah Kapal (Rawai Tuna). 
Table 2. Competency Unit of Fishing Vessel Crew (Tuna Longline). 


No Unit Kompetensi/ Competency Unit 

1 Merakit rawai tuna/Assemble Longline Tuna 

2 Melakukan perawatan alat penangkapan ikan berbahan utama tali dan pancing di darat/ 
Hook and line fishing gear maintenance and protection at land 

3 Melakukan perawatan alat penangkapan ikan berbahan utama tali dan pancing di laut/ 
Hook and line fishing gear maintenance and protection at sea 

4 Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing/ 


Hook and line fishing gear reparation 


5 Melakukan penanganan ikan tuna di kapal/Handling tuna on board 


Sumber: Kemnakertrans No.98 Tahun 2013/Source: Kemnakertrans No. 98 Year 2013 
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Nilai reliabilitas yang didapatkan lebih 
besar dari nilai r Tabel, hal ini menyatakan 
bahwa instrument penelitian (daftar pertanyaan 
wawancara) yang digunakan dapat dipercaya 
atau diandalkan. Berdasarkan kategori koefisien 
reliabilitas menurut Guilford (1956) dalam Priatna 
(2008) nilai reliabilitas dari nakhoda termasuk 
dalam kategori relibilitas tinggi dan kompetensi 
ABK termasuk dalam kategori reliabilitas sedang. 


Metode Pengumpulan Data 


Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini terdiri atas data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dengan cara melakukan 
wawancara kepada responden dengan pertanyaan 
yang telah disiapkan. Data sekunder diperoleh dari 
Kantor PPN Palabuhanratu dan Dinas Kelautan 
Perikanan Palabuhanratu. 


Wawancara dilakukan pada saat nelayan 
berada di pelabuhan. Pendekatan yang dilakukan 
adalah dengan cara melihat simulasi kegiatan, 
dokumen-dokumen kapal dan menanyakan 
sertifikat yang telah dimiliki oleh nelayan yang 
bersangkutan. Selain itu kompetensi nelayan dapat 
juga diketahui dari pendapat teman ataupun atasan 
kerja. 


Peneliti menentukan sampel unit 
penangkapan berupa kapal rawai tuna yang 
berlabuh dan bertambat di PPN Palabuhanratu 
secara purposive sampling. Purposive sampling 
adalah metode pengambilan sampel dengan 
pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau 
dapat mewakili objek yang akan diteliti (Effendi dan 
Tukiran, 2012). Pemilihan sampling kapal rawai 
tuna didasarkan dengan pertimbangan nakhoda 
dan anggota kapal yang ada dapat berkomunikasi 
dengan baik dan dapat diwawancarai. Penggunaan 
unit penangkapan sebagai sampel dalam penelitian 
ini untuk mengetahui struktur jabatan beserta tugas 
dari masing-masing anggota kapal dan mengetahui 
kemampuan yang dimiliki oleh ABK dari nakhoda 
kapal. 


Jumlah nelayan yang bekerja pada kapal 
rawai tuna berkisar 10-14 orang. Pemilihan nelayan 
yang diwawancarai dengan pertimbangan jabatan 
dan kesibukan nelayan saat wawancara. Sampel 
kapal rawai tuna yang didapatkan berjumlah 10 
kapal dan nelayan yang telah diwawancara yaitu, 
10 orang nakhoda, 3 orang KKM, 22 orang anggota 
kapal yang terdiri dari 4 orang boatswain, 2 orang 
wakil nakhoda, 14 orang anak buah, 1 orang koki 
dan 1 orang prossesing. Selain itu wawancara yang 


berkaitan dengan kompetensi nelayan dengan pihak 
perusahaan, DKP Pelabuhanratu dan Syahbandar 
Perikanan PPN Palabuhanratu telah dilakukan. 


Analisis Data 


Analisis yang digunakan untuk mengetahui 
kesesuaian antara kompetensi nelayan rawai tuna di 
PPN Palabuhanratu dengan SKKNI menggunakan 
metode analisis kesenjangan (Gap). Pengukuran 
kompetensi dapat diukur dari ada atau tidaknya 
kesenjangan yang terjadi antara kompetensi standar 
dan kompetensi aktual (Ramadhan et al., 2014). 
Analisis kesenjangan dilakukan dengan menilai 
langsung kompetensi nelayan di lapangan dengan 
menggunakan skala dikotomi ( 0 : Tidak dan 1 : Ya). 
Kesenjangan kompetensi adalah perbedaan antara 
level kompetensi yang diperlukan pada suatu posisi 
dan level kompetensi saat ini. Nilai gap menunjukan 
bahwa responden belum memiliki kompetensi 
sesuai dengan standar. Sedangkan nilai gap 0 
menunjukan responden telah memiliki kompetensi 
sesuai dengan standar yang ada. Menurut Palan 
(2007) kesenjangan dihitung dengan rumus: 


Kesenjangan (Gap) = —(CLp — CLe) 
Kompetensi Tercapai = WCLc)/ Œ CLr) x 100% 


Keterangan/ Remaks : 


Current Competency Level (CL) : Kompetensi saat 
ini; ū1+ U2 #... # Ui dimana adalah unit kompetensi 
ke i dari nakhoda atau ABK/ Competency today; U1 
+ U2 +... + Ui where iis a unit of competency to i of 
the skippers or crew 


Required Competency Level (CL,):Nilai kompetensi 
maksimum yang diperlukan/ The value of the 
maximum required competence 


Analaisis yang digunakan untuk menentukan 


tingkat kepentingan kompetensi menggunakan 
analisis matriks perbandingan berpasangan 
dengan menggunakan rata-rata aritmetik 


(Saaty, 1987). Vektor prioritas (VP) dinilai dengan 
cara membandingkan unit kompetensi dengan 
skala 1 — 9. Setiap unit memiliki elemen kompetensi 
dan tingkat kepentingannya dihitung dengan cara 
mengkali nilai VP elemen kompetensi dengan 
VP unit kompetensi. Langkah- langkah untuk 
membuat matriks perbandingan berpasangan 
sebagai berikut: 


1. Menjumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom 
(Nkj). 
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2. Membagi setiap entri dalam setiap kolom 
dengan jumlah pada kolom untuk memperoleh 
matriks yang dinormalisasi (Ndij). 


3. Vektor prioritas dari setiap elemen, diperoleh 
dengan merata-ratakan nilai sepanjang baris 
(Vpi) 


n 


Dan y Na 
pi = a 


j=1 


Keterangan/ Remaks : 


Ndij : Nilai setiap entri dalam matriks yang 
dinormalisasi pada baris i dan kolom j/ 
Value ofeach entry in matrix that normalized 
in row i and column j 


aij : Nilai setiap entri dalam matriks pada baris i 
dan kolom j/ Value of each entry in matrix in 
row i and column j 


Nkj : Nilai kolom ke j/ Value column j 


Vpi : Vektor prioritas dari elemen i/ Priority vector 
of element i 


4. Menghitung nilai Indeks Konsistensi (Cl) dan 
Rasio Konsistensi (CR) 


Pendidikan dan pengalaman melaut 
responden dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif dengan cara mentabulasi data ke dalam 
tabellalu dianalisis. Analisis data kuantitatif dilakukan 
pengujian dengan menggunakan uji statistik non- 
parametrik pada penelitian ini menggunakan rumus 
persentase: 


f 
P =—x100% 
n 


Keterangan/ Remaks: 


P : Persentase jawaban/ Answer percentage 

f : Jumlah frekuensi yang diberikan/ The number 
of freguencies 

n : Jumlah responden/ The number of 


respondents 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kompetensi Nakhoda 


Kompetensi nakhoda memiliki 20 elemen 


kompetensi, 10 elemen kompetensi tercapai 
penuh. Elemen kompetensi nakhoda yang 
memiliki nilai kesenjangan ditunjukan pada 
Tabel 3. 
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Nilai kesenjangan terendah terjadi pada 
elemen Menghitung waktu operasi penangkapan 
ikan dengan nilai gap 0,03. Pada elemen tersebut 
kesenjangan terjadi karena nakhoda tidak 
diberikan kewenangan untuk menentukan waktu 
operasi penangkapan oleh pihak perusahaan. 
Penentuan lama operasi penangkapan disesuaikan 
dengan bahan perbekalan yang dibawa dan 
permintaan perusahaan. Pihak perusahaan 
biasanya menentukan lama operasi penangkapan 
tergantung dengan harga ikan. Selain itu nakhoda 
tidak terbiasa mencatat seluruh kebutuhan 
perbekalan yang dibawa ataupun yang sisa 


sehingga pada elemen Mendokumentasikan 
rencana operasi penangkapan memiliki nilai 
gap 0,45. 


Nakhoda rawai tuna di PPN Palabuhanratu 
tidak memiliki kompetensi Melengkapi dokumen 
kapal dan Melengkapi dokumen perijinan yang 
terkait dengan usaha penangkapan ikan, sehingga 
kesenjangan pada kedua elemen tersebut bernilai 
0,93 dan 0,90. Hal tersebut karena seluruh perijinan 
keberangkatan dan kedatangan telah dilakukan 
oleh pihak perusahaan. Nakhoda tidak mengerti 
pengurusan dokumen yang diperlukan, seperti 
Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Ukur 
Kapal, Surat Tanda Pendaftaran Kapal (Certificate 
of Tonnage and Measurement), Surat Kebangsaan 
Kapal, Sertifikat garis muat kapal (Load Line 
Certificate) dan sertifikat hapus tikus (Derating 
certificate). 


Nilai kesenjangan juga terjadi pada 
elemen Memantau rute, pengendalian kapal 
dan keamanan berlayar. Pada elemen ini 


nakhoda kurang mengerti tentang peraturan 
pelayaran dan keselamatan di laut. Karakteristik 
pekerjaan pada kapal penangkap ikan berbeda 
dengan kapal niaga atau kapal lainnya. Menurut 
Suwardjo et al. (2010) keselamatan kapal 
penangkap ikan merupakan interaksi faktor-faktor 
yang kompleks, yakni human factor (nakhoda 
dan anak buah kapal), machines (kapal dan 
peralatan keselamatan) dan enviromental (cuaca 
dan skim pengelolaan sumberdaya perikanan). 
Permasalahan keselamatan atau kecelakaan 
akan timbul apabila minimum satu elemen dari 
human factor, machines atau enviromental 
factor tersebut tidak berfungsi. Kompetensi 
nakhoda tentang keselamatan kapal ikan pada 
elemen ini sangat perlu ditingkatkan, mengingat 
pengetahuan tentang keselamatan kapal 
penangkap ikan masih kurang. 
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Tabel 3. Nilai Kesenjangan Elemen Kompetensi Nakhoda. 
Table 3. Gap Value of Captain Competency Elements. 


No Elemen kompetensi/ Competency element CL 


Kesenjangan/ 
g Gap 


1. Merencanakan Operasi Penangkapan Ikan / Fishing Operation Plan 
a Menentukan jenis ikan sasaran, alat penangkap ikan dan daerah 1 1 0 
penangkapan ikan/ Determining target species, fishing gear and 


fishing area 
Memprakirakan cuaca / Forecasting Weather 1 1 0 

C Menghitung waktu operasi dan kebutuhan operasi/ Calculating time 1 0.98 0.03 
and reguairement fishing operation 

d Mendokumentasikan rencana operasi penangkapan/ Documenting 1 0.55 0.45 
fishing operation plan 

2. Menyiapkan kelaiklautan kapal/ Seaworthiness of Ship 

a Melengkapi dokumen kapal/ Completing vessel document 1 0.08 0.93 

b Melengkapi jumlah awak kapal sesuai kualifikasi dan fungsinya/ 1 1 0 
Completing number of gualified crew and function 

c Melengkapi perlengkapan keselamatan kapal dan manusia / 1 0.60 0.40 
Completing safety equipment board and human 

d Melaporkan keberangkatan kapal ke syahbandar perikanan dan 1 0.70 0.30 
syahbandar umum/ Reporting the vessel departure to the fisheries 
and public harbour master 

3. Menyiapkan Kelaikan Operasi Penangkapan Ikan/ Fishing Operation Worthiness 

a Melengkapi dokumen perijinan yang terkait dengan usaha 1 0.10 0.90 
penangkapan ikan/ Completing permits documents relating to 
fishing buisness 

b Melengkapi kebutuhan perbekalan kapal dan awak kapal/ / 1 0.88 0.13 
Completing the reguairment of crewaman and vessel stock 

Cc Menyiapkan alat dan perlengkapan penangkap ikan/ Preparing tools 1 1 0 
and fishing equipment 

4. Melaksanakan Dinas Jaga Laut/ Watchkeeping 

a Menyiapkan perlengkapan dinas jaga laut/ Preparing watchkeeping 1 1 0 
equipment 

b Memantau rute, pengendalian kapal dan keamanan berlayar/ 1 0.76 0.24 
Monitoring route, control and safety sailing vessel 

5. Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna/ 

Fishing at Sea By Tuna Longline 

a Menentukan haluan dan posisi seting/ Determining position and 1 0.45 0.55 
direction setting 
Menentukan kedalaman pancing/ Determining Hook Depth 1 0.83 0.17 
Melakukan persiapan ikan umpan, alat dan perlengkapan/ Preparing 1 1 0 
fishbait, tools and equipment 
Menurunkan rawai tuna /Setting 1 1 0 

e Menghanyutkan rawai tuna/ Driffting 1 1 0 

f Menaikkan, mengambil ikan hasil tangkapan dan menyusun kembali 1 1 0 
rawai tuna ikan hasil tangkapan / Hauling 

g Menata Alat/ Put fishing equipment 1 1 0 


Sumber: Data primer diolah (2015) / Source: Primary data processed (2015) 


Keseluruhan unit kompetensi nakhoda rawai 
tuna yang dimiliki saat ini belum mencapai standar 
(Tabel 4). Unit kompetensi yang masih perlu 
ditingkatkan adalah Menyiapkan kelaikautan kapal 
dan Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan 
ikan. Peningkatan kompetensi pada elemen 
tersebut dapat dilakukan dengan cara pelatihan 


yang berkaitan dengan dokumen kapal dan usaha 
penangkapan. Selain itu perlu adanya aturan yang 
mewajibkan nakhoda melapor kepada syahbandar 
perikanan secara langsung, sehingga nakhoda 
dapat memahami prosedur perijinan sebelum dan 
setelah melaut. 
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Setiap kapal penangkap ikan yang berlayar 
harus berdinas seorang nakhoda dan beberapa 
perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian 
pelaut dan sertifikat keterampilan dasar pelaut 
sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, 
dan daya penggerak kapal. Jenis sertifikat keahlian 
pelaut kapal penangkap ikan terdiri dari: 1) Sertifikat 
keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan:2) 
Sertifikat keahlian pelaut tehnik permesinan kapal 
penangkap ikan. (Peraturan Pemerintah (PP). 
No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan). Sertifikat 
keahlian ANKAPIN III yang wajib dimiliki nakhoda 
kapal rawai tuna dengan ukuran panjang kurang 
dari 12 meter pada daerah pelayaran tidak lebih 
dari 60 mil dari garis pantai di perairan Indonesia 
tidak termasuk ZEEI. Seluruh nakhoda kapal rawai 


tuna di PPN Palabuhanratu memiliki sertifikat wajib 
yaitu SKK 60 mill, dan hanya sebagian kecil yang 
memiliki sertifikat ANKAPIN III. Namun sertifikat 
tersebut didapatkan tanpa pelatihan dan pengujian 
kompetensi yang terstandar terlebih dahulu. 


Berdasarkan Gambar 2 dapat terlihat 
unit kompetensi nakhoda yang telah terpenuhi 
dalam satuan persentase. Nilai persentase 
yang mendekati 100% dapat diartikan memiliki 
kompetensi yang telah memenuhi standar. Unit 
melakukan penangkapan ikan di laut dengan 
menggunakan rawai tuna memiliki nilai persentase 
tertinggi yaitu 90%. Unit kompetensi yang terendah 
adalah unit Menyiapkan kelaiklautan kapal dengan 
persentase 59% dan unit Menyiapkan kelaikan 
operasi penangkapan ikan memiliki nilai 66%. 


Tabel 4. Nilai Kesenjangan Unit Kompetensi Nakhoda. 


Table 4. Gap Value of Captain Competency Unit. 


. : ` Total Total Total Kompetensi Terpenuhi (%)/ 
No Unit Kompetensi/Competency Unit 3 
P P y CL, CL, GAP Competence Fulfilled (%) 
1 Merencanakan operasi penangkapan 4 3.53 0.48 88 
ikan/ Fishing operation plan 
2 Menyiapkan kelaiklautan kapal/ 4 2.38 1.63 59 
Seaworthiness of ship 
3 Menyiapkan kelaikan operasi 3 1.98 1.03 66 
penangkapan ikan/ Fishing operation 
Worthiness 
4 Melaksanakan tugas jaga laut/ 2 1.76 0.24 88 
Watchkeeping 
5 Melakukan penangkapan ikan di laut 7 6.28 0.72 90 
dengan menggunakan rawai tuna/ 
Fishing at sea by tuna longline 
Sumber: Data primer diolah (2015) / Source: Primary data processed (2015) 
100 5 88 90 
90 - 
Ss 805 
gs 70 4 
SS 60- 
= 
EE 50 - 
eS 40 - 
es 30 4 
= 
z 5 20 + 
23 10, 
ZS ol 
5 a Merencanakan Menyiapkan Menyiapkan Melaksanakan Melakukan 
ng = operasi kelaiklautan kelaikan tugas jaga laut / penangkapan 
ss penangkapan kapal/ operasi Watchkeeping ikan di laut 
E = ikan / Fishing seaworthiness penangkapan dengan 
as operation plan of ship ikan / Fishing menggunakan 
= operation rawai tuna/ 
Worthiness Fishing at sea 
by tuna 
Unit Kompetensi Nakhoda/ Captain Competency Unit longline 
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Gambar 2. Persentase Unit Kompetensi Nakhoda 
Figure 2. Percentage of Captain Competency Unit 
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Kompetensi ABK 


Kompetensi ABK memiliki 13 elemen 


kesenjangan terjadi disebabkan adanya ABK yang 
baru mengikuti operasi penangkapan sehingga 
belum mampu memperbaiki tali temali yang rusak. 


kompetensi dan seluruh elemen belum tercapai 
penuh. Berikut ini nilai kesenjangan elemen 
kompetensi ABK ditunjukan pada Tabel 5. 


Elemen 


Elemen kompetensi ABK yang memiliki nilai 
kesenjangan terendah adalah elemen Memperbaiki 
tali temali yang rusak dengan nilai 0,07. Sebagian 
besar ABK memiliki kompetensi tersebut, namun 


kesenjangan 


menjadi 


Tabel 5. Nilai Kesenjangan Elemen Kompetensi ABK. 
Table 5. Gap Value of Crew Competency Elements. 


tertinggi. 


kompetensi 
pengawet dan pewarna pada tali temali menjadi 
elemen kompetensi ABK yang memiliki 
Kesenjangan 
terjadi disebabkan sebagian besar ABK yang 
responden tidak mengetahui 
pemberian warna dan zat pengawet pada tali 


Memberikan 


zat 


nilai 
tersebut 


manfaat 


No Elemen Kompetensi/ Competency Element CL CL, aa ari 

1. Merakit rawai tuna/ Assemble Longline Tuna 

a Menjabarkan desain rawai tuna/ Explaining tuna longline desain 1 0.66 0.34 

b Menyiapkan peralatan kerja dan kebutuhan bahan rawai tuna/ 1 0.67 0.33 
Preparing work equipment and require material longline tuna 

c Merangkai komponen rawai tuna/ Assembling tuna longline 1 0.68 0.32 
component 

2. Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di laut/ 

Hook and line fishing gear maintenance and protection 

a Melakukan persiapan jenis perawatan dan pencegahan 1 0.91 0.09 
kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan 
pancing/ Preparing type of fishing gear treatmen and prevention 
of damage made from hook and line material 

b Menyiapkan jenis, bahan dan jumlah peralatan perawatan dan 1 0.77 0.23 
pencegah kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali 
dan pancing di kapal/ Preparing type, material, and equipment 
maintenance and prevention of damage to the fishing gear made 
from hook and line material 

Ç Melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat 1 0.82 0.18 
penangkap ikan di kapal/ Treatment and prevention fishing gear 
of damage on board 

3. Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing/ 

Hook and line fishing gear reparation 

a Menghindarkan kerusakan yang diakibatkan oleh sinar matahari 1 0.76 0.24 
langsung, minyak, zat kimia berbahaya dan hewan pengerat/ 
Avoid damage caused by direct sun light, oil, hazardous 
chemical and rodents 
Memperbaiki tali temali yang rusak/ Repairing ropes 1 0.93 0.07 

Ç Mengganti komponen alat lainnya yang rusak/ Replacing 1 0.91 0.09 
defective equipment component 

d Memberikan zat pengawet dan pewarna pada tali temali/ Giving 1 0.23 0.77 
preservatives and coloring in ropes 

4. Melakukan penanganan ikan tuna di kapal/ Handling tuna on board 

a Menyiapkan peralatan dan tempat penanganan ikan tuna 1 0.82 0.18 
hasil tangkapan di kapal/ Preparation eguipment and place for 
handling tuna on board 

b Menyiapkan sistem penyimpanan/ Preparing storage system 1 0.33 0.67 

Cc Menangani ikan tuna/ Handling tuna 1 0.83 0.17 


Sumber: Data primer diolah (2015) /Source: Primary data processed (2015) 
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temali, sehingga tali temali yang digunakan tidak 
menggunakan zat pewarna dan pengawet. Elemen 
kompetensi yang memiliki nilai gap cukup tinggi 
adalah elemen Menyiapkan sistem penyimpanan. 
Sistem penyimpanan yang digunakan adalah palka 
yang berisi air. ABK kurang memahami sistem 
pendinginan (chilling), pembekuan (freezing) dan 
pembuatan lapisan es dengan proses pencelupan 
(glazing). ABK hanya mengetahui prosedur yang 
telah diberikan oleh perusahaan, yaitu setelah ikan 
tuna dibersihkan kemudian dibungkus plastik dan 
dimasukan ke dalam palka berisi air. 


Unit kompetensi ABK pada penelitian ini 
termasuk seluruh anggota kapal, yaitu wakil 
nakhoda, boatswain, koki dan penanganan 
tuna. Selain KKM seluruh anggota kapal wajib 
melakukan pekerjaan di atas dek yang berkaitan 
dengan operasi penangkapan ikan. Keseluruhan 
unit kompetensi ABK rawai tuna yang dimiliki saat 
ini belum mencapai standar (Tabel 6). Kurangnya 
kompetensi yang dimiliki oleh ABK dapat juga dilihat 
dari belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi 
yang telah teruji. 


Unit Kompetensi ABK yang perlu ditingkatkan 
adalah unit Merakit rawai tuna dan unit Melakukan 
penanganan ikan tuna di kapal. ABK belum memiliki 
kompetensi merakit rawai tuna yang memenuhi 
standar. Bentuk dan desain alat tangkap rawai 
tuna ditentukan oleh nakhoda oleh karena itu ABK 
rawai tuna di PPN Palabuhanratu tidak mengetahui 
desain alat tangkap keseluruhan. ABK hanya 
bertugas merakit komponen rawai tuna yang akan 


Tabel 6. Nilai Kesenjangan Unit Kompetensi ABK. 


Table 6. Gap Value of Crew Competency Unit. 


Unit Kompetensi/ 


Ne Competency Unit 


1 Merakit rawai tuna/ Assemble Longline Tuna 


2 Melakukan perawatan alat penangkapan 
ikan berbahan utama tali dan pancing 
di laut/ Hook and line fishing gear 
maintenance and protection 


3 Melakukan perbaikan alat penangkap ikan 
berbahan utama tali dan pancing/ Hook and 
line fishing gear reparation 


4 Melakukan penanganan ikan tuna di kapal / 
Handling tuna on board 


digunakan dalam operasi penangkapan. 


Persyaratan HACCP (Hazard Analyze Critical 
Control Point) yang dipengaruhi langsung oleh 
kompetensi ABK adalah operasional penanganan 
tuna segar. Pada proses ini ABK telah melakukan 
prosedur penanganan ikan tuna dengan cukup 
baik, dimana proses tersebut dilakukan secara 
cepat serta kondisi dek selalu dibersihkan dengan 
menyemprotkan air. Unsur lain yang sangat 
dipengaruhi oleh kompetensi ABK adalah sanitasi 
dan kesehatan pekerja. Kesehatan dan kebersihan 
ABK pada saat penanganan ikan tuna di atas kapal 
belum memenuhi standar. Penerapan HACCP 
dalam penanganan ikan tuna memiliki kelayakan 
persyaratan dasar mencakup 6 unsur yaitu 1) 
lokasi dan lingkungan: 2) desain dan konstruksi 
kapal serta fasilitas, 3) peralatan dan perlengkapan 
penanganan, 4) operasional penanganan tuna 
segar, 5) sanitasi dan kesehatan pekerja: dan 6) 
sistem manajemen mutu (Iskandar et al., 2011). 


Unit kompetensi ABK telah memenuhi 
50% standar kompetensi yang seharusnya. Unit 
kompetensi dengan nilai persentase tertinggi 
adalah melakukan perawatan alat penangkap ikan 
berbahan utama tali dan pancing di laut dengan nilai 
83%. Pada unit merakit rawai tuna dan melakukan 
penanganan ikan tuna di kapal memiliki nilai 
persentase 67% dan 66%. Sedangkan kompetensi 
yang terpenuhi pada unit melakukan perbaikan alat 
penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing 
sebesar 71% (Gambar 3). 


Kompetensi 
Total Total Total Terpenuhi (%)/ 
CL, CL, GAP Competence 
Fulfilled (%) 
3 2.01 0.99 67 
3 2.50 0.50 83 
4 2.83 1.17 71 
3 1.98 1.02 66 


Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015) 
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83 


Merakit rawai tuna/ 


protection 


Melakukan perawatan 
Assemble Longline Tuna alat penangkap ikan 
berbahan utama tali dan berbahan utama tali dan kapakanang tuna on 

pancing di laut /Hook and pancing/ Hook and line boai 
line fishing gear 
maintenance and 


Melakukan perbaikan Melakukan penanganan 
alat penangkap ikan ikan tuna di 


fishing gear reparation 


Unit Kompetensi ABK/ Crewman Competency Unit 


Gambar 3. Persentase Unit Kompetensi ABK 
Figure 3. Percentage of Crew Competency Unit 


Tingkat Kepentingan Kompetensi 


Tingkat kepentingan kompetensi adalah nilai 
prioritas dari unit dan elemen kompetensi yang perlu 
dipenuhi. Peningkatan kompetensi perlu dilakukan 
pada seluruh unit dan elemen kompetensi Nakhoda 
dan ABK. Perhitungan tingkat kepentingan dapat 
menjadi dasar dalam membuat strategi peningkatan 
kompetensi. Berikut ini adalah tingkat kepentingan 
unit kompetensi nakhoda dan tingkat kepentingan 
unit kompetensi ABK (Tabel 7 dan Tabel 8). 


Unit kompetensi terpenting dari nakhoda 
adalah unit Melakukan penangkapan ikan di 
laut dengan menggunakan rawai tuna. Nilai 
kesenjangan pada unit ini menjadi nilai kesenjangan 
yang terendah pada unit kompetensi nakhoda dan 
nilai kompetensi tercapai sebanyak 90%. Hal itu 
menggambarkan kompetensi pada unit Melakukan 
penangkapan ikan di laut dengan menggunakan 
rawai tuna sudah baik namun masih ada elemen 
yang perlu ditingkatkan. 


Berdasarkan hasil perhitungan nilai 
kesenjangan pada unit ini diperlukan pelatihan 
terkait dengan Menentukan haluan dan posisi 


setting; dan Menentukan kedalaman pancing. 
Peningkatan kompetensi pada kedua unit tersebut 
akan meningkatkan produksi dengan bertambahnya 
hasil tangkapan tuna yang didapatkan sehigga 
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 
Nakhoda. 


Unit Kompetensi terpenting dari ABK adalah 
unit Melakukan penanganan ikan tuna di kapal. 
Nilai kesenjangan pada unit ini memiliki nilai besar 
dan kompetensi tercapai pada unit ini hanya 66 
persen. Hal ini menggambarkan kompetensi pada 
unit yang terpenting sangan kurang dan perlu 
di tingkatkan. Pada unit ini nilai kesenjangan 
terjadi pada semua elemen sehingga diperlukan 

pelatihan terkait dengan 1) Menyiapkan 
peralatan dan tempat penanganan ikan tuna hasil 
tangkapan di kapal; 2) Menyiapkan sistem 
penyimpanan, 3) Menangani ikan tuna. Unit ini 
sangat berkaitan dengan menjaga mutu ikan tuna 
yang didapat pada saat awal penangkapan hingga 
pendaratan. Mutu ikan tuna yang baik tentunya 
akan meningkatkan harga jual sehingga dapat 
mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh 
ABK. 


Tabel 7. Tingkat Kepentingan Unit Kompetensi Nakhoda. 
Table 7. Importance Level Captain Competency Unit. 


No Unit Kompetensi/ Competency Unit Vektor Prioritas/Priority Vector 
4 Merencanakan operasi penangkapan ikan/ 0.26 
Fishing operation plan 
2 Menyiapkan kelaiklautan kapal/ Seaworthiness of ship 0.11 
3 Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan/ 0.11 
Fishing operation Worthiness 
4 Melaksanakan tugas jaga laut/ Watchkeeping 0.17 
5 Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan 0.35 


rawai tuna/ Fishing at sea by tuna longline 


Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015) 
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Tabel 8. Tingkat Kepentingan Unit Kompetensi ABK. 
Table 8. Importance Level Crew Competence Unit. 


No Unit Kompetensi/ Competency Unit 


1 Merakit rawai tuna/ Assemble Longline Tuna 


2 Melakukan perawatan alat penangkapan ikan berbahan utama tali 


dan pancing di laut/ Hook and line fishing gear maintenance and 
protection 


3 Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan 


pancing/ Hook and line fishing gear reparation 


4 Melakukan penanganan ikan tuna di kapal / Handling tuna on board 


Sumber: Data primer diolah (2015)/Source: Primary data processed (2015) 


Vektor Prioritas/ Priority Vector 
0.21 


Pendidikan Nelayan Rawai Tuna 


Karakteristik pendidikan dalam penelitian ini 
adalah jumlah tahun nelayan mengikuti pendidikan 
formal yaitu dari sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, sekolah menengah atas, hingga sekolah 
tinggi. Gambar 4 menunjukan mayoritas pendidikan 
formal yang dimiliki oleh nelayan rawai tuna adalah 
sekolah dasar. Sedangkan masih ada nelayan rawai 
tuna yang tidak pernah mengikuti jenjang sekolah 
formal yaitu sebanyak 9% dari total responden 
35 orang. 


Pendidikan non formal yang diikuti oleh 
responden seperti pelatihan masih kurang. Materi 
pelatihan yang terkait operasi penangkapan ikan 
masih sedikit. Pelatihan biasanya diselenggarakan 
oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 
(BPPP) yang tersebar di Indonesia, beberapa 
contoh balai pelatihan yaitu, BPPP Tegal, BPPP 
Banyuwangi dan BPPP Ambon. Balai pelatihan 
tersebut juga menjadi tempat uji kompetensi 
yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikat 
Perikanan dan Kelautan (LSP-KP). Kurangnya 
pelatihan dan uji kompetensi bagi nelayan 
disebabkan sedikitnya pelatihan yang tersedia 
dan terbatas jumlah peserta. Selain itu terkadang 
sulit mendapatkan ijin dari pihak perusahaan untuk 


mengikuti pelatihan karena membutuhkan waktu 
yang cukup lama. 


Pelatihan yang diberikan dapat melalui 
sosialisasi terlebih dahulu mengenai peraturan 
sertifikat yang harus dimiliki bagi awak kapal dan uji 
kompetensi. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan 
oleh pelabuhan perikanan atau dinas perikanan 
setempat. Sosialisasi bagi nelayan dengan 
pendekatan bahwa kompetensi dapat menambah 
pendapatan, sehingga nelayan tertarik untuk 
mengikuti. Selain itu biaya untuk uji kompetensi 
yang dilakukan diharapkan dapat lebih terjangkau. 


Pengalaman Nelayan Rawai Tuna 


Karakteristik pengalaman di laut dalam 
penelitian ini adalah lamanya nelayan menangkap 
ikan di laut dari awal penangkapan hingga penelitian 
ini dilakukan dan dinyatakan dalam tahun. Terdapat 
tiga kategori untuk karateristik pengalaman melaut 
menurut Hamzens (2007) yaitu kategori rendah 
dimana nelayan telah melakukan penangkapan 
ikan selama 1-4 tahun. Kategori sedang yaitu 
nelayan telah melakukan penangkapan ikan 
selama 5-10 tahun, sedangkan kategori tinggi yaitu 
nelayan telah melakukan penangkapan ikan di laut 
selama >10 tahun. 
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Gambar 4. Presentase Pendidikan Formal Nelayan Rawai Tuna 
Figure 4. Percentage of Tuna Longline Fishers Formal Education 


Kompetensi Nelayan Rawai Tuna Ditinjau Dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)........ (Yasinta Anugerah et al) 


Tabel 9. menunjukan nelayan rawai tuna 
yang menjadi responden dalam penelitian ini 
mayoritas telah melakukan penangkapan ikan 
di laut selama 5 — 10 tahun. Total 35 responden 
yang telah diwawancarai, ada sebanyak 11 
orang responden yang sangat berpengalaman 
di laut karena telah melakukan penangkapan 
ikan selama >10 tahun. Rendahnya pendidikan 
formal yang dimiliki oleh nelayan dan kurangnya 
pelatihan terkait dengan pengoperasian rawai 
tuna dapat menggambarkan kualitas nelayan 
tersebut. Namun dengan tersedianya KKNI 
sebagai kerangka penjenjangan kompetensi 
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, 
kompetensi nelayan dapat digambarkan dengan 
pengalaman nelayan di laut. 


Sebagian besar ABK yang baru mengikuti 
operasi penangkapan mendapatkan pelajaran 
mengoperasikan alat tangkap dari rekan kerja yang 
terlebih dahulu. Hal yang serupa juga dirasakan oleh 
nakhoda kapal, pelajaran dalam pengoperasian 
rawai tuna dari persiapan keberangkatan menuju 
DPI hingga kembali ke pelabuhan didapatkan dari 
nakhoda yang terdahulu. Menurut Hamzens (2007) 
terdapat beberapa contoh pengalaman yang 
diperoleh secara alamiah selama menjadi nelayan 
yaitu: (1) pengenalan kondisi dan gejala-gejala 
alam, khususnya laut;, (2) cara-cara menangkap 
ikan berdasarkan kebiasaan, pengalaman orang 
tua, atau sanak keluarga, teman, yang juga nelayan 
dan (3) cara menangani hasil tangkapan. 


Pendapatan Nelayan Rawai Tuna 


SKKNI tentunya diharapkan dapat menjadi 
tolak ukur pendapatan nelayan, dimana standar 
kompetensi dapat menentukan gaji yang diperoleh 
oleh nelayan. Nelayan dengan kompetensi yang 
baik akan mendapatkan pendapatan yang lebih. 
Namun kompetensi yang dimiliki oleh nelayan 


saat ini belum bersertifikat, sehingga cukup sulit 
untuk menjadikan kompetensi sebagai dasar untuk 
pendapatan nelayan. 


Pendapatan nelayan yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah penghasilan selama nelayan 
mengikuti operasi penangkapan dengan kapal 
rawai tuna. Pendapatan nelayan rawai tuna di PPN 
Palabuhanratu menggunakan sistem gaji per hari, 
selama proses kegiatan penangkapan sekitar 5-6 
bulan di laut. Gaji yang diterima nelayan berbeda- 
berda tergantung sistem yang diberikan oleh 
perusahaan dan setiap anggota kapal rawai tuna 
memiliki gaji berbeda sesuai jabatanya. 


Berdasarkan hasil wawancara langsung 
kepada pihak perusahaan dan nakhoda, setiap 
perusahaan berbeda dalam memberikan gaji dan 
bonus kepada nakhoda. Perusahaan biasanya 
memberikan selisih gaji sebesar Rp. 5000 
setiap tingkatan jabatan anggota kapal. Tingkat 
jabatan anggota kapal tentunya dipengaruhi oleh 
kompetensi yang dimiliki nelayan tersebut. Jenjang 
karir dari nelayan rawai tuna diawali dari posisi ABK 
jika sudah berpengalaman dalam penangkapan 
kemudian naik menjadi boatswain. Apabila memiliki 
kemampuan dalam proses penanganan ikan, maka 
akan menjadi bagian penanganan tuna. ABK 
yang memiliki ketrampilan dalam merawat dan 
memperbaiki kapal dapat diangkat menjadi Kepala 
Kamar Mesin (KKM). Selain itu dapat naik menduduki 
posisi jabatan sebagai wakil nakhoda. Apabila telah 
mahir dalam mengemudikan kapal serta mendapat 
kepercayaan oleh pihak perusahaan maka akan 
menduduki posisi nakhoda kapal. 


Nakhoda kapal mendapatkan gaji berkisar 
Rp. 100.000 — 250.000 per hari dan mendapatkan 
tambahan 15% dari keuntungan. Pemberian bonus 
apabila hasil tangkapan yang didapat banyak 
dan berkualitas, bonus yang didapat Rp. 1000/ 
ekor. Wakil nakhoda mendapatkan gaji berkisar 
Rp. 40.000 — Rp. 65.000/ hari. KKM mendapatkan 


Tabel 9. Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Nelayan di Laut. 
Table 9. Number of Fishers Based on Fishing Experience. 


Jumlah/ Sum Presentase (%)/ 


ne Kategori cage (Orang/ People) Percentage (%) 
1 Kurang berpengalaman/Less experience 9 25.7 
2 Cukup Berpengalaman/Sufficient experience 15 42.9 
3 Sangat Berpengalaman/ Very experience 11 31.4 
Jumlah/Total 35 100 


Sumber: Data primer diolah (2015) /Source: Primary data processed (2015) 
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gaji Rp. 55.000 — 60.000/ hari, sedangkan 
boatswain, ABK, koki dan prosesing tuna berkisar 
mendapatkan gaji sekitar Rp. 35.000 — 45.000/ hari. 


Gaji biasanya akan diberikan setelah 
kegiatan operasi selama 5-6 bulan selesai, akan 
tetapi nelayan dapat meminta sebagian dari gaji 
untuk kebutuhan keluarga di rumahnya. Jika ada 
kebutuhan keluarga yang mendesak anggota kapal 
hanya tinggal mengutarakan kepada nakhoda 
kemudian nakhoda yang akan menyampaikan 
kepada pihak perusahaan. Uang dapat diberikan 
langsung kepada pihak keluarga ataupun melalui 
transfer bank. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Kompetensi nakhoda dan ABK rawai tuna 
yang dimiliki saat ini sudah mencapai 50% dari 
SKKNI. Kompetensi nakhoda tertinggi adalah 
unit melakukan penangkapan ikan di laut dengan 
menggunakan rawai tuna. Kompetensi tertinggi 
yang dimiliki oleh ABK adalah unit melakukan 
perawatan alat penangkap ikan berbahan utama 
tali dan pancing di laut. Walaupun rendahnya 
pendidikan formal dan kurangnya pelatihan yang 
pernah diikuti oleh nelayan, kompetensi nelayan 
dapat digambarkan dengan pengalaman nelayan 
di laut. Nelayan dengan kompetensi yang baik 
akan mendapatkan pendapatan yang lebih. 
Namun kompetensi yang dimiliki oleh nelayan 
saat ini belum bersertifikat, sehingga cukup sulit 
untuk menjadikan kompetensi sebagai dasar untuk 
pendapatan nelayan. 


Implikasi Kebijakan 


Penelitian ini adalah agar pemerintah 
mendorongupaya peningkatan kompetensinakhoda 
dan ABK pada semua unit kompetensi. Peningkatan 
kompetensi nakhoda lebih diprioritaskan, terkait 
dengan kompetensi menentukan haluan dan posisi 
seting serta menentukan kedalaman pancing. 
Peningkatan kompetensi ABK lebih diprioritaskan 
terkait: (1) Menyiapkan peralatan dan tempat 
penanganan ikan tuna hasil tangkapan di kapal: (2) 
Menyiapkan sistem penyimpanan, (3) Menangani 
ikan tuna. Peningkatan kompetensi tersebut dapat 
dilakukan dengan cara memberikan pelatihan yang 
sesuai dengan materi kompetensi tersebut. Selain 
itu nelayan yang kompetensinya telah terpenuhi 
perlu diberikan sertifikat yang diakui. 
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sebelumnya harus dicantumkan acuannya. 


Hasil dan Pembahasan 


Bagian ini menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar 
penyimpulan bahkan penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: 
uraian temuan data dan informasi yang terkumpul. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik dan 
gambar seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan. 


Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan 


Kesimpulan diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok bahasan serta 
kemampuan mengartikulasikan temuan pokok untuk rekomendasi kebijakan, ditulis secara singkat dan 
jelas dalam dua atau tiga kalimat Pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai 
atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Bila belum, jelaskan apa penyebabnya. 


Ucapan Terima Kasish 


Ucapan Terima Kasih Ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor 
penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu 
berlebihan. 


Daftar Pustaka 


Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Proporsi daftar pustaka yang 
diacu yaitu 80% merupakan rujukan primer dan merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya 
pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau 
media lainnya yang non-ilmiah. Disusun berdasarkan abjad. 
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Tabel 


Judul tabel (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di atas tabel. Tabel ditulis dalam 
bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan tidak dalam bentuk JPEG. 
Sumber dicantumkan di bawah tabel. 


Contoh: 


Tabel 8. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. 
Table 8. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke. 


Kategori Nilai Ekonomi/ Total Nilai/ Total Nilai/ 
Category Economic Value Total value (Rp/Tahun) Total value (Rp/Ha/Tahun) 

Nilai Guna Langsung/ Direct value 121,120,873,947 11,964,919 
Nilai Guna Tidak Langsung/ Indirect Value 48,361,817,303,4 4,777,419 
Nilai Pilihan/ Option value 3,074,276,220 303,692 
Nilai Keberadaan/ The existence value 2,134,333,320 210,840 
Nilai Pewarisan/ Value Inheritance 2,728,107,120 269,496 

Total/ Total 177,419,407,910 17,528,367 


Sumber/ Source : Data Primer Diolah (2015)/ Primary Data Processed (2015) 


Gambar 

Judul Gambar (Arial, center, & 11 pt) diberi nomor urut dan ditulis di bawah Gambar. Gambar ditulis 
dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik menggunakan program MS-Word dan dalam bentuk JPEG 
dengan kualitas gambar resolusi diatas 72 dpi. Sumber dicantumkan di bawah judul. 


Gambar 1. Peta Wilayah Reklamasi Teluk Jakarta 
Figure 1. Map of Reclamation Area of Jakarta Bay 


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Mongabay/ 
Source: Ministry of Environmental and Forestry in Mongabay (2016) 
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